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KATA PENGANTAR
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Bab I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebelum kita membahas penganggaran daerah, perlu terlebih dahulu

dipahami tentang Manajemen Keuangan Sektor Publik dengan berbagai

aturan yang dijadikan dasar dalam pengelolaannya, dan Manajemen

Keuangan Sektor Publik adalah proses kegiatan di dalam mengelola dan

mengadministrasikan tahap-tahapan perencanaan dan penganggaran'

pelaisanaan, perta nggungjawaba n dan pelaporan, serta pengendalian dan

pengawasan internal pemerintah dan pemerintah daerah

1.1.1 PRINSIP DASAR MANAIEMEN KEUANGAN SEXTOR PUBLIK

- Secara umum proses manajemen keuangan di lingkungan Pemerintah

Daerah mempunyai tujuan berupa terwujudnya praktik anggaran kinerja

dengan baik dan terlaksananya pendanaan program-program dan kegiatan

pem-erintah dengan baik dan efisien Manaiemen Keuangan Sektor Publik

memiliki spesifikasi khusus dan tuiuan umum yang dijabarkan ke dalam tiga

tu.iuan khusus meliPuti:

1. Tercapainya disiplin fiskalyang telah ditetapkan;

2, TerlaksananYa proses alokasi yang sesuai dengan tuiuan strategis

dan prioritas Yang diteta Pkan;

3. Terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber

daya Pemerintahan Daerah.

Dari ke lga u nsurtersebut di atas merupakan kesatuan yang kait mengkait

dan saling berhubungan serta memengaruhi satu sama lain' Pemerintah

melakukan upaYa secara komprehensif dengan berbagai pertimbangan

secara strategis. Dan ini merupakan prinsip dasar dari cerminan praktik-

praktik terbaik dari best practices di dalam pengelolaan keuangan Daerah'

Prinsip dasar manaremen sektor pemerintah dan pemerintah daerah

dapat terlihat seperti siklus gambar di bawah ini
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Gambar 1.1

t€talitsi &
t€giiimasi

lri nsip *asa r Man ajemen

-*::"T": ElSektor publik-
l{ciuisran

Sumber: Diktat Perencanaan dan penganggaran Kementerian Keuangan tahun
zor3.

Prinsip-prinsip dasar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Komprehensif dan Disiplin,

Komprehensi{ yang dimaksudkan dengan komprehensif disini,
adalah di mana didalan penyusunan anggaran harus memerhatikan
semua unsure yang terkait, hal ini sangat penting dikarenakan
pengelolaan keuangan daerah sangat tergantung dari ketersediaan
dana yangtersed ia, serta kepatuhan dalam pela ksanaan berdasarkan
apa yang telah disusun dan direncanakan serta ditetapkan di dalam
dokumen APBD dan DpA.

b. Le8alitas dan legitimasi.

Legalitas dalam pengelolan keuangan daerah, di mana yang
dijadikan dasar dan pedoman pengelolaan adalah berdasarkan
peraturan perundang-undangan, sehingga merupakan produk
hukum keuangan daerah, Di dalam pelaksanaannya harus
mengikuti kaidah-kaidah aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh
pemerintah dan pemerintah daerah.

c. Legitimasi

Legitimasi dalam a rti bahwa tindakan atau segala kegiatan yang
dilakukan mempunyai legitimasi dengan melibatkan unsure
masyarakat di dalam proses penyusunan perencanaan dan
penganggaran pada saat dilakukannya musrenbang.

L



Fleksibilitas.

Fleksibilitas, dengan memerhahkan kebutuhan semua pihak'

dan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam

pelaksanaanya, sehingga pada saat penyusunan penganggaran

daerah harus fleksibel

, Dapat diprediksi (Predictabilityl

Dapat diprediksi, memerhatikan ketersediaan anggaran bukan saia

dimensi untuk satu tahun anggaran tetapi mempunyai prediksi

perkiraan anggaran hingga lima tahun ke depan' mengakibatkan di

dalam format penYusunan dan pengalokasian anggaran ke dalam

program dan kegiatan harus sangat cermat dan tepat dengan

memerhatikan program dan kegiatan prioritas utama Selain itu

pemerintah Daerah juga wajib melihat seberapa besar potensi-

potensi daerah yang dapat diiadikan penerimaan daerah yang

akan berkontribusi terhadap pendapatan daerah serta pemerintah

daerah juga harus memerhatikan kondisi stabilitas baik secara

mikro dan makro perekonomia n daerah'

. Contestability (Daqot Diuii)

Contestability Penyusunan program dan kegiatan merupaKan

program dan kegiatan prioritas kebutuhan daerah di dalam rangka

mempercepat kesejahteraan masyarakat daerah

i. Keiuiuran.

Kejujuran Disaat proeses dan mekanisme penyusunan anggaran

harus dilakukan secara transparan dan bebas dari pengarun

pengaruh yang ingin mengarahkan proses penyusunan berpihak

kepada satu kelompok tertentu dengan memerhatikan di dalam

proses penganggaran daerah proyeksi pendapatan dan belania

berdasarkan data yang akurat dan akuntabel' Hal ini dilakukan agar

dalam pelaksanaannva terhindardari kegagalan

h. Informatif'

Informasi, sejalan prinsip keterbukan, terkait pengelolaan keuangan

daerah, pemerintah daerah harus dapat memberikan informasi

yang akurat dan dapat d iperta nggungiawaban kepada semua pihak'

khususnya yang mempunyai kepentingan dengan pengganggaran

daerah, hal ini perlu dilakukan agar apa yang dianggarankan

memounvai nilai manfaat

3

d.
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i. Transparan dan Akuntabel,

Pemerintah daerah di dalam melakukan pengelolaan keuangan
daerah harus trdnsparans dan akuntabel, sehingga masyarakat
merasa puas akan apa yang telah dilaksanakan oleh iaiaran
pemerintah daerah.

1.1.2 REFoRMASI MANAJEMEN KEuANGAN sEKToR PUBtIx

Sebelum adanya reformasi keuangan, manajemen keuangan sektor
publik menampakkan kondisi sebagai berikut.

a, Mekanisme dan proses proses disaat penyusunan perencanaan dan
penganggaran tidak berdasarkan kepada kebutuhan rjil, dan hanya
memperhati- kondisi tahun_tahun sebelumnya, sehingga tidak
sesuai dengan kondisi apa yang ada kebutuhan masyarakat secara
riil.

b. Berfokus hanya kepada bagaimana menghabiskan anggaran
berdasarkan pagu tersedia, dan tidak memerhatikan efisiensi dan
efektivitas dalam penggunaan anggaran sehingga manfaatnya hdak
tercapai.

c. dalam penyusunan anggar€n hanya berfokus kepada pencapaian
proyek-proyek jangka pendek yang sifatnya tahunan dan bersifat
parsial belum memerhatikan program jangka menengah dan jangka
panjang yang tercantum di dalam visi dan misi pemerintahan
daerah secara benar yang telah ditetapkan.

d. Di dalam penetapan anggaran dipengaruhi oleh kepenttngan elit-
elit politik saja. sehingga keberpihakkan hanya kepada penguasa
dan bagaimana kehendaknya saja, dan tidak memerhatikan
aspirasi masyarakat atau fakta_faka yang terjadi pada masyarakat,
sehingga masyarakat tidak merasakan manfaat dari pembangunan
yang dilaksanakan dan berakibat timbulnya kesenjangan ekonomi
dan berakibat kepada banyaknya pengangguran yang berakibat
tingginya angka kemiskinan di daerah.

f. dalam pelaksanaan ApBD serinB dilakukan pada posisi akhir tahun
anggaran, sehingga kesan sangat tergesa-gesa dan berakibat sering
teriadi penyimpangan dalam pembangunan dan pelayanan kepada
m a sya ra kat.

g. Terjadinya pemangkasan anggaran secara mendadak. yang
diakibatkan ketidakpastian dalam sektor penerimaan daerah, hal

-^*-*-_,-
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ini dikarenakan terlalu tingginya target yang dicanangkan dalam

penyusunan Peda Patan daerah.

h. Jarang adanya evaluasi atas peraturan dan kebijakan yang telah

dilakukan secara benar, sehingga berakibat kuranB pas dalam

menentukan kebija ka n selanlutnya

y. Lemahnya integrasi antara level kebijakan dengan sumber daya

yang dipunyai, dengan operasional yang akan dilaksanakan

k. Tugas-tugas yang men.jadi beban satuan keria pemerintah daerah

belum pas, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pencapaian visi

dan misipemerintah daerah dan pelaksanaan program dan kegiatan

sangat sulit untuk diwujudkan berdasarkan visi dan misi dimaksud'

Atas dasar berbagai permasalahan tersebut, pemerintah melakukan

kebijakan dengan menetapkan tiga paket undang-undang dengan peraturan

pelaksanaannya, yaitu UU No. L7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU

No. l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No' 15 Tahun

2004 tentang Pemeriksaan dan PertanESunglawaba n pengelolaan Keuangan

Negara. Menteri Dalam Negeri membuat dan menetapkan pedoman

pengelolaan keuangan daerah, yang dapat diiadikan pedoman teknis di

dalam pengelolaan keuangan daera h.

1,1.3 PROSCS PERENCANAAN DAN PENGANGARAN

Pada proses penyusunan perencanaan dan penganggaran di mana

masyarakat selalu dilibatkan, hal ini dikarenakan masyarakat sebagai yang

memiliki kepentingan dalam pembangunan Keterlibatan masyarakat

tersebut dapat memberikan informasi dan ide-ide serta gagasan sesuai

dengan kepentingannya dan juga merupakan kepentingan pemerintah

Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah tentunya harus

diiringi dengan pemahaman yang sama mengenai sejumlah aturan dan

petunjuk pelaksanaan pengelolaan anggaran negara yanB transparan dan

bertanggung jawab. Upaya pemerintah daerah untuk dapat memberikan

pemahaman terkait proses perencanaan dan penganggaran, adalah

dengan meningkatkan kualitas aparaatur pemerintah yang akan mampu

menyelesaikan berbagai permasala han dalam menjalankan tugas-tugasnya

sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat di dalam memberikan pelayanan

yang terbaik. Untuk tercapainya peningkatan kemampuan aparatur

pemerintah daerah diperlukan kerja keras dari semua pihak, khususnya

pemerintah daerah dan jalarannya

^---^ --:
:)
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Kemampuan penBelolaan keuangan daerah sangat diperlukan, seiring
adanya perkembangan jaman dan pengaruh globalisasi serta tuntutan
masyarakat yang semakin tinggi. Dinamisnya hubungan keuangan pusat dan
Daerah juga memengaruhi sistem pengelolaan keuangan daerah.

Penerapan desentralisasi fiskal, tindak lanjut pemberian kewenangan
dari pemerintah kepada pemerintah daerah, menuntut pemerintah daerah
harus lebih konsisten di dalam menggali potensi-potensi sumber-sumber
pendapatan daerah, agar pemerintah daerah dengan adanya desentralisasi
fiskal, dapat lebih leluasa melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat daerah guna terwuiudnya
kesejahteraan masyarakat yang diidamkan oleh semua pihak.

Untuk menjaga kerangka ekonomi daerah dan menjamin
keberlangsungan hidup bernegara, melalui pengelolaan keuangan daerah,
secara umum pemerintah daerah memiliki tiga fungsi utama di dalam
menstabilkan perekonomian yaitu:

1. Fungsi alokasi

Fungsi alokasi merupakan bentuk campur tangan pemerintah
daerah dalam bentuk, bagaimana pemerintah daerah dapat
menyediakan dan memenuhi kebutuhan barang publik atau
dalam bentuk kebiiakan penggunaan seluruh sumber daya untuk
digunakan memproduksi barang swasta dan barang publik.

?. Fungsi distribusi

Fungsi distribusi merupakan upaya untuk memanfaatan sumber-
sumber potensi pendapatan guna mengurangi kesenjangan sosial
antar pendapatan masyarkat. Peranan lainnya adalah sebagai alat
d istribusi pendapatan atau kekayaan.

Distribusi pendapatan tergantung dari besar kecilnya kepemilikan
faktor-faktor produksi, permintaan dan penawaran faktor produksi,
dan akses seseorang untuk memperoleh pendapatan. Kebijakan
ekonomi ini dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut daapat
dilakukan untuk memperbaiki keadaan pendapatan dari kelompok
masyarak miskin. Pemerintah dapat memengaruhi distribusi
pendapatan secara langsung dengan pajak yang progresif, dengan
memberikan beban pajak yang lebih besar bagi orang kaya dan
relatif lebih ringan bagi orang miskin, disertai den8an tronsler
payment atau subsidii bagi golongan miskin,
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3. Fungsi stabilisasi

Pada fungsi stabilisasi, digunakan untuk meredam goncangan

ekonomi seperti inflasi dan pengangguran baik pada jangka

pendek maupun jangka panjang' (Sumber: Diktat Perencanaan dan

Penganggaran Kementeri KeuanBa n 2013).

1.1.4 KETEMBAGAAN PENGETOTAAN KEUANGAN DAERAH

Struktur Pengelolaan Keuangan Daerah

Bedasarkan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005, Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, yang diperbaharui melalui

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri No. 55 Tahun 2008, kepala daerah selaku pemegang kekuasaan

penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah iuga pemegang kekuasaan

dalam pengelolaan keuangan daerah. 5elaniutnya kekuasaan tersebut

dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku

pejabat pengelola keuangandaerah dan dilaksanakan oleh satuan keria

perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah di

bawah koordinasi Sekreta ris Daerah.

Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja

pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah

dan dilaksanakan oleh satuan keria perangkat daerah selaku peiabat

pengguna anggaran/barang daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah

Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan

tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks and balonces serta untuk

mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan

tugas pemerintahan.

Berdasarkan Permendagri No' 13 Tahun 2006, pengelolaan keuangan

daerah, merupakan bagian dari keuangan Negara, atau subsistem dari sistem

pengelolaan keuangan Negara, Pengelolaan Keuangan Daerah, merupakan

elemen utama bagi pemerintah daerah, di dalam menyelenggarakan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dan Pengelolaan

Keuangan Daerah juga merupakan pilar utama yang sangat penting, di dalam

melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus

transpara n, akuntabel, dan partisipatif'
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1,2 DESENTRATISASI FISKAT

1.2.1 PENGER AN DAN PRtNstp DASAR DEsENTRAUsAst FtsxAr

Desentralisa si fiska I menurut Davey (2003) adalah pembagian pendapatan
dan belanja negara antar tingkatan pemerintahan dan keleluasaan yang
diberikan kepada pemerintah daerah dan regional untuk menetapkan anggardn
dengan cara membebankan pajak dan retribusi serta alokasi sumber daya. Dari
pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal adalah bagian
dari sistem desentralisasi dan merupakan penyerahan kewenangan fiskal
kepada daerah otonom, antara lain dapat meliputi:

a. Kewenangan Perpajakan llocoltoxing powerl

b. Keleluasaan untuk Belanja lexpenditure ossignmentl

c. Perencanakan, Penetapan dan Pelaksanaan Anggaran lBudget
Discretion)

d. Keleluasaan untuk mendanai investasi dengan melakukan
peminjaman, kerjasama pendanaan dengan pihak lain dan lain-lain.

1.2.2 KEWENANGAN PERPA,AKAN DAERAH

Desentralisasi fiskal dalam bentuk pemberian kewenangan perpajakan
kepada daerah otonom di Indonesia berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009
tentang pajak dan retribusi daerah. Undang-undang ini menggantikan UU
No. 34 Tahun 2000 yang pada hakekatnya mengandung makna berbagai
kewenangan pajak dan retribusi daerah. Pada UU No. 28 Tahun 2009, terdapat
Pajak Kabupaten/Kota dan Pajak Propinsi yang bersifat c/osed/ist yang berarti
hanya pajak tersebut yang boleh dipungut/dikelola oleh pemerintah daerah.
Selain itu ada kewenangan pemungutan retribusi daerah yang terdiri dari
retribusijasa usaha, jasa umum, dan retribusi perizinan tertentu

Kewenangan Pemerintah Daerah terkait pajak dan retribusi, tidak hanya
dalam pengelolaan, tetapi juga dalam menetapkan tarif pajak dan tarif
retribusi terkait.

a. Sistem Pemungutan

1. Mengubah sistem pemungutan pajak dan retribusidaerah
2. Memperluas opjek pajak daerah dan retribusi daerah
3. Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah
4. Menaikkan tariff maksimul beberapa jenis pajak daerah

5, Memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah
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b. SistemPengawasan

1, Mengubah sistem Pengawasa n

2. Mengenakan sanksi bagiyang melanggar ketentuanPDRB

c. SistemPengelolaan

1. Bagi hasil palak Provinsi
2. Earmarking

3. Insentif pemingutan

sumber: TOT KKD/KKDK, 2010-

UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keua ngan antara pusat dan

daerah, di mana mengatur tentang pendapatan daerah dari Dana Transfer

(Dana Bagi Hasil/DBH, Dana Alokasi Umum/DAU, Dana Alokasi Khusus/DAK)

sejalan dengan prinsip "Money Follows Functions".

Pemerintah daerah diberikan keleluasaan di dalam menggunakan DAU

dan DBH, sesuai prinsip desentralisasi fiskal di mana pemerintah daerah

diberikan kewenangan untu mengelola keuangan daerah berdasarkan adanya

kepastian pendapatan daerah. Selain dana DAU dan DAK' juga adanya dana

yang ditransfer dari pemerintah kepada pemerintah daerah yang meliputi:

. Dana Otonomi Khusus, untuk provinsi Papua, berdasarkan UU No.

35 Tahun 2008. Yang merupakan pengganti UU No. l Tahun 2008

tentang Perubahan ataas UU No. Z1 Tahun 2001, tentang otonomi

khusus bagi Provinsi Papua meniadi U U No. 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh.

. Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu

daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah

dan DPR sesuai peraturan perundangan' yang terdiri atas dana

insentif daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri

Sipil Daerah (PNSD), dana-dana yang dialihkan dari Kementerian

Pendid ikan Nasional ke Tra nsfer ke daerah, berupa Tunlangan Profesi

Guru dan Bantuan Operasional Sekolah {BOS}, Dana Penyesuaian

Infrastruktur Daerah, serta Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana

lnfrastruktur Provinsi Papua Barat

1,3 FUNGSI, MANFAAI, DAN TIPE ANGGARAN

1.3.1 BERADASARKAN UU NO' lTTAHUN 2OO3

APBN/APBD mempunyai fungsi-ungsi sebagai berikut'
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FungsiOtoritosi: anggaran negara menjadi dasar untuk pelaksanaan
alokasi pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
yang dapat diperta nggungiawabkan kepada rakyat.

Fungsi Perencsnooni anggaran dapat dijadikan pedoman untuk
merencanakan program dan kegiatan pada tahun anggaran tersebut
dan tahun anggaran mendatang guna dapat mendukung kegiatan
pembela.iaan.

Fungsi Pengowason: pada fungsi pengawasan anggaran dapat
digunakan sebagai pedoman di dalam mengukur keberhasilan pada
tingkat pelaksanaan apakah sudah sesuaiatau terjadi penyimpangan
di dalam penggunaan anggaran yang telah dialokasikan, sehingga
dapat dinilai akan kebenarannya.

Fungsi Alokasi: di mana anggaran dapat dijadikan suatu pedoman
untuk mengalokasikan berbagai sumber pendapatan untuk
menyediakan pelayan masyarakat.

Fungsi Distribusir Pendapatan Negara dan daerah dari pajak
dan bukan palak tidak semua digunakan secara langsung untuk
menyediakan pelayanan publik. Tetapi dapat juga didistribusikan
dalam bentuk dana subsidi dan dana pensiun. pengeluaran

pemerintah semacam ini disebut transfer pavment_

Pengeluaran ini ditujukan untuk di antaranya untuk menguranBi
disparitas dengan menglokasikan anggaran pada kelompok yang
berpendapatan rendah (pro poor)

Fungsi Stobilisosi:. Fungsi stabilisasi APBD adalah dengan besaran
alokasi berdasarkan krlbutuhan dapat menstabilkan fluktuasi
harga dan sehingga dapat mengurangi kondisi eksternalitas secara
ekonomi dan dapat mewujudkan terciptanya lapangan kerja bagi
masyarakat.

Pedoman kerja, Sebagaipedoman kerja anggaran adalah sebuah rencana
kerja pemerintah dan pemerintah daerah disusun dan direncanakan
secard sistematis dan dinyatakan dalam bentuk moneter. Di mana dalam
penyusun anggamn yang dr.1..adikan dasar adalah pengalaman masa lalu
untuk dapat dijadikan penaksiran masa yang akan datan& sehingta
anggaran merupakan pedoman kerja utama bagi para pejabat pengelola
keuangan pemerintah dan pemerintah daerah.

Fungsi Koordinasi, Anggaran merupakan alat koordinasi baik
secara individu maupun kelompok guna tercapainya kesepakatan

e.

f.

n.

ln

d,
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dan keselarasan dalam melakukan pelaksanaan kegiatan dengan

dukungan ang8aran yang tersedia, sehingga dapat tercapainya

tujua n yang diharapkan bersama-

Fungsi pengendalian, Tanpa dukungan anggaran pemerintah dan

pemerintah daerah tidak dapat melakukan pembelajaan, dan

anggaran juga merupakan sebagai alat pengendalian di dalam

melakukan pengeluaran atas membiayai pengeluaran pada sektor

belanja publik, dengan anggaran luga dapat mengendalikan

pemborosan pemborosan pengeluaran, sehingga dapai diladikan

alat untuk membatasi kekuasaan dalam pelaskanaannya.

Fungsi kebilakan fiskal, anggaran memberikan rencana detail atas

pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelaniaan yang

dilakukandapat dipertanggung iawabkan kepada publik Tanpa

anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-

pemborosan pengeluaran. Anggaran sektor publik dapat digunakan

untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif.

Fungsi alat politik, Pembuatan anggaran publik membutuhkan

dukungan politik, sehin8ga ang8aran tidak terlepas dari komitmen

bersama antara eksekutif dan legeslatii namun walaupun

merupakan komitmen bersama tetapi anggara n harus tidak memiliki

keberpiha kka n dari sala h satu kelom pok saja, tetapi anggara n adalah

untuk kebutuhan masyarakat banyak yang disetujui dan disepakati

oleh Ekskutif dan legeslatif. Karena mereka diberi kewenangan oleh

masyarakat di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

Fungsi alat penilaian kineria anggaran merupakan wujud komitmen

dari budget holder (eksekutif) kepada pemberi wewenang

{legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian

target anggaran dan efisiensi anggaran. Kineria manajer publik

dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan

I.3.2 MANFAAT ANGGARAN

Menurut Marconi dan SieBel (1983) dalam Hehanusa (2003:406-407)

manfa anggaran adalah:

a. An8garan merupakan hasil dari proses perencanaan, berartl

anggaran mewakili kesepakatan negosiasi di antara partisipan yang

dominan dalam suatu organisasi mengenaitujuan kegiatan di masa

yang akan datang.

--= 11
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b. Anggaran merupakan gambaran tentang prioritas alokasi sumber
daya yang dimiliki karena dapat bertindak sebagai blue print
aktivitas perusahaan.

c. Anggaran merupakan alat komunikasi internalya ng menghubungkan
departemen yang satu dengan departemen yang lainnya dalam
organisasi maupun dengan manajemen puncak.

d. Anggaran sebagai alat pengendalian yang mengarah manajemen
untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah, hal ini
akan dapat mengarahkan manajemen untuk menentukan tindakan
koreksi yang harus diambil.

e. Anggaran memengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan
untuk bekerja dengan konsisten, efektif dan efisien dalam kondisi
kesesuaian tuiuan antara tujuan perusahaan dengan ruluan
karyawan.

1.3.3 TIPE ANGGARAN

Ceiling Budget

Tipe anggaran yang dipakai untuk tujuan-tujuan pengawasan
dinamakan Ceiling Budget- Anggaran jenis ini mengawasj suatu
instansi secara langsung dengan cara menentukan batas-batas
pengeluaran melalui peraturan penggunaan/pemberian, atau
secara tidak langsung dengan cara membatasi penghasilan instansi
pada sumber yang diketahui dan jumlah yang terbatas.

Line-ltem Budget

Tipe ini menggolongkan pengeluaran-pengeluaran berdasarkan
jenis, digunakan untuk mengawasi .jenis-jenis pengeluaran dan juga
jumlah totalnya"

Performance and Program Budgets

Tipe ini berguna untuk menspesifikasi a ktivitas-a ktivitas atau
program-program berdasarkan mana dana digunakan, dan
dengan cara demikian membantu dalam evaluasinya. Dengan
cara memisahkan pengeluaran-pengeluaran berdasarkan fungsi
(seperti kesehatan atau keamanan publik) atau berdasarkan jenis
pengeluaran (seperti kepegawaian dan peralatan) atau berdasarkan
sumber penghasilan seperti pajak kekayaan atau biaya-biaya
pemakaian (userfees), para administrator da n para anggota legislatif

LL

1.

2.

3.
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bisa mendapatkan laporanJaporan yang tepat mengenai transaksi
transaksi keuangan, untuk mempertahankan baik efisiensi ke dalam

maupun pengawasan dari lua r.

1.4 SISTEM PENGANGGARAN

Sebelum reformasi keuangan daerah, sistem penganggaran, masih

menggunakan sistem penganggaran tradisional Uine-item/obiect ol
expe nditure budget ) yaitu pendekata n pengangga ran dengan pendekata n

pos belanja, penyusunannya tidak berdasarkan kepada pemikiran dan analisis

dari rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan dalam rangka mencapai

tuiuan yang ditetapkan sebelumnya. Penekanannya lebih dititik beratkan

kepada kebutuhan belanja/pengeluaran dan perhatiannya ditekankan
kepada bagaimana mem pertan8gungjawabkan atas pelaksanaan anggaran
yang digunakannya.

Distribusi dan pengalokasian anggaran hanya sebatas kepada jatah atau
pagu yang harus diberikan kepada setiap SKPD. Sebelum reformasi keuangan

daerah dikenal adanya belanja rutin dan belanja pembangunan, hal ini dapat
menyebabkan adanya dua lisme pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan,

sehingga timbulnya inefisiensi dalam penggunaan anggaran di daerah

maupun di pusat. Tolok ukur keberhasilan kerja adalah apabila anggaran
yang disediakan atau dialokasikan dapat direalisasi secara penuh/digunakan

sampai 100 7o, maka pelaksanaan kegiatan dapat dikatakan berhasil.

Anggaran trddisionol menampilkan anggaran dalam perspektif sifat
dasar lndturel dari sebuah pengeluaran atau belanja. Ciri kedua adalah
penggunaan konsep inkrementalisme, yaitu jumlah anggaran tahun tertentu
dihitung berdasarkan jumlah tahun sebelumnya dengan tingkat kenaikan

tertentu.

Reformasi Keuangan Negara dan Daerah dengan ditetapkannya 3 paket

Undang-Undang tentang Keuangan Negara dan Daerah, yaitu UU No. u
Tahun 2003 tentang Keuan8an Negara, dan UU No. l Tahun 2004 tentan8
Perbendaharaan Negara serta UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pertanggungiawaban Pengelolaan Keuangan Negara, maka sistem
penganggaran diberlakukannya sistem penganggaran dengan pendekatan:

1. Penganggaran Terpadu;

2. Penganggaran Berbasis Kinerla, dan

3. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM),

l3
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AD.1. PENERAPAN PENGANGGARAN SECARA TERPADU

dengan pendekatan ini, semua kegiatan instansi pemerintah disusun

secara terpadu, termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin

dan anggaran belania pembangunan. Hal tersebut merupakan tahapan
yang diperlukan sebagai baBian upaya jangka panjang untuk membawa
penganggaran menjadi lebih transparan, dan memudahkan penyusunan dan

pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja.

dafam kaitan dengan menBhitung biaya input dan menaksir kinerja
program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan biaya

secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun biaya yang bersifat

operasional.

Pada anggaran secara terpadu, dipisahkan antara anggaraan untuk
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan penganggaran yang sifatnya

untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, contohnya: dulu

adanya anggaran rutin dan pembangunan (DlP dan DIK). DIK merupakan

daftar isian kegiatan yang dalamnya mengakomodir seluruh program dan

kegiatan operasional rutin, sedangkan anggaran pembangunan diakomodir
ke dalam dokumen perencanaan yang diberi nama Daftar lsian Proyek.

Dalam pelaksanaan sering terjadi tumpang tindih pembiayaan sehingga

teriadi pemborosan penggunaan anggaran, sehingga diera reformasi diambil
kebijakan oleh pemerintah, dengan menggabungkan dua sistem anggaran

tersebut dijadikan satu sistem penganggaran terpadu. Untuk dilakukan
pola manajemen pengelolaan yang terpadu sehingga mudah dilakukan

pengawasan dalam pengelolaannya, dengan berbagai instrumen di dalamnya.

AD.2. MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINER,A

Proses penyusunan an8garan berubah dari sistem tradisional yang

menggunakan pendekatan inkremental dan line item ke sistem anggaran

kinerja. Pada sistem anggaran tradisional pertangtun&iawaban ditekankan
pada setiap input yang dialokasikan. Sedangkan pada sistem anggaran kinerja
pertanggun8jawaban tidak sekedar pada input tetapi luga pada output dan

outcome,

Perencanaan dan penganggaran APBD berbasis kinerja, merupakan
proses perencanaan jangka pendek dan meru pakan ja bara n dari perenca naan
jangka menengah daerah dan merupakan bagian darijangka panjang daerah.

Di mana mengutakan hasil kineriam berarti apa atau berapa besar dana
yang dialokasi untuk mendukung program dan kegiatan, harus terlebih
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dahufu diukur berapa besar out put yang akan dihasilkan. Sehingga dalam

penyusunan dan penganggaran APBD harus betul-betil memperhitungkan

daya yang dimiliki, baik pada kinerja aparatur yang m€laksanakan, tuiuan

dan sasaran setiap program dan kegiatan harus jelas dalam pelaksanaannya

Sehingga dalam merancang dan menyusun APBD, harus betrul-betul

mempertimba ngkan berapa besar alokasi dana yang dibutuhkan dari masing-

masing program dan kegiatan dan berapa besar hasil yang akan dicapai dari

masing-masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

dalam pelaksanaannya, saat ini lebih difokuskan pada perencanaan

berbasis kinerja {PBK), dan pendekatan anggaran terpadu dan KPJM, untuk
penerapan PBK. Penerapan anggaran terpadu prasyarat bagi penerapaan

PBK, Adapun pendekatan KPJM merupakan jaminan kontinyuitas penyediaan

anggaran kegiatan, hal ini dikarenakan telah dirancang untuk tiga sampai lima

tahun ke depan. Ciriutama penerapan anggaran berbasis kinerja (PBKladalah

anggaran yang disusun dengan memerhatikan keterkaitan antara pendanaan

linput), dan hasil yang diharapkan (out comes), sehingga dapat memberikan

informasi tentang efektivitas dan efisiensi kegiatan.

Perencanaan dan penganggaran APBD berbasis kinerja, merupakan
proses perencanaan jangka pendek dan merupakan ja baran dari perencanaa n

jangka menengah daerah dan merupakan bagia n darijangka panjang daerah.

Di mana mengutakan hasil kinerlam berarti apa atau berapa besar dana

yang dialokasi untuk mendukung program dan kegiatan, harus terlebih

dahulu diukur berapa besar out put yang akan dihasilkan. Sehingga dalam

penyusunan dan penganggaran APBD harus betul-betil memperhitungkan
daya yang dimiliki, baik pada kinerja aparatur yang melaksanakan, tujuan

dan sasaran setiap program dan kegiatan harus jelas dalam pelaksanaannya

Sehingga dalam merancang dan menyusun APBD, harus betrul-betul
mempertimba ngkan berapa besar alokasidana yang dibutuhkan dari masing-

masing program dan kegiatan dan berapa besar hasil yang akan dicapai dari

masing-masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

1. Tuiuan Penyusunan Anggaran Berbasis Kineria memiliki tuluan:

a. Memberikan panduan bagi Kementerian dan lembaga serta

pemerintah daerah dalam penerapan pengganggran berbasis

kinerja sesuai kerangka logis penganggaran berbasis kinerja.

b. Bahan evaluasi dan monitoring penerapan PBK yang hasilnya

digunakan sebagai umpan balik dalam rangka perbaikan system

pengganggara n.
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2. Ruang lingkup Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerla meliputi:

a. Konsep landasan berppikir dan konsep-konsep yang mempunyai

kaitan erat dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja.

b. Tata cara Penerapan Penganggaran Berbasis Kineria Berisikan

materi men8ani mekanisme penerapan pengang8aran berbasis

kinerja,

c. Mekanisme Transformasi di Masa Transisi berisikan mekanisme
penerapan PBK, agar dapat dilaksanakan melalui pemetaan

arsitektur program/kegiatan beserta alokasi anggarannya. Dasar

pijakannya adalah program/kegiatan hasil restrukturisasi yang

dapat mengakomodir visi dn misi presiden terpilih, sebagaimana

tertuanB dalam RPJM Nasional.

3. Prinsip-Prinsip Penganggaran Berbasis Kinerja

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penganggaran berbasis kinerja

meliputi:

a. Alokasi anggaran yang disusun dalam dokumen rencana kerja dan

anggaran, untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya

dengan menggunakan sumber daya yang. efisien. Dalam hal ini,

program/kegiata n harus diarahkan untuk mencapai hasil dan

keluaran yang telah ditetapkan dalam rencana,

b. Fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan

tetap menjaga prinsip akuntabilitas {/et the monoger managesl
Prinsip tersebut menggambarkan kelleluasaan manager unit kerja

dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai keluaran sesuai

rencana, Keleluasaan tersebut meliputi poenentuan cara dan

tahapan suatu kegiatan untuk mencapai keluaran dan tahapan
suatu kegiatan untuk mencapai keluaran dan hasilnya pada saat
pelaksanaan tersebut meliputi penentuan cara dan tahapan
suatu kegiatan untuk mencapai keluaran dan hasilnya pada

saat pelaksanaan kegiatan. Cara dan tahapan kegiatan beserta
alokasi anggaran pada saat perencanaan merupakan dasar dalam
pelaksanaan kegiatan.

c. Money follow function, Function followed by structure.

Money follow funcfion merupakan prinsip yang menggambarkan
bahwa pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan

di dasarkan pada tugas dan fungsi unit kerja sesuai maksud

l6



E^t I

pendiriannya. (brasa dinyatakan dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku). Lalu prinsip tersebut dikaitkan dengan

prinsip fuction followed by Structure, yaitu suatu prinsip yang

menggambarkan bahwa struktur organisasi yang dibentuk sesuai

dengan fungsi yang diemban. Tugas dan fungsi suatu organisasi

dibagi habis dalam unit-unit kerja yang ada dalam struktur
organisasi, sehingga dapat dipastikan tidak teriadi duplikasi tugas

dan fungsi.

4, Komponen-Komponen dalam Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)

Dalam penyusunan penganggaran berbasis kinerja memerlukan tiga

komponen untuk msin8-masing program dan kegiatan, hal ini diisyaratkan

dalam pasal 7 ayal l?l Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 tentan8

Penyusunan Rencana keria dan Anggaran Kementerian Negara/Lemba8a

yang meliputi:
Indikator kinerja.

Merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu program dan

kegiatan. Yang digunakan sebagai alat ukur adalah Key Peformonce

lndikotor (KPl) atau indikator kinerja utama (lKU), yaitu alat untuk

menilai kinerra kegiatan, dan indikator untuk menilai kinerja sub

kegiatan.

Standar Biaya

Merupakan Masukan pada tahap awal penyusunan perencanaan

dan penganggaran berbasis kinerja, dan dijadikan standar biaya

keluaran. Atau dalam istilah sehari-hari dinamakan Standar Biaya

U mum. Standa r Biaya umum merupakan dasar bagipara perencaaan

dan penganggaran untuk menyusun perencanaan anggaran dan

mengalokasikannya pada program dan kegiatan disetiap sektor
pembiayaan. Dan merupakan dasar bagi para pengelola keuangan

daerah untuk melakukan realisasi anggaran disetiap pelakasanaan

kegiata n.

Evaluasi Kinerla

Merupakan proses penilaian danpengungkapan masalah

implementasi kebijakan untuk memberikan umpan balik bagi

peningkatan kualitas kinerja, baik dari sisi efisiensi dan efektivitas

dari suatu program dan kegiatan. Dengan membandin8kan antara

target dan realisasi terhadap pemanfaatan sumber daya. Dan ini

b.
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digunakan sebagai umpan balik (/eed bock) bagi organisasi untuk
memperbaiki kinerja.

Dasar hukum yang digunakan untuk menyusun anggaran berbasis

kinerja meiputr:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang No, 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Nega ra;

3. Undang-unda ng No. 15 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pemba nguna n Nasional (SPPN).

4. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 tentang Rencana

Kerjadan Anggaran Kementerian/lembaga (RKA-Kt)

5. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana

Kerja Pemerintah.

5. Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam penyusunan dan penganggaran APBD berbasis kinerja yang perlu
diperhatikan dan dipertimbangkan bahwa masyarakat merupakan tujuan
dan sasaran awal dan akhir dari setiap pelaksanaan proBram dan kegiatan,

sehingga masyarakat berhak mengetahui semua informasi yang jelas

mengenai sasaran, tujuan dan hasil serta manfaat yang akan diperoleh dari
setiap pelaksanaan prgram dan kegiatan yang dialokasikan pendanaannya

melaluiAPBD, apakah aspirasi mereka telah tertampung dalam program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan, utamanya apakah kebutuhan-kebutuhan
hidup masyarakat telah tera komodir.

Masyarakat juga berhak untuk memintakan pertanggungawaba n atas
pelaksanaan program dan kegiatan dalam APBD, jadi prinsip transparan dan
akuntabel dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD berbasis kinerja sangat
diutamakan, tidak ada yang disembunyikan setiap kepentingan hajat hidup
masyarakat banyak.

Pemerintah Daerah harus menampung seluruh aspirasi masyarakat
dengan memilah-memilah mana yang merupakan skala prioritas hnggi dan
utama dan mana skala prioritas sedang dan rendah dari aspek program dan
kegiatan yang masih dapat ditunda. Tentu semua ini diperlukan transparansi
dalam merancang dan menyusun serta merencanakan dan mengalokasikan
anggarannya dalam APBD, dengan melakukan terlebih dahulu musyawarah
keria pembangunan, baik pada tingkat desa, kecamatan. kabupaten/kota dan
provinsi dan dilanjutkan pada tingkat Nasional.

l8



l3^B t

a. Disiplin

Dalam menyusun dan merencanakan serta mengalokasikan setiap

program dan kegiatan dalam APBD, diperlukan prediksi atau pun

perkiraan kemampuan sumber-sumber penerimaan daerah yang

akan dijadikan pendapatan daerah yang djperuntukkan untuk

menyusun dan merencanakan program dan kegiatan. Perkiraan

atau predsiksi ini sangat diperlukan, karena perkiraan perkiraan

secaTa terukur dibutuhkan dalam mengalokasikan anggaran

setiap pos-pos atau pasal-pasal dalam program dan kegiatan

yang dialokasikan merupakan batasan tertinggi bagi pengeluaran

belania, Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan

adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang

cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang

belum/tidak tersedia anggarannya dalam APBD/maupun APBD

perubahan.

b. Keadilan

Pemerinta h daerah wajib mengalokasika n penggunaan ang8arannya

secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat

tanpadiskriminasi dalam pemberian pelayanan karena pendapatan

daerah padahakekatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat.

c. Efisiensi dan efektivitas

Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas

efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya

dapat di pertanggungjawabkan.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk

dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk

kepentingan masyarakat.

Penerapan prinsip yang terakhir ini (prinsip ketiga) berkaitan erat

dengan kinerja yang menjadi tolok ukur efekfivitas pengalokasian anggaran.

Hal ini berdasarkan argumentasi sebagai berikut.

a. Efisiensi alokasi anggaran dapat dicapai, karena dapat dihindari

ov e r I o p pi n g tugasf u ngsi/kegiata n.

b. Pencapaian output dan outcomes dapat dilakukan secara optimal,

karena kegaiatan yang diusulkan masing-masing unit kerja benar-

benar merupakan pelaksanaan dari tugas dan fungsinya.
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Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut maka dapat disimpulkan tujuan
penerapan anggaran bebasis kinerja diharapkan dapat:

a. Menun.iukkan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja
yang akan dicapai ldirectly Iinkoges between performonce and

budget);

b. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan

(ope m ti on o I e JJic i e ncy ) ;
c. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam

mefaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran lmore flexibility
and occountobilityl.

Sumberi Pedoman Penerapan Penganggdrdn Eerbosis Kinerio {P84, Departemen
Keuangan R ldan Bappenas, Tahun 2007.

AD.3. PENDEKAIAN PENGANGGARAN DENGAN PERSPEI(TIF JANGKA

MENENGAH

Penyusunan anggaran dengan perspektif jangka menengah

memberikan kerangka yang menyeluruh, meningkatkan keterkaitan
antara proses perencanaan dan penganggaran, mengembangkan disiplin
fiskal, mengarahkan alokasi sumber daya agar lebih rasional dan strategis,
dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dengan

pemberian pelayanan yang optimal dan lebih efisien.

Dengan melakukan proyeksi jangka menengah, dapat dikurangi

ketidakpastian di masa yang akan datang dalam penyediaan dana untuk
membiayai pelaksanaan berbagai inisiatif kebijakan baru dalam penganggaran

tahunan tetap dimungkinkan, tetapi pada saat yang sama harus pula

dihitung implikasi kebijakan baru tersebut dalam konteks keberlanjutan
fiskal dalam jangka menengah (medium term fiskol sustdinobility). carc ini

luga memberikan peluang kepada SKPD dan PPKD untuk melakukan analisis

apakah perlu melakukan perubahan terhadap kebijakan yang ada, termasuk
menghentikan program-program yanB tidak efektil agar kebijakan-kebijakan
baru dapat diakomodasika n.

Dengan memusatkan perhatian pada kebijakan-kebijakan yang dapat
dibiayai, diharapkan dapat tercapainya disiplin fiskal, yang merupakan kunci
bagr hngkat kepastian ketersediaan sumber daya untuk membiayai kebijakan-
kebiiakan Drioritas.
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Sebagai konsekuensi dari menempuh proses pengangBaran dengan

perspektrf jangka menengah secara disiplin, manajemen mendapatkan

imbalan dalam bentuk keleluasaan pada tahap implementasi dalam kerangka

kinerja yang dijaga dengan ketat.

Perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah {anggaran) harus

tetap berpeganB pada prinsip-prinsip penBelolaan keuangan daerah yang

baik, antara lain: akuntabilitas, transparansi, volue for money, pengendalian,

pengawasan.

Akuntabilitas keuangan dan pengendalian dalam eksekuif dimulai

dengan penyiapan anggaran yang memberikan fondasi untuk semua

pengukuran berikutnya. Setelah anggaran disetuiui oleh legislatif,
pelaksanaannya meniadi tanggung jawab satuan kerja (satker) yang

mengelola a nggara n dan eksekutif secara keseluruhan.

a. Tujuan dan sasaran KPJM

Tujuan adalah untuk memberikan kerangka kerja perencanaan dan

penganggaran yang menyeluruh dengan manfaat yanB optimal dengan

harapan:

1. Transparancv aloaksi sumber daya anggaran yang lebih baik

lo I I oc oti ve elJi ci e n cy ) ;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggar:rn (to improve

optionl'
3. Fokus yang lebih baik terhadap kebijakan prioritas (best policy

opnonJ;

4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiskal dicipline);

5. Menjomin odonya kesinambungon Jiskol (fiskal sustainobility).

Proyeksi penganggaran jangka menengah, tingkat kepastian ketersediaan

dana anggaran dimasa mendatang dapat dikurangi, baik dari sisi penyediaan

kebutuhan dana unutk membiayai pelaksanaan berbagai inisiatif kebijakan

prioritasbaru maupun untukterjaminnya keberlangsunBan kebiiakan prioritas

baru maupun terjaminnya keberlangsungan kebijakan prioritas yang tengah

berjalan (on-going policies). Sehing8a desaian kebijakan dapat menianiikan
perencanaan penganggaran yang berorientasi kepada pencapaian sasaran

dan hasil secara utuh, komprehenslf, serta dalam konteks yang tepat

berdasarkan kerangka perencanaan ya ng ditetapkan.

Dasar Hukum Penerapan Kerangka Pengeluaran .langka Menengah

(KPJ M ):
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1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. UU No.25Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaamn Pembangunan

Nasional (SPPN)

3. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 tentang Petunjuk
Penysunan Rencana Kerra dan Anggaran Kementerian Negara/
lembaga (RKA-Kt).

b. Kerangka KPJM

Kerangka KPJM berdasarkan UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (sPPNI dan UU No. 17 Tahun 2003

tentang Keuanga n Negara.
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Gambar 1.2 Kerdngka KPIM
(Sumber: Pedoman penerapan kerangka pengeluaran.jangka menengah

(KPIM) Kementerian Keuangan dan Eappenas Tahun 2009).

Tersirat dalam kedua Undang-undang tersebut telah diatur mengenai
mekanisme penyusunan rencana keja nasional baik yang bersifat jangka
panjanB (20)tahun, jangka menengah 5Tahun maupun jangka pendek 1 (satu)

tahun. Sedang kan pemerintah daerah menyesuaikan dalam pelaksanaan

penyusunan perencanaan penganggaran bagi daerahnya masing-masing,
dengan mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJPM Nasional. (Sumber:

Pedoman Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)

Kementerian Keuangan dan Bappenas Tahun 2009).
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Gambar 1.3

(sumber: Pedoman Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM),

Kementerian Keuangan dan Bappenas tahun 2009)-

Pada intinya KPJM adalah alat yang dapat digunakan oleh pembuat

kebilakan dalam memotret implikasi kebijakan yang disusun dan ditetapkan

terhadap dampak anggaran yang akan ditimbulkan pada tahun-tahun

anggaran berikut. Misalnya pada tahun 2012 pemerintah menetapkan

kebijakan A. untuk dilaksanakan dan direncanakan untuk dilanjutkaan

beberapa tahun ke depan. Setelah APBN 2012 ditetapkan maka besarnya

alokasi anggaran untuk kebijakan A tersebut dijadikan baseline kebijakan dan

indikasi pendanaannya untuk 3 tahun ke depan, yaitu 2oL3,2014 dan 2015

c. Cara Keria KPJM.

KPJM adalah proyeksi berdasarkan baseline untuk seluruh penerimaan

dan pengeluaran selama tiga tahun yang melampaui anggaran tahun

beikutnya. Setelah anggaran ditetapkan, tahun pertama dari perkiraan maju

menjadidasar bagi anggaraan tahun berikutnya dan ditambahkan satu tahun

lagi dalam perkiraan maju.

Perkiraan maju pada dasarnya mempresentasikan implikasi anggaran

untuk sebuah kebijakan dikaitkan dengan pengeluaran-pengeluaran pada

masa yang akan datang, Jika tidak ada kebijakan baru atau pun penyesuaian

lain seperti standar biaya baru atau indeks volume yang akan dipergunakan

maka perkiraan maju hanya menghitung biaya-biaya dari seluruh program

K PJ I\I
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yang berjalan tetapi tidak termasuk pengeluaran tambahan untuk program-
program baru pada tahun ang8anln berikutnya atau perluasan program
karena kebijakan pemerintah.
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Gambar 1.4
(Sumber: Pedoman Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM),

Kementerian Keuangan dan Bappenas tahun 2009).-

d. Tahapan penerapan KPJM

Penerapan KPJM disesuaikan dengan kerangka konseptual daan
kerangka kerja KPJM, maka diperlukan tahapan implementasi KPIM secara

operasional. Secara umum, implementasi sistem penganggaran dalam KPJM

secara operasional memerlukan tahapan-tahapan yang sitematis dan bersifat
runtut (seguenfiol) meliputi:

1. Evaluasi kebijakan berjalan;

2. PenyusunanPrioritas;

3. ProsesPenganggaran;

4. Penetapa n bosellne anggaran;

5. Penetapan Parameter/indikator yang akan memengaruhi besaran
alokasi:
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6. Penetapan tiga tahun perkiraan maju.
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Gambar 1,5
sumb€r; Pedoman penerapan kerangka pengeluaran iangka menengah (KPIM)

Kementerian Keuangan dan Bappenas Tahun 2009

f. Evaluasi Kebijakan berialan

Evaluasi kebijakan merupakaan prasyarat mutlak bagi implementasi

KPJM. Hal initerkait erat dengan penerapan paradigma rolling budget, Rolling

budget dapat d im plementasikan dengan baik lika dalam proses perencanaan

terdapat mekanisme dengan baik jika dalam proses perencanaan terdapat

mekanisme untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah

ditetapkan untuk mengetahui apakah pada tahun anggaraan selanlutnya

masih tetap dilaksanakan atau dihentikan.

Dalam melaksanakan evaluasi ini, pembuat kebijakan dapat

menggunakan beberapa pendekatan dalam tujuan kebiiakannya di antaranya:
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1. Fokus pada kebijakan dengan alokasi anggaran yang sangat besar,

bersifat sensitif, kompleks, dan mengandung risiko yang besar;

2. Kewajaraan (appropriatness)

Kebijakan rencana didukung lingkungan yang kondusif dan sesuai den-
gan tugas pokok dan fungsi unit keria pemerintah yang melaksanakan;

3. Efektivitas

Menilai bagaimana rencana disusun dan penggunaan dana yang

telah dialokasikan untuk menghasilkan output serta mencapai

outcome secara riil;

4. Efisiensi

Menilai berapa besar anggaran yang digunakan untuk menghasilkan
output dengan memerhatikan kualitas output yang dihasilkan;

5. Integrasi

BaBaimana menilai penciptaan sinergi dalam menyatukan berbagai
program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan kebijakan
tersebut.

6. Penilaian kinerta

Mempertimbangkan realisasi pencapaian kinerja dibandingkan
dengan rencana yang ditetapkan dan menganalisis faktor-faktor
yang terkait.

7. Penyelaraskan dengan kebija ka n strategis fstrote gic policy aligmentl

Memerhatikan kebi.iakan-kebijakan lain yang terkait dalam
mewuludkan pencapaian outcome secara nasional.

Untuk melaksanakan penilaian dan evaluasi terhadap berbagai kebijakan
yang dilaksanakan oleh pemerintah, maka pemerintah dapat menggunakan
metodelogi evaluasi sebagai berikut.

1. Evaluasi berbasis teori (theory based evalution)

Evaluasi yang drlakukan dengan berfocus pada logika sekuensial di
mana sebuah intervensi kebijakan diharapkan dapat memberikan
sebuah tahapan efek yang diinginkan. Disamping itu, evaluasi ini
juga berusaha untuk mengidentifikasi mekanisme bagaimana
sebuah kebijakaa n/program-progra m dapat menghasilkan sebuah

26



8,\d I

dampak positif seperti yang diinginkan oleh perencana kebijakan

(policy plonner).

Evaf usi berdasarkan tujuan (gools-based evolution)

Evaluasi ini merupakan evaluasi yang paling sering mengemukakan

dalam menilai tingkat keberhasilan sebuah kebijakan publik (public

policy efectivenessr, Yaitu menanyakan/memonitor apakah out

come (dampak positif) yang diharpkan dari sebuah/beberapa

inisiatif kebijakan pemerintah telah dapat dicapai melalui sebuah

atau beberapa parameter tertentu. Misalnya: meningkatkan

kemampuan baca dan tulis anak-anak dan dewasa telah dicapai.

Evaluasi bebas (gools-free evalution)

Pembuat kebi.jakan dan evaluation biasanya tertarik terhadap

koonsekuensi atau outcome kebijakan/program/ke8iatan yang tidak

diharapkan, Qutcome yang tidak diharapkan ini kemungkinan juga

menghasilkan manfaat atau justru baerdampak negatlf. l\4etode

Evafuasi ini fokus pada pencapaian efek yang aktual atau outcome

kebiiakan/program/kegiatan tanpa perlu mengetahui apakah

tujuan yang diharapkan telah dicapai

Evafuasi eksperimen dan aguasi eksperimen (eksperimentdl and

guasi- ekspe rimentsal evoluotion)

Metode evaluasi ini menyediakan bukti yang valid dan dapat

diandalkan mengenai keefektifan relatif sebuah intervensi

kebijakan dibandingkan dengan intervensi kebijakan lainnya,

atau dibandingkan iika tidak ada intervensi kebiiakan. Di samping

Itu metode ini luga menyediakan bukti yang tepat menBenai

pertanyaan-pertanyaan seperti apakah penyediaan jasa konsultasi

untuk masyaraakat yang berpenghasilan rendah lebih efektif atau

kurang efektif diband ingka n dengan misalnya menyediakan training

ketrampilan ataau tidak melakukan apa pun.

Erraf uasi Kuaf itatif (Quolitotive evoluationJ

Metode ini dibuat untuk mempelajari isu-isu yang dipilih secaramen

dalam dan mendetail. Kedalaman analisis dan tingkat kedetailan

tinggi sangat diperlukan untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan

yang tepat dalam melakukan evaluasi dan untuk mengidentifikasi

kondisi situsional dan kontekstual, di mana kebi,aka n/programl

kegiataan yang telah dilaksanakan menghasilkan suatu parameter

-9v---9 -!-., - ---= 't'7
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tertentu yang akan menunjukkan secara jelas gagal untuk mencapai
tujuan yang didesain untuk dicapai.

Penifaian dan evaluasi ekonomi (economic opprdisdl and
evalution)

Kebijakan pemerintah berupa program dan kegiatan yang
menimbulkan konsekuensi alokasi sumber daya publik (dalam
konteks ini adalah alokasi anggaran)yang langka dan terbatas, harus
berkompetisi terhadap berbagai perminataan dan kepentingan.

Penyusunan Prioritas

Prioritas disusun oleh pemerintah, berdasarkan hasil evaluasi
pada tehap sebelumnya. Penyusunan prioritas kembali ini perlu
dilakukan untuk memastikan kebUakan-kebijakan pemerintah yang
akan dilaksanakan pada tahun angBaran berikutnya. pemerintah

akan mengetahui seluruh kebijakan kebijakan publik yang akan
dijalankan pada tahun anggaraan berikutnya, baik berupa
kebijakan-kebijakan terusan/lanjutan maupun kebijakan-kebijakan
baru fnew initiotives) sehingga pemerintah dapat melakukan
alokasi pendanaan anggaraan sesuai dengan tingkat urgensinyaa
pada tahapan selanjutnya. Sehingga tahaapan yang paling penting
dilakukan pemerintah adalah menyusun sebuah daftaar prioritas
kebijakan-kebijakan yang akaan dilaksanakan agar dalam proses
berikutnya Pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri Keuangan
sebagai otoritas fiskal, dapat melakukan penghitungan alokasi
pendanaan yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan sumber daya
anggaran yang tersedia {re source s ovoilabi lity )

Proses Penganggaran

Proses Penganggaran merupakaan tahapan ketiga ini, akan
dilakukan proses penghitungan alokasi pendanaan masing-masrng
kebijakan berdasarkan daftar prioritas kebijakan yang ada sesuai
dengan sumber daya anggaran yang tersedia, proses peganggaran
akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai
berikut.

1. Jika merupakan kebijakan lanjutan maka identifikasi
pendanaannya menggunakan asumsi pendanaan tahun
sebelumnya ditambah dengan penyesuaian penyesuaian
terhadap parameter parameter yang ada.

Z. lika merupakan kebijakan baru maka identifikasipendanaannya

7.
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mengBunakan metodelogi penilaian kebutuhan (need

assesment) dan penilaian ekonomi (Economic opproisot)

9. Penetapan Bose rine

Base line dalam konteks ini merupakan seluruh biaya yang

ditimbulkan untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah pada saat

Tahun Anggaran ini dan tahun-tahun berikutnya dalam jangka

menengah. Sehingga pemerintah harus menetaapkan bose line

berdasarkan penjumlahan antara pendanaan kegiatan berjalan dan

pendanaan atas usulan kegiatan baru-

10, Penetapan Parameter

Merupakan parameter ekonomi atau specifik (terkait) program di

mana pengelola/pela ksana operasional kebijakan dan Pemerintah

tidak memiliki kendali untuk memengaruhi harga atau biaya dari

keluaran. Dalam ranBkaa menetapkan angka-angka untuk perkiraan

maiu (forward es1mate) digunakan 2 jenis parameter, yaitu

parameter ekonomidan parameter non ekonomi'

11. Penetapan Perkiraan maiu 3 tahun anggaEn

Perencanaan dan Penganggaraan di Indonesia, implementasi

mekanisme Kerangka Pengeluaran langka Menengah idealnya

adalah untuk jangka 5 tahun, sesuai dengan masa jabatan seorang

Presiden terpilih atau kepala daerah terpilih. Hal ini disebabkan

pada prinsipnya KPJM di Indonesia adalah perwujudan visi Presiden

terpilih yang disampaikan pada masa kampanye, sehingga dalam hal

inl KPJM akan berperan sebagai salah satu instrumen akuntabilitas

pemerintah terhadap masyarakat. Akan tetapi memerhatikan dan

mempertimbangkan kondisi situasi dan lingkungan makro ekonomi

nasional yang begitu dinamis, akan relatif sulit untuk menyajikan

inidikasi ketersediaan sumber daya anggaran (resource envelope)

yang relatif akurat sebagaai indikasi pendanaan jangka menengah'

(sumber; Pedoman Penerapan Kerangka Pengeluaran langka Menengah (KPIM)

Kementerian Keuangan dan gappenas tahun 2009)

C. Penggunaan KPJM

Penggunaan kerangka .jangka menengah untuk mengaitkan kebilakan,

perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan sesuai kemampuan masing-
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masing Negara. Sebagian Negara menggunakan pendakatan top-down, yajtu
dengan membuat kerangka jangka menengah secara keseluruhan untuk
mengalokasikan sumber daya antar sektor. Sebagian lagi memulainya dari
tingkat sektor untuk kemudian menghasilkan pendekatan jangka menengah
yang komprehensif. Gabungan dari dua pendekatan ini dapat menghasilkan
keseimbangan yang lebih baik antara kebijakan dan sumber daya lintas
sektor. Hasil yang ideal bisa diperoleh dengan menggunakan pendekatan
jangka menengah dalam pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya
di seluruh sektor pemerintah yaitu kombinasi pengambilan keputusan top-
down dan bottom-up untuk alokasi belanja.

Penggunaan perspektif multi tahunan dalam penganggaran penting
dilakukan untuk penganggann yang baik. Medium Tetm Expenditure
Fromework (MTEF) atau Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KplM)
merupakan cermin dari penggunaan perspektif multi tahunan tersebut,
umumnya dalam kerangka tiga sampai lima tahun. KPJM didefinisikan
seba8a i:

A whole-of-government strategic policy and expenditure fromework
within which ministers ond line ministries ore provided with greater
responsibility for resource ollocation decisions and resources use.

The key of successful MTEF is thot institutionol mechonisms ossist
and require relevont decision-makers to balonce what is offordoble in
aggregote against the policy priorities ofthe country. (public Expenditure
Manogement Handbook,World 8ank" 1998: 46)

Tujuan dari penyusunan KPJM menurut World Eank adalah:

1. Memperbaiki keseimbangan makro ekonomi, terutama disiplin
anggaran, dengan menyusun sebuah kerangka kerja sumber daya
yang konsisten dan realistis;

2. Memperbaiki alokasi sumber daya terhadap prioritas strategis
antar dan dalam sektor;

3. Meningkatkan komitmen terhadap perkiraan, baik dalam hal
kebijakan maupun pendanaan sehingga unit pemerintahan dapat
menyusun rencana dan program dapat

dilanjutkan;

4. Memberika n batas angga ran yang tegas bagi unit-unit pemerintahan
dan meningkatkan otonomi, yang pada akhirnya meningkatkan
insentif bagi penggunaan dana secara efisien dan efektif.
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Serupa dengan KPJM, "perencanaan dan prakiraan belanja" memiliki

dua tujuan utama {William Allan, 1999), yaitu:

1. Menyediakan informasi biaya-biaya jangka menengah dari kebijakan

belanja saat ini dengan lebih baik dan karenanya memberikan

keleluasaan dalam melakukan perubahan kebijakan anggaran yang

membutuhkan waktu lebih dari satu tahun untuk pelaksanaannya; dan

Z. Menunjukkan kaitan antara belanja modal dan biaya-biaya

recurrent di masa data ng terka it dengan barang modal tersebut, dan

karenanya memungkinkan adanya analisis dampak dari investasi

publik tersebut terhadap anggaran dalam iangka menengah

Penerapan KPJM dilakukan melalui proses perencanaan strategis

secara top-down (dari Menteri Keuangan dan Kabinet) dan secara bottom-

up (di kementerian sektoral) yang terintegrasi Top'down meliputi: (1)

proyeksi sumber daya keseluruhan untuk tiga tahun ke depan (dalam negeri

dan luar negeri), dan (Z) mengalokasikan sumber daya tersebut ke sektor-

sektor berdasarkan prioritas dan kebijakan pemerintah. Eoftom-up proses

meliputi: (U kementerian memperkirakan biaya pelaksanaan kebijakan dan

pencapaian output yanl disepakati melalui penyusunan anggaran kinerja

yan8 terintegrasi untuk tiga tahun ke depan; (2) meneruskan informasi ini ke

Menteri Keuangan dan Kabinet sehingga dapat dilakukan penyesuaian alokasi

antar sektor dan kementerian yang didasarkan pada biaya pelaksanaan

kebilakan dan program prioritas.

Penyusunan KPIM dapat dilakukan di tingkat sektor maupun di tingkat

nasional, Langkah-langkah penyusunan yang dilakukan di kedua sektor sedikit

berbeda. Penyusunan KPJM di tinBkat sektor dilakukan melalui tahapan berikut'

1. Melakukan reviu dan menyepakati tujuan dan kebijakan sektor'

ldealnya dilakukan secara bottom-up/top-down sehingga baik

di tingkat politis maupun tingkat teknis terlibat' Reviu dilakukan

dengan cara: (1) melihat apakah suatu kebijakan meniaditanggung

jawab pemerintah atau bisa di alihkan ke pihak swasta; apakah

anggaran merupakan cara yanB tepat untuk melaksanakan

kebijakan; (2) mendefinisikan tutuan dan sasaran kementerian

sektoral dan lembaga.

2, Menentukan alokasi sumber daya per sektor Kesulitan terbesar

adalah menyusun proyeksi sumber daya untuk jangka menenBah,

termasuk yang berasal dari pajalg donor, retribusi, orBanisasi

relawa n, dan swasta.
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3. Menilai implikasi belanja dan pendapatan dari kebijakan,
dan penyusunan KPJM. Para pembuat keputusan perlu
mempertimbangkan implikasi belanja dari prioritas kebijakan
hasil atas proses reviu di atas, Setelah melakukan analisis biava,
kemudian lihat kaitannya dengan hasil reviu prioritas kebijakan
sektor dan alokasi sumber daya yang telah ditetapkan untuk sektor

Sumber: Pedoman penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah
(KPJM) Kementerian Keuangan dan Bappenas Tahun 2009

Di tingkat nasional, KPJM yang komprehensif disusun melalui 7 (tujuh)
tahapan berikut.

. Tahap 1

Merupakan tahap penyusunan kerangka makro ekonomi yang akan
digunakan dalam memproyeksikan pendapatan dan belanla selama 3

tahun ke depan. Tahap ini memerlukan analisis dan penyusunan model.
Ta hap ini meliputi:

o. Mengoitkon proyeksi ekonomi dengan torget onggaron.
Penerjemahan rencana ke dalam anggaran rawan terhadap
terjadinya inkonsistensi. Misalnya, keputusan yang diambil
tidak mempertimbangkan batasan sumber daya secara agregat
atau biaya-biaya pemeliharaan yang ditimbulkan. Model yang
telah disusun dapat membantu mengidentifikasi masalah, yaitu
memeriksa konsistensi internal dari usulan anggaran; menyediakan
prakiraan yang akurat; mengilustrasikan trade-oJfs diantara
alternatif penggunaan sumber daya; dan menjelaskan asumsi-
asumsi dasar yang digunakan. penggunaan perangkat komputer
dapat lebih memudahkan pembuatan model dan analisis,

b. Pembuotan don penggunoan model. Kualitas pembuatan model
ditentukan dari seberapa besar keterlibatan pihak-pihak yang
tertarik untuk melakukan reviu data, mendiskusikan pandangan
yanE berbeda tentang hubungan-hubunga n yang terjadi, dan
menentukan kriteria data yang dapat digunakan.

r Tahap 2

Tahap ini bisa dilakukan bersamaan dengan Tahap 1. pada tahap ini
dilakukan reviu per sektor di mana sasaran dan kegiatan masing-masing
sektor disepakati dan kemudian dihitung biayanya. Ada tiga langkah dalam
mela kukan reviu, yaitu:
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a. Menyepakati sasaran, output dan kegiatan;

b. Mereviu/menyusun program dan sub-program yang disepakati;

dan

c. Menghitung biaya dari program-program yang disepakati.

Setelah ketiga langkah di atas dilakukan, proses selanjutnya adalah

menentukan prioritas sehingga biaya-biaya program dapat disesuaikan

dengan sumber daya yang tersedia. Dengan kata lain, pada tahap ini

ditetapkan plafon awal untuk masing-masing program. Program-program

yang harus dikurangi karena keterbatasan sumber daya harus diidentifikasi.

Semua informasi tadi kemudian digunakan dalam menyusun kerangka dan

plafon belanla.

o Tahap 3

Pada tahap ini dilakukan dengar pendapat antara Menteri Keuan8an

(sebagai penanggung jawab penyusunan KPJM) dengan kementerian/

lembaga yang melaksanakan program untuk bersama-sama membahas

prioritas dari masing-masing kementerian/lembaga serta output-output yang

telah disepakati pada Tahap 2. Pada tahap ini data yang tersedia dianalisis

sehingga dapat disusun anggaran yang benar-benar berdasarkan prioritas

dan terpadu. Kuncinya adalah pada seberapa intensif dan reliable data YanE
tersedia.

. Tahap 4

Hasil dari Tahap l dan 2 kemudian digunakan oleh Menteri Keuangan

untuk menyusun strategic expenditure fromework. Kerangka ini berfungsi

sebaBai:

a. Alat analisis trode-oJf antar dan dalam satu sektor atas keputusan

pendanaan tertentu

b. Dasar penentuan plafon belanja sektor untuk satu tahun ke depan

serta dua tahun berikutnya.

KPJM membutuhkan disiplin anggaran, dan ini bisa dicapaijika ada

konsensus di tingkat para pembuat kebijakan. Dengan konsensus

ini maka tercipta disiplin dalam mematuhi target-target belanja,

termasuk proses penyesuaiannya. KPJM dapat berjangka tiga atau

lima tahun dan mencantumkan beberapa hal berikut secara jelas:

c. Tujuan kebijakan secara luas dan peran pemerintah dalam

nerekonomian:

JJ
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d. Perlunya disiplin dalam manajemen makro ekonomi;

e. Target-target pendapatan dan belanla publik secara keseluruhan;

f, Prosedur penyusunan dan revisi KPJM;

g. Tanggung Iawab unit-unit kunci.

. Tahap 5

Pada tahap inidilakukan pengambila n keputusan alokasi sumber daya per

sektor untuk jangka menengah dengan memertimbangkan kemampuan dan
prioritas antar sektor sebagai dasar, Plafon anggaran masinB-masing sektor
untuk tiga tahun ke depan juga ditetapkan pada tahap ini. Keseimbangan

antara kebijakan dan sumber daya yang tersedia akan menentukan berguna

atau tidaknya plafon yang telah ditetapkan. Beberapa aspek yang perlu

dipertimbangkan dalam melakukan alokasi sumber daya guna menetapkan
plafon anggaran:

a. Aspek politik berperan besar dalam melakukan alokasi sumber
daya, karenanya disarankan untuk menyepakati kriteria yang akan

digunakan dalam menentukan alokasi tersebut.

b. Perubahan politik, sosial, ekonomiakan membawa berpengaruh pada

prioritas pemerintah, Plafon anggaran harus dapat menggambarkan

trode-oJf antan kebijakan dan program di tingkat sektol.

c. Perlu adanya panduan untuk dana-dana bantuan asing dan dalam
negeri, belanja modal dan belanja operasional

. Tahap 6

Kementerian/Lembaga melakukan revisi dan finalisasi atas perkiraan

anggaran untuk disesuaikan dengan plafon yang telah diberikan. Setelah

kementerian menyusun rencana dan perkiraan, diajukan ke Menteri Keuangan

untuk direviu apakah telah sesuai dengan kebijakan, rencana, prioritas dan
plafon yang telah disepakati.

. Tahap 7

Anggaran kementeria n/lembaga direviu ulang oleh Departemen
Keuangan dan hasilnya di ajukan ke legislatif untuk dibahas dan dimintakan
persetujuannya. Perkiraan tahun pertama sifatnya tetap sementara perkiraan
tahun kedua dan ketiga bersifut indikatif.

Penyusunan anggaran dengan format Kerangka Pengeluaran langka
Menengah (KPJM), dimasukkan ke dalam klasifikasi anggaran sebagai berikut.
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Klasifikasi Anggaran.

Klasifikasi anggaran merupakan penBelompokkan anggaran

berdasarkan organisasi, fungsi dan jenis belanja (ekonomi).

Pengelompokkan ini bertujuan untuk melihat besaran lokasi

anggaran menurut organisasi pemerintah daerah, tugas- fungsi

pemerintah, dan belanja daerah.

Klasifi kasi Menurut Organisasi

Kalsifi kasi organisasi merupakan pengelompokkan alokasi anggaran

belanja sesuai dengan struktur organisasi pemerintah daerah yang

dimaksud organisasi adalah pemerintah daerah, yaitu organisasi

yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah

yang berlaku. Suatu Unit Kerja dapat terdiri beberapa unit ker,a

lainnya yang merupakan bagian dalam lingkungan pemerintah

daerah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program dan

kegiatan dan berfungsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

disehap unit kerja dalam lingkungan pemerintah daerah.

Klasifikasi anggaran belanja berdasarkan organisasi menurut unit
keria pemerintah daerah disebut Bagian anSEaran (BA). Dilihat

dari apa yang dikelola, BA dapat dikelompokkan dalam 2 (dua)

jenis Pertama, Bagian Anggaran Pemerintah Daerah merupakan

kelompok anggaran yang dikuasakan kepada Gubernur Kepala

Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA). Kedua Bagian Anggaran

Bendahara Umum Daerah, yang selaniutnya disebut BA-BUD adalah

kelompok anggaran yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah.

Penetepan suatu organisasi sebagai Bagian Anggaran

dalam hubungannya dengan pengelolaan keuangan daerah

mempertimbangkan ha l-hal sebagai berikut.

Pengelola Keua ngan Pemerintah Daerah:

a. Gubernur Kepala Daerah adalah Pengguna Angga ran/Pengguna

Barang bagi Daerah yang dipimpinannya (pasal 4 ayat (1) UU

No. l Tahun 2004 tentang Negara)

b. Sekretaris Daerah, ditunjuk oleh Gebernur Kepala Daerah

sebagai koordinator Pengelolaan KeuanBan Daerah.

Kepala SKPD, ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pejabat Kuasa

Pengguna Anggaran d ilingkungan Dinasnya.
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d. Dan Pejabat di bawahnya ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat
Komitmen di setiap 5KPD.

3l Klasifikasi Menurut Fungsi,

Klasifikasi anggaran menurut fungsi, merinci anggaran belanja
menuTut fungsi dan subfungsi. Fungsi adalah perwujudan tugas
kepemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka

mencapai tujuan pembangunan nasional. Sub fungsi merupakan
penjabaran lebih lanjut dari fungsi.

Penggunaan fungsi dan subfungsi disesuaikan dengan tugas pokok

dan fungsi masing-masing SKPD. Penggunaannya dikaitkan dengan

kegiatan (merupakan penjabaran program) yang dilaksanakan,

sehingga suatu program dapat menggunakan lebih dari satu

fungsi. Yang dimaksud program adalah penjabaran kebijakan SKPD

dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang

berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai

dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam
koordinasi SKPD yang bersangkuta n.

4) Klasifikasi Jenis Belanja (Ekonomi!

Jenis Belanja dalam klasifikasi belanja digunakan dalam dokumen
angBaran baik dalam proses penyusunan anggaranJ pelaksanaan

anggaran dan perta nggungiawaban/pelapora n anggaran, Namun
penggunaan jenis belanja dalam dokumen tersebut mempunyai
tujuan berbeda. Berkenaan dengan proses penyusunan anggaran

dalam dokumen RKA SKPD tuiuan penggunaan jenis belanja ini
dimaksudkan untuk mengetahui pendistribusian alokasi anggaran
ke dalam jenis-jenis belanja. Jenis-jenis belanja yang digunakan
dalam penyusunan RKA-SKPD adalah sebagai berikut-

1l Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah pengeluaran yang merupakan
kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang
maupun barang yang harus diberikan kepada pegawai
pemerintah (pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai
yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum
berstatus PNS) yang bertugas di dalam maupun diluar negeri

sebagai imbalan atas pekeriaan yang telah dilaksanakan
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kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal

dan atau kegiatan mempunyai output dalam katogori belanja

barang.

Belanla Barang

Belania Barang ya itu pengeluara n untuk mena mpung pembelian

barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang

dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan

serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan

atau dijual kepada masyarakat dan belania perlalanan.

Dalam pengertian belanja dimaksud termasuk honorarium

yang diberikan dalam kerangka pelaksanaan kegiatan untuk

menghasilkan ba ranB dan jasa. Belanja Ba ranB dapat dibedakan

menjadi Belanja Barang Operasional dan Belanja Barang Non

Operasional. Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, serta Belanja

Perjala nan Dinas.

Belania Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang

digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah nilai

asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat

lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan

minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yanB

ditetapkan pemerintah, Aset tetap tersebut dipergunakan

untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja atau

dipergunakan oleh masyarakat/publik namun tercatat dalam

registrasi aset SKPD terkait serta bukan untuk dijual. Contoh

pengadaan tanah, gedung dan bangunan jaringan ialan dan

irigasi, peralatan dan mesin maupun dalam bentuk fisik lainnya-

Bunga Utang

Bunga adalah pengeluaran pemerintah untuk pembayaran

bunga (interest) yang dilakukan atas kewatiban penggunaan

pokok utang baik utang jangka pendek maupun utang langka
panjang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri

yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman. Jenis belanja ini

khusus digunakan dalam kegiatan dan Bagian Anggaran BUD

Subsidi

Subsidi yaitu alokasi anggaran yang diberikan kepada

perusa haa n/lembaga yang memprod uksi, meniual, mengexpor,

2\

4)

s)
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atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup
orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat
dijangkau oleh masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan
untuk menyalurkan subsidi kepada perusahaan negara dan
perusahaan swasta. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam
kegiatan dari Bagian Anggaran BUD.

6) Bantuan Sosial

Belania bantuan sosial yaitu transfer uang atau barang yang

diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat

guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada masyarakat

dan atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnnya

bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan,

keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi

individu kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan

terjadirisiko sosial.

Belanja bantuan sosialdiberikan dalam bentuk uang ata u barang

dan jasa, Belanja sosial bersifat sementara atau berkelanjutan
guna memberikan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial,
jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanggulangan

kemiskinan agar dapat meningkatkan taraf keseiahteraan

kualitas kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial

dalam rarigka mencapai kemandirian, Belanja Bantuan sosial

diberikan dalam bentuk: (1| bantuan langsung; (2) penyediaan

aksessibilitas, dan/atau (3) penguatan kelembagaan

7l Hibah

Merupakan belanja pemerintah pusat kepada pemerintah

negara lain, organisasi international, dan pemerintah daerah

yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak
perlu dibayar kembali serta tidak terus menerus dan dilakukan
dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima

hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang atau barang

dan jasa. Termasuk dalam belanja hibah adalah pinjaman

dan/atau hibah luar negeri yang di terus hibahkan kepada
pemerintah daerah.
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8) Belania Lain-lain

Pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban

pemerintah yang tidak masuk dalam kateSori belanjapegawai,

belanjabarang, belanja modal, belan1a pembayaran utang,

belanja subsidi, belania hibah, dan belanja bantuan sosialserta

bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya

Yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa secara operasional

prinsip utama penerapan PBK adalah adanya keterkaitan

yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen

perencanaan nasional dan alokasi anggaran yang dikelola

Kementerian Negara dan Lembaga sesuai

(sumber: Pedoman Penerapan Kerangka Pengeluaran .Jangka Menengah {KPIM}
K€menterian KeuanB,an dan Bappenas tahun 2009)

1.5 APBD {ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH}

APBD merupakan wujud rencana tahunan pemerintah daerah

berdasarkan RPJPD dan RPJMD serta visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

APBD disusun dan dibuat oleh Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD

dan merupakan produk hukum daerah berupa peraturan daerah yang harus

diikuti oleh seluruh jajaran pemerintah daerah.

Menurut pendapat Mardiasmo, 2005, Anggaran daerah digunakan

sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran,

membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan'

otorisasi pengeluara n dimasa-masa yang akan datang, sum ber pe ngem ba nga n

ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para

peBawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit keria'

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai

1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersan8kutan.

Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah

dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktutersebut.

Se.ialan dengan adanya pelimpahan sebagian wewenang

pemerintahandaripusat ke daerah melalui U U No. 22 Tahun 1999 sebagaimana

telah diubah dengan UU No- 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

dan UU No. 25 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 33

Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah, terjadi perubahan dalam sumber pendapatan daerah, yakni dengan

dimasukkannya komponen dana perimbangan dalam struktur APBD.
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Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari
penerimaanAnggaran Pendapatan dan Belania Negara (APBN) yang
dialokasikan kepadadaerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan merupakan bentuk
pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat di era otonomi
daerah. (Sumber: Permendagri No. 13 Tahun 2006).

1.5.1 PERAN APBD TERHADAP PEREKoNoMIAN DAERAH

Keuangan daerah pada dasarnya adalah bagian dari sistem

keuangannegara. APBD dapat memengaruhi perekonomian daerah baik
dari sisi pendapatan maupun belanja. APBD disusun untuk meningkatkan
kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Dari sisi pendapatan, terdapat pengaruh patak dan retribusi
daerah terhadap perekonomian daerah. Pajak dan Retribusi daerah yang
dipungut secara membabi buta dan tidak memerhatikan prinsip-prinsip
pengelofaan pendapatan yang baik, dapat menimbulkan high cost economy
pada tingkat daerah.

Sehingga pendapatan asli daerah yanB tinggi tidak selalu berarti
positif bagi perekonomian, karena dapat menimbulkan dis-insentif untuk
berusaha dan mengganggu pertumbuhan daerah dalam jangka menengah
dan jangka panjang. Pengaruh belanja pemerintah terhadap perekonomian
daerah harus dilihat secara komprehensif dengan men dalami belanja
ketiga tingkatan pemerintah (Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota) di daerah.
Alokasi belanja pemerintah yanglebih efisien dipastikan akan mendorong
pertumbuhan ekonomi. Desentrdlisasi fi skal yang memberikan keleluasaan

kepada Pemda untuk mengalokasikan dananya, pada dasarnya dapat
mendorong peningkatan efisiensi belanja karena pemerintah daerah lebih
tahu kebutuhan masyarakatnya dari pada Pemerintah Pusat.

1.5,2 KEBUAKAN PENGANGGARAN DAERAH

Kebijakan anggaran (budget policy formulationl, dan perencanaan
operasionaf anggaran (budget ope rational plonning\ meru paka n kerangka
konseptual dari kebijakan penganggaran pada saat penyusunan ApBD.

Kebijakan umum APBD atau yang lebih dikenal dengan singkatan KUA.
merupakan kebijakan pemerintah daerah dalam menyusun dan merancang
dan merencanakan penyusunan APBD, dengan formulasi dalam kebijakan
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yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan kebijakan fiskal

oaeran.

Adapun kebijakan operasional anBgaran, adalah terkait dengan besaran

alokasi penganggaran yang akan dialokasikan ke dalam ke dalam Kebijakan

Umum APBD. Setelah disusun lalu diajukan kepada DPRD untuk dilakukan

pembahasan bersama-sama dengan pihak DPRD dan pemerintah daerah,

guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan oleh pihak DPRD, sebagai

lembaga yang mempunyai kewenangan dan memiliki fungsi pengawasan dan

budgeti ng.

Sementara itu, penganggaran dapat diartikan sebagai suatu proses

untuk menyusun sebuah anggaran; dan anggaran (APBD) dapat diartikan

sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan

peraturan daerah.

Namun demikian, dalam konteks penyusunan anggaran pemerintah,

pada tahap-tahap tertentu agak sulit untuk membedakan antara domain

perencanaan dan penganggaran,

Bahkan di dalam definisi pengelolaan keuangan daerah yang dinyatakan

di dalam pasal 1, Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005, dan telah

diperbaharui direvisi dengan Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2007

tentanB pedoman pengelolaan keuangan daerah, tidak digunakan istilah

perencanaan dan penganggaran' melainkan hanya 'perencanaan' Hal ini

berarti bahwa di dalam istilah perencanaan tersebut sekaligus mengandung

makna penganggaran.

Di dalam oasal 1, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, dinyatakan

bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatau sahaan, pelaporan,

pertang8ungjawaba n, dan pengawasan keuangan daerah. Aktivitas

perencanaan dan penganggaran dapat dikatakan sebagai tahapan paling

krusial dan kompleks dibandingkan dengan aktivitas lainnya di dalam konteks

pengelolaan keuangan daerah. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa alasan

berikut ini.

1. aktivitas (siklus) pengelolaan keuangan daerah, sehingga apabila

perencanaan yang dibuat tidak baik, misalnya program/kegiata n

yang direncanakan tidak tepat sasaran, maka kita tidak dapat

mengharapkan suatu keluaran atau pun hasil baik/tepat sasaran.
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2. Perencanaan melibatkan aspirasi semua pihak pemangku
kepentingan pembangunan (stakeholders) baik masyarakat,
pemerintah daerah itu sendiri dan pemerintah yang lebih tinggi
(provinsi dan pusat) yang dilakukan melalui forum musyawarah
perencanaan pembangunan (musrenbang) mulai dari tingkat
kelurahan/desa, dilanjutkan di tingkat kecamatan, tingkat
kabupaten/kota, sampai di tingkat provinsi dan nasional untuk
menyerasikan antara perencanaan pemerintah kabupaten/kota/
provinsi dan pemerintah pusat (perencanaan nasional).

3. Spektrum jangka panjang (20 tahun) yang disebut RPJPD (Rencana

Pembangunan Jangka Pa njang Daerah); jangka menengah (5 tahun)
yang disebut RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah); dan jangka pendek (satu tahun) yang disebut RKPD

(Rencana Kerja Pememerintah Daerah),

Sumber: Indra Bastian 'Sisfem Perenconoon dan Penganggaron
Pemerintah Daeroh di lndonesia " Salemba Empat, Jakarta 2009I

1.5.3 YANG MEMENGARUHI I(EBUAKAN ANGGARAN DAERAH

Kebijakan penganggaran daerah dipengaruhi oleh komitmen politik dari
para elite lit politik di daerah, tanpa adanya kemampuan politik yang kuat
untuk membenahi pengelolaan keuangan daerah, tanpa adanya komitmen
yang kuat mustahil akan dapat tercapai pengelolaan keuangan daerah
yang baik dan benari dan juga sebaliknya kadanB komitmen politik dapat
menggerakkan sistem yang tidak transparan dan akuntabel, sehingga ini
memerlukan suatu kesepakatan yang benar dan sungguh-sungguh mengacu
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Integrasi komitmen politik para elit pemerintah daerah diperlukan untuk
menjamin antara lain pencapaian kinerja yang prima dalam tiga hal yaitu
pencapaian disiplin fiskal pemerintah daerah menyeluruh, ialannya prioritas
strdteiik pemerintah daerah, dan pencapaian kinerja operasional pemerintah
daerah yang prima. Dengan komitmen politik yang kua! maka diharapkan
pihak-pihak elite pemerintah daerah akan lebih fokus kepada kepentingan
pemerintah daerdh jangka menengah dan jangka panjang-

Pengertian anggaran, anggaran merupakan proses kegiatan yang
mengalokasikan anggaran ke dalam setiap kegiatan dari program yang
telah disusun, dan merupakan salah satu fungsi manajemen yang memillki
kewenangan untuk melakukan koordinasi, pengawasan, mengarahkan dan
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mengorganisasikan setiap unit atau badan-badan yang akan merencanakan

suatu kegiatan. 5ehingga fungsi anggaran sangat strateBis terhadap

keberhasilan dari suatu proses keBiatan, karena tanpa anggaran mustahil

kegiatan dapat d ilaksanakan.

Pengalokasian angBaran dalam suatu kegiatan pada suatu program

harus memerhatikan:

a. Ketersediaan dana yang tersediaj

b. Membagi ketersediaan dana tersebut secara proporsional ke dalam

program dan kegiatan yang akan direncanakan untuk dilaksanakan;

c. Memerhatikan standar biaya khusus maupun standar biaya umumj

d. Memerhatikan bagan akun standar yang ditetapkan dalam jenis-

ienis belania;

e. Memperhitungkan antara alokasi setiap kegiatan dengan hasil yang

akan dicapai dalam implementasinya loutput|
f. Manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat atas proBram dan

kegiatan yang dialokasikan anggarannya lout Comes)

Tujuan dari penyusunan anggaran adalah untuk mengalokasikan dana

yang tersedia dengan mempertimba ngkan pada aspek ekonomit efisien

dan efektif, Untuk itu penggunaan dana secara ekonomis merupakan
pertimbangan yang logis, dengan memerhatikan patokan harga dasar yang

lebih murah dengan kualitas barang yang diinginkan. Adapun penyusunan

anggaran yang sangat efisien menuntut adanya setiap pelaku para penyusun

anggaran untuk dapat menganggarkan volume kebutuhan yang diinginkan
yang paling rendah, dengan tidak mengabaikan kualitas yang diinginkan,

dan penyusunan anggaran yang efektif di mana setiap penyusun anggaran

dituntut untuk mengalokasikan sumber dana berdasarkan prioritas manfaat
yang akan diperoleh.

Untuk lebih ja u h kita memahami a rti penting dari penganggaran daerah,

diperlukan cakupan-cakupan yang lebih luas dan bermakna, adapun aspek

aspek yang dicakup meliputi:

1. Anggaran daerah adalah alat bagi pemerintah daerah untuk

menjamin dan mengarahkan adanya kesinambungan dalam
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan kepada masya rakat daerah.

2. Anggaran daerah sangat dibutuhkan dikarenakan adanya keinginan

masyarakat yang tidak terbatas dalam memenuhi kebutuhannya
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yang diakibatkan adanya proses perkembangan dari pengaruh

internal maupun eksternal, adapun ketersediaan sumber daya

tersedia sangat terbatas, sehingga diperlukan adanya skala prioritas

dalam pengalokasiannya.

3. Anggaran daerah merupakan komponen yanB sangat penting

di dalam menunjang proses penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat daerah.

Menurut pendapat (Mardiasmo, 2004), peran anggaran daerah

berdasarkan fungsi utamanya meliputi:

1. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan yanB antara lain

digunakan untuk:

a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan sesuai dengan visi

dan misi yang ditetapkan.

b. Merencanakan berbagaiprogram dan kegiatan untuk mencapai
tujuan organisasi serta merencanakan alternative sumber
pembiayaannya.

c. Mengalokasikan sumber-sumber ekonomi pada berbagai
program dan kegiatan yang disusun.

d, Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

2. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yanB digunakan
antara lain untuk:
a. Mengendalikanefisiensipengeluaran.
b. Membatasi kekuasaan atau kewenangan Pemerintah Daerah.

c. Mencegah adanya overlapping, understonding, dan salah

sasaran (misoppropriotion) dalam pengalokasian anggaran
pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas.

d. Memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional
program atau kegiatan pemerintah.

3. Anggaraan sebagai alat kebijakan fiska l, guna menstabilkan ekonomi
dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah.

4. Anggaran sebagai alat politik, di mana digunakan untuk dapat
memutuskan prioritas-prioritas keuangan, Anggaran merupakan
dokumen politik dan merupakan bentuk kesepakatan antara

eksekutif dengan legeslatif.

5. Anggaran merupakan sebagai alat untuk koordinasi antara unit
keria pemerintah daerah.
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6. Anggaran sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja jajaran aparatur

pemerintah daerah.

7. Anggaran sebagai alat untuk memotivasi manajemen Pemerintah

Daerah agar dapat bekerja secara ekonomis, efektrf dan efisien

dalam mencapai target kineria yang diinginkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara umum dapat

digarisbawahi, bahwa anggaran merupakan proses penentuan iumlah
alokasi dana untuk setiap program dan kegiatan dan aktivitas dalam satuan

moneter. Proses awal penBanggaran dimulai dari ketika perumusan strategi

dan perencanaan strategis telah selesai dilaksanakan.

Anggaran merupakan artikulasi perumusan strategi dan perencanaan

strategis yanB dibuat. Sehingga tahap penganggaran sanBat pentinB, hal

ini dikarenakan anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi kepada

kinerja akan dapat menggalkan sebuah perencanaan yang telah disusun

secara ceTmat.

1.6 KETERKAITAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Sebelum lebih lauh kita bahas tentang keterkaitan perencanaan dan

penganggaran, terlebih dahulu terlebih dahulu, kita kaji dari beberapa

pandangan dan pendapat para pakar tentang perencanaan. Menurut
pendapat beberapa ahli sebagai berikut.

1, Arthur W Lewis (1965)

"5uatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk

merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber

daya yang tersedia secara lebih produktif".

2. M. L. JhinBan (1984)

?erencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan

pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh

suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran

dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula".

3. Michael Todaro (2000)

"5uatu upaya pemerintah secara sengaja untuk melakukan

koordinasi pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang

untuk memengaruhi secara langsung maupun tidak langsung

hn8kat pertumbuhan dari beberapa variabel utama perekonomian

nasional".
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4. John Friedmann (1987) meliputi:

a, Planning as poticy analysis;

Perencanaan sebagai analisis kebijakan, dengan logika berpikir
ilmu manajemen, administrai publik, ekonomi neoklasik

dan tehnologi informasi. Dengan tujuan untuk membantu
pengambilan keputusan dan memahami konsekuensj berbagai
alternatif-alternatif keputusannnya. Perencana sebagai

analis/teknokrat dan masyarakat sebagai objek dari rekayasa

pemerintahan.

b. Planning os sociol leoming;

Perencanaan sebagai pembelajaran sosial, ide dasarnya adalah
merubah kedudukan masyarakat dari objek menjadi subjek
pembangunan. Berawal dari kritik tentang ilmu pengetahuan

di mana pengetahuan bukan merupakan building block
untuk rekonstruksi sosial, karena pengetahuan diperoleh
dari pengalaman dan disempurnakan melalui praktik.
Pendekatannya melalui dialog antara masyarakat dengan
pemegang kekuasaan dan diperlukan adanya penekanan
pembelajaran sosial yang dilakukan melalui proses dialogis,
relasi non hierarkit komitmen pelaksanaan eksperimen sosial,
toleransi terhadap perbedaan dan pengutamaan transaksi
sosial.

c. Pldnning ds sociol reform;

Perencanaan sebagai perubahan sosial, merupakan wujud dari
pelembagaan praktik perencanaa n di mana pera n negara sa ngat

dominan dengan menempatkan perencanaan merupakan

bagian dari aparatur pemerintah. Hal ini disebabkan untuk

adanya penekanan pada upaya penemuan cara yang paling

efektif bagi negara dalam perencanaan. Perencanaan sebagai

teknokrat di mana perencana harus dapat mendengarkan

suara masyarakat tetapi tidak harus memperhatikannya.
Karena perubahan sosial dipengaruhi oleh tradisi pemikiran
positivisme dari pada penekanan terhadap keterlibatan aktor
sosial dalam proses perencanaan dan tradisi ini bersifat fop
down plonning, di mana masyarakat masih dianggap belum
mampu dan tidak mempunyai kompetensi perencanaan.
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d. Planning as socidl mohilizdtion'

Perencanaan sebagai mobilisasi sosial, merupakan wujud

partsipasi masyarakat dalam perencanaan, sehinSEa diperlukan

adanya penekanan kepada emansipasi kemanusiaan terhadap

penindasan sosial. Tipe dari perencanaan ini akan selalu

berhadapan dengan segala kekuatan penindas, baik yang

terstruktur (birokrat) maupun yang kecil (preman) Prinsip dari

tipe ini adalah kebebasan merupa kan hak individu yang d ibatasi

oleh kebebasan individu lainnya, dan perencanaan ini disebut

dengan perencanaan yang radikal. Pada hal peran perencanaan

adalah sebagai fasilitator atau penasehat masyarakat dan tidak

membuat jarak dengan masYarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan

bahwa perencanaan merupakan proses kegiatan dalam menatap

masa depan yang lebih baik dari sekarang dengan berbagai

tahapan-tahapan, dan penggunaan sumber daya tersedia secara

efekhfdan efisien dengan memerhatikan kondisi lingkungan sekitac

baik lingkungan sosial kemasyarakatan maupun kondisi lingkungan

ekonomi. Dan hasil dari sebuah perencanaan yang baik' adalah

memiliki outpuf dan dapat dirasakan oleh seluruh masYarakat

(manfaat) baik secara langsung maupun tidak langsung Sehingga

berdampak adanya perubahan masa kini dengan masa mendatanE.

1.7 PENGANGGARAN DAERAH

Ditinjau dari pendapat dari beberapa pakar, menurut pendapat:

o. 6omes {1995: 87-88),

Anggaran merupakan dokumen yang berusaha untuk mendamaikan

prioritas-prioritas program dengan sumber-sumber pendapatan

yang diproyeksikan. Anggaran menggabungkan suatu pengumuman

dari aktvitas organisasi atau tujuan untuk suatu iangka waktu yang

ditentukan dengan informasi men8enai dana yang dibutuhkan

untuk aktivitas tersebut atau untuk mencapai tujuan tersebut.

b. Mulyadi (2001:4881,

Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara

kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan

ukuran yang lain yang menvakup iangka waktu satu tahun.
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c. Supriyono(1990:15),

Penganggaran merupakan perencanaan keuangan perusahaan
yang dipakai sebagai dasar pengendalian (pengawasan) keuangan
perusahaa n yang akan datang.

Anggaran merupakan suatu rencana jangka pendek yang disusun
berdasarkan rencana kegiatan iangka panjang yang telah ditetapkan
dalam proses penyusunan program. Di mana anggaran disusun oleh
manaiemen untuk jangka waktu satu tahun, yang nantinya akan
membawa perusahaan kepada kondisi tertentu yang diinginkan
dengan sumber daya yang ditentukan.

Di dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah dapat
dilakukan dengan beberapa pendekatan, meliputi:

a. Pendekatan politik.

Pendekatan politik dalam perencananan terkait dengan upaya

memenuhi janji-janji politik pemimpin yang dipilih secara langsung

oleh rakyat baik presiden maupun para gubernur, para bupati dan
para walikota. Hal ini harus dilakukan sebab sudah menjadi kewajiban
pemimpin terpilih untuk menjalankan janji-ianjinya dalam kampanye
yang dilakukan, di mana rakyat memilih mereka karena visi, misi
dan janli yang mereka sampaikan kepada warga pemilih. Untuk
memenuhi janji-janii sesuai dengan kebutuhan rakydt itu, maka proses

perencanaan dan penetapan program-progrdm pembangunan harus
sesuai dengan janji-janji politik mereka, Bila tidak, presiden/Kepala '

Daerah terpilih itu akan selalu mendapatkan kritikan oleh pemilihnya,

dan bahkan dapat dinilai membohongi rakyat, yang berdampak pada

hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pimpinan pemerintahan itu.
Oleh karena itu, perencanaan daerah harus didasarkan pada program-
program pembangunan yang ditawarkan sesuai dengan janii-janji

dan agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan presiden/Kepala

Daerah pada saat kampanye, baik itu rencana pembangunan Jangka

Menengah (RPJM), visijangka panjang maupun program tahunan,

b, Pendekatan teknokratik.

Yaitu bahwa perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan
metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan
kerja yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.

I
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Pendekatan partisiPatif.

Yaitu bahwa perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan semua

pihak yang berkepentingan (stakeholdersltethadap pembangunan.

Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan informasi mengenai

kebutuhan riil masyarakat serta menerima aspirasi rakyat, guna

mencipatakan rasa saling memilikiterhadap program pem bangunan

dan mengurangi resistensi rakyat atas pelaksanaan program yang

ditetaokan secara bersama.

Pendekatan atas-bawah (top-downl dan bawah-atas (bottom-upl'

Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenrang pemerintahan

Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan

melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional,

Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Berdasarkan alokasi suumber daYa

Perencanaan anggaran merupakan kunci pokok dari sebuah

perencanaan pembangunan. Ketersediaan anggaran yang cukup

akan banyak membantu kelancaran dalam pelaksanaan program

dan kegiatan, sehingga target sasaran pembangunan dapat dicapai-

Sehingga alokasi sumber daya merupakan kunci pokok di dalam

menyusun perencanaan pembangunan 0aeran.

Perencanaan fisik. Perencanaan fisik pada dasarnya adalah suatu

upaya untuk menjabarkan program dan kegiatan pembangunan

melalui pengalokasian faktor produksi dan hasil produksi sehingga

dapat memaksimalkan penyediaan lapangan kerja dan pendapatan

bagi masyarakat. Keseimbangan fisik hanya akan dapat dicapai

melalui perkiraan yangtepat dan terencana dalam hubungan antara

kegiatan investasi dan produksi. Dalam hal ini perencanaan lebih

banyak didasarkan pada koefisien investasi yang dapat dihitung

untuk masing-masing jenis produksi, baik barang maupun jasa'

Koefisien investasi ini pada dasarnya menuniukkan berapa nilai

investasi diperlukan diperlukan untuk dapat menghasilkan satu unit

produksi,

Taksiran menyeluruh terhadap kebutuhan investasi yang

diperlukan disusun berdasarkan sumber daya nyata yanB tersedla

Perencanaan fisik memerlukan penetapan sasaran fisik yang

kongkrit menyangkut dengan produksi sektor pertanian, industri
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dan jasa untuk memenuhi konsumsi maupun untuk ekspor, serta
lapangan kerja yang dapat disediakan untuk masvarakat.

f. Pendekatan waku

Penyusunan anggaran dilakukan dengan memerhatikan jangka
waktu, untuk anggaran tahunan daerah, disusun setiap tahun
dengan dimensi waktu dari l Januari sampai dengan 31 Desember
tahun berjalan.

Atas dasar uraian tersebut maka dapat ditarik simpulan, bahwa
keterkaitan antara perencanaan pembangunan daerah dengan
perencanaan pembangunan pemerintah pusat dan pengalokasian

anggarannya sangat mempunyai hubungan keterkaitan yang sangat
erat sekali, perencanaan pembangunan dan daerah merupakan
bagian dari perencanaan pembangunan nasional, atau bagian yang
intergral dari perencanaan pembangunan nasional.

Pengalokasian penBanggaran merupakan sebuah proses lanjut dari
sebuah perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan
nasional. Tanpa adanya ketersediaan anggaran yang dapat
dialokasikan untuk mendukung sebuah perencanaan daerah dan
perencanaan nasional, maka apa yang telah direncanakan dalam
sebuah dokumen perencanaan tidak akan dapat dilaksanakan.

Fenomena dari UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, menjelaskan bahwa perencanaan dan
penganggaran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan di
dalam menyusun sebuah perencanaan pembangunan nasional dan
dan daerah.

1.8 KERANGKA REGULASI

Berpedoman pada UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. Esensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah
lstilah perencanaan dan penganggaran mungkin saja kita definisikan
secara terpisah, perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk
menentukan Indakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia, Sementara itu, penganggaran
dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menyusun sebuah anggaran;
dan anggaran (APBD) dapat diartikan sebagai rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetuiui bersama oleh pemerintah
daerah dan DPRD, lalu ditetapkan dengan peraturan daerah.
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Dalam konteks penyusunan anggaran pemerintah, pada tahap-

tahap tertentu agak sulit untuk membedakan antara domain perencanaan

dan penganggaran. Sebagai contoh, apakah penyusunan dokumen KUA

(Kebiiakan Umum Anggaran) atau pun PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara) itu masukdomain perencanaan atau penganggaran ? Jawa bannya

bisa tidak seragam (debateble), karena dokumen tersebut merupakan irisan

antara proses perencanaan dan penganggaran. Bahkan di dalam definisi

pengelolaan keuangan daerah yang dinyatakan di dalam pasal 1, Peraturan

Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

tidak digunakan istilah 'perencanaan dan penganggaran' melainkan hanya

'perencanaan'. Hal ini berarti bahwa di dalam istilah perencanaan tersebut

seka ligus mengandung makna penganggaran.

Di dalam pasal 1, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 dinyatakan

bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatau sahaan, pelaporan,

pertanggunglawaba n, dan pengawasan keuangan daerah Aktivitas

perencanaan dan penganggaran dapat dikatakan sebagai tahapan paling

krusial dan kompleks dibandingkan dengan aktivitas lainnya di dalam konteks

pengelolaan keuangan daerah. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa alasan

berikut ini.

Serangkaian aktrvitas (siklus) pengelolaan keuangan daerah, sehingga

apabila perencanaan yang dibuat tidak baik, misalnya program/kegiatan yang

direncanakan tidak tepat sasaran, maka kita tidak dapat mengharapkan suatu

keluaran atau pun hasil yang baik/tepat sasaran.

Perencanaan melibatkan aspirasi semua pihak peman8ku kepentingan

pembangunan (stakeholdercl baik masyarakat, pemerintah daerah itu sendiri

dan pemerintah yang lebih tinggi (provinsi dan pusat) yang dilakukan melalui

forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) mulai dari

tingkat kelurahan/desa, dilanjutkan ditingkat kecamatan, tingkat kabupaten/

kota, sampai di tingkat provinsi dan nasional untuk menyerasikan antara

perencanaan pemerintah ka bu paten/kota /p rovinsi dan pemerintah pusat

{perencanaan nasional).

UU No. 25 Tahun 2004 tentan8 Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN), merupakan landasan dasar yang digunakan untuk

menyusun perencanaan pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah

dan pemerintah daerah. Perencanaan merupakan proses ke8iatan untuk
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manatap masa depan yang diinginkan melalui tahapan-tahapan dan urutan
sesuai dengan pilihan yang menjadi skala prioritas, dengan memerhatikan
ketersediaan dana yang tersedia. Untuk menjamin konsistensidan keterkaitan,
perencanaan pembangunan daerah disusun perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasa n.

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan dan tatacara
penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
da era h.

Secara umum ada 4 tahapan dalam penyusunan perencanaan
pembangunan daerah meliputi:

1. Penyusuna n rancangan awal;

2. PelaksanaanMusrenbang;

3, Perumusan akhirl dan

4. Penetapan Rencana.

Sedangkan siklus penganggaran daerah, meliputi penyusunan anggaran,
persetujuan legeslatif, pelaksanaan anggaran, haingga pelaporan dan audit
pelaksanaan ang8aran. (Sumber: Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008).

1.8.1 UU No. 17 TAHUN 2003

Undang-undang ini mengisyaratkan adanya perubahan mendasar dalam
pendekatan penganggaran. Perubahan perubahan ini didorong oleh beberapa
faktor, perubahan yanB begitu cepat dibidang politik, desentralisasi dan
beberapa perubahan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah akibat
adanya perkembangan baru yang dihadapi pemerintah. perubahan baru
ini diperlukan dukungan pada perubahan sistem penganggaran yang lebih
resfonsif dan dapat memfasilitasi upaya memenuhi tuntutan peningkatan
kinerja dalam artian dampak dari pembangunan, kualitas layanan dan
efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia.

Penganggaran memiliki tiga tuiuan utama yaitu: Stabilitas fiskal
makro, alokasi sumber daya sesuai prioritas, dan pemanfaatan anggaran
secara effisien dan efektif. Kebijakan fiskal yang baik dan penerapan sistem
perencanaan dan pengganggaran dengan perfektif jangka menengah,
merupakan kunci bagi kepastian pendanaan bagi kegiatan pemerintah, dalam
keadaaan di mana dana sangat terbatas sedangkan kebutuhan begitu sangat
besar. Alokasi sumber daya strategis perlu dibatasi dengan pagu yang realistis
agar tekanan pengelua ran/pembelanjaan tidak merongrong pencapaian

I
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tuiuan tuiuan fiskal. Dengan penetapan pagu Indikatif dan pagu sementara

pada tahap awal sebelum dimulai pengganggaran secara rinci, para pelaku

harus menentukan kebijakan dan perioritas anggaran, termasuk mengenai"

trade off " antara keputusan yang diambil masa lalu dan yang akan diambil

masa yang akan data ng.

Secara umum keterkaitan perencanaan dan penganggaran dapat terlihat

dalam Gambar 1.6. Di bawah ini-

t''Xt'Xt'H'^ .I
1'

/**o \,/oo,
\*o -/-\

Gambar 1,5

Sumber: Permendagri No. 13 Tahun 2006.

YanB perlu diperhatikan dalam menja min konsistensia nta ra perencanaan

dan penga nggaran adalah:

1. Pagu indikatil besaran sumber daya financial perlu dipertimbangkan

sebagai bahan dalam pembahasan dalam forum musrenbang desa,

kecamatan dan forum SKPD dan musrenbang Kabupaten/Kota dan

Provinsi.

2. Kegiatan yang diprioritaskan disetiap SKPD, harus sama formasinya

sejak dari hasil RKPD, Ren.ia SKPD, hingga rencana kerja dan

anggaran (RKA) 5KPD.

3. Yang menjadikan rujukan utama dalam penyusunan dan

pembahasan kebiiakan umum APBD serta prioritas dan Plafon

Anggaran SKPD adalah Rencana Keria Pemerintah Daerah dan Renja

SKPD, disusun berdasarkan hasil musrenbang Kabupaten/kota dan

provinsi serta forum SKPD'

4. Perlu dilakukan pengawalan atas apa yang telah disusun dan

direncanakan berdasarkan hasil musrenbang, oleh DPRD dan

Pemerintah Daerah.
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5. Hasildari setiap tahapan dalam proses penganggaran dapat diakses
oleh setiap peserta dalam perencanaan partisipas. Jika terjadi
inkonsistensi materi dengan hasil perencanaan partisipasi wajib
disertai dengan penjelasan resmj dari pemerintah daerah atau
DPRD, sehingga dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

Gambaran secara skematis keterkaitan perencanaan dan penganggaran
dapat dilihat dalam gambar berikut ini.

PERENCANAAN PENGAN6GARAN

Gambar 1.7

Alur Keterkaitan perencanaan dan penganggaran
(Sumber: Permendagri No. 13 Tahun 2006 {diolah))

1.8.2 KERANGKA REGUIASI SISTEM PERENGANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAT

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan
Nasional (SPPN) merupakan landasan hukum perencanaan pembangunan
bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Didalam Undang-Undang
ini mengatur bahwa Sistem Perencanaan pembangunan Nasional merupakan
satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan
rencana pembangunan dalam iangka panjang, jangka menengah, dan
tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pernerintahan dipusat
dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Proses perencanaan pembangunan nasional menurut berdasarkan UU
No. 25 Tahun 2004 berjalan melalui llma pendekatan yang dapat dipandang
sebagai sebuah rangkaian perencanaan:
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(1) politik;
(2) teknokratik;
(3) pa rtisipatif;
(4) atas-bawah (toP-down); dan

{5} bawah-atas (bottom-uP)

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala

Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih

menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang

ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah' Perencanaan

teknokratik dilaksanaka n dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir

ilmiah oleh lembaga atau satuan keria yang secara fungsional bertugas untuk

itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan

melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap

pembangunan; keterlibatan mereka dimaksudkan untuk mendapatkan

aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-

bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jeniang

pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan

melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional' provinsi,

kabupaten/kota, kecamatan, dan desa'

Dalam implementasinya UU No 25 Tahun 2004, mengatur proses

perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan menempuh empat

ta hapan yakni:

(1) penyusunan rencana;

(2) penetapan renca na;

(3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan

{4} evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan

secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk

satu siklus perencanaan yang utuh.

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan

lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari €mpat

la ngkah. Meliputi:

a. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana

pembangunan yang bersifut teknokratik, menyeluruh, dan terukur'

b. langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan

rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan

rencana pembangunan yang telah disiapkan'

"- --- -::):)
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c. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholdersl
dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing_
masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan
pembangunan. sedangkan langkah keempat adalah penyusunan
rancangan akhir rencana pembangunan.

d. Langkah berikutnya adalah penetapan rencana menjadi
produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk
melaksanakannya. Menurut undang-undang ini, rencana
pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetaokan
sebagai Undang-Undang/peraturan Daerah, rencana
pembangunan jangka menengah Nasional/Daerah ditetapkan
sebagai Peraturan presiden/Kepala Daerah, dan rencana
pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai
Peraturan Presiden/Kepala Dae ra h.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk
menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang rerruang
dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama
pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan
Kerja Perangkat Daerah, Selanjutnya Menteri/Kepala Bappeda menghimpun
dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari
masing-masing pimpinan K€menterian/Lembaga/Satuan Kerja perangkat
Daerah sesuaidengan tugas dan kewenangannya.

Eva luasi pelaksa naa n renca na adalah bagian da ri kegiatan perenca naan
pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis
data dan inforrnasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja
pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran
klnerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator
dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil
(result), manlaat (benett) da n damp ak (impoct). Da la m ra ngka perenca naan
pembangunan, setiap Kementerian/Lembaga, baik pusat maupun Daerah,
berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang
merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya, Dalam
melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Kementerian/
Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk
pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode,
materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah
rencana.
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Gambar 1.8

Hubungan Antar Berbagai Dokumen Perencanaan
(Sumber: UU No. 25 Tahun 2004)

Antara oerencanaan nasional dan oerencanaan daerah memiliki

keterkaitan dalam hal materi perencanaan, jangka waktu penetapan rencana,

sektor-sektor yang menjadi perhatian termasuk dalam hal pelaksanaan siklus

perencanaan, baik perencanaan jangka paniang, jangka menengah, maupun

perenca naa n tahunan.

Keterkaitan materil terlihat dari adanya kewajiban pemerintah daerah

untuk menjadikan Rencana Pembangunan Jangka Paniang Nasional (RPJP)

sebagai rujukannya dalam menyusun RPJP Daerahnya masing-masing.

Selanjutnya, keterkaitan dari segi waktu perencanaan, dikaitkan dengan

kebilakan alokasi anggaran secara nasional, per€ncanaan daerah harus

terlebih dahulu dilaksanakan lalu kemudian hasilnya disampaikan ke pusat

sebagai bahan bagi pemerintah dalam merencanakan penetapan APBN

secara periodik dan berkelanjutan. Keterkaitan dari aspek sektor-sektor

pembangunan yang menjadi perhatian utama, dalam rangka mendukung

palaksanaan kebijakan nasional dan pembangunan bangsa dalam kerangka

NKRI, penetapan skala prioritas pembangunan daerah harus pararel dengan

skala prioritas pembangunan nasional, sebab keberhasilan pembangunan

secara nasionalsangat ditentukan oleh adanya keberhasilan pembangunan di

daerah. Adanya kemajuan pembangunan di daerah mengambarkan kemajuan

pembanguan nasional sebagai bangsa sekaligus, sebab keberhasilan nasional

adalah akumulasi dari keberhasilan daerah-daerah.
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Keterkaitan dokumen perencanaan nasional dengan daerah terlihat
dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1,1

Kedudukan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah

Dokumen Nasional Daerah

RPJ P

(20 tahun)
Penjabaran tu.iuan nasional
sesuai dengan Pembukaan
UUD Negara Kesatuan Republik
Indonesia tahun 1945

RPJP Daerah mangacu
pada RPJP Nasional

RPJ M

{5 tahun}
Berpedoman pada RPJP

Nasional
RPJM Daerah berpedoman
pada RPIP Daerah dan
memerhaikan RPJM

Nasional

Renstra
(5 tahun)

Renstra Kementerian/Lembaga

{K/L): Berpedoman pada RPIM
Nasional

Renstra SKPD:

Berpedoman pada RP.IM

Daerah

RKP

(l tahun)
RKP Nasional merupakan
peniabaran dari RPIM Nasional

RKP Daerah merupakan
penlabaran dari RPIM
Daerah dan mengacu pada
RKP Nasional

Renja
(l tahun)

Renra KL:

Berpedoman pada Renstra-KL
dan menBacu pada prioritas
pembangunan nasional dan
pagu indikatif

Renja-SKPD:
Berpedoman pada
Renstra-SKPD dan pada
RKP Daerah

Sumber: UU No, 25 Tahun 2004

Untuk mewujudkan visi nasional sebagaimana ditetapkan dalam
kerangka pembangunan jangka panjang nasional, penetapan visi dan misi
pembangunan daerah (yang juga ditetapkan dalam kerangka pemban8unan
jangka panjang daerah). harus selaras dan sepadan dengan vis' dan misi
nasional dimaksud terutama berbagai sektor pembangunan yang telah
diserahkan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaannya. Penetapan
rencana kerja dinas sektoral harus selalu pararel dengan rencana keria
departemen teknis terkait. Sebagai contoh, upaya peningkatan kapasitas
SDM a parat di daerah ha rus sesuai dengan upaya peningkatan ka pasitas SDM

yang ditargetkan secara nasional. Sebaliknya, kebijakan pengembangan SDM

secara nasional harus merujuk pada upaya pemenuhan kebutuhan aparat
berkualitas di daerah untuk meniamin terlaksananva desentralisasi dan
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otonomi daerah, Gambaran keterkaitan dimaksud dapat terlihat pada tabel

di bawah ini.
Tabel 1.2

Muatan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah

Doku men Nasional Daerah

RPJP

{20 tahun}
Penjabaran Tujuan Nasional ke

dalam:
. Visi dan Peniabarannya;
. Misi;
. Arah Pembangunan Nasion-

al:
) Kewilayahan
) Sarana- Prtssarana
) BidanB Kehidupan

Mengacu kepada RPIP

Nasional, dan memuat:
Visi dan Penjabarannya;
. Misi;
. Arah Pembangunan Daer-

ah:
)) Kewilayahan
)) Sarana- Prasarana
r Urusan Wajib
)l Urusan Pilihan

RPI M
(5 tahun)

Penjabaran Visi, Misi, Program
Presiden, berpedoman pada

RPIM Nasional, dan memuat:
Strategi PembanBunan Nasional
. Kebijakan Umum
. Kerangka Ekonomi Makro
. Pro8ram Kementerian, Lintas

Kementerian, Kewilayahan
dan Lintas Kewilayahan yang

memuat kegiatan pokok da-
lam kerangka regulasi dan
kerangKa anggaran

Peniabaran Visi, Misi,
ProBram Kepala Daerah,
berpedoman pada RPJP

Daerah, memerhatikan RPJM

Nasional, dan memuat:
Strategi
Daerah

Pembangunan

Kebijakan Umum
Arah KebUakan Keuangan
Daerah
Program-program SKPD,

Lintas SKPD, Kewilayahan,
dan Lintas Kewilayahan yang

memuat kegiatan pokok
dalam kerangka regulasi dan
kerangka anggaran

Renstra

{5 tahun)
Renstra KL berpedoman pada

RPJM Nasional dan memuat:
visi, misi, tuiuan, strategi,
kebijakan, program, dan
kegiatan indikatif pembangunan
sesuai dengan tugas dan fungsi
Kementerian/Lembaga

Renstra SKPD berpedoman
pada RPJM Daerah dan
memuar:
visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program,
dan kegiatan indikatif
pembangunan sesuai dengan
tu€as dan fungsiSKPD
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RKP

(l tahun)
RKP Nasional merupakan
penjabaran RPIM Nasional, dan
memuat:
. Prioritas Pembangunan Na-

siona I

. Rancangan Kerangka
Ekonomi Makro Nasional

. Arah Kebijakan Fiskal

. Program Kementerian/
Lembaga, Lintas Kemente-
rian/Lembaga, Kewilayah-
an, dan Lintas Kewilayahan
yang memuat kegiatan da-
lam kerangka regulasi dan
kerangka anggaran

RKP Daerah merupakan
peniabaran dari RPJM

Daerah, mengacu pada RKP

Nasional, dan memuat:
. Pfioritas Pembangunan

Daerah
. Rancangan Kerangka

Ekonomi Makro Daerah
. Arah Xebirakan Fiskal
. Program SKPD, Lintas

SKPD, Kewilayahan, dan
Lintas Kewilayahan yang
memuat kegiatan dalam
keranBka regulasi dan
keranBka anBgaran

Renja

{l tahun)
Renia KL merupakan
penjabaran dari Renstra KL, dan
memuat:
. kebijakan, program, dan ke-

giatan pembangunan, baik
yang dilaksanakan oleh Pe-
merintah maupun yang di-
tempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.

Renja SKPD merupakan
penjabaran dari Renstra
RKPD, dan memuat;
. kebiiakan, program, dan

kegiatan pembangunan,
baik yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah
maupun yang ditempuh
dengan mendorong parti-
sipasi masyarakat

Sumber: UU No.25 Tahun 2004

1.9 S]KLUS ANGGARAN

Penganggaran dalam pemerintahan merupakan penyusunan rencana

keuangan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja

guna melaksanakan program, proyek dan keBiatan operasionalisasi dalam

organisasi pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip efektivitas dan

efisiensi alokasi dana, kemanfatan bagi rakyat, kedisplinan dari segi waktu

dan ketaatan hukum, transparansi, akuntabel dan kebertanggungiawaba n.

Tahapan Proses penganggarandi pemerintahan baik di level nasional maupun

daerah akan selalu mengikuti suatu siklus, mulai dari tahap penyusunan

rencana anggaran, persetujua n anggara n oleh legislatif, pelaksanaan a nggara n

serta pelaporan dan audit atas pelaksanaan anggaran. Siklus tersebut dapat

digambarkan sebagai berikut.
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Gambar 1.8 Siklus Anggaran

1l Penyusunan Rencana Anggaran lPrepordtionl

Tahap preparation atau penyusunan anBgaran adalah tahapan pertama

dari proses penganggaran. Pada tahapan ini, biasanya rencana anggariln

disusun oleh pihak eksekutif yang nantinya akan melaksanakan anggaran

tersebut. Anggaran yang disusun dalam tahapan ini dimaksudkan untuk

dilaksanakan pada periode anggaran berikutnya. Oleh sebab itu, jadwal

waktu yang disediakan untuk penyusunan anggaran harus dibuat sedemikian

rupa sehingga anggaran diperkirakan akan siap dilaksanakan sebelum periode

anggaran berikutnya dimulai.

Granof (2001) mengatakan bahwa' budge1ng generolly necessitates

flows ol policies ond int'ormotion to ond Irom all porties involved in the

budgetory process." Artinya, sebelum anggaran mulai disusun maka perlu

diidentifikasi dan dikumpulkan terlebih dahulu gambaran umum kebiiakan

dan informasi penting lainnya di dalam pemerintahan Oleh sebab itu,

tahapan ini dirinci menjadi dua bagian yaitu:

{1) Langkah Awal lpreliminory steps), yaitulangkah-langkah

pendahuluan, kepala pemerintahan memberikan batasan

atau kebijakan umum yang akan ditempuh pada periode

anggaran berikutnya. Kebilakan umum tersebut antara lain

menggambarkan beberapa prakiraan awal anggaran yang

diperkirakan akan dicapai pada periode ang8aran berikutnya

seperti saldo dana, pendapatan, dan belanja, serta memberikan

informasi kepada setiap unit organisasi tentang urutan prioritas

kegiatan yang akan dilaksanakan. Agar kebijakan umum tersebut

Fit3 Bsrah
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mendekati realitas yang sebenarnya maka diperlukan pengkajian

dan ana lisis yang komprehensii

(2) Penyusunan rencana anggaran (preporing the budget) oleh unit-
unit keria yang ada. Anggaran yang disusun meliputi estimasi

pendapatan dan estimasi belanja. Kedua macam estimasi tersebut
perlu dianalisis secara men dalam dengan mempertimba ngkan

realisasi periode sebelumnya, kecenderungan yang terjadi, faktor-
faktor yan8 mungkin berpengaruh pada periode berikutnya, dan

trngkat pencapaian yang diharapkan pada periode yang aka n datang.

Pada tahapan penyusunan tersebut, masing-masing pimpinan unit
kerja mengajukan usulan anggaran dari unitnya dengan mengacu
pada kebijakan dan pedoman umum dari kepala pemerintahan.

2) Persetuiuanlegislatif

AnBgaran diaiukan ke lembaga legislahf untuk mendapatkan
persetujuan. Dalam halini, lembaga legislatif(terutama komite anggaran)akan
mengadakan pembahasan guna memperoleh pertimbangan-pertimbangan

untuk menyetujuiatau menolak anggaran tersebut. Selain itu, akan diadakan
juga dengar pendapat lpublic heoringl sebelum nantinya lembaga legislatif
menyetujui atau menolaknya.

3l PelaksanaanAnggaran

Pada tahapan ini, anggara n yang telah d isetujui pada tahapa n sebelu mnya
mulai dilaksanakan oleh pihak eksekutif organisasi atau pelaksana anggaEn
lainnya. Berhubung anggaran yang disetuiui pada umumnya berlaku
untuk satu tahun anggaran maka untuk memperjelas dan mempermudah
pelaksanaannya perlu dilakukan langkah pengalokasian yang dikenal sebagai
a I I otme nts dan opDortion me nts.

Dengan demikian, dalam melaksanakan anggaran diperlukan juga sikap
kehati-hatianagarorganisasitidakbegitusajamelaksanakanseluruhanggaran
belanja kegiatan pada awal-awal tahun anggaran meskipun hal tersebut telah
disetujui sebelumnya. Hal tersebut perlu diperhatikan untuk mengantisipasi
kemungkinan tidak tercapainya penerimaan sumber daya yang telah
dianggarkan dalam anggaran pendapatan. Dengan kata lain, organisasi harus
memerhatikan arus keluar dan masuknya sumber daya dalam pelaksanaan
anggaran apabila tidak ingin menghadapi kesulitan pemenuhan kewajiban
untuk membiayai kegiatannya.
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4) Pelaporan dan Audit

Tahap terakhir dari proses penganggaran adalah menyangkut masalah

pelaporan dan audit atas anggaran yang telah dilaksanakan Pada tahap

ini, realisasi anggaran akan dilaporkan dan dibandingkan secara periodik

dengan anggaran yang tela h d isetu.iui sebelumnya. Adanya perbedaan antara

anggaran dan realisasinya harus dijelaskan penyebabnya Laporan tersebut

kemudian diaudit untuk memastikan bahwa laporan telah dibuat secara

benar. Laporan anggaran dan hasil audit atas laporan tersebut merupakan

bahan informasi dalam penyusunan anggaran untuk periode anggaran

berikutnya. Oleh sebab itu, rangkaian proses penganggaran yang dimulai

sejak tahap penyusunan hingga pelaporan dan audit anggaran pada akhirnya

akan membentuk suatu siklus anggaran.

Sumber: Diktat Perencanaan dan PenganBgaran Kementerian Keuangan Tahun

2013. Dan Indra Bastian "sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah

di Indonesia, Salemba Tengah Tahun 2006





BAB II
SUMBER PENERIMAAN DAERAH

2.1 TATAR BELAKANG

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, yang telah direvisi menjadi

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana adanya

pelimpahan kewenangan atau pemberian kewenangan dari Pemerintah

kepada Pemerintah Daerah, untuk mengurus rumah tangga sendiri, tentunya

mempunyai konsekwensi logis yang sangat besar' untuk itu Pemerintah

selain pemberian kewenangan unruk menyelenggara kan pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah tuga

memberikan kewenangan fiskal kepada Pemerintah Daerah' untuk dapat

menggali potensi-potensi daerah yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan

sebagai penerimaan daerah yang berkontribusi kepada pendapatan daerah'

Sumber-sumber penerimaan daerah berdasarkan UU No' 33 Tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah' terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Derah terdiri daril

a. Pajak Daerah.

b. Retribusi Derah.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

d. Lain-lain PAD Yang sah

2. Dana Perimbangan terdiri dari:

a. Dana BaBi hasil.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

c. Dana Alokasi khusus.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari:

a. Bantuan Dana.

b. Hibah.

c. Dana Darurat.

d. Dana Penyesuaian (Dana OTSUS).

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya

.'_'-^^;
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4) lainJain pendapatan asli daerah yang sah-

Terdin dari pajak daerah dan retribusi daerah, yang dirinci menurut
objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak

dan Retribusi Daerah. Sedangkan Jenis hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang
mencaKup:

1) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
daerah/BUMD;

2) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
pemerintah/BUMN;

3) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk
menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam
jenis pajak daerah. retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang
mencakup:

1) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

2) jasa giro;

3) pendapatan bunga;

4) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;

5) penerimaan komisi, potongan atau pun bentuk lain sebagai
akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau
jasa oleh daerah;

6) penerimaan keuntungan dari selisih nilaitukar rupiah terhadap
mata ua ng asing;

7) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

8) pendapatan denda pajak;

9) pendapatan denda retribusi;

10) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

11) pendapatan dari pengembalian;

12) fasilitas sosial dan fasilitas umum;

13) pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
dan

14) pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
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2.1,1 PENDAPAIAN DAERAH

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening

kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah

dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah'

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,

kelompok, jenis, obiek dan rincian objek pendapatan

Klasifikasi pendapatan daerah berdasarkan kelompok, terdiri dari:

1. Kelompok pendapatan asli daerah;

3. Kelompok dana Perimbangan; dan

3. Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah'

?.1.1,1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari pendapatan daerah

yang bersumber dari potensi daerah sendiri yang dipungut berdasarkan

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundanB-undangan'

a. Pengertian palak daerah menurut pendapat beberapa pakar

perpajakan

a. Prof. Dr. P.l.A. Adriani

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut

peraturan-peraturan umum {undang-undang} dengan tidak

mendapat prestasi kembali yang lan8sung dapat ditunjuk dan

yang berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum

berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan

oemerintahan.

b, Prof. Dr, H. Rochmat soemitro, 5.H.

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat lasa

timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang

digunakan untuk membayar pengeluaran umum Definisi tersebut

kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut Palak adalah

peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk

membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk

public soving yang merupakan sumber utama untuk membiayai

public investment.
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Mardiasmo (2009)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang {yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa

timbal fkontraprestasi] yang langsung dapat ditunjukkan dan yang
digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Abut (20071:

Pajak merupakan iuran kepada negara, yang dapat dipaksakan
dan terhutang oleh yang waiib membayarnya menurut peraturan,
dengan tidak mendapat prestasi kembalj, yang langsung dapat
ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran
umum berhubunga n dengan tugas negara untuk menyelenggarakan
pemerintahan.

Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R.:

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke
sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun
wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih
dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional,
agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk
menjalankan pemerintahan,

Menurut perspektif ekonomi pajak dipahami sebagai "beralihnya
sumber daya dari sektor swasta kepada sektor publik". pemahaman

ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan
dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan
individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan
pen8uasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan
keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang
merupakan kebutuhan masyarakat.

f. Su mitro

Pemahaman paiak dari perspektif hukum merupakan .,suatu

perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang
menyebabkan timbulnya kewaliban warga negara untuk
menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara
mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang paiak tersebut
harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan,,.
Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang
dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menramin
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adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak

maupun waiib pajak sebagai pembayar pajak.

Atas dasar penjelasan tersebut di atas maka dapat ditarik simpulan dari

aspek pengertian dan perspektif palak terdapat lima unsur utama paiak yang

m e lip uti:

a. Merupakan iuran atau pungutan yang diperoleh dari masyarakat'

b, DipunBut atas dasar undang-undang dan peraturan yang berlaku

c. Dapat dipaksakan, bahkan dapat dikenakan sanksi bagi yang tidak

memDayat

d. Tidak menerima kontraprestasi secara lan8,sung

e. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umun pemerintah

Pajak daerah adalah iuran wajib masyarakat daerah atau kontribusi

wajib masyarakat daerah kepada pemerintah daerah yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan pembangunan daerah demi terwujudnya keseiahteraan dan

kemakmuran masyarakat daerah

Retribusi daerah adalah iuran yang diterima dari masyarakat, atas

penggunaan beberapa asset daerah, dan mendapatkan imbalan secara

langsunB, dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah

dan peraturan daerah, digunakan dalam rangka untuk pembangunan daerah

guna terwujudnya keseiahteraan masyara kat daerah.

Apa yang teriadi saat ini adalah di mana hasil penerimaan pajak dan

retribusi daerah belum dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan

terhadap APBD daerah, Daerah masih sangat tergantung denBan bantuan

Pemerintah yang dialokasikan dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan

Daerah, khususnya Kabupaten/Kota. Pemerintah berharap, kelak kemandirian

pemerintah daerah dapat terwujud dalam memenuhi pendanaannya dalam

APBD, sehingga ketergantungannya akan semakin berkurang lambat laun

2.1.1.2 Kerangka regulasi

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, yang telah direvisi menjadi UU

No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta UU No' 33 Tahun

2004 tentanB Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah

Daerah APBD. Di mana di dalam undang-undang tersebut diielaskan

bahwa penerimaan daerah, selain mendapatkan penerimaan daerah dari

^6'
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Pendapatan Asli Daerah, juga sampai saat ini masih menerima Danruan
dari Pemerintah yang dialokasikan dari Dana perimbangan Keuangan antar
Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Bahkan alokasi yang bersumber dari
dana perimbangan yang bersumber dari ApBN, sampai saat ini cukup besar
terutama Kabupaten/Kota. Sehingga pemerintah Daerah sangat besar
menggantungkan penerimaan pendapatan daerah dari pendanaan yang
bersumber dari Pemerintah, sedangkan komponen utama dari pendapatan
asli daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. lmplikasinya, daerah
harus dapat mengelola potensi pendapatan yang dimilikinya dan melakukan
pemungutan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah (locol toxing
powerl.

Untuk mengatur mengenai locol toxing power, pemerintah pusat
mengeluarkan dan menetapkan UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak dan
Retribusi Daerah yang kemudian direvisi dengan UU No. 28 Tahun 2009.
Harapan Pemerintah dengan adanya undang-undang tersebut pemerintah
Daerah dapat melaksanakan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan daerah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat daerah.

Ketergantungan daerah yang sangat besar terhadap dana perimbangan
darl pusat dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas daerah.
Pemerintah daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara
efisien dan masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran daerah
karena merasa tidak dibebani dengan pajak dan retribusi.

2.1.1,3 lenis-Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan Retribusi Daerah,
pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memungut empat jenis patak
provinsi dan 11 (sebelasljenis pajak kabupaten/kota, yaitu:

1. Pajak Provinsi

a. Paiak Kendaraan Bermotor

Objek pajak ini adalah kepemilikan da n/atau penguasaan kendaraan
bermotor dan subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang
memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Sedangkan
yang menjadi wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang
memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal wajib pajaknya berupa
badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau
kuasa badan tersebut.
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b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Objek pajak ini adalah penyerahan kepemilikan kendaraan

bermotor dan subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang

dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Sedangkan

yang menjadi wajib paiaknya adalah orang pribadi atau badan yang

menerima penyeraha n kendaraan bermotor-

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Objek pajakini adalah bahan bakarkendaraan bermotoryangdisediakan

atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotot termasuk bahan

bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Kemudian, subjek pajak

ini adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor' Sedangkan

yang menjadi wajib paiaknya adalah orang pribadi atau badan yang

menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor.

d. Palak Air Permukaan

Objek pajak inr adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air

permukaan dan subieknya adalah orang pribadi atau badan

yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air

permukaan. Sedangkan yang meniadi wajib pajaknya adalah

orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau

pemanfaatan air Permukaan.

e. Faiak Rokok

Objek pajak ini adalah konsumsi rokok dan subteknya adalah

konsumen rokok.Sedangkan yang menjadi wajib paiaknya adalah

pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki

izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai-

2, PajakKabupaten/Kota

a. Pajak Hotel

Objek pajak ini adalah pelaya nan yang disediakan oleh hotel dengan

pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel

yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk

fasilitas olah raga dan hiburan. Kemudian subjek paiak ini adalah

orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada

orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel- Sedangkan

yang menjadi wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang

mengusaha ka n hotel.

----_'::
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Pajak Restoran

Objek pajak ini adalah pelayanan yang d isediakan oleh restoran dan
subjeknya adalah orang prrbadi atau badan yang membeli makanan
dan/atau minuman dari restoran. Sedangkan yang menjadi wajib
pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan
restoran.

Paiak Hiburan

Objek pajak ini adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan
dipungut bayaran dan subjeknya adalah orang pribadi atau badan
yang menikmati hiburan. Sedangkan yang menjadi wajib pajaknya
adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Palak Reklame

Objek pajak ini adalah semua penyelenggaraan reklame dan
subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan
reklame. Sedangkan yang menjadi wajib pajaknya adalah orang
pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Pajak Penerantan Jalan

Objek pajak iniada lah pen8gunaan tenaga listrik, baikyang dihasilkan
sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain dan subjeknya
adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga
Iistrik. Sedangkan yang menjadi wajib pajaknya adalah orang
pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal
tenaga listrik disediakan oleh sumber la in, maka yang menjadi wajib
pajaknya adalah penyedia tenaga listrik,

Palak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Objek pajak ini adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam
dan batuan dan subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang
dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan, Sedangkan
yang menjadiwajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang
mengambil mineral bukan logam dan batuan.

Pajak Parkir

Objek pajak ini adalah penyelenggaraan tempat parkirdi lua r badan
jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun
yang disediakan sebagaisuatu usaha, termasuk penyediaan tempat
penitipan kendaraan bermotor. Subjek dari pajak ini adalah orang

b.

d.

e.
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pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor'

Sedangkan yang menjadi wajib palaknya adalah orang pribadi atau

badan yang menyelenggaraka n tempat parklr-

Pajak Air Tanah

Objek palak ini adalah penga mbilan dan/atau pemanfaatan a ir tanah

dan subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan

pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah' Sedangkan yang

menjadi wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang

melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah

Pajak Sarang Burung Walet

Objek pajak ini adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang

burung walet dan subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang

melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung

walet. Sedangka n yang meniadi wajib paja knya adalah ora ng pribadi

atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan

sarang burung walet.

Paiak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Objek palak ini adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki'

dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan'

kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,

perhutanan, dan pertambangan. Subjek pajak ini adalah orang

pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas

bumidan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki,

menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan'

Sedangkan yang menjadiwaiib pajaknya adalah orang pribadiatau

badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau

memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai'

dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan'

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Objek pajak ini adalah perolehan hak atas tana h dan/atau bangunan

dan subieknya adalah orang pribadi atau badan yang memperolen

hak atas tanah dan/atau bangunan Sedangkan yang menjadi waiib

paiaknya adatah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak

atas ta nah dan/atau ban8unan.

----*---- ---v-------**-*.- IJ
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2.1.2 JENIs-JENISRETRIEUSIDAERAH

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan Retribusi Daerah
pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memungut tiga objek retribusi,
yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

Merupakan retribusi yang dikenakan atas jasa umum. Subjek retribusi
jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/
menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Objek retribusi
jasa umum ada lah pelayanan yangdisediakan atau diberikan pemerrnran
daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sedangkan wajib retribusi
jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi
jasa umum.

Retribusijasa umum dapat terdiri dari:

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan
di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai
pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan
kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh
pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. Dikecualikan
dari obiek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan
kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan
pihak swasta.

b. Retribusi pelayanan persampahan/Kebersihan

Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah
pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh
pemerintah daerah, meliputi:

1. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi
pembuangan sementara,

2. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi
pembuangan sementara ke Iokasi pembuangan/pembuanga n
akhir sa mpa h, dan

%
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3. penyediaan lokasi pembuanga n/pemusna han akhir sampah

Dikecualikan dari ob.iek retribusi pelayanan persampahan/

kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman,

tempat ibadah, sosial, dan tempat umum larnnya

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan

Akta Catatan

Sipil Objek retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk

dan akta catatan sipil adalah pelayanan; kartu tanda penduduk,

kartu keterangan bertempat ting8al, kartu identltas keria, kartu

penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu

keluarga, dan akta catatan sipilyang meliputi akta perkawinan, akta

perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama

bagi warga negara asing, dan akta kematian,

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Objek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat

adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayatyang meliputu

1. pelayanan penguburan/pema kaman termasuk penggalian dan

penguruka n,

2. pembakaran/pengabuanmayatidan
3. sewa tempat pemakaman atau pembakara n/pengabuan mayat

yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah

Retribusi Pelayanan Parkir di TePiJalan Umum

objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah

penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan

oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

pe rund a ng- u n d a nga n

Retribusi Pelayanan Pasar

objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar

tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola

pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang'

Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan pasar adalah pelayanan

fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta'

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Obiek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan

penguiian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di
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air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unda ngan, yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah,

Retribusi Pemeriksaan Alat pemadam K€bakaran

Objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adaran
pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam
kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan
jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam
kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan
jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak peta

Objek retribusi penggantian biaya cetak peta adalah penyediaan
peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan Kakus

Objek retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah
pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan
oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi
penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah pelayanan
penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki
dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Retribusi PenBolahan Limbah Cair

Objek retribusi pengolahan limbah cair adalah oelavanan
pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri
yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh
pemerintah daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
Dikecualikan dari objek retribusi pengolahan limbah cair adalah
pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/
atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD. pahak swasta, dan
pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/
atau sarana pembuangan lainnya.

l. Retribusi Pelavanan Tera/Tera Ulang

Objek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah; (a) pelayanan
pengujian alat-alat ukui takaq timbang, dan perlengkapannya; oan
(b) pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-u ndangan.
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m. Retribusi Pelayanan Pendidikan

Objek retribusi pelayanan pendidikan adalah pelayanan

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah

daerah. Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan pendidikan

adalah; (a) pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang

diselenggarakan oleh pemerintah daerah, (b) pendidikan/pelatihan

yang diselenggarakan oleh pemerintah, (c) pendidikan/pelatihan

yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan (d) pendidikan/

pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah

pemanfaatan ruanB untuk menara telekomunikasi dengan

memerhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan

umum.

2,1,3 RETRIBUSI JASA USAHA

Merupakan retribusi yang dikenakan atas iasa usaha. Subjek retribusi
jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati
pelayanan jasa usaha yan8 bersangkutan. Objek retribusi jasa usaha adalah

pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah den8an menganut
prinsip komersial yang meliputi:

1. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatka n kekayaan daerah

yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

2. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjanB belum disediakan

secara memadai oleh pihak swasta. Wajib retribusi jasa usaha

adalah orang pribadiatau badan yang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan

pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi

iasa usaha.

1) Macam-MacamRetribusiJasaUsaha

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan oaerah

Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian

kekayaan daerah. Dikecualikan dari obiek retribusi pemakaian

kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah

funesi dari tanah tersebut.
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e.

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Objek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah penyediaan

fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/

pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan
oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi pasar

grosir dan/atau pertokoan adalah fasilitas pasar yang disediakan,

dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUM N, BUMD, dan pihak swasta

Retribusi Tempat Pelelangan

Objek retribusi tempat pelelangan adalah penyediaan tempat
pelelangan yang secar:r khusus disediakan oleh pemerintah daerah

untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan

termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di

tempat pelelangan. Termasuk objek retribusi tempat pelelangan adalah

tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk
dijadikan sebagai tempat pelelangan. Dikecualikan dari objek retribusi

tempat pelelangan adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki
dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Retribusi Terminal

Objek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat
pa rkir untuk kendaraan penumpa ng dan bis umum, tempat kegiatan

usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan,

dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan

dari objek retribusi terminal adalah terminal yang disediakan,

dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan

oihak swasta.

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat
khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh
pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi tempat
khusus parkir adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan,
dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan
pihak swasta.

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Objek retribusi tempat penBinapan/pesanggrahan/villa adalah
pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan,

b.

d.

t

L
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dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan

dari objek retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah

tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki'

dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak

swaSIa.

Retribusi Rumah Potong Hewan

Objek retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan

fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan

pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong'

yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah

daerah, Dikecualikan dari objek retribusi rumah potong hewan

adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan

ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN,

BUMD, dan pihak swasta.

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Oblek retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah pelayanan jasa

kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan

yang disediakan, dimiliki, da n/atau dikeloia oleh pemerintah daerah

Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah

pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau

dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan

tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki,

dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah' Oikecualikan dari objek

retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat

rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/

atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta

Retribusi Penyeberangan di Ail

Objek retribusi penyeberangan di air adalah pelayanan

penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan

kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah

daerah. Dikecualikan dari objek retribusi penyeberangan di air

adalah pelayanan penyebemngan yang dikelola oleh pemerintah,

BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
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k. Retribusi Peniualan Produksi Usaha Daerah

Objek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan
hasil produksi usaha pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek
retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan
produksi oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

2) Retribusi Perizinan Tertentu

Merupakan retribusa yang dikenakan atas peririnan tertentu. Subjek
retribusi perizinan tertentu adalah ora ng pribadiatau badan yang memperoleh
izin tertentu dari pemerintah daerah. Objek retribusi perizinan tertentu
adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang
pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan

atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,
prasarana, sarana, atau fasilitastertentu guna melind ungi kepentinga n umum
dan menjaga kelestarian lingkungan. Wajib retribusi perizinan tertentu adalah
orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.

Retribusi perizinan tertentu dapat terdiri atas:

a. Retribusi lzin Mendirikan Eangunan

Obiek retribusi izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin
untuk mendirikan suatu bangunan. Pemberian izin meliputi kegiatan
peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya
agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana
tata ruang, dengan tetap memerhatikan koefisien dasar bangunan
(KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian
bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang
meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan
bagi yang menempati bangunan tersebut. Iidak termasuk objek
retribusi izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk
bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah.

b. Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Objek retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah
pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di
suatu tempat tertentu.
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c. Retribusi lzin Gangguan

objek retribusi izin gangguan adalah pemberian izin tempat

usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat

menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan,

termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara

terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban,

keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban

lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan

kerja. Tidak termasuk oblek retribusi izin gangguan adalah tempat

usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah atau

pemerintah daera h.

d. Retribusi lzin TraYek

Obiek retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada orang

pribadi atau badan untuk meny€diakan pelayanan anBkutan

penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu

e. Retribusi lzin Usaha Perikanan.

Objek retribusi izin usaha perikanan adalah pemberian izin

kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha

penangkapan dan pembudidayaan ikan Sumber: 1)' UU No 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 2) UU No' 33 Tahun

2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, 3) UU No'

28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, 4) Peraturan

daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

2,2 HASILPENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAHYANG DIPISAHKAN

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut

obiek pendapatan yang mencakup:

a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/

BUMD;

b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

pe merintah/ BU M N; dan

c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta

atau kelompok usa ha masyarakat

-="
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2.3 IAIN-LAIN PAD YANG SAH

Jenis Iain-lain pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk
menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak
daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

t) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

2) jasa giro;

3) pendapatan bunga;

4) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;

5) penerimaan komisi, potongan atau pun bentuk lain sebagal akibat
dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh
oaeran;

6) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap
mata uang asing;

7) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

8) pendapatan denda pajak;

9) pendapata n denda retribusi;

10) pendapatan hasil eksekusi atasjaminan;

lU pendapatan dari pengembalian;

12) fasilitas sosial dan fasilitas umum;

13) pendapatan dari penyelenggaraan pendldikan dan pelatihan; dan

14) pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan,

2.4 DANA PERIMBANGAN

2.4,1 PENGERTIAN DANA PERIMBANGAN

Setiap daera h mempunyai kemampua n keuangan yang tida k sama dalam
mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal
antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi
ketimpangan fi skal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari
APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.
Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi
Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan
keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU
No. 32 Tahun 2004). Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan
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pemerintah daerah bias lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk

membiayai belania modal di daerahnya

Dana transf€r dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selain

DAU adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan

untuk membantu mendanai keS.iatan khusus yang merupakan urusan

daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No 33 Tahun 2004) DAK

ini penggunaannya diatur oleh Pemerintah Pusat dan hanya digunakan

untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur

jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan

sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana

prasarana perdesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan

yang semuanya itu termasuk dalam komponen belanja modal da n pemerintah

daerah diwaiibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10%

dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik'

Kelompok Dana Perimbangan dibagi menurut ienis pendapatan yang

terdiri atas:

1) dana bagi hasil;

2) dana alokasi umum; dan

3) dana alokasi khusus.

Jenis dana bagi hasildirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

1) bagi hasil Paiak; dan

2) bagi hasil sumber daya alam

Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas obiek pendapatan dana

alokasi umum. Sedangkan ienis dana alokasi khusus dirinci menurut objek

pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah'

2,4.2 PENGERTIAN DANA BAGI HASIT

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan pendapatan pemerintah yang

dibagihasilkan dengan daerah/wilayah di mana lokasi pendapatan

itu dihasilkan sesuai dengan proporsi tertentu atas dana yang sudah

dikumpulkan lproportionolity ofcollectronl. Pengertian dan definisi dari DBH

ini juga mengindikasikan bahwa fokus dari DBH adalah untuk mengatasi

ketimpangan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah' Ketimpangan

Vertikal disebabkan oleh penguasaan sumber pendapatan oleh pusat iauh

melebihi penguasaan sumber pendapatan oleh daerah, sehingga daerah

tidak akan dapat membiayai urusannya tanpa adanya transfer/bagi hasil atas
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pendapaan pusat tersebut. Ketimpangan vertikal juga bisa diartikan sebagai
kesenjangan antara potensi sumber pendapatan daerah dengan kebutuhan
pendanaan urusan daerah.

Dibandingkan dengan jenis dana transfer lainnya DBH merupakan dana
transfer yang relatif penting di dalam menjamin tingkat desentralisasi (high
degree of decentrolizotion) melalui uncondif,b nolity dalam penggunaan
dana. Dana transfer DBH umumnya bersifat unconditiDnol (bebas digunakan
oleh penerima). Penggunaan DBH yang diatur dan diarahkan juga akan
mengaburkan tuiuan dari alokasi dana bagi hasil itu sendiri.

DBH yang diterapkan selama ini memiliki isu terkait dengan : 1) proporsi
bagi hasil, 2) penentuan total penerimaan yang dibagihasilkan, 3) eligibility
untuk daerah penerima DBH, dan 4) alokasi periode pNBp lpoot revenue)
yang dibagihasilkan.

a. Bagi Hasil Paiak Bumi dan Bangunan Sektor perkebunan, per-
hutanan, dan pertambangan (pBBp3)

Pajak Bumi dan Bangunan (pBB) memiliki perdn yang cukup besar bagi
kelangsungan dan kelancaran pembangunan,sehingga perlu ditangani dan
dikelola lebih intensif. Penanganan dan pengelolaan tersebut diharapl€n
mampu menuju tertib administrasiserta mampu meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pembiayaan pembangunan Subjek pajak Bumi dan
Bangunan adalah orang atau badan yang nyata-nydta memiliki dan/atau
menguasai bumi dan/atau bangunan. Objek pajak Bumi dan Bangunan
adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah tubuh bumi, permukaan bumi
atau tanah, bangunan yang ada di atasnya, perairan maupun udara di
atas tanah tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah
gedung jalan, kolam renang, pagar, tempat olahraga, dermaga, tanamarL
dan lainlain yang memberikan manfuat. Wajib pajak adalah orang atau
badan yang memenuhi. syafttt-slarat objelaif yaitu yang memiliki objek
yangnilai jualnya melebihi nilai minimumyang dibebankan daripengenaan
pajak.

Berdasarkan karakteristik obiek pajaknya, pajak Bumidan Banguna n
(PBB) dapat dikelompokkan menjadi:

1. PBB Sektor Pedesaaan adalah objek pBB dalam suatu wilayah
yang memiliki ciri-ciri perdesaan seperti sawah, ladang,
empang tradisional dan Iain-lain.

2. PBB Sektor Perkotaan adalah objek pBB dalam suatu wilayah
yang memiliki fasilitas perkotaan, seperti: pemukiman
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pendudukYang memiliki fasilitas perkotaan, real state, komplek

pertokoan, industri, perdaganBandaan Jasa'

3. PBB Sektor Perkebunan adalah obiek PBB yang diusahakan

dalam bidang budidaya perkebunan, baik yang diusahakan

cleh BUMN, BUMD, maupun swasta.

4. PBB Sektor Perhutanan adalah objek PBB di bidang usaha yang

menghasilkan komoditas hasil hutan, seperti kayu tebangan'

rotan, damar, dan lain-la in.

5. PBB Sektor Pertambangan adalah objek PBB di bidang usaha

yang menghasilkan komoditas hasil tambang seperti emas,

batubara, minyak, dan gas bumi dan Iain-lain.

Dengan diberlakukannya UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan

Retribusi Daerah (selaniutnya disebut UU PDRD), maka PBB sektor

Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)diserahkan menjadi pajak daerah

Untuk itu Pemerintah Daerah (dalam hal ini pemerintah kabupaten/

kota) harus mengelola sendiri PBB P2. selama ini PBB P2 dikelola

dan dipungut oleh Pemerintah Pusat, kemudian daerah menerima

sebagian besar hasil pemungutannya.

Den8an UU PDRD pengelolaan dan pemungutan PBB P2 sepenuhnya

menjadi meniadi tanggung iawab dan hakpemerintah daerah kota/

kabupaten tanpaharus 'membagi' kepada pemerintah pusat'

Pemerintah Pusat dalam hal ini DJP (Direktorat Jenderal Pajak)

KementerianKeuangan bertanggung jawab mengelola PBB P2 sampai

31 Desember 2013 sepanjang belum dilaksanakan oleh Kabupaten/

Kota berdasarkan Perda Akan tetapi mulai lJanuari 2014 pengelolaan

PBB sepenuhnya menjadi tanggung lawab Kabupaten/Kota'

Sementara itu, PBB P3 tetap merupakan penerimaan pemerintah

pusat yang dibagihasilkan dengan daerah. Adapun penyaluran Dana

Bagi Hasil PBB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut'

a) Untuk DBH PBB bagian provin si 116'2%) bagian kabupaten/kota

(64,8%) dan biaya pemungutan PBB (9%) darisektor perdesaan,

perkotaan, perkebunan, perhutanan dan pertambangan non

migas. Penyaluran dilaksanakan secara mingBuan melalui

penerbitan SPM oleh KPPN setempat berdasarkan realisasi

pembayaran PBB di masing-masing kabupaten/kota kecuali

untuk penyaluran DBH PBB sektor pertambangan migas dan

sektor perta mbangan Panas bumi.

-- 
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b) Untuk DBH PBB sektor pertambangan migas dan sektor
pertambangan panas bumi bagian daerah, alokasi sementara
DBH PBB sektor pertambangan migas da n sektor pertambanga n
panas bumi yang bersumber dari rencana penerimaan pBB

sektor pertambangan migas dan sektor pertambangan panas
bumi dalam APBN tahun anggaran berjalan digunakan sebagai
dasar penyaluran triwulan l, ll, dan lll tahun anggaran berjalan,
masing-masing sebesar 257o dari alokasi sementara. Realisasi
PBB sektor pertambangan migas dan sektor pertambangan
panas bumi tahun anggaran berjalan ditetapkan sebagai
alokasi definitif DBH PBB sektor pertambangan migas dan
sektor pertambangan panas bumi.

c) Penyaluran triwulan lV merupakan selisih antaraalokasi definitif
dengan jumlah dana yang telah dicairkan pada triwulan I s.d.
lll. Khusus untuk alokasi DBH pBB sektor pertambangan migas
dihitung dengan formula yang memerhatikan jumlah penduduk,
luas wilayah, PAD dan potensi produksi sumber daya migas.

d) Penyaluran DBH PBB bagian pemerintah menggunakan alokasi
sementara yang menjadi dasar penyaluran tahap I dan ll, di mana
ditetapkan masing-masing sebesar 25% dan 50% dari perkiraan
alokasisementara. Untuk penyaluran DBH pBB bagian pemerintah
tahap lll, prognosa realisasi penerimaan yang ditetapkan oleh
Ditjen Pajak digunakan sebagai dasar alokasi definitif. penyaluran

tahap lll merupakan selisih antard alokasi definitif dengan jumlah
dana yang telah dicairkan selama tahap I dan ll. Dalam penyaluran
tahap lll ini disalurkan pula insentif kepada kabupaten dan/kota
yang realisasi penerimaan pBB sektor perdesaan dan perkotaan

pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana
penerimaan yang ditetapkan.

b. Perhitungan DBH PBB migas dan panas bumi

Perhitungan alokasi DBH PBB migas dan panas bumi ditatausahakan
dengan ketentuan sebagai berikut.

1I. PBB migasonshore dan panas bumiditatausahakan berdasarkan
letak dan kedudukan objek pajak dan dibagi by origint

2). PBB migasofshoredan pBB migas tubuh bumi ditatausahakan
per kabupaten/kota dengan menggunakan formula dan dibagi
sesuai persentase DBH pBB, di mana perhitungan pBB migas
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olfshore dan PBB migas tubuh bumi per kabupaten/kota dari

PBB migas yang ditanggung Pemerintah ditetapkan:

a- 10% menggunakan formula

b. 907o dibagi secara proporsional sesuai realisasi PBB migas

tahun anggara n sebelumnya

Formula yang digunakan untuk men8hitung PBB migas yang

ditan8gung pemerintah, PBB migas yang dibayar lan8sung oleh

KKKS ke bank persepsi menggunakan formula:

c. Bagi Hasil Paiak Penghasilan (DBH PPh Pasal 21 dan Pasal25129

Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeril

Paiak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas tambahan

kemampuan ekonomis dalam bentuk apapun' baik diperoleh

dari Indonesia atau luar negeri, digunakan untuk konsumsi atau

menambah kekayaan walib pajak. Secara umum ada dua lenis pajak

penghasilan, yaitu (i) pajak penghasilan (PPh) badan dan (ii) paiak

penghasila n (PPh) individu.

PPh Badan tidak dibagihasilkan dan sepenuhnya meniadi

pendapatan pemerintah pusat. Sedangkan PPh Individu termasuk

jenis yang dibagihasilkan dengan daerah otonom' Jenis PPh yang

dibagihasilkan adalah PPh yang diatur pada pasal 21 dan pasal

25129.

Paiak penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan atas Eaii'

upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama

dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau

iabatan, jasa, dan kegiatan yang dila kukan oleh WPOP da la m negeri'

Pajak Penghailan Pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh

Pemotong Pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah'

dana pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggaraan kegiatan'

Pelaporan penerimaan PPh Pasal 21 dilakukan berdasarkan tempat

keria PPh Pasat 25 terkait dengan Pajak Penghasilan orang pribadi

dalam negeri yang menialankan kegiatan usaha atau pekerjaan

bebas atau memperoleh penghasilan teratur lainnya yang bersifat

tidak final yang diangsur setiap bulannya'
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Sedangkan PPh pasal 29 adalah pajak penghasilan yang harus
dilunasi oleh Wajib pajak Orang pribadisebagaiakibat pph Terutang
dalam Surat Pemberitahuan (SpTlTahunan pajak penghasilan lebih
besar dari pada kredit pajak yang telah disetor sendiri. pencatatan
penerimaan PPh Pasal 25/29 berdasarkan asas domisili wajib pajak.
Secara umum dapat dikatakan bahwa pph pasal 21 adalah pajak
yang dikenakan atas penghasilan yang diterima dari pemberi kerja,
sedangkan PPh pasal 25 adalah pajak yanB harus dibayar sendiri
oleh wajib pajak pada tiap bulan.

Oblek pajak penghasilan, yaitu:

L. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik
berupa penghasilan yang bersifat teratur ma upun tidak teratur;

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun
secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;

3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja
dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima
secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun,
tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain
sejenis;

4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas,
berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah
borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan;

5. lmbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium,
komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk
apa pun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa,
dan kegiatan yang dilakukan;

6. lmbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang
saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau
penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan
imbalan sejenis dengan nama apa pun.

Penerimaa n Negara dari pph pasal2l dan pasal Z5/29 WpOpDN ya ng
dibagihasilkan ke daerdh sebesar 20% dari realisasi penerimaan pph
Pasal2l dan Pasal 25/29 WpOpDN dengan rincian sebagai berikut.
a) BaBian Provinsi sebesar 8%,

b) Bagian Kabupaten atau Kota sebesar 12%, dengan rincian:
L) 8,4Yo untuk kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar
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2\ 3,6% untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang

bersangkutan dengan bagian yang sama besar.

Penyaluran DBH PPh Pasal2l dan Pasa | 25/29 WPOPDN d ilaksana kan

dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Alokasi sementara, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anBgaran

yang bersangkutan dilaksanakan, digunakan sebagai dasar

penyaluran triwulan l, ll, dan lll tahun anggaran berialan

masing-masing sebesar 20% dari alokasi sementara.

2. Alokasi definitif, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

paling lambat pada bulan pertama triwulan lV tahun anggaran

berjalan, digunakan sebagai dasar penyaluran triwulan lV

dengan memperhitungkan jumlah dana yang telah dicairkan

selama triwulan l. ll, dan lll.

d. Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH cHTl

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) merupakan dana

bagi hasil yanB diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah penghasil dari pembayaran pajak berupa cukai tembakau.

Pembayar cukai tembakau adalah konsumen pemakai bahan baku

produksi yang memiliki pita cukai dan hasil tembakau mentah yang

dijualbelikan untuk produksi pabrik

Sesuai amanat UU 39 Tahun 2007 mulai tahun 2008 cukai hasil

tembakau dibagihasilkan sebesar 2% dari penerimaan cukai hasil

tembakau kepada kabupaten/kota/provinsi yang menghasikan

cukai hasil tembakau dengan rincian pembagian sebagai berikut

a) 3O% untuk provinsi penghasil

b, 40% untuk kabupaten/kota penghasil

c) 30 % untuk kabupaten/kota lainnya

Penggunaan DBH CHT bersifat spectfc grontyaitu untuk:

a) Peningkatan kualitas bahan baku

b) Pembinaan industri

c) Pembinaan lingkungan sosial

d) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai

e) Pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Melalui keputusan Mahkamah Konstitusi No 54lPUU'Vl/2008

tanggal 14 April 2009, DBH CHT yang semula hanya dibagi hasilkan
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kepada daerah penghasil cukai hasil tembakau, mulai tahun 2010
juga dibagi hasilkan kepada daerah penghasil tembakau.

Pembagian alokasi DBH CHT per provinsi sesuai PMK No 197/
PMK.O7 lZOI2 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil

Tembakau adalah sebaga i berikut.

a) Penerimaan cukai hasil tembakau sebesar 57,5%;
b) Rata-rata produksi tembakau kering sebesar 37,5%;

c) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 3%;

d) Tingkat penyerapan CHT sebesar 1%; dan
e) Tingkat pemberantasan cukai ilegal sebesar 1%.

Setelah alokasi DBH CHT per provinsi ditetapkan, selanjutnya
pembagian alokasi DBH CHT untuk bagian provinsi dan kabupaten/
kota dalam provinsi, merupakan wewenang gubernur yang

ditua ngkan dalam Peraturan Gubernur.

Sesuai dengan PMK No. O6/PMK.O7 /zOtZ penyaluran DBH CHT

dilakukan secara triwulanan dengan perincian sebagai berikut.

a) Triwulan I sebesar 20/o dari alokasi sementara.

b) Triwulan ll sebesar 307o dari alokasi sementara

c) Triwulan llt sebesar 30% dari alokasi sementara

d) Triwulan lV selisih antara alokasi definitif dengan alokasi yang

sudah disalurkan Dada triwulan I s.d. triwulan lV

Khusus untuk penyaluran triwulan lV dipersyaratkan laporan
realisasi penggunaan alokasi DBH CHT semester I tahun anggaran
bersangkutan.

e. Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA)

Pengertian dan Filosofi dana bagi hasil sumber daya alam adalah
bersifat /Von Renewoble Resources atau tidak dapat diperbaharui.
Hal ini telah menjadibahan diskusi para akademisi di berbagai
Negara mengenai batasan dan kriteria penerimaan SDA mana yang

dapat dibagihasilkan kepada daerah. Beberapa sektor SDA yang

menurut bestprochces da pat dibagihasilkan a ntara lain sumber daya

mineral yang berasal dari minyak bumi, gas bumi, pertambangan
umum, dan geothermal karena diasumsikan memiliki keterbatasan
input dan tidak terbarukan. Namun demikian, terdapat sektor sDA
lainnya seperti kehutanan dan perikanan dapat pula dibagihasilkan
walaupun secara teoretis termasuk sumber daya yang terbarukan
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(replenishable) karena hal ini dimungkinkan dengan asumsi masa

pemulihan yang relatrf lama, tingkat eksploitasi dan konsumsi lebih

tinggi daripada upaya untuk mem perbaharuinya, dan memiliki nilai

ekonomiyang cukup signifikan terhadap penerimaan negara

Di lndonesia, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) adalah

Pendapatan Negara dari SDA yang dibagihasilkan dengan daerah

di mana lokasi SDA itu berasal. DBH SDA merupakan salah satu

bentuk dana transfer ke daerah yang merupakan bagian dari dana

perimbangan dan sangat penting bagi daerah-daerah yang memiliki

SDA di daera hnya.

Sebagai bagian dari dana transfer, DBH lebih ditujukan untuk

mengurangi ketimpangan vertikal, yaitu ketimpangan antara Pusat

dan Daerah. Pemba8ian hasil pendapatan Negara dari SDA ke

daerah didasari oleh alasan antara lain:

1. Sumber daya alam sebagai Biaya Kompensasi Eksternalita!

Eksploitasi SDA memiliki potensi risiko yang tinggi

terutama menimbulkan eksternalitas (dampak lingkungan)

yangmembutuhkan kompensasi biaya sosial dan biaya

perbaikan infrastruktur serta reklamasi bekas tambang.

Pengeboranm inyak dan gas a lam dapat mencemari lingkungan

dan menimbulkan biaya sosial serla community development

untuk masyarakat sekitar. Kegiatan penebangan kayu dan

berbagai ienis pertambangan dapat menimbulkan biaya

pemulihan lahan agar dapat kembali pada kondisi awal, atau

dapat menimbulkan biaya sosial Yang tinggi jika lahan tempat

perusahaan berproduksi tersebut tidak dapat dipulihkan.

Selain soc,d/ cost, hal lain yang paling banyak membutuhkan

biaya adalah biaya infrastruktur. Eksplorasi dan Eksploitasi SDA

harus difasilitasi dengan infrastruktur pendukung agar dapat

memperlancar proses produksi dan transportasi termasuk
jalan, utilitas umum, fasilitas pelabuhan, dan infrastruktur
pendukung lainnya. Biaya-biaya lainnya yang perludiantisipasi

adalah terkait dengan pelayanan kepada masyarakat sekitar

lokasi produksi bahkan dapat lebih besar daripada biaya untuk

melayani pegawai perusahaan yang meliputi biaya pendidikan,

kesehatan, penegakan hukum, dan pelayanan masyarakat

umum larnnya.
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2. Sumber daya alam sebagai fndowment yang Terbatas

Meskipun menurut UUD 45 sDA adalah milik Negara, namun
SDA seringkali dianggap sebagai "warisan" oleh masyarakat
di daerah penghasil yang dapat dijadikan sumber bagi
kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Berbeda dengan warisan keindahan alam dan budaya untuk
pariwisata yang masa "eksploitasi"nya tidak terbatas, SDA

dibatasi oleh jumlah kandungan deposit cadangan mineral
yang tidak dapat diperbaharui. Apabila dibandingkan dengan
sektor perpajakan yang selalu meningkat seiring dengan
pertumbuhanan ekonomi dan .jumlah penduduk, SDA

dibatasihanya pada masa tertentu sesuai dengan dengan
periode eksploitasinya yang suatu ketika akan berakhir.
Dengan demikianr argumen bahwa SDA yang bersifat terbatas
harus dioptimalkan untuk meningkatkan penerimaan negara
danterutama bagi daerah penghasil dan daerah lain di
sekitarnya dalam satu provinsi,

Meskipun demikian, keberadaan DBH 5DA memiliki berbagai
permasalaha n, antara lain:

7) DBH SDA berpotensi tidak stobil Pendapatan yang bersumber
dari DBH SDA secara inheren tidak stabil, sehingga alokasi belanja
dalam APBD untuk penyediaan pelayanan di daerah tidak boleh
bertumpu pada sumber pendanaan yang tidak stabil.

2) DBH SDA berpotensi menimbulkan ketimpangan keuangan
antar daerah

Tujuan utama dari pelaksanaan bagi hasilsumber daya alam adalah
untuk mengurangi ketimpangan vertikal {memenuhi kebutuhan
belanja daerah penghasil). Namun di sisilain, DBH SDA berpotensi
menimbulkan ketimpangan antar daerah, karena sumber daya alam
yang belokasi di daerah tertentu saja.

(Sumber: UU No. 33 Tahun 2004 yang ditindak lanjuti dengan peTaturan pemerintah
No. 55 Tahun 2005)

Pada Pasal 1 ayat (20), Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005
disebutkan bahwa Dana Bagi Hasil ada la h dana yang bersu mber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan
angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
oelaksanaan Desentralisasi.
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Dari definisi di atas terlihat bahwa DBH SDA dituiukan untuk

membiayai kebutuhan pendanaan tugas daerah karena

desentralisasi, bukan tugas Pusat di daerah. DBH dialokasikan

berdasarkan prinsip by origin,yaituke daerah penghasil (baik daerah

provinsi maupun daerah kabupaten/kota). Sedangkan penyaluran

DBH difakukan berdasarkan prinsip byoctuol,dt mana besarnya DBH

yangdisalurkan kepada daerah didasarkan atas realisasi penyetoran

Penerimaan Negara Pajak (PNP) dan Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP) tahun anggaran berialan.

DBH SDA yang diatur saat ini berasaldari PNPB bidang kehutanan,

pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak

bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas

bumi. Perhitungan Dana Bagi Hasil SDA dilakukan berdasarkan

Penerimaan Negara bukan Paiak dari masing-masing jenis sumber

daya alam yang menurut ketentuan UU No. 33 Tahun 2004

dibagihasilkan kepada daerah. Dasar perhitungan DBH SDA ada Ia h

sebagai berikut.

1) DBH SDA Minyak bumi, dihitung berdasarkan produksiminyakyang

terjual (lifting) dan produksi gas yang terjualdari masing-masing

Kontraktor Kontrak Ker.lasama (KKKS) setelah dikurangi dengan

Domestic Morket Obligonon (DMO),Fee Usaha Hulu Migas, Pajak-

pajak (PPN dan PBB), serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerdh.

2) DBH SDA Pertambangan Umum, dihitung berdasarkan

penerimaan dari iuran yang diterima negara sebagai imbalan

atas kesempatan penyelidikan umum, eksplorasi atau

eksploitasi pada suatu wilayah kerja (Landrent)dan iuran

produksi pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil dari

kesempatan eksplorasi/eksploitasi (Royalty).

3) DBH 5DA Kehutanan, dihitunE berdasarkan penerimaan negara

dari luran lzin Usaha Pemanfaatan Hutan (llUPH), Provisi

sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR)' IIUPH

merupakan pungutan yang dikenakan kepada Pemegang lzin

Usaha Pemanfaatan Hutan atas suatu kawasan hutan tertentu

yang dilakukan sekali pada saat izin usaha diberikan. PSDH

adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai

intrinsikdari hasil yang dipungut dari Hutan Netara. SedanEkan

DR adalah dana yang dipungut dari Pemegang lzin Usaha
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Pemanfaatan Hasil Hutan dari Hutan Alam yang berupa kayu
dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan.

4) DBH SDA Perikanan, dihitung berdasarkan Pungutan

Pengusahaan Perikanan (P3) dan Pungutan Hasil Perikanan
(PHP), Pungutan Pengusahaan Perikanan adalah pungutan

negara yang dikenakan kepadapemegang lzin Usaha Perikanan

dan/atau Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (ppKA) sebagai

imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah
untuk melakukan usaha perikanan dalam Wilavah Perikanan

Republik Indonesia. Pungutan Hasil Perikanan adalah pungutan

negara yang dikenakan kepada pemegang Surat Penangkapan

lkan (SPl) dan atau Surat lzin Kapal Penangkap dan Pengangkut

lkan Indonesia (SlKPPll) dan atau Surat lzin Penangkapan lkan
(slPl) sesuai dengan hasil produksi perikanan yang diperoleh
dan dijual di dalam negeri dan atau luar negeri.

5) DBH SDA Panas Bumi, dihitung berdasarkan setoran bagian
Pemerintah setelah dikurangi kewajiban perpajakan dan
pungutan lainnya atas dasar kontrak pengusahaan panas bumi
yang ditandatangani sebelum UU No. 27 Tahun 2003 tentang
Panas Bumi ditetapkan dan luran Tetap dan luran produksi.

luran Tetap merupakan iuran yang dibayarkan kepada negara
sebagai kesempatan atas eksplorasi, studi kelayakan, dan
ekspoitasi pada suatu wilayah, sedangkan luran Produksi
adalah iuran yang diberikan kepada negara atas hasil yang
diperoleh dari usaha pertambangan panas bumi.

Formula Alokasi DBH SDA

Dana Bagi Hasil SDA memegang peranan cukup dominan dalam
memberikan kontribusi terhadap penerimaan Anggaran pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) terutama kepada daerah-daerah penghasil
yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (pNBp) dalam
An8garan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penerimaan DBH sDA diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun
2005, bersumber dari PNBP dalam APBN yang dibagihasilkan kepada
daerah dengan angka persentase tertentu didasarkan atas daerah
penghasil untuk menda nai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.

I
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DBH SDA berasal dari Penerimaan:

a. Perta mbangan M inYak Bumi;

b. Pertamba ngan Gas Bumi;

c. Pertambangan Umumj

d. Pertambangan Panas Bumii

d, Kehutanan; dan

e. Perika nan.

Alokasi DBH SDA ditunjukkan dalam skema berikut ini

DBH sDA Pertambangan Minyak dan Gas Bumi {DBH SDA Migas)

Pola Pembagian DBH SDA Migas

Porsi pembagian DBH SDA Minyak dan Cas menurut UU No 33 Tahun

2004 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun

2005.

Pola pembagian tersebut tidak berlaku untuk Daerah Otonomi Khusus

yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Papua Barat,

selain mendapatkan DBH Migas, daerah otonomi khusus tersebut

mendapatkan tambahan DBH Migas yang merupakan bagian dari

penerimaan pemerintah provinsi dengan ketentuan sebagai berikut'

a. bagian dari pertambangan Minyak Bumi sebesar 55%; dan

b. bagian dari pertamban8an Gas Bumi sebesar 40%

DBH SDA Pertambangan Umum

Penerimaan Nega ra Bukan Pajak dari sektor pertambangan umum terdiri

dari iuran eksplorasi dan eksploitasi (royoliy) dan iuran tetap Uondrent)'

Kedua iuran tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No'

45Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Ne8ara Bukan Pajak

Yang Berlaku Pada Departemen ESDM.

dalam peraturan tersebut, tarif iuran tetap merupakan tarif satuan

atas nilai U5$ per luas area eksploitasi/eksplorasi {hektar)' Besarnya

tarif dibedakan atas dasar tahap kegiatan dan status (perpanjangan

atau tidak) untuk KuasaPertambanga n, tarif iuran tetap yang dikenakan

pada Kuasa Pertambangan merupakan tarif satuan atas nilai rupiah

per satuan luas eksploitasi/eksplorasi (hektar) dan besarnya tarif iuga

dibedakan atas dasar tahap kegiatan dan status (perpanjangan atau

tidak). Pemungutan iuran tetap, yang dikenakan di sektor pertambangan

d ilakukan setiap semester.

---*-- ---*-----=
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furan Eksplorasi/Eksploitasi lroyoltyl adalah iuran produksi yang
diterima Negara dalam hal Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi
mendapat hasil berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan
eksplorasiyang diberikan kepadanya serta atas hasil yang diperoleh dari
usaha pertambangan eksploitasi satu atau lebih bahangalian. Royolty
adalah pembayaran kepada Pemerintah berkenaan dengan produksi
mineral yang berasal dari area penambangan. Royalti harus dibayar
dalam satuan rupiah atau satuan lainnya yang disetujui bersama.
Tarif royalty untuk pertambangan mineral dan batubara ditetapkan
melalui Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2003, tariff royalti bersifat
advolorem (dalam persentasi) dan dikenakan terhadap harga jual yang
tela h dikalikan dengan jumlahproduksi.

3. DBH SDA Kehutanan

Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan berasal dari Penerimaan Nesara Bukan
Pajak dari sektor kehutanan terdiri:

a). luran lzin Usaha Pemanfaatan Hutan (ltUpHl; adalah pungutan
yang bersifat /icense /ee (terkait dengan perizinan) yang dikenakan
kepada Pemegang lzin Usaha Pemanfaatan Hutan atas suatu
kawasan hutan tertentu ya ng dilakukan sekali pada saat izin tersebut
diberikan. Tarif IIUPH terakhir diatur dalam peraturan pemerintah

No. 59 Tahun 1998. Di dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa
tarif yang dikenakan adalah tarif satuan Rupiah per satuan luas
Hak Pengusahaan Hutan (HPH) (hektar). Besarnya tarif tergantung
dari (1) kategori wilayah dan (2) status HpH (baru/perpa njangan/
HPHTI). IHPH dikenakan satu kali untuk jangka waktu berlakunya
HPH fatau sekitar 20 tahun).

b). Dana Reboisasi (DR); adalah dana yang dipungut dari pemegang
lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dariHutan Alam yang berupa
kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan,

c). Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH); adalah pungutan yang
dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil yanB dipungut
dari Hutan Negara.

Tarif PSDH tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan
Perkebunan No. 859/Kpts- /1999. Dalam peraturan tersebut, tarif
yang dikenakan adalah tarif satuan Rupiah per m3, yang besarnya
tergantung dari (1) kategori wilayah dan (2) kelompok jenis
kayu/bukan kayu. Provisi Sumber Daya Hutan (pSDH) dikenakan
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terhadap pemegang HPH, pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan

(HPHH) dan pemegang lzin Pemanfaatan Kayu (lPK) (lihat UU No'

41 Tahun 1999 juga Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 1999).

Pada HPH, untuk penyaluran produksi ke industri terkait dengan

HPH, pembayaran dilakukan oleh pihak industri penerima. Untuk

produksi yang disalurkan keindustri yang tidak terkait dengan

pemegang HPH, pembayaran dilakukan oleh pemegang HPH pada

saat pengangkutan.

Pembayaran dilakukan setiap bulan atas dasar produksi bulan

sebelumnya, disetor langsung ke Rekening Menteri Kehutanan dan

Perkebuna n.

Perhitungan jumlah kayu yang dikenai kewajiban untuk

membayar PSDH dan Dana Reboisasi didasarkan dari Laporan

Hasil Penebangan (LHPI. Sistem pelaporan produksi hasil hutan

tersebut bersifat sef ossessment yaitu perusahaan pemegang

HPH mengisi volume produksi dan lenis tanaman Setelah itu

diterbitkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

(SKSHH) yang sebelumnya disebut Surat An8kutan Kayu Olahan

(sAKO). Pengesahan LHP dilakukan setelah diadakan pengukuran

sampling 1-O7o dari area produksi oleh petugas kehutanan

untuk menguji kebenaran pengisian dokumen LHP Jika terjadi

penyimpangan volume 5%, LHP tetap disahkan, namun tidak

berlaku untuk kesalahan pengisian ienis tanaman.

4. DBH SDA Perikanan

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan berasal dari Pungutan

Pengusahaan Perikanan (PPP) danPunBUtan Hasil Perikanan {PHP)'

Pungutan Pengusahaan Perikanan, yaitu pungutan hasil perikanan yang

dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia yang memperoleh

lzin Usaha Perikanan (lUP), Alokasi Penangkapan lkan Penanaman

Modal (APIPM), dan Surat liin Kapal PenBangkut lkan (SlKPl), sebagai

imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia

untuk melakukan usaha perikanan dalam wilayah perikanan Republik

lndonesia. Pungutan Hasil Perikanan, yaitu pungutan hasil perikanan

yang dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia yang

melakukan usaha penangkapan ikan sesuai dengan Surat PenanBkapan

lkan (SPl) yang diperoleh. Pungutan untuk sektor perikanan ini diatur

dalam 5K Menteri Pertanian No. 424/Kpts/711977 '
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Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) bersifat license fee, dikenakan
satu kali pada saat pengajuan permohonan Surat ljin Kapal perikanan.

Tarif PPP merupakan tarif nominal (U55) dan didasarkan atas ukuran
kapal penangkapan ikan (Deod weight Ton - DWT). Dalam hal ini tarif
dikenakan atas dasar berat kosong kapal. Adapun Pungutan Hasil
Perikanan (PHP) dikenakan pada hasil produksi sektor perikanan yang
diekspor. Tarif yang dikenakan bersifat od valorem (persentasi), di mana
besartarif dibedakan menurut kelompok jenis ikan,

5. DBH SDA Pertambangan Panas Bumi

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi
diperhitungkan berdasarkan Penerimaan Negara Bukan pajak yang
berasal dari:

a) Setoran Bagian Pemerintah Setoran pengusahaan panas bumi yang
diterima pemerintah sebesar 34% dari pemerimaan bersih usaha
atau A/et Operating /ncome (NOl) setelah dikurangi kewajiban
perpajakan. Setoran bagian pemerintah ini dikenakan atas kontrak
pengusahaan panas bumiyang d itandatangani sebelum berlakunya
UU No. 27 Tahun 2003 tentang PanasBumi.

b) luran Tetap dan luran Produksi luran Tetap adalah luran yang
dibayarkan kepada negara sebagai kesempatan atas eksplorasi,
studikelayakan, dan eksploitasiSDA pada suatu wilayah. Sedangkan
luran Produksi adalah iuran yang diberikan kepada negara atas hasil
yang diperoleh dari usaha pertambangan panas bumi,

Penerimaan luran Tetap dan luran Produksi ini dikenakan atas kontrak
pengusahaan panas bumi yang ditandatangani setelah berlakunya UU
No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. PNBP dari pertambangan panas
bumi sampai dengan tahun 20IL (existingl masih berasal dari Setoran
Bagian Pemerintah yang ditempatkan pada RekeninE Panas Bumi No.
508.000084 pada Bank Indonesia. Selain untuk menampung penerimaan
setoran bagian Pemerintah, rekening tersebut juga digunakan untuk
membayarkan pengeluaran kewajiban Pemerintah terkait dengan
kegiatan usaha panas bumi, yaitu:

1. Pembayaran kembali (reimbursmentl paiak pertambahan Nilai
(PPN};

2. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

3. Pembayaran lainnya. Selisih dari penerimaan dan pembayaran
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kewajiban pemerintah tersebut merupakan penerimaan negara

yang dapat dibagihasilkan kepada daerah dalam bentuk DBH SDA

Panas Bumi-

DBH SDA Panas Bumi sesuai Pasal 14 huruf I UU No. 33 Tahun

2004 tentang Perimban8an KeuanBan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah dibagi dengan imbangan 20% bagian

Pemerintah dan 80% bagian daerah.

Bagian daerah dengan rincian: 16% bagian provinsi, 327o bagian

kab/kota penghasil dan 32% bagian kab/kota lainnya dalam provinsi

yang bersangkutan.

2.5 DANA ALOKASI UMUM

Konsep Dasar, Tujuan dan Fungsi DAU

Dana Afokasi Umum (DAU) di berbagai Negara disebut Generol Purpose

Gronfs adalah salah satu jenis transfer yangmenjadi pendapatan umum bagi

penerimanya. Jenis transfer ini .iuga disebut unconditional gront di mana

gront yang diberikan tidak dikaitkan dengan persyaratan apa pun oleh si

pemberi. Unconditionol Errant bukanlah satu-satunya bentuk transfer antar

pemerintahan. Terdapat berbagai jenis transfer dari Pemerintah Pusat ke

daerah yang dipraktikkan di dunia antara lain seperti Srant untuk bidang

tertentu (specrtt g rcntl, motching grdnt, Brant untuk menutupi defisit (de.fcit

gront) dan kondisitak terduga (emergency grontl, dll.

Unconditional gront yang penggunaannya bebas adalah bentuk transfer

dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi fi skal yang memberikan

keleluasaan kepada daerah penerima untuk mengalokasikannya sesuai

dengan prioritas d aerah llocol priorittes). Dengan kata lain, tujua n pemberian

grant ini adalah untuk mendukung ketersediaan dana bagi Pemerintah

Daerah dalam menjalankan fungsi yang telah didesentralisasikan Tujuan

pemberian gront ini san8at berbeda dengan tuiuan berbagai ienis speciJic

gronts yang biasanya diberikan kepada daerah untuk pencapaian tuiuan

nasionaf (notbnal priorities) tertentu yang pelaksanaan tugasnya sudah

meniadi tang8ung jawab daerah.

Dengan sifatnya yang bebas digunakan, unconditional gront pada

umumnya ju8a digunakan sebagai instrumen utama pemerataan kemampuan

fiskal antar daerah. Sehingga ienis tranfer inijuga dinamai equalization gront

(gront pemerataan). Program pemerataan kemampuan fiskal dipraktikkan

oleh banyak negara di dunia, baik negara federasi maupun negara kesatuan.
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Program Ini dapat dianggap sebagai upaya untuk menempatkan daerah-
daerah pada posisi fiskal yang sama untuk menjalan tugasnya.

Program pemerataan fiskal dilakukan dengan berbagai cara didasarkan
kepada prinsip tertentu dan sasaran yang ingin dicapat oleh negara tersebut.
Di Kanada, sebagai contoh, sasarannya adalah untuk memberdayakan setiap
provinsinya dapat menyediakan pelayanan publik pada tingkat yang relatif
sama kepada seluruh penduduknya dengan pengenaan tingkat pajak yang

relatif sama pula. Demikian juga halnya dengan Australia di mana sasaran
yang dideklarasikan adalah untuk mengoreksi ketidakmerataan fiskal
horizontal (ketidak merataan antar negara bagian) untuk menyediakan
pelayanan dengan standar nasional tertentu kepada penduduknya. Meskipun
beberapa negara memiliki sasaran yang hampir sama untuk program
pemerataan fiskalnya, namun penerapannya bisa saja berbeda. Sebagai

contoh, Australia dan Kanada memiliki sasaran pemerataan fiskal yang sama,
namun metode yang digunakan dalam mengalokasikan dana sangat berbeda.
Sistem di Kanada hanya mengupayakan pemerataan kapasitas fiskal tanpa
mempertimbangkan kebutuhan fiskal dari provinsi-provinsinya. Sedangkan
system pemerataan fiskal di Australia mengakomodasi keduanyanya
(kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal). Sistem Pemerataan Fiskal di Australia
dikenal sebagaisalah satu sistem yang paling komprehensif di dunia.

Namun secara umum dapat dikatakan bahwa program pemerataan
fiskal dirancang untuk membantu daerah yang rendah pendapatannya dan/
atau tinggi biaya penyediaan pelayanannya dengan pengorbanan daerah
yang ting8i pendapatannya dan/atau rendah biaya pelayanannya (Walsh

dan Thomson, 1994), Meskipun demikian, tidak akan pernah ada system
pemerataan fiskal yang sempurna. Yang teriadi pada praktiknya adalah
upaya untuk mengurangi ketimpangan fiskal diantara daerah yang se- tingkat
sampai ke tingkat yang dapat diterima locceptoble levell.

Dalam praktik di berbagai negara, ada dua cara untuk mengalokasikan
equolisation transfer ke daerah yaitu dengan formula dan tanpa formula.
Bagaimanapun juga pengalokasian dengan formula memiliki banyak
kelebihan. Di antaranya yang paling peting sebagaimana yang dijelaskan Ma
(1997) adalah terhindarinya upaya untuk melakukan lobi oleh Pemerintah
daerah. Dengan penggunaan formula diharapkan terjadinya sistem alokasi
yang adil dan tra nspara n.

Penggunaan formula sudah dilakukan oleh banyak negara ma.ju seperti
Australia, Inggris, Kanada, Jerman, Swiss dan Jepang. Namun, formula
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memerlukan ketersediaan data yang dapat diandalkan untuk memperkirakan

kebutuhan belanja dan kapasitas fiskal daerah. Sistem grant pemerataan

di Inggris, misalnya, menggunakan sekitar 30 variabel dalam tujuh kategori

belania pemerintah daerah untuk mengestimasi kebutuhan belanianya .

1. Commonwealth Gront Commission (CGC) di Australia, sebagai

contoh, menggunakan sekitar 11 kategori belanja dengan 5 variabel

pada setiap kateBori untuk mengukur kebutuhan fiskal negara

bagia nnya.

2. Perhitungan yang sangat komprehensif di Australia dan di Inggris

adalah hasil dari pengembangan sistem dalam beberapa dekade.

Sumber dana dari equolizotion transfer biasanya ada dua macam

Pertama dari penerimaan pemerintah pusat dan kedua dari kumpulan dana

tertentu di tingkat negara bagian/provinsi/daerah. Di beberapa negara

seperti lnggris, Jepang dan Korea, sumber dana equalisotion tronsfer adalah

penerimaan pemerintah pusatnya. Namun di lerman, sumber transfer

adalah kumpulan dari penerimaan negara bagian yaitu pajak pertambahan

nilai {PPN) dan pembayaran pemerataan antar negara bagian (Ma, 1997 dan

5pahn, 1997). Lotz (1997: 200) menyebut modelJerman sebagai model Robin-

Hood di mana sumber daya diambil dari wilayah yang kaya dan diberikan ke

wilayah miskin tanpa adanya dana dari Pemerintah Pusat.

Dalam menentuan jumlah dana yang ditransfer untuk pemerataan, beragam

cara diprakhkkan di dunia. Di beberapa negara jumlahnya dipatok sebagai

peBentase tertentu dari penerimaan pemerintah pusat. Namun di negaE

tertentu, jumlah yang di transfer sepenuhnya merupakan kewenangan dari

pemerintah pusat untuk menentukannya. Yang menjadiperhatian disini adalah

adafah keandalan (reliobility) dan prediktabilitas dari dana. Apabila jumlahnya

dipatok Sebagai persentase tertentu dari penerimaan pemerintah pusat, maka

relioble dan prcdictoble dari jumlah dana akan mengikuti kondisi penerimaan

negara, Namun jika jumlah yang ditransfer ditentukan oleh pemerintah pusat,

akan ada ketidakpastian dalam haljumlah yang akan ditransfer.

lndonesia sejak tahun 2001 telah mendistribusikan Dana Alokasi Umum

{DAU). DAU didistribusikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah

daerah dengan sasaran untuk memeratakan kemampuan fiskal antar daerah,

sebagaimana tertulis pada pasal 1 ayat (18) UU No. 25 Tahun 1999 dan iuga

pasal 1 ayat (21) U U No. 33 Tahun 2004 sebagai berikut.

Dano Alokosi lJmum odoloh dono yong berosol dori APBN, yong

diolokosikon dengon tujuon pemerotoan kemampuan keuongon ontar-
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doerah untuk membioyai kebutuhon pengeludronnyo dalam rangka
pelo k sono on Dese nt ro li so si.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian dari dana perimbangan
yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk tuiuan
mengurangi ketimpangan fiskal horizontal lhorizontol fiskal imbalance).
ltu berarh DAU juga disebut equolizohon gront yaitu gront (bantuan) yang

ditutukan untuk memeratakan kemampuan keuangan daerah. Daerah yang

"miskin" (kemampuan keuangan yang rendah) akan mendapat DAU yang

relatif lebih besar dari daerah yang "kaya" (kemampuan keuangan yang

tinggi).

SebaBai generol purpose gront, keberadaan DAU dilandasi oleh
prinsip cothegoricol eguify (keadilan kategori) menyatakan bahwa seluruh
warga negara di manapun berada berhak mendapatkan pelayanan dasar
(seperti pendidikan dasar, pelayanan kesehatan, infrastruktur daerah, dll)
pada standar minimum tertentu. Oleh karena pelayanan dasar merupakan
tanggung jawab Pemerintah Daerah, maka Pemda yang "miskin" harus diberi
bantuan dana agar dapat menyediakan pelayanan dasar dengan standar
minimum tersebut. Artinya pengalokasian DAU yang optimal adalah dapat
memeratakan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai penyediaan
pelayanan dasar tertentu pada standar minimum nasional-

Sumber: UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah
dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan,

2.6 DANA ATOKASI KHUSUS IDAK)

Konsep Dasar, Tujuan, dan Fungsi DAK

DAK (Dana Alokasi Khusus) adalah salah satu jenis dana transfer (Erront)

dari Pemerintah Pusat ke Daerah di Indonesia. Secara umum terdapat dua
jenis gront dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, yaitu:

al General Purpose Gront \Grant Bersifat Umum)

b) Specific Grant (6ront Bersifat Khusus) Grant bersifat umum (Erenerol
purpose grontl atau bantuan tanpa syarat (unconditronal gront)
yang di Indonesia disebut Dana Alokasi Umum (DAU) adalah jenis
bantuan yang bebas digunakan oleh si penerima. Tidak ada arahan
terhadap penggunaan dana tersebut dan umumnya ditujukan
untuk pemerataan kemampuan fiskal antar daerah. Sementara itu
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Specific Grant sesuai namanya merupakan gront bersifat khusus

atau bantuan bersyarat (conditionol gront). Grdnt spesifik biasanya

ditujukan untuk membiayai bidang tertentu yang telah menjadi
kewenangan daerah otonom, namun Pemerintah Daerah lPemda)
sebagai si penerima tidak boleh menggunakan dana tersebut

kecuali untuk kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi.

Specific grant sangat beragam jenisnya dengan berbagai tujuan yang

dirancang oleh si pemberi, di antaranya:

a) Untuk mencapai tujuan nasional tertentu, namun fungsi dan

kewenangannya urusannya telah didesentralisasikan ke daerah
otonom.

b) Untuk memengaruhi pola belanja daerah penerima.

c) Untuk mengakomodasi spillover benelit (penyediaan pelayanan
publik oleh daerah tertentu tetapi dimanfaatkan oleh penduduk
daerah lain/tetangga).

Bantuan spesifik dapat digunakan oleh pemberi (pemerintah pusat)

untuk tujuan dan prioritas nasional, misalnya untuk mencapai tujuan
nasionaldi bidang pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastrutur namun
urusannya telah didesentralisasikan ke daerah. Karena pusat hdak dapat
mendikte daerah untuk penggunaa n dana bantuan umum, maka pusat dapat
melakukannya dengan menyediakan bantuan spesifik. Bantuan spesifik
dapat juga ditujukan untuk memengaruhi pola belanja daerah. Dengan
penggunaannya yang spesifik dan mensyaratkan dana pendamping dari
sumber pendapatan daerah lainnya, akan tersedia sejumlah dana yang harus
dibelanjakan oleh daerah untuk bidang yang diinginkan pusat. Lebih spesifik
lagi, bantuan dapat disediakan oleh si pemberi untuk mengakomodasi beban
pembiayaan bagi daerah tertentu, misalnya daerah yang menyediakan
pelayanan yang juga diman{aatkan oleh penduduk daerah lain, Bantuan
spesifik tentunya juga dapat disediakan oleh pusat untuk mengakomodasi
kekhususan daerah, yang terkait dengan ketidakmampuan daerah tersebut
untuk membiayai pelaya nan khusus.

Berbagai jenis specific grant lbantuan khusus) dipraktikkan, antara lain:

a) 6ront untuk program/kegiata n/pelayanan tertentu lspecific gront),

bl Gront yang mengharuskan dana pendamping dari penerima

lmatching grant),

c') Gront untuk menutupi defisit (deficit grontl,
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dl Gront untuk membantu daerah menghadapi situasi darurat/

emergensi le me rge ncy g ra nt),

e) 6ront untuk belanja modal (copitol grontl.

Kemudian dari sisi penentuan jumlah bantuan spesifik yang akan

ditransfer ke daerah, dapat pula dikelompokkan pada dua jenis (lihat Bergvall

et, al, 2006):

7) Ctosed-ended grdnt (iumlah yang akan ditransfer ke daerah telah

ditetapkan dari awal dan realisasinya sama dengan pagu anggaran).

2) Open-ended grant (iumlah jumlah akhir dari grdnt ditentukan oleh

realisasi belanja daerah dan biasanya jenis bantuan ini dirancang

sangat menantang untuk dapat direalisasikan oleh daerah).

Dengan variasi yang demikian, pemerintah dapat memilih jenis bantuan

khusus sesuai dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk tujuan mencapai standar pelayanan minimum nasional di seluruh

daerah, jenis bantuan yang paling direkomendasi adalah bantuan khusus

tanpa dana pendamping, yang diikuti dengan spesifikasi penggunaan dana

bagi standar pelayanan minimum. Untuk tujuan mengakomodasi spillover

benett (pelayanan yang disediakan suatu daerah yang juga dimanfaatkan

penduduk daerah lain) direkomendasikan ienis bantuan khusus dengan

dana pendamping lmotching grontl, dengan tingkat dana pendamping yang

b erva ria si.

Bagi daerah yang tingkat spiliover benefit-nya tinggi, dana pendamping

tentunya lebih rendah. Sedangkan untuk tujuan memengaruhi pola belania

daerah di bidang yang merupakan prioritas nasional disarankan untuk

menggunakan open-ended motching gronf (bantuan khusus dengan dana

pendamping dengan jumlah akhir yang dapat saja lebih kecil ataupun lebih

besar dari pagunya)-

Open-ended gront mengisyaratkan bahwa iumlah bantuan yang

diterima oleh setiap daerah ditentukan oleh realisasinya untuk bidang yang

telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu.

Dana Alokasi Khusus (DAK) di Indonesia diatur oleh UU No.33 Tahun

2004 dan PP No. 55 Tahun 2005. Namun demikian pengaturan yang sama iuga
ada pada UU No. 32 Tahun 2004, Dari peraturan tersebut DAK di Indonesia

dapat dikatakansebagai specific matching grant, yaitu bantuan yang bersifat

khusus dengan mensyaratkan dana pendamping. Namun dalam peraturan

perundang-undangan tidak ditentukan apakah DAK ini merupakan c/ose-

ended gront atau open-endedgrant.
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Dalam praktiknya selama ini DAK merupakan close-ended gront dalam

arti jumlah yang akan diterima oleh daerahuntuk satu tahun anggaran sudah

ditentukan dari awal tahun anggaran. Seterusnya apabila daerah tidak
bisamenggunakan DAK sebagaimana ketentuan teknisnya, sisa DAK diakhir
tahun anggaran akan menjadi SItPA {sisa lebihperhitungan anggaran} dan

dapat digunakan untuk tujuan yang sama pada tahun anggaran berikutnya.
Dengan itu dapat dipahami bahwa DAK di lndonesia tidak mencakup berbagai
jenis specific gront lainnya seperti bantuan khusus tanpa dana pendamping,

bantuan defisit, bantuan emergensi, dll.

Tujuan DAK menurut UU No. 3? Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun

2004 adalah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan

urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Seterusnya dijelasan

bahwa DAK dialokasikan kepada daerah tertentu yang memenuhi kriteria

yang ditetapkan (kriteriaumum, kriteria teknis dan kriteria khusus). Dengan

demikian tidak semua daerah mendapatkan alokasi DAK.

Sebagai tambahan dari regulasi tersebut, DAK juga diatur oleh PP No.

55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan yang membatasi DAK hanya untuk

kegiatan yang bersifat fisik, sebagaimana tertulis pada pasal 60 ayat (3) yang

berbunyi sbb:

DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan,

penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.

Pembatasan DAK lebih laniut di PP No.55 Tahun 2005 mengakibatkan

trdak adanya DAK untuk kegiatan yan8 bersifat non-fisik.

DAK berdasarkan UU No.32 Tahun 2004, dan direvrsi dengan UU No.23
Tahun 2014. Pada Pasal 162 tentang Pemerintahan Daerah, serta UU No.33
Tahun 20O4 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah dan Pemerintah

Daerah pada pasal l ayat (23) dan Pasal 38 -41 DAK diperuntukkan bagidaerah
tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk:

1. DAK untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan

urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, mendanai

kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah atas dasar prioritas

nasional;

2. Dialokasikan tiap tahun dalam APBN mendanai kegiatan khusus
yang diusulkan daerah tertentu

Dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai ke8iatan

khusus yang merupakan urusan Daerah Penyusunan kegiatan

I U.l
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5.

7.

8.

9.

10,

khusus ditentukan oleh Pemerintah dikoordinasikan den8an

Gubernur

Kegiatan khusus sesuai dengan fungsi dalam APBN

Penyusunan kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu
dilakukan setelah dikoordinasikan oleh daerah yang bersangkutan

Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum,

kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Ketentuan lebih lanjut diatur dengan PeraturanPemerintah

Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimba ngkan kemampuan

Keuangan Daera h dalam APBD

Kriteria khusus ditetapkan dengan memerhatikan peraturan

perundang-unda ngan dan karakteristik Daerah

Kriteria teknis ditetapkan oleh Kementerian Negara/Departemen
Teknis

Dana pendamping: *Minimal 1O% dari alokasi DAK dianggarkan

dalam APBD pengecualian bagi daerah dengan kapasitas fiskal

yang ren0an.

Ketentuan lebih laniut diatur dalam Peraturan Pemerintah1,L.

2.7

1.

(sumber: Uu No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan
Pemerintah Daerah).

DANATRANSFER LAIN NYA(DANA OTSUS, DANA PENYESUAIAN,
DANA BOS, DID, TPG, DAN DANA TAMSIL GURUI

Dana Otsus {Otonomi Khusus)

Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan

undang-undang otonomi khusus. Ada dua undang-undang yang mengatur

Otonomi Khusus, yaitu UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus

Bagi Provinsi Papua (.io) UU No.35 Tahun 2008 dan UU No. 11 Tahun 2006

tentang Pemerintahan Aceh. Dana otonomi khusus merupakan dana yang

khusus diberikan untuk percepatan pembangunan didaerah.

Alokasi Dana Otsus untuk Papua ditetapkan sebesar 2% (dua persen)

dari plafon DAU Nasional per-tahunnya dan berlaku selama 20 (dua puluh)
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tahun. Dari Alokasitersebut, ditetapkan bahwa Provinsi Papua mendapatkan

proporsi 707o (tujuh puluh persen) dan sisanya untuk Provinsi Papua Barat.

Selain dana Otsus, kepada Provinsi Papua dan Papua Baratjuga mendapatkan

alokasi Dana Tambahan Infrastruktur yang besarnya disesuaikan kemampuan

keuangan Negara dan tambahan porsi DBH SDA Minyak Bumi dan DBH SDA

Gas Bumi masing-masing sebesar 55% dan 40% dari PNBP SDA Minyak Bumi

dan SDA Gas Bumi yang berasal dari wilayah provinsi yang bersangkutan.

Dana Otsus untuk Provinsi Aceh adalah berdasarkan UU No. 11 Tahun

2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otsus ini juga berlaku untuk iangka
waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai

dengan tahun ke-15 besarnya setara dengan 2 % ldua persen) plafon DAU

Nasional dan untuk tahun ke-16 sampaidengan tahun ke-20 besarnya setara

den8an 1 % {satu persen} plafon DAU Nasional. Sedangkan tambahan porsi

DBH SDA Minyak Bumi dan DBH SDA Gas Bumi besarnya sama dengan untuk

Propinsi Papua dan Papua Barat yaitu masing-masing sebesar 55% dan 40%

dari PNBP SDA Minyak Bumi dan SDA Gas Bumi yang berasal dari wilayah

provinsi yan g bersan gkutan-

Penyaluran Dana Otsus tersebut dilaksanakan setelah mendapatkan
pertimbangan dari Menteri dalamNegeri. Penyaluran Dana Otonomi Khusus

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Dana Otonomi Khusus Provinsi

Aceh serta Dana Tambahan lnfrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilaksanakan secara bertahap dan

tidak dapat dilakukan sekaligus, yaitu:

a. Tahap l:30 % dari alokasi (Maret)

b, Tahap ll:45 % dari alokasi (Julil

c. Tahap lll: 25 % dari alokasi (Oktober).

2. Dana Penyesuaian

Dana Penyesuaian adalah dana transfer yan8 bersifat adhoc, Pada

dasarnya dana penyesuaian !ni bertujuan untuk menampung program-

program tertentu yang tidak tertampung dalam definisi dana perimbangan,

terutama tidak tertampung dalam definisi DAK di Indonesia. Berbagai

program prioritas Pemerintah yang menjadi tugas pemerintah daerah dan

menimbulkan beban keuangan di daerah namun tidak tertampung dalam

dana perimbangan, dimunculkan dalam bentuk dana penyesuaian.

Sebagai contoh adalah dana penyesuaian dialokasikan untuk tambahan

tunjangan kependidikan Buru PeBawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), muncul
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karena adanya UU Guru dan Dosen yang mengharuskan Pemerintah untuk
menyediakan tambahan dana untuk membayar guru yang sudah disertifikasi.

Demikianjuga Dana BOS yang muncul sebagai kebijakan untuk memberikan

bantuan operasional ke sekolah dasa6 namun harus disalurkan sebagai

bagian dari Dana Transfer ke daerah mengingat sekolah dasar merupakan
urusan Pemda.

Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolahl

Pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diaturdengan
beberapa peraturan menteri, yaitu:

Peraturan Menteri Keuangan No. 20L/PMK.0712011 tentang
Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Ooerasional Sekolah

Tahun Anggaran 2012. Peraturan Menteri ini antara lain mengatur
mekanisme penyaluran dana BOS dari Kas Umum Negara ke Kas

Umum Daerah serta pelaporannya.

Peraturan Menteri Keuangan No. 26/PMK.07/2012 tentang
Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional untuk
Sekolah di Daerah Terpencil Tahun Anggaran 2012.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.62 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Peraturan Menteri iniantara lain mengatur mekanisme pengelolaan

dana BOS di daerah dan mekanisme penyaluran dari Kas Umum
Daerah Propinsi ke Sekolah dengan hibah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.51 Tahun

2011 tentang Petunjuk Teknis tentan8 Penggunaan Dana Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan BOS tahun
anggaran 2012. Peraturan Menteri ini antara lain mengatur
mekanisme pengalokasian dana BOS dan penggunaan dana BOS di
5ekolah.

a.

d.

Dana BOS merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah kabupaten
dan kota untuk meringankan bebanmasyarakat terhadap pembiayaan

pendidikan dalam rangka wajib belajar 12 (duabelas) tahun yang bermutu.
Adapun sekolah penerima BOS adalah Sekolah DasarAekola Dasar Luar Biasa
(5D/sDLB) dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar
Biasa/Sekolah lVenengah Pertama Terbuka (5M P/SMPLB/SM PT) baik Negeri
maupunswasta, termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP)Sekolah Menengah
Atas dan yang sederalad dan TempatKegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang

h
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diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh

provinsi di Indonesia.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang digunakan

terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai

pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai

beberapa kegiatan lain sesuai pertunjuk teknis Menteri Pendidikan dan

Kebudayaa n.

Sejak tahun 2011 penyaluran BOS dilakukan melalui transfer

langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah,

menggantikan mekanisme sebelumnya di mana dana BOS disalurkan

melalui DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana konsep

dekonsentrasi. Untuk tahun 2011 dana BOS disalurkan langsungkepada

Pemerintah Kabupaten/Kota, dilaksanakan secara triwulanan masing-masing

sebesar % (satu perempat) dari pagu alokasi kepada pemerintah. Selanjutnya

pemerintah daerah walib menyalurkan BOS kepada masing-masing sekolah

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di Rekening KUD.

Pemerintah Provinsi wajib menyalurkan BOS kepada masing-masing

sekolah paling lambat 7 (tuiuh) hari keria setelahditerima di Rekening Kas

Umum Daerah Provinsi setia p triwula nnya. Penyaluran BOS tersebut mengacu

kepada rincianalokasi BOS masing-masing sekolah per kabupaten/kota yang

dihitung/ditetapkan berdasarkan data nama sekolah dan jumlah siswa serta

ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Petunjuk

Teknis Penggunaan Dana BOS.

Untuk tahun an8aran 2012 alokasi untuk SD dan 5MP per siswa per

tahun d iberikan sebesar:

1. 5D/5DLB di kabupaten dan kota sebesar Rp 580,000,00 per siswa

per tahun;

2. 5MP/SMPLB/SMPT di Kabupaten dan kota sebesar Rp 710.000,00

per siswa per tahun.

4. Pencairan Dana Cadangan lgufrer Fundl dan Perlakuan atas Lebih Salur

Dana cadangan BOS (Buffer /und) pencairannya dilakukan setelah

mendapatkan rekomendasi kurang salur BOS dariKementerian Pendidikan

dan Kebudayaan berdasarkan ketersediaan dan perkembangan data jumlah

siswa per triwulan dalam tahun ang8aran berjalan.

Informasi terkait kurang salur BOS selanjutnya ditindaklanjuti dengan

penyampaian rekomendasi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada
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l\4enteri Keuangan untuk menjadi dasar pencairan dana cadangan BOS yang

selanjutnya akan disalurkan ke provinsi.

Apabila terdapat lebih salur, maka lebih salur tersebut akan

diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran alokasi BOS triwulan

berikutnya. Untuk lebih salur pada Triwulan keempat akan diperhitungkan

sebagai pengurang dalam penyaluran Triwulan Pertama tahun anggan|n

berikutnya setelah memerhatikan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaa n.

5. DID (Dana Insentif Daerah)

Tujuan utama dialokasikannya DID adalah untuk mendorong agar

daerah berupaya untuk mengelola keuangannya dengan lebih baik yang

ditunjukkan dari perolehan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah, dan berfungsi membantu daerah dalam rangka

melaksanakan program pendidikan sebagaikebijakan Pemerintah Pusat.

6. Dana TPG (Tuniangan ProfesiGuru) dan lamsil Guru Dana TPG

Dana Tunjangan ProfesiGuru diberikan kepada Guru Pegawai NegeriSipil
Daerah yang telah memiliki sertifikat pendidikdan memenuhi persyaratan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tunjangan Profesi Guru-PNsD diberikan sebesar makimal satu kali
gaji pokok PNS yang bersangkutan.

Penyaluran TPGuru-PNSD dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan

dari RKUN ke RKU D secara triwulanan pada akhir triwulan yang bersangkutan,

masing-masing triwulan sebesar 25% pagu alokasi per daerah. Penyaluran
Triwulan ll dilakukan setelah Laooran Real:sasi Semester ll Dana TP Guru-
PNSD TA 2011 diterima oleh Dirjen Perimbangan Keuangan. TP-Guru PNSD

merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Dana Tamsil Guru (Tambahan Penghasilan Gurul

Dana ini diperuntukkan bagi guru yang belum mendapatkan tuniangan
profesi sesuai ketentuan peraturan perunda ng-undanga n dengan tujuan
untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan guru PNSD. Disalurkan secara

triwulanan pada akhir triwulan yang bersangkutan, masing-masing triwulan
sebesar 25% pagu alokasi per daerah. Penya lura n Triwula n ll dilakukan setelah

Laporan Realisasi Semester ll Dana TPG PNSD TA sebelumnya diterima oleh
Dirjen Perimbangan Keuangan.
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Mulai tahun 2009, DTP Guru PNSD merupakan komponen AnBgaran

Transfer ke Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam

hal DTP Guru PNSD yang telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada

Pemerintah Daerah tidak mencukupi kebutuhan pembayaran DTP Guru

PNSD, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan optimalisasipenyerapan DTP

Guru PNSD yang tersalur dengan cara melaksanakan pembayaran DTP Guru

PNSD kepada GUTUPNSD berdasarkan jumlah bulan.

Apabila masih terdapat selisih anatra pagu yang ditrasnfer dengan

realisasinya akan diperhitungkan dengan alokasi DTPGuru PNSD Tahun

Anggara n berikutnya.

2.8 tAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

LainJain Pendapatan Daerah yang Sah (LPDS) merupakan pendapatan

yang tidak dapat dipisahkan dari pendapatan yang secara keseluruhan masuk

dalam Pendaoatan Pemerintah/Daerah.

LPDS ini merupakan wewenang dari daerah untuk mengelola dan

menggunakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perlu diperhatikan

bahwa "LPDS" {Lainlain Pendapatan Daerah yang Sah} berbeda dengan

"IPADS" (Lainlain PAD yang sah).

Penyajian dalam Anggaran

Semua jenis pendapatan yang sah yang tidak masuk kepada kategori

PAD dan Dana Perimbangan merupakan lain-lain pendapatan daerah yang

sah. Jenisnya antara la in:

1. Pendapat Hibah

2. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya

3. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

5. Dana Darurat

6. Lainnya.

Dengan penjelasan tersebut di atas, bahwa penerimaan daerah yang

dijadikan sumber pendapatan daerah sangat jelas, Pendapatan daerah

merupakan sumber utama yang dijadikan rujukan untuk menyusun kebi.jakan

umum APBD, dan PPAS, pengalokasian di dalam kerangka penganggaran

daerah- Di dalam menyusun dan mengalokasikan anggaran daerah kepada

setiap program dan kegiatan dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan unit-

unit kerja lainnya dalam lingkungan daerah harus memerhatikan ketersediaan
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anggaran yang akan didapat Pemerintah Daerah, dengan berdemensi waktu

3 sampai 5 tahun ke depan. Sehingga di dalam penyusunan perencanaan

dan penganggaran daerah harus dilakukan dengan pendekatan Kerangka

Pengeluaran Jangka Menengah Daerah, Anggaran berbasis kinerja serta

penganggaran terpadu. Penganggaran yang ba ik ada la h anggaran yang dapat

mencukupi kebutuhan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dengan

memerhatikan efi siensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya.

(Sumber: Undang-undang No. L Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
Peraturan Pemerintah No. l Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah,
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 serta Peraturan
Pemerintah No. 21 Tahun 2O1ll.



BAB III
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BETANJA DAERAH

(APBDI

3.1 LATAR BELAKANG

3.1.1ANGGAMN PENDAPATAN DAN BETANJA DAERAH (APBD)

Pengertian APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD

adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No.17 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 8
tentang Keuanga n Ne8ara ).

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah harus dicatat dan
dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut dalam
rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan
pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas
pembantuan tidak dicatat dalam APBD. APBD

Merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun
anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah
dan Semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam
tahun ang8aran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan
untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD.

Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani
daerah dalam Rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah
dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD.

Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka

APBD menjadi Dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan
pengawasan keuangan daerah. Tahun anBgaran APBD sama dengan tahun
anggaran APBN yaitu m ula i l Janua ri da n berakhir tanggal 31 Desember ta hun
yang bersangkutan, Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan

keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut.
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APBD disusun dengan pendekatan kinerla yaitu suatu sistem anggaGn

yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerla atau output dari

perencanaan alokasi. Biaya atau input yang ditetapkan, dan pendapatan yang

dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional

yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan" Pendapatan dapat

direalisasikan melebihi lumlah anggaran yang telah dltetapkan. Berkaitan

dengan belania, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas teftinggi

untuk setiap jenis belanja.

Jadi, realisasi bela nja tida k boleh melebihilumlah anggaran belanja yang

telah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya

kepastian tersedianya penerimaan dalam iumlah yang cukup. Setiap pejabat

dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD

apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai

pengelua ran tersebut.

3.1.2 KAJIAN TEORI YANG DIKEMUKAKAN OLEH BEBEBAPA AHTI

Pengertian APBD menurut pendapat beberapa ahli adalah:

Bastian (20O6):

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan

pengejawantahan rencana keria Pemerintah Daerah dalam bentuk

satuan uang untuk kurun waktu satu tahun tahunan dan berorientasi
pada tuiuan kesejahteraa n publik.

Nordiawan dkk. (2007):

APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah

yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Mardiasmo {2005):

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen

kebilakan yang utama bagi Pemerintah Daerah-

Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi

sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas.

Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan

besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan

keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi Daerah dan

semua Belanla Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi

dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan

z.
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Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam

APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang

membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

dilakukan sesuaijumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD.

Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah,

maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian,

pemeriksaan, dan pengawasan keuangan daerah.

3.1,3 KA,IAN NoRMATIF

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam
Pasal3 ayat (4), APBD mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut.

1) Fungsi Otorisasi

Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan
pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

2) Fungsi Perencanaan

Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam
merenca nakankegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3) Fungsi Pengawasan

Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan
penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan
yang ada.

4) Fungsi Alokasi

Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran

dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan

efektivitas perekonomian.

5) Fungsi Distribusi

Anggaran daerah harus mengandung a rti/memerhatika n rasa

keadilan dan Kepatutan tahun anggaran APBD dimulai dari tanggal
l Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan,
sama seperti tahun anggaran dalam APBN

3.1.4 STRUKTUR APBD

Struktur APBD merupakan

1. Pendapatan.

2. Belanja dan

3. Pembiayaan daerah.

satu kesatuan yang meliputi:
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Apabila terjadiselisih antara pendapatan dan belania daerah, maka

teriadi surplus, lika anggaran pendapatan lebih besar dari belanja

daerah.

Jika terjadisurplus dalam APBD, dapat digunakan atau dimanfaatkan

untuk pembayaran pokok pinjaman/utang, penyertaan modal
(investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerinta hpusat/
daerah lain, transfer ke dana cadangan dan sisa lebih tahun
anggaran berjalan. Pemanfaatan dana surplus dimaksud dinamakan
pengeluaran pembiayaan.

Jika APBD dalam keadaan deficit, teriadi di mana belanja daerah

lebih besar dari pada pendapatan daerah, maka ditetapkan
pembiayaan menutupi deficit tersebut, bersumber dari sisa lebih
perhitungan anggaran tahun lalu. Atau dapat menggunakan dana

cadangan, penerimaan piniaman, hasil pen.jualan kekayaan daerah
yang dipisahkan dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau

penerimaan piutang.

a. Pendapatan Daerah

Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004, definisi pendapatan daerah ialah

semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nila i kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran daerah yang bersangkutan.

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PADI

Pendapatan asli daerah, adalah pendapatan daerah yang diperoleh

dari atau proses penggalian sumber-sumber potensi daerah,
yang diakibatkan atas pemberian kewenangan yang diterima dari
pemerintah, berdasarkan otonomi daerah sebagai bentuk azas

desentra lisasi,

Pendapatan asli Daerah bersumber dari:

1. Pajak dan retribusi daerah;

2. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
3. Dan lainlain pendapatan daerah yang sah

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah yang bersumber dari Pemerintah yang

dialokasikan dalam APBN, melalui meka nisme DAU dan DAK, serta

bagi hasil sumber daya alam daerah berdasarkan UU No. 33 Tahun
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2004 tentang Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah antar
Pemerintah Daerah.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yan8 5ah

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah, adalah yang bersumber
dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan bantuan
pemerintah dan pemerintah daerah berdasarlan Undang-Undang.

(Sumber: UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar pemerintah

daerah).

b. Belanla Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui
sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah semua
pengeluaran yang menjadi beban rekening kas umum daerah, mengurangi

ekuitas dana lancar dan merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam

satu tahun anggaran yang tidak akan dapat diperoleh pembayaran kembali

oleh oemerintah daerah.

Penggunaan Belanja Daerah

Belanja daerah dapat dipergunakan untuk pelaksanaan tugas-tugas
pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang

meliputi urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang ditangani oleh dalam

bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan secara bersama antara
pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

Dalam operasion a lisasi penyusunan anggaran belanja daerah dapat
dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu Belania Langsung dan Belanja

Tidak Langsung.

Belanja Daerah dapat diklasifikasikan ke dalam/menurut:

1, Fungsi,

2, Organisasi.

3. Program.

4, Ke8iatan.

5, Kelompok belanja.

6. lenis bela nja.

1) Klasifikasi menurut urusan wajib, pilihan, dan fungsi

Pengertian urusan wajib adalah urusan yang bersifat sangat mendasar

sekali, Berkaitan dengan kewajiab daerah dalam melakukan pelayanan dasar
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kepada masyarakat, yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah, dan

diprioritaskan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat daerah

meliputi: peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan. fasilitas sosial

dan fasilitas umum yang layak, dengan mewujudkan pengembangan system

sosial yang diwujudkan melalui prestasi kerja guna pencapaian standar

minimal.

Sedangkan urusan pilihan adalah meliputi: urusan pemerintahan,

berpotensi dapat meningkatkan keselahteraan masyarakat daerah

berdasarkan kondisi lingkungan, kekhasan, dan potensi unggulan daerah

bersangkutan, di antaranya: pertambangan, perikanan, pertanian,

perkebunan, perhutanan dan parawisata.

Zl Klasifikasi belanja menurut Organisasi, Program. dan Kegiatan

Klasifikasi bela nja menurut organisasi adalah di mana susunan organisasi

Kepala Daerah, Sekretaris daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, lembaga

Teknis Daerah, dan Kecamatan serta kelurahan, disesuaikan dengan susunan

organisasi pemerintah daerah,

Adapun klasifikasi belanja berdasarkan program dan kegiatan

disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang meniadikan kewenangan dan

tanggung.iawabnya berdasarkan organisasi pemerintahan.

Program merupakan instrumen kebijakan dan berisikan satu atau

lebih kegiatan dan dilaksanakan, oleh instansi pemerintah/lembaga atau

masyarakat yang dikoordinasikan instansi pemerintah guna mencapai turun

dan sasaran serta memperoleh alokasi anggarannya. Sedangkan kegiatan

adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa

satuan kerja perangkat daerah dan merupakan bagian dari pencapaian

sasaran secara terukur dari program dan merupakan sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya, baik personil maupun sumber daya berupa barang

modal termasuk di dalamnya peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi

dari beberapa sumber daya yang digunakan dan merupakan masukan {inlutl
dan untuk menghasilkan keluaran (output/ dalam wujud barang dan jasa.

3) Kelompok Belanja dan lenis Belanja

Belanja dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok yang terdiri
da ri:

1. Belanja Langsung

2. Belanja tidak La ngsung.
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Belanja langsung adalah belanja di mana anggarannya dapat dipenga ruhi
secara langsung dengan adanya program dan kegiatan, dan mempunyai
karakteristik sebaga i berikut.

- Dianggarkan bagi setiap program dan kegiatan yang disampaikan

oleh setiap SKPD.

- Besaran anggaran belanja langsung terkait dengan program dan

kegiatan dapat diukur secara langsung dengan output yang akan

d icapai.

- Target kinerja memengaruhi variabilitas iumlah setiap jenis belania
langsung guna tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kelompok belanja langsung dapat dibagi ke dalam:

1. Belania pegawai.

Eelanja pegawai, dipergunakan untuki membiayai pembayaran

honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan dan

kegiata n pemerintah daerah.

2. Belania barang dan jasa

Belanja barang dan jasa, dipergunakan untuk membiayai

pengadaan barang dan jasa, yang mempunyai nilai manfaat lebih

dari 12 bulan. Dan mendukung kegiatan pemerintah daerah berupa

belanja habis pakai, bahan/matrial, jasa kantor, premi asuransi,

perawatan kendaraan bermotor. Cetak/penBga ndaan, sewa rumah/
gedung/gudang, parker, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat

sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman,
pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja pakaian khusus hari-

hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas dan

pemulangan pegawai, pemeliharaan jasa konsultasi, dan belanja

la innya yang sejenis.

3. Eelanja modal.

Belanja modal, dipergunakan untuk mendukung pengeluaran dalam

rangka pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai

manfaat lebih dalam 12 bulan dan dipergunakan untuk menunjang

kegiatan pemerintah daerah.

(Sumber: Nurlan Darise, Sistefi Perenconaon don Pengonggor1n Pemerintoh
Doerah di lndonesia. Salemba Empat,lakarta 2009).
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Tabel 3.1

Rincian Kelompok B€lania Langsung

!ENIS BEIANJA RINCIAN EEI.ANJA

a. Belanja Pegawai Belanja untuk honorarium/upah dalam melak-

sanakan program dan kegiatan pemerintahan,
belania ini meliputi :

1. Honorarium PNS.

2. Honorarium Non PNS.

3- Uang lembur
4. Belanja Bea siswa Pendidikan PNS.

5. Belania Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS

b. Belanja Barang dan Belanja barang dan jasa digunakan untuk
pembelian pengadaan barang dan jasa yang

manfaatnya dapat dipergunakan selama 12 bulan
dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan
program dan kegiatan pemerintahan. Belania ini
meliputi :

1.- Belanja bahan habis pakai.

2. Belanja bahan/Material,
3. Belanja iasa kantor
4. Belania premi asuransi.
5. Belania pera"atan kendaraan bermotot
6. Belania cetak dan pengadaan-

7. Belania sewa rumah/gedung/ dan gudang.

L Belanja sewa sarana mobilitas.
9. Belanja sewa alat berat.
L0, Belanja sewa peralatan kantor.
11. Belanja makanan danminuman.
12. Belanja Pakaian dinas dan atributnya.
13. Belanja Pakaian kerja.
14. Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari ter-

tenru.
15. Belanja Perjalanan dinas.
16. Belania Perialanan pindah tu8a!.
17. Belania Pemulangan Pegawai.

c. Belanja l\4odal Pengeluaran dilakukan dalam rangka pembelian.
pengadaan atau pembangunan asset berwuiud
yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12
bulan untuk digunakan dalam prograrf dan
kegiatan pemerintahan. Belan.ja ini meliputi :

1", Belanja modal pengadaan tanah.
2. Belanja modal pengadaan alat berat.
3. Belanja Modal pengadaan alat-alat angkutan

darat bermotor.

t20



4. Belania modal alat-alat angkutan tidak ber-
moror.

5. Belanta modal pengadaan alat-alat angkutan
di atas air bermotor

6. Belania modal pengadaan alat-alat angkutan
di atas air tidak bermotor.

7. Belania modal Pengadaan Alat-alat angkutan
udara.

8. Belania modal pengadaan peralatan bengkel.
9. Belania modal pengadaan alat-alat pengolah-

an pertanian dan peternakan-
10. Belania modal pengadaan peralatan kantor.
11. Belania modal Pengadaan Perlengkapan kan-

tor.
12. Belania modal pengadaan Komputer.
13. Belanta modal Pengadaan Mebelair.
14. Belania Modal Pengadaan Peralatan Dapur.
15. Belania modal pengadaan penghias ruangan

rumah tangga.
16. Belania Modal Pengadaan Alat alat studio.
17. Belania Modal penBadaan alat-alat komuni-

kasi.
18. Belania Modal Pengadaan alat alat ukur.
L9. Belanja modal pengadaan alat-alat kedokter-

an.
20. Belanja modal alal-alat laboraLorium.
21. Belanja modal Pengadaan kontruksiialan.
22. Belania modal Pengadaan kontruksi jem-

batan.
23. Belanja modal pengadaan kontruksi jaringan

a ir.

24. Belanja modal Pengadaan PeneranBan jalan,
taman, dan hutan kota.

25. Belanja modal pengadaan Instalasi Listrik dan
telephon.

26. Belan.ia modal penBadaan Kontruksi /Pen'
gadaan Bangunan.

27. Belan.ia modal pengadaan buku perpus-
takaan.

28. Belanja Modal Pengadaan BaranE bercorak
kesenian, kebudayaan.

29. Belanja modal Pengadaan hewan ternak dan
tanaman.

30. Belanja modal pengadaan Alat-alat Keaman-

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. L3 Tahun 2006-
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3.1.5 ANGGARAN BCLAN,A IANGSUNG

Penyusunan anggaran belanja langsung dapat dilakukan dengan

menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran langka menengah daerah

(KPJMD), penggaran terpadu dan pendekatan anggaran berbasis kineerja

{ABKI.

Penganggaran dengan pendekatan Kerangka pengeluaran jangka

menengah dilaksanakan dengan melakukan penyusunan prakiraan maju
yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk progrdm dan kegiatan

untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan

dan merupakan implikasi dari kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan

program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Pendekatan penyusunan anggaran dengan pendekatan anggaran

terpadu dapat dilakukan dengan mengintegrasikan selruh proses

perencanaan dan penganggaran dalam lingkungan SKPD guna menghasilkan

dokumen rencana kerja dan anggaran. Adapun penyusunan anggaran dengan

pendekatan penganggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja dilakukan

dengan memerhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang

diharapkan dari program dan kegiatan serta hasil yang diharapkan termasuk

efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

Penyusunan anggaran belanja langsung dengan pendekatan anggar:ln

berbasis kinerja berdasarkan indikator kineria, capaian atau target kineria,

analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan

minimal. Indikator kinerja dan capaian kineria tersebut untuk mengukur

keberhasilan yang akan dicapai dari proses pelaksanaan program dan

kegiatan yang direncanakan, meliputi kinerja masukan, keluaran dan hasil

yang akan dicapai.

3.1.6 BE1ANJA TIDAK LNGSUNG

Belania tidak langsung merupakan belanja yang tjdak terkait secara

langsung dengan pelaksanaan progmm dan kegiatan. Belanja tidak langsung
pada umumnya adalah belanja belanja yang ditetapkan secara bersama-sama

untuk melaksanakan seluruh program dab kegiatan unit keerja atau aktivitas

umum dari sebuah unit keria. Belania Baji dan tuniangan yang dibayar

kepada jajaran pegawai dari tingkat pimpinan sampai bawahan merupakan
gaii rutin setiap bulan yang diterimakan, berdasarkan pengan8katan yang

bersangkutan menjadi pegawai PNS pusat maupun daerah. Secara Langsung

belanja tidak langsung pada instansi pemerintah daerah meliputi: belanla
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pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bagi hasil,

belania bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, dan belanja idakterduga.

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji

dan tunjangan berdasarkan ketentuan perundang-unda ngan yang berlaku

dan diberikan kepada pegawai negeri sipil, yang termasuk ke dalam belanja
pegawai ini adalah tunjangan representasi dan tunjangan pimpinan dan

anggota DPRD serta gaii dan tunjan8an Kepala Daerah dan wakilnya. Daerah

dapat memberikan penghasilan tambahan kepada PNS daerah, berdasarkan
pertimbangan yang sangat objekhf dengan melihat dan memerhatikan
kemampuan keuangan yang dimiliki daerah serta mendapatkan persetujuan

DPRD sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tambahan penghasilan inid iberikan da lam rangka memerhahkan peningkatan

kesejahteraan bagi pegawai berdasarkan beban kerja yang dipikulnya atau

kelangkaan profesi atau prestasi kerja dari pegawai tersebut.

Tambahan penghasilan didasarkan kondisi kerja dan dibeikan kepada
pegawai negeri sipil di mana dalam melaksanakan tugasnya berada dalam

lingkungan kerja yang mempunyai risiko sangat tinggi, Sedangkan tambahan
tunjangan kerja atas dasar kelangkaan profesi ini diberikan kepada pegawai

negerisipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai memiliki prestasi kerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006,

tersebut kondisi kerja tersebut termasuk ke dalam kondisi keria yang sangat
perlu diberikan tambahan penghasilan. Kreteria pemberian tambahan
penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Belanja bunga adalah belanja yang digunakan dan dianggarkan

untuk melakukan pembayaran bunga atas pokok utang yang dilakukan

atas kewajiban, dihitung berdasarkan posisi piniaman.jangka pendek dan
jangka panjang. Belanja subsidi adalah termasuk belanja tidak langsung

yang dipergunakan untuk menganggarkan bantuan kepada biaya produksi

kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi barang bagi kepentingan

masyarakat, hal ini dimaksudkan agar harga produksi barang yang dihasilkan

untuk masyarakat, harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Terutama

diberikan kepada perusahaan/lembaga yang mem produksi kebutuhan dasar

masyarakat dan d iperta nggu ngjawabkan dalam pelaksanaan pengelolaan

APBD.

Penerima subsidi diwajibkan untuk membuat pertanggungjawaban

sebagai penerima subsidi berdasarkan peraturan daerah yang ditetapkan

oleh Kepala Daerah. Sedangkan belanja hibah termasuk belanja tidak
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langsung digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang, dan

atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya. Dan yang da pat

diberikan dana bantuan hibah ini adalah kelompok lembaga atau badan dan

swadaya masyarakat serta orga n isasi swasta atau kelompok masyara kat secara

perorangan atau kelompok secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya

berdasarkan Kepala Daerah. Dan dilakukan dengan naskah perjaniian daerah

yang meliputi: penunjang peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar

umum serta pemberdayaan aparatur daerah.

Adapun dana bagihasil dapatdiberikan dan dianggarkan bersumberdari

pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/

kota kepada pemerintah desa atau pendapatan daerah tertentu kepada

pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perunda ng-undang

yang berlaku. Bantuan keuangan ini dapat bersifat umum dan khusus.

Adapun yang bersifat umum diperuntukkan dan penggunaannya diserahkan

sepenuhnya kepada pemerintah daerah/desa penerima bantuan. Sedangkan

yang bersifat khusus diperuntukkan dan pengelolaannya diarahkan dan

ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Pemerintah daerah

pemberi bantuan dapat mensyaratkan adanya dana penda, ping dalam APBD

penerima bantua n.

Bantuan sosial dianggarkan dan dapat dipergunakan serta diberikan

dalam bentuk uang atau barang kepada komunitas masyarakat melalui

organisasi kemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

Diberikan tidak terus menerus setiap tahun, namun diberikan secara

selektif dan penggunaan sangat jelas. Termasuk pemberian bantuan untuk
partai politik. Penerima bantuan sosial diwajibkan membuat laporan

pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah.

Tata cara pengelolaan dana bantuan sosial ini diatur dengan peraturan

kepala daerah,

(Sumber: Diktat Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Keuangan Tahun
2013, dan Nurlan Darise "Nurlan Darise "Sistem Perencanaan dan
Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia " Salemba Empat,2009
lakarta 2009).
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Tabel3.2

Rincian Belanja tidak Langsung

JENIS BEI.ANIA RINCIAN BELANJA

a. Belanja Pegawai Belanja kompensasi kepada peBawai negeri sipil,
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Belanja ini termasuk juga uang
representasi dan tunjangan pimpinan dan anBgota
DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan
wakil kepala daerah.
Belan.ia inimeliputi :

1. Gaji dan tuniangan
2, Tambahan penghasilan PNS-

3. Eelanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan An-
Bgota DPR serta KDH/WKDH

4. Eiaya pemunButan pajak daerah.

b. Belanja Bunga Belanja untuk menBanggarkan pembayaran bunga
utanE yang dilakukan atas kewajiban penggunaan
pokok utanB yang dihitung berdasarkan posisi
pinjaman janBka pendek dan jangka panjang.
Belanja ini meliputi :

1. Bunga utang Pinjaman.
2. Bunga utang obligasi.

c. Belanja Subsidi Belanja untuk bantuan biaya produksi kepada
perusahaan/lembaEa tertentu agar harga tual
produksi jasa yang dohasilkan dapat dUanBkau
oleh masvarakat banvak.

d. Belanja Hibah Belanja untuk pemberian uang, barang dan atau
jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah
lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dan
atau kelompok masyarakat.perorangan yang
seEara spesifi k tetalah ditetapkan peruntukannya,
bersifat bantuan yanB tidak mengikat/tidak
secara terus menerus dan harus digunakan sesuai
dengan persyaratan yang ditetapkan dalam
naskah perjanjian hibah daerah yang mencakup
penuniang peningkatan fungsi pemerintahan,
layanan dasar umum serta pemberdayaan
aparatur daerah, belanja jni meliputr :

1. Belanja hibah kepada pemerintah pusat.
2. Belanja hibah kepada pemerintah daerah lain

nYa.

3. Belania hibah kepada pemerintah desa-
4. Belanja hibah kepada perusahaan daerah/

BUMD/BUMN-
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5. Belanja Hibah Kepada Badan/l-embaga/Organ-
isasi Swasta,

6. Belanja hibah kepada kelompok masyarakat/
perorangan,

e. Belanja bantuan so
sial

Belanja untuk pemberian bantuan dalam bentuk
uanB dan atau barang kepada masyarakat melalui
organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk
peningkatan kesejahteraan, Belanja ini meliputi :

L. Belanja bantuan socral or8anisasi kemas-
yarakatan.

2. Belania bantuan kepada partai politik.

Belanja bagi Hasil
kepada provinsi/ka-
bupaten/kota dan
Pemerintah Desa.

Belanja untuk menganggarkan dana bagi hasil
yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada

kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/
kota kepada pemerintah desa atau pendapatan
pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah

daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan- Belanja ini meliputi :

1. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi.

2. Belania bantuan keuangan kepada Kabupaten/
kota.

3. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa.

4. Belanja Bantuan KeuanBan Kepada Pemerin-

tah Daerah/Pemerintah Desa lainnya-

g. Belanja tidak terdu- Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa

dan tidak diharapkan berulang seperti bencana

alam dan bencana social yanB tidak diperkirakan
sebelumnya.

Sumber: Perencanaan dan penganggaran daerah (Diktat Kementerian Keuangan

Tahun 2013).

3.2 SIKLUS BELANJA

Setelah anggaran ditetapkan dalam produk hukum, siklus belanja

dilaksanakan dalam fase-fase berikut ini.

a. Alokasi Belanja

Anggaran belanja yang telah ditetapkan kemudian dialokasikan

kepada satuan kerja dan atau rincian belanja yang lebih detail'

Termasuk dalam proses alokasi ini adalah pemberian batasan uang

muka kerla untuk setiap satuan kerja.
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Komitmen

Tahap ini adalah tahap timbulnya kewaliban untuk membayar
di masa yang akan datang. Komitmen terdiri atas melakukan
pemesanan, membuat kontrak dan lainJain agar sebuah barang
atau jasa diterima. Wujud dari tahapan komitmen ini adalah proses

kontrak dengan pihak ketiga seperti penyedia baranglasa. Disebut
sebagai komitmen karena proses kontrak tersebut membutuhkan
penyisihan jumlah dana tertentu yang tidak bisa digunakan untuk
rencana pengeluaran yang lain. Penyisihan dana tersebut akan

dibayarkan atau menimbulkan kewajiban untuk membayar hanya
jika pihak ketiga mematuhi ketetapan dalam kontrak.

Akuisisi/Verifikasi

dalam tahap ini barang telah dikirimkan/jasa telah dilakukan dan

ketentuan dalam kontrak telah diverifikasi. Aset dan kewajiban
pemerintah daerah bertambah dan telah dicatat di pembukuan
jika menggunakan sistem akuntansi akrual. Belanla dalam tahap ini
disebut belanja akrual. Belanja akrual tidak sama atau tidak boleh
tertukar dengan pengakuan biaya penuh atau penggunaan sistem
akuntansi akrual dalam mengakui peruntukan beban lain-lain
tertentu, Belanja dalam tahap verifikasi menimbulkan kewajiban
dan selisih antara belanja ditahap verifikasi dengan belanja ditahap
pembayaran menimbulka n tu nggaka n.

Pembayaran

Pada tahap ini pembayaran dilakukan. Pembayaran dapat dilakukan
menggunakan beberapa instrumen: cek, pengeluaran kas, transfer
elektronik, penerbitan instrumen hutang, perjanjian tukar menukar,
pengurangan pajak, voucher kas, dan lain-lain. Pembayaran
menggunakan perjantian tukar menukar, pengurangan pajak, dan
voucher kas belum dapat dipastikan telah membayar. Pembayaran
melalui pengurangan paiak sering dilakukan di beberapa negara,

tetapi memiliki dampak negatif terhadap pendapatan paiak dan

kompetisi antar rekanan. Perjanjian tukar-menukar mengakibatkan
terhambatnya kompetisi antar rekanan. Voucher kas sebaiknya
diperhitungkan di tahap administratif siklus belanla daripada
di tahap pembayaran, terutama jika tidak langsung dibayarkan.
Pembayaran menggunakan cek diakui kehka cek tersebut
diterbitkan. Pengecekan menggunakan rekening koran bank

d.
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sebaiknya dilakukan secara sistematis. Ketika jumlah cek yang telah

diterbitkan namun belum ditebus bernilai signifikan, pembayaran

harus diakui berdasarkan cek yang telah ditebus sala.

Alokasi Belanja

Bagan 1.1 Siklus B€lania

Dalam istilah penganggaran, berdasarkan sifat belanjanya, sebuah

komitmen (kewajiban) berhubungan denBan tahap komitmen yang telah

disebutkan sebelumnya atau berhubungan dengan tahap akuisisi/verifi kasi,

atau proses administratif penyediaan dana yanBakan digunakan. Dengan kata

lain, jika komitmen terjadi pada proses akuisisi/verifikasi, tahapan komitmen

dan verifikasi meniadi satu.

Perbedaan antara tahap komitmen dengan tahap verifikasi terletak
pada penggunaan pihak ketiga dalam proses pengadaan baranS/jasa Dalam

kasus belanja tertentu seperti belanja personil, transfet dan beberapa jenis

belanja barang dan jasa (penggunaan listrik dan telepon), komitmen tersebut

tidak ada secara eksplisit namun langsung melekat pada proses verifikasi.

Dalam kasus kontrak tahun jamak, sebuah komitmen dapat berhubungan

dengan komitmen secara keseluruhan terhadap kontrak, atau sesuai dengan

bagian pertahun dari kontrak tersebut, atau sebatas belanja aktualnya. Ketika

diperlukan kita dapat membedakan komitmen tahun iamak dan bagian yang

telah dilakukan selama setahun dengan menggunakan istilah "komitmen

masa yang akan datang" dan " komitmen tahunan".
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3.2.1 REAIISASI ANGGARAN BELANJA

Dalam proses pengelolaan belanja seringkali terjadi fenomena realisasi
belanja yang kadang kala melampaui plafon anggaran yang telah ditetapkan.
Namun sebaliknya, juga tidak jarang adanya realisasi belanja yang iauh di
bawah plafon anggaran. Realisasi belanla yang melebihi plafon anggaran di
antaranya disebabkan oleh, ketidakpatuhan pengelola anggaran terhadap
batasan anggaran belan.ja kehka melakukan belanja dan mekanisme belanja
diluar penganggaran yang sudah ditetapkan, Prosedur belanja yang berbelit-
belit, atau tidak praktis mendorong dibuatnya prosedur pengecualian untuk
mempermudah proses belanja. Pembayaran yang dilakukan melalui prosedur
pengecualian ini tidak dapat dikendalikan dasar peruntukkannya, dan pada

akhirnya menjadi penyebab utama realisasi belanja yang melebihi anggaran.

Realisasi belanja yang melebihi anggaran juga dapat disebabkan oleh
penyusunan anggaran yang kurang matang- Hal-hal seperti komitmen
investasiyang berkelanjutan atau dampaktingkat inflasi terhadap harga, hda k
diperhitungkan dalam proses penyusunan anggaran. Kepentingan tertentu
atau tekanan politik juga mungkin memengaruhi proses penyusunan dan
pelaksanaa n anggaran.

Dalam pelaksanaan anggaran di beberapa pemerintah daerah, anggaran
yang telah ditetapkan trdak habis direalisasikan. Dalam banyak kasus, realisasi
belanla yang di bawah anggarannya antara Iain disebabkan oleh kurang
matangnya prcses penyusunan anggaran dan proses penyusunan kegiatan,
estimasi belanja yang berlebihan, dan/atau proyeksi pendapatan yang

tidak realistis berakibat diperlukannya perubahan anggaran selama periode
pera Ksanaan anggaran.

Ketika proses penyusunan anggaran berjalan kurang baik, kekurangan
tersebut dapat diatasi melalui penyusunan perubahan anggaran. Dalam
pemerintah daerah, pejabat pengelola keuangan memiliki wewenang untuk
mengendalikan pelaksanaan anggaran melalui bendahara dan pengendali

keuangan. Setelah anggaran ditetapkan, pejabat pengelola keuangan
mempersiapkan rencana pelaksanaan anggaran dengan memerhatikan
situasi dan proyeksi pendapatan setahun ke depan. Walaupun dana-
dana belanja sudah diangBarkan tetapi pengeluaran belanja harus tetap
memerhatikan manajemen kas da n mengakomodasi target-target fi skal yang
telah d itetaokan.

Terkait dengan komponen-komponen anggaran belanja modal,
rendahnya realisasi anggaran sering kali disebabkan oleh kurangnya
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perencanaan sebuah program/kegiatan, Perencanaan atas keuangan sering

kaliterlalu optimistis tanpa memerhatikan tambahan waktu yang diperlukan

dalam proses pengadaan maupun dalam proses pencairan dana itu sendiri.

Salah satu upaya untuk mengurangi fenomena tersebut adalah dengan

meningkatkan fleksibilitas realokasi anggaran dari progra m/kegiatan yang

terlambat kepada program/kegiatan yang berialan mendahului jadwal.

Beberapa hal di atas memberikan pelajaran bahwa harus ada sebuah

instrumen yang dapat dijadikan sebagai pengatur lalu lintas dana yang

memberikan fleksibilitas kepada pejabat pengelola keuangan dalam

menuangkan kebijakannya. Disadari bahwa proses pengelolaan instrumen

tersebut harus dilakukan agar tercipta koordinasi yang baik dengan satuan kerja

pelaksana kegiatan. Jika diperlukan, analisis dan simulasi kontrol pelaksanaan

anggaran juga dipertimbangkan dalam proses penyusunan anggardn

3.2.2 PETAKSANAAN BELANJA DAN ANGGARAN KAS

Alokasi pelaksanaan anggaran dapat dilakukan dengan membagi

anggaran menjadi empat kuartal/perbulan atau dengan menyiapkan

rencana pelaksanaan anggaran. Terlepas dari metode yang digunakan,

sistem penyerahan dana sebaiknya memerhatikan efektivitas dan efisiensi

pelaksanaan anggaran dan menghindari munculnya tagihan yang berlebihan'

Maka, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

. Dalam menyiapkan pelaksanaan keBiatan, satuan kerja sebaiknya

terlebih dahulu mengetahui dana yang akan dialokasikan Dana

harus diserahkan tepat waktu tanpa adanya penundaan. Dalam

hal terjadinya masalah terkait kas, rencana pemberian dana harus

direvisi, namun rencana revisi tersebut sebaiknya dikomunikasikan

kepada pengelola keuangan.

. Perhatian khusus harus diberikan kepada satuan kerja yang

berada dalam area terpencil- Hal ini membutuhkan perencanaan

penyerahan uanB dan koordinasi dengan pengelola keuangan.

. Pengaturan arus kas tanpa pengaturan komitmen menimbulkan

munculnya tun8gakan. Dalam banyak kasus ketika dibuat batas kas

bulanan, masih belum jelas apakah satuan keria dapat melakukan

komitmen hingga batas peruntukkan sesuai dengan anggaran atau

batas kas bula nan.

. Kebutuhan keuangan untuk komitmen yang sedang berjalan harus

ikut dipertimbangka n.
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. Penyesuaian komitmen membutuhkan waktu. Penetapan batas kas

bulanan pada umumnya lebih merupakan pengaturan kas daripada
pengaturan komitmen, karena untuk barang dan jasa, satu bulan
mungkin masih terlalu singkat untuk melakukan penyesuaian

komitmen. Dalam situasi darurat atau ketika penyusunan

anggaran kurang matang, batas kas bulanan lebih disukai daripada
pengaturan kas harian. Jika tidak ada implementasi pengukuran

dalam memecahkan penyebab masalah tersebut, kedua mekanisme
tersebut akan menimbulkan tunggakan.

Penyebaran pembayaran selama setahun terkait belania investasi
tidak stabil dan bergantung pada berbagai faktor (seperti kontrak jadwal
pem baya ran atau perkem banga n fi sik pekerjaaa n).

Dalam istilah penganggaran, berdasarkan sifat belanjanya, sebuah
komitmen (kewajiban) berhubungan dengan tahap komitmen yang telah
disebutkan sebelumnya atau berhubungan dengan tahap a ku isisi/verifika si,

atau proses administratif penyediaa n da na yang aka n diguna kan. Dengan kata
lain, jika komitmen terjadi pada proses akuisisi/verifikasi, tahapan komitmen
dan verifikasi menjadi satu.

Perbedaan antara tahap komitmen dengan tahap verifikasi terletak
pada penggunaan pihak ketiga dalam proses pengadaan barang/jasa. Dalam
kasus belanja tertentu seperti belanja personil, transfer, dan beberapa jenis
belanja barang danjasa (penggunaan listrik dan telepon), komitmen tersebut
tidak ada secara eksplisit namun langsung melekat pada proses verifikasi.

Dalam kasus kontra k tahun jamak, sebuah komitmen dapat berhubu ngan
dengan komitmen secara keseluruhan terhadap kontrak, atau sesuai dengan
bagian pertahun darikontrak tersebut, atau sebatas belania aktualnya. Ketika
diperlukan kita dapat membedakan komitmen tahun jamak dan bagian yang

telah dilakukan selama setahun dengan menggunakan istilah "komitmen
masa yang akan datang" dan "komitmen tahunan",

3.3 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA
SKPD

a, Penyusunan Rencana Strategis SKPD

Prinsip-Prinsip Penyusunan Rencana Strategis SKPD

Penyusunan dokumen perencanaan SKPD dimulai berbasis pada
perencanaan strategis yaitu pada setiap unit kerja, dinas, atau badan di
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lingkungan pemerintah daerah melalui berbagai pendekatan agar dapat

menghasilkan dokumen perencanaan yang komphrehensif di antaranya:

teknokratis, demokratis, partisipatii politis. Berbagai pendekatan ini

dimaksudkan agar perencanaan selain diharapkan memenuhi kaidah

substansi penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan

akuntabel; konsisten dengan rencana lain yang relevan; juga kepemilikan

rencana {sense o/ ownership).

Karena perencanaan merupakan komitmen semua pihak untuk

mewujudkannya. Dalam UU No. 25/2004 telah memberikan panduan dalam

penyusunan rencana pembangunan sebagai kerangka acuan bagi pemerintah

daerah, khususnya SKPD dalam penyusunan rencana strategisnya yang

memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Teknokratis dan StrateBis.

2. Demokrahs dan Partisipatif

3. Politis.

3.3. 1 TEKNOKRATIS DAN STRATEGIS

Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan

arah dan pengembangan unit kerja dan program pelayanan publik yang

bersifat strategis dalam iangkauan perubahan ke depan. Renstra SKPD

merupakan suatu kerangka kerja pembangunan komprehensif dan sistematis

dalam mencapai tujuan yang diharapkan oleh masyarakat Renstra SKPD pada

dasarnya sebagai hasildari pemikiran strategis dalam menghadapi tantangan

perubahan dan isu-isu kritis dalam jangka menengah lima tahun yang perlu

direpon melalui program/kegiata n dinas, badan atau unit keria pemerintah

daerah di tingkat kabupaten/kota. Kualitas dokumen Renstra SKPD sangat

ditentukan seberapa jauh perencanaan mampu menggambarkan secara

sistematis proses pemikiran strategis tersebut. Perencanaan strategis erat

kaitannya dengan proses menetapkan kemana daerah melalui unit kerja

sektoral akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun

mendatang; bagaimana mencapainya; dan langkah langkah strategis yang

perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Prinsip strategis dalam penyusunan

Renstra SKPD mencakup: Profil Pelayanan SKPD berisikan status, posisi,

kedudukan dan kinerja SKPD dalam penyelenggaraan fungsi, urusan

wajib dan urusan pilihan pemerintahan daerah sesuai tupoksi SKPD serta

kondisi internal (kelemahan dan kekuatan) dan eksternal (tantangan dan

peluang) dalam lima tahun ke depan. Dokumen rencana strategis SKPD
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yang telah disahkan berisikan visi, misi, tujuan, arah, strategi, dan kebijakan
pembangunan pelayanan SKPD dan keuangan SKPD; dan Prioritas program
(sKPD, Lintas SKPD, dan Lintas Kewilayahan) termasuk tolok ukur, target
kinerja capaian program, pagu indikatif, dan penanggung jawa b kelem bagaa n,

3.3.2 DEMoKBATIS DAN PARIISIPATIF

Renstra SKPD merupakan dokumen milik bersama sebagai acuan

kebijakan daerah yang disusun dengan melibatkan berbagai pemangku

kepentingan. Oleh karena itu prinsip demokrasi dan partisipasi menjadi
landasan dalam proses penyusunan Renstra SKPD yang dilaksanakan secara

transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan

keputusan di semua tahapan perencanaan, mencakup: ldentifikasi pemangku

kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan

keputusan perencanaan. Kesetaraan antara pemerintah dan lembaga non-
permerintah (pemangku kepentingan) dalam pengambilan keputusan.
Transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan. Keterwakilan yang

memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan
kelompok mariinal. Kepemilikan (sense of ownership) masyarakat terhadap
RenstraSKPD. Melibatkan media dalam mendukung proses sosialisasi Renstra

5KPD.

Terdapat konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting
pengambilan keputusan seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan,
perumusan tujuan, strategi dan kebijakan, dan prioritas program, Proses

demokratis dan partisipatif diwujudkan dalam bentuk naskah kesepakatan
pemangku kepentingan melalui proses konsultasi publik pada tahapan penting
perencanaan dan Forum Lintas Pelaku Renstra SKPDyang berisikan konsensus
atau kesepakatan terhadap isu-isu prioritas pelayanan SKPD dalam jangka

menengah, rumusan tujuan, arah, strategi dan kebijakan pembangunan
5KPD, keuangan dan pembiayaan 5KPD, program prioritas, pagu indikatif
program serta kegiatan. Prisip demokratis dan partisipatif merupakan
paradigma pembangunan bottom up plonnning yaitu pembangunan yang

mengedepankan masyarakat sebagai pelaku utama dalam keseluruhan
proses pembangunan baik tahapan meliputi perencanaan, pelaksanaan,

dan evaluasi pembangunan. Masyarakat secara optimal dalam memberikan
masukan berupa ide, gagasan dan harapan kepada pemerintah dalam
merumuskan program pembangunan. Tujuan yang ingin dicapai masyarakat

dapat berjalan sehingga masyarakat dapat melihat apa yang diperlukan
dan apa yang diinginkan. Pemerintah dapat mengambil peran sebagai
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fasilitator dikarenakan ada peran masyarakat lebih banyak. Masyarakat

akan lebih kreatif dalam mengeluarkan ide-ide yang yang akan digunakan

dalam suatu jalannya proses suatu program. Perencanaan dari bawah yang

dimaksud bahwa proses penyusunan Renstra SKPD harus memerhatikan dan

mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat: Penjaringan aspirasi

dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi dan

program Kepala Daerah Terpilih.

3.3.3 PourrK

Dokumen Renstra SKPD merupakan hasil kesepakatan berbagai unsur

dankekuatan politik dalam kerangka mekanisme kenegaraan yang diatur

melalui undang-undang. Dengan kata lain Renstra SKPD sebagai sebuah

produk politik yang dalam penyusunannya melibatkan proses konsultasi

dengan kekuatan politis terutama Kepala Daerah Terpilih dan DPRD.

Dokumen kemudian dikonsultasikan dengan dengan KDH Terpilih

untuk peneriemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program

Kepala Daerah Terpilih ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program

pembangunan daerah.

Melibatkan DPRD dalam proses penyusunan Beberapa pokok pikiran

DPRD meniadi acuan dalam proses penyusunan Renstra SKPD. Prinsip politis

ini merupakan paradigma 'top down pla nning" ya ng bera rti perencanaan yang

dilakukan oleh SKPD sebagai pelaku utama dalam memberi ide dan Sagasan

awal dalam memformulasikan dan melaksanakan program, SKPD berperan

lebih dominan dalam mengatur bergulirnya program mulai dari perencanaan

hingga evaluasi, di mana peran masyarakat tidak begitu berpengaruh. Prinsip

ini juga menjelaskan bagaimana posisi SKPD dalam meniabarkan arah dan

kebijakan pembangunan di atasnya, sehingga mendorong sinergi dengan

proses strategis yang dilakukan oleh lembaga lainnya. Perencanan dari atas

yang dimaksud bahwa proses penyusunan Renstra SKPD perlu bersinergi

dengan rencana strategis diatasnya dan komitmen pemerintahan . Beberapa

hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Resntra SKPD adalah:

1. Kesinambungan dan sinergi dengan RPJP dan RPJM Nasional

2. Sinergi dan konsistensi den8an RPIMD.

3. Sinergi dan konsistensi dengan RTRWD.

4. Berkaitan langsung dengan komitmen pemerintah daerah

melalui unit teknisnva terhadap tujuan pembangunan global

sepertt Millenium Development Gools, Sustainoble Development,
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pemenuhan Hak Asasi Manusia, kerawananpangan standar
pelayanan minimal dan frastruktur dasar

3.4 PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RENSTRA SKPD

Selain bertanggung jawab di lingkup kewenangannya sendiri, SKPD

memiliki sasaran program yang harus dicapai sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya. Dalam melaksanakan perannya, SKPD merumuskan fokus dan
prioritas dalam bentuk program strategisyang mendasarkan pada kebutuhan
pelayanan publik dan kegiatan prioritas daerah sesuai dengan platform

Kepala Daerah sebagaimana ditegaskan dalam RPJN4D. Rencana strategis

SKPD dapat berfungsi sebagai alat untuk mendorong perubahan atau

merevitalisasi masyarakat melalui upaya penguatan lembaga, dinas atau unit
teknis pemerintah daerah. Rencana strategis SKPD menjadi bagian penhng
dari sebuah prencanaan komprehensif di daerah yang terintegrasi dengan
perencanaan pemerintah yang disusun oleh perencanaan daerah (Bappeda),

Renstra sangat berperan untuk mendorong partisipasi para pejabat publik
terhadap perencanaan, dan membantu kabupaten/kota (daerah/region)
untuk menemukan dan mendifinisikan kembali salah utama (isu kritis) yang

dihadapi daerah. Oleh karena itu rencana strategis SKPD menjadi perangkat

efektif dalam meningkat fungsi kelembagaan pemerintahan dan pelayanan

terhada p masvarakat,

Alur dan mekanisme perencanaan menjadi acuan bagi berbagai pihak

dalam memfasilitasi proses dan terlibat dalam pengambilan keputusan

menyangkut kepentingan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Seperti

halnya dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD dan RPIMD) sebagai

arahan komprehensif kemana daerah akan dikembangkan ke depan, Renstra

SKPD menjadi bagian integral dan tidak terpisahkan dari keseluruhan proses

tersebut. Di mana dokumen Renstra SKPD sebagai instrumen penting bagi

badan, dinas dan unit teknis dalam menjabarkan kebijakan daerah serta

menentukan visi, misi, tujuan, strategi dan program pelayanan publik lima

ta hun ke depan.

Proses penyusunan Renstra SKPD melalui tiga tiga alur penting seba8ai

model penerapan perencanaan komprehensif yaitu:

(a) alur proses teknokratis strategis;

(b) alur proses partisipatif; dan

(c) alur proses politis-legislasi.
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Ketiganya menjadi kerangka acauan bagi SKPD dalam merumuskan

tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta pagu indikatif Ketiga alur

ini, secara teknis menghendaki pendekatan yang berbeda, namun saling

berinteraksi satu sama lain agar dihasilkan Renstra SKPD yang terpadu.

Penekanan terhadap alur proses teknokratis dan strategis meniadi lebih

dominan dalam Renstra SKPD karena pada dasarnya perencanaan ini

merupakan penjabaran secara teknis bidang atau sektor pengembangan

khusus dari perencanaan daerah (RPJMD), Meskipun, dalam kenyataannya

perlu akuntabilitas sebuah rencana strategis dengan melibatkan pemangku

kepentingan lain dalam diskusi dan konsultasi publik dengan maksud untuk

memastikan bahwa program yang dirumuskan benar-benar aspiratif dan

berpihak kepada kepentingan masyarakat.

3.4.1 AIUR DAN MEKANISME RENSTRA SKPD

Renstra SKPD tentunya disusun mengikuti alur dan proses yang telah

ditentukan peraturan perundang-undanga n, karena hasilnya menjadi

dokumen publik yang memiliki kekuatan hukum sebagai dasar bagi daerah

untuk melaksana ka nnya, Artinya dokumen Renstra SKPD sebagai dokumen

resmi pemerintah yang akan memberikan dampak terhadap perubahan dan

masyarakat.

Kelengkapan isi dokumen sesuai denga n sistematika yang dipersyaratkan

diperaturan perundangan yang berlaku (PP No.8/2008); penjabaran,

dan ketajaman isi dokumen. Perlunya memahami mekanisme dan alur
perencanaan dan penganggaran daerah sebagai kompetensi pentinB bagi

perencana agar proses dan hasilnya benar-benar sesuai dengan peraturan

dan selaras dengan konteks kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan

tupoksi SKPD. Alur dan mekanisme penyusunan Renstra SKPD didesain

berdasarkan alur pemikiran strategis yang merupakan proses menetapkan

kemana daerah (SKPD) akan diarahkan perkembangannya, apa yang hendak

dicapai, dan langkah-langkah untuk mencapainya. Sehingga penerapan alur

dan proses dalam penyusunan dokumen Renstra SKPD diharapkan dapat:

1. Memastikan sinergi dan konsistensi antara perencanaan strategis

SKPD dengan perencanaan di atasnya seperti RPJPD dan RPJMD

serta dengan RPJM provinsi.

2, Membangun komitmen pemerintah dalam perencanaan dan

penganggaraan RPJM Nasional/Renstra K[; RTRWD, serta peraturan

perundangan yang berlaku.
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Memastikan terjaganya proses partisipasi dan demokrasi dalam
penyusunannya melalui forum SKPD/gabungan SKPD, dan

forum multi Stakeholders lain serta metode penjarinBan aspirasi

masyarakat.

Memastikan konsistensi dan penjabaran yang logis Renstra SKPD

untuk 5 tahunan ke dalam rencana kerja tahunan (Renja SKPD).

3.4.2 LANDASAN PENYUSUNAN RENSTM SKPD (PERMENDAGRT No. 54
TAHUN 20101

lnti dari Permendagri 54/2010 adalah memberikan acuan kepada
pemerintah daerah dalam menyiapkan dokumen rencana pembangunan

daerah secara komprehensif, sebagaimana yang diamanatkan oleh PP

8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemba ngunan Daerah- Dalam proses

perumusan dan penerbitan peraturan ini melibatkan berbagai pihak baik
di Pusat (Kementerian PPN/Bappenas, Kementeriankeuangan, MenPAN,
BPK BPKP dan LAN) maupun daerah (Pemerintah Provinsidan Kabupaten/
Kota), Permendagri 54/2010 ini merupakan sebuah instrumen pelaksanaan

di daerah sebagai referensi utama dalam penyusunan dokumen rencana
pembangunan daerah khususnya Renstra SKPD, Permendagri 54/2O1,o ini,
diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyusunan dokumen Renstra SKPD

sehingga dapat terwujud konsistensi antar dokumen rencana pembangunan

daerah (RPJPD/RPJMD), penganSgaran dan keselarasan dengan dokumen
perencanaan lainnya. Beberapa hal yang ingin dicapai dengan terbitnya
Permendagri ini adalah untuk:

1. Memperkuat tugas pokok dan fungsi Kepala Daerah (Gubernur,

bupati/Walikota), Bappeda, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

dan KepalaSKPD;

2. Mengintegrasikan mekanisme perencanaan dan penganggaran

sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah;

3. Mengoptimalkan penerapan perencanaan partisipatif dalam
perenca naan pemba nguna n daera h;

4. Mengoptimalkan pemanfaatansumberdaya pembangunan daerah,

dan;

5. Mengopimalkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan daera h.
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3.4.3 TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA SKPD

Pemerintah melalui Permendagri No. 54 Tahun 2010 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun

2OO8 Tentang Tahapan, Tatacard Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah mengeluarkan panduan

dalam berupa Tahapan danTata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan

Kerja Perangkat Daerah (RenstraSKPD) yang dibangun dalam empat tahapan

utama yaitu:

l. Tahap Persiapan Orientasi Renstra SKPO

1. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD

2. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD

3. Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD

ll, Pengumpulan Data/lnformasi Kondisi Pelayanan SKPD

1. Penyusunan profil pelayanan SKPD dan prediksijangka menengah

Z. Tupoksi SKPD

3. Perumusan Visi dan Misi SKPD

4. Evaluasi Renstra SKPD {Renstra Dinas} periode lalu

5. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD

6. ldentifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan

7, Perumusan program (5KPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)

8. Pembahasa n Forum SKPD

9. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD

10. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD

11. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD

lll. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD

1. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD

2. Tahapan Penetapan Renstra SKPD

3.4.4 IDENTIFIKASI KONDISI UMUM, ANATISIS POTENSI DAN

PERMASA1AHAN SKPD

ldentifikasi dapat dilakukan dilakukan melalui penelitian mapun

pengamatan dengan mengumpulkan dan men8analisis data tentang sejumlah

karakteristrk dan perkembangan situasi yang berpengaruh terhadap program
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yang a ka n dirumuskan 5KPD. SKPD dihara pkan dapat melakukan ana lisis sosia l-

ekonomi, politik, budaya, dan keamanan dengan menggunakan beberapa
pendekatan kajia n wilayah, analisis konteks dan sektor pengembangan khusus

seperti Analisis SWOT maupun, Rapid District Approisal |RDA). RDA adalah

metode yang menggunakan pendekatan komunitas untuk mendapatan

masukan dan usulan berdasarkan permasalahan dihadapi pada komunitas
tersebut.

Kedua pendekatan ini memberikan gambaran cepat dan praktis

bagi perencana untuk memetakan situasi yang dihadapi dalam proses

perencanaan. SKPD juga dapat melibatkan pemangku kepentingan lain
yanglebih luas secara partisipatii

3.5 ANAL|STS SWOT

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematika
untuk merumuskan strategiorganisasi. Analisis didasarkan pada logika yang

da pat memaksimalkan ke kuata n lstr e ngt h sl dan pelua ng (op portu n itie sl,
namun secara bersamaan dapat meminimalisasi kelemahan (weaknesses)

dan ancaman (threatsl. Proses pengambilan keputusan strategis selalu
berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan
organisasi. Dengan demikian, perencana strategis lstrotegic plonner) harus
menganalisis faktor-faktor strategis organisasi (kekuatan, kelemahan,
peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut
dengan Analisis Situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi
ada la h Analisa SWOT.

Analisis SWOT didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif
akan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan
dan anca man. Analisis SWOT d igunakan sebagai pendekatan dalam menelaah
berbagaikasus dalam bidang pemerintahan. Konsep dasar pendekatan SWOT

memandang organisasi dalam situasi pemenangan terhadap perang, yaitu
sebagaimana dikemukakan oleh ahli perang terkemuka dan sangat dikenal

Sun Tzu, bahwa apabila kita telah mengenal kekuatan dan kelemahan lawan,

sudah dapat dipastikan bahwa kita dapat memenangkan pertempuran".

Dalam perkembangannya saat ini analisis SWOI tidak hanya dipakai untuk
menyusun strategi di medan pertempuran, melainkan banyak dipakaidalam
penyusunan perencanaan strategis pemerintahan yang bertujuan untuk
menyusun trndakan yang dibutuhkan dalam jangka panjang, sehingga arah

dan tujuan dapat dicapai dengan jelas dan dapat segera diambil keputusan.
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Analisis SWOT merupakan kajian terhadap kekuatan dan kelemahan

SKPD yang dilakukan melalui telaah terhadap kondisi internal organisasi

melalui analisis peluang dan ancaman yang dihadapi dan telaah terhadap

kondisi eksternal organisasi. Analisis SWOT bermanfaat apabila SKPD secara

jelas telah apaorganisasi beroperasi, dan ke arah mana tuiuan yang hendak

dicapai Hasil analisis akan memetakan posisi pelayanan SKPD terhadap

lingkungannya dan menyediakan pilihan strategi umum yang sesuai, serta

dijadikan dasar dalam menetapkan sasaran program selama 3-5 tahun ke

depan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat dan pemangku

kepentingan. Analisis SWOT menuntut persyaratan agar masyarakat dan

pemangku kepentingan lain berpartisipasi dalam membuat penilaian dalam

kerangka pengembangan organisasi, memperbaiki, dan menghentikan

sesuatu yanB tidak berguna atau meminimalisir kendala yang dihadapi SKPD

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pada kerangka Renstra SKPD, SWOT terdiri dari:

1. Kekuatan lstrength)adalah aspek internal positif pelayanan SKPD'

Misalnya: etos kerta keras karyawan atau stat kapasitas sumber

daya manusia, diskripsi kerja yang jelas untuk setiap staf, sudah

disepakati standar komunikasi antara pimpinan dengan staf, dan

antar staf. Ada indikator kinerja yang sudah disepekati oleh semua

jajara n organisasi.

2. Kelemahan (weoknessesl adalah aspek negatif internal organisasi

terhadap pelayanan SKPD. Misalnya: tidak ada sistem dan/atau
protokol komunikasi yang jelas dalam internal organisasi, tidak
jelas pembagian tugas/tanggung dan wewenang pimpinan dan staf'

Mekanisme proses pengambilan keputusan yang tidak jelas.

3. Pefuang (opportunities) adalah aspek positif dan eksternalterhadap
pelayanan SKPD. Misalnyal maksud dan tujuan organisasi pantas

untuk mendapatdukungan dana, Ada produksi unggulan yang

diperlukan pasar. Ancaman.

4. Ihreof aspek negatif eksternal terhadap pelayanan SKPD.

Misalnya:

- Sumber Utama pendanaan prioritasnya berubah. Kesulitan

mendaoatkan dana.

- Keadaan perekonomian yang berfluktuasi.

- Kurang dukungan publik. Investor tidak tertarik membuka

usaha di daerah yang menjadi lokus perencanaan.
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SWOT juga dipahami sebagai kerangka untuk melakukan identifikasi,
analisisdan permasalahan yang berkaitan dengan situasi daerah yang akan

menjadi objekperenca naan yang meliputi penilaian dari isu-isu internal
dan eksternal organisasidan analisis lingkungan dan analisis institusional.
Penilaian internal (1, lnternoldssessment). Menilai faktor-faktor internal
mencakup posisi organisasi, kinerja, masalah dan potensial.

Penifaian eksternal l2- external ossessment). Menilai factor faktoatau
kekuatan yang berpengaruh terhadap fungsi organisasi. Analisislingkungan.

Analisis ini bertujuan menilai dan melihat peluang dan 3. Ancaman yang

berasal dari lingkungan luar yang dihadapi oleh organisasi. Dalam hal ini

dikenalsebagai peluang dan ancaman. (Hal ini berhubunBan dengan butir 3

dan 4 di atas).

Selanjutnya dengan analisa kelembagaan digunakan untuk melihat
untuk melihatkemampuan lembaga dalam mengantisipasi kendala dari
luar. Analisis ini berhubungan dengan kondisi internal organisasi itu sendiri.
Misalnya kekuatan dan kelemahan apa saja yang dimiliki organisasiyang dapat
mendorong dan menghambat jalannya tuiuan dan program (lni berhubunga n

dengan butir I dan 2 diatas).

3,5.1 PERUMUSAN Vrst, Mrsr, DAN lsu STRATEG|S

Visi dan misi merupakan jabaran dari cita cita dan langkah ke depan
yang akan dituju oleh masyarakat daerah tersebut. Pemerintah kemudian
harusmerumuskan keinginan dan tuiuan tersebut sebagailembaga layanan
masyarakatatau publik. Oleh sebab itu penyusunan visi dan misi dalam
keseluruhan prosespenyusunan Renstra SKPD memiliki posisi yang sangat
penting, karena visi dan misiini akan menjadi harapan dan cita-cita yang akan
dicapai, kemana organisasi iniakan menuju dan bagaimana mencapainya.
Pentingnya sebuah visi dan misi bagisebuah organisasi pemerintah sehingga

diperlukan perhatian yang besar padakegiatan ini dengan harapan agar
pemerintah bisa mewujudkan nilai, semangat dandaya dorong bagiaparatnya
untuk mencapai apa yang dicita-citakan masyarakat.

Keberadaan visi dan misi bagi organisasi berfungsi sebagai panduan

untukmelihat harapan dan tindakan masa depan yang akan dirumuskan
bersama dengan berbagai pertimbangan (integrated dan menyeluruh) dari

sudut pandang yang berbeda, Namun pada tahap selanjutnya diformulasikan
dalam bentukkesepahama n bersama tentang tujuan dan hasil akhir yang

ingin dicapai dalamrangka membangun situasi yang lebih baik dan kondusil
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Umumnya visi dan misi dibangun degan melihat perkembangan dan

capaian yang telah dilakukan oleh SKPD dalam memberikan pelaya nan kepada

masyarakat. Namun, visi dan misi sesungguhnya dapat dibangun tanpa terikat

dengan kondisiorganisasi tetapi sebagai bentuk mimpi yang diletakkan dalam

spektrum iangkapanjang tentang hal ideal yang ingin dicapai. Dalam konteks

perencanaan strategis, perumusan visi dilakukan untuk menindaklaniuti

hasil analisis isu-isu strategis danpermasalahan pemban8unan daerah

untuk menemukan perwujudan visi, Suatupermasa la han pembangunan

di tingkat SKPD merupakan kesen.jangan antaraharapan dan realitas yang

berhubungan layanan atau peningkatan kiner.iapenyelenggaraan urusan

terkait. Perwujudan visi merupakan gambaran palingsederhana dan dengan

bahasa yang mudah dikomunikasikan tentang wujud nyatakondisi, keadaan

dan impian SKPD dalam lima tahun yang akan dicapai dimasamendatang.

Bahasan ini akan memberikan pengetahuan, cara dan pengalaman

kepadapeserta bagaimana memahami kedudukan visi dan misi SKPD

dan bagaima namerumuskan secara bersama sebagai dasar perencanaan

di masa depan. Visi dan misi diperlukan agar pemimpin dan pemangku

kepentingan Iain memiliki landasanuntuk menyusun rencana dalam upaya

memberikan pelayanan masyarakat. Secarak husus peserta d iberikan bekal

pengetahuan dan keterampilan dalam memfasilitasi proses perumusan visi

dan misi SKPD.

lsu isu strategis merupakan informasi utama dan landasan penting dalam

proses perencanaan . lsu ini dimunculkan berdasarkan permasalahan yang

muncul dikaitkan dengan fakta dan situasi di daerah. lsu isu yang dirumuskan

kemudian menjadi bahan utama dalam penyusunan. Renstra SKPD sebagai

upaya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat didasarkan prioritas

kebutuhan yang telah mempertimbangkan aspek risiko sosial yang mungkin

di timbulkan pada pelaksanaannya. Dengan dimunculkannya isu strategis'

Renstra SKPD yang disusun akan sesuai dan selaras dengan arah kebiiakan

pembangunan, serta menjadi acuan utama dalam rangka peningkatan

pelayanan publik yang akan dijalankan oleh masing-masing SKPD. lsu isu

strategis yang tepat akan mempermudah pencapaian target dan sasaran

program pembangunan baik baik pada SKPD terkait atau program umum

yang telah ditetapkan. Oleh lsu isu strategis yang disusun SKPD juga harus

terkait dengan isu isu strategis pada dokumen pemerintahan yang ada yaitu

RPIM . tsu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi

atau hal yang harus diperhatikan atau dike depankan dalam perencanaan

pembangunan karena dampaknya yang si8nifikan bagi SKPD dimasa datang.
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3.5.1 KoNSEP Vrsr DAN Mrsr SKPD

Wibisono [2006: 43) menjelaska n visi merupa ka n rangkaian kalimat yang

menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi yang hendak dicapai di
masa depan. Visi merupakan pernyataan apa yang ingin dicapai 'want to be'
dari organisasi. Visi juga merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi

untuk meniamin kelestarian dan kesuksesan dalam jangka panjang, Dalam visi

suatu organisasi terdapat juga nilai-nilai, aspirasi dan kebutuhan organisasi di
masa depan seperti yang diungkapkan oleh Kotler dalam Nawawi (2000), visi
merupakan pernyataan tentang tuiuan organisasi yang diekspresikan berupa
produk atau hasil dan pelayanan yanB ditawarkan, kebutuhan yang dapat
ditangani, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang diperoleh
serta aspirasi dan cita-cita masa depan. Visi bagi organisasi dapat digunakan
sebagai: (a) Penyatuan tujuan, arah dan sasaran organisasi; (b) dasar untuk
pemanfaatan dan alokasi sumber daya serta pengendaliannya; (c) Pembentuk
dan pembangun budaya organisasi lcorporate culturel.

Karekteristik visi di antaranya:

L. lmagible (dapat di bayangkan)
2. Desiroble (mena rik)

3. Feosible (realitles dan dapat dicapai)

4. Focused (jelas)

5. Flexible (aspiratif dan responsif terhadap perubahan lingkungan)
6. Communicoble (mudah dipahami)

Misi (mrssion) menjelaskan tentang "apa sebabnya kita ada" (why we

exist or what we believe we can do). Menurut Prasetyo dan Benedicta (2004:

8). Drucker (2000:87) menguraikan bahwa misi merupakan alasan mendasar
eksistensi suatu organisasi.

Pernyataan misi organisasi, terutama di tingkat unit bisnis menentukan
batas dan maksud aktivitas bisnis perusahaan. Jadiperumusan misi merupakan
realisasi yang akan menjadikan suatu organisasi mampu menghasilkan produk
dan jasa berkualitas yang memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan
pelanggannya (Prasetyo dan Benedicta, 2004).

Pernyataan misiharus mampu menentukan kebutuhan apa yang dipuasi
oleh perusahaan, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dimana mereka

berada dan bagaimana pemuasan tersebut dilakukan.

Wheelen dalam Wibisono {2006) menjelaskan misi sebagai rangkaian

kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi 0rganisasi yang

memuat apa yang disediakan oleh organisasi kepada masyarakat, baik
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berupa produk atau pun jasa. Pernyataan misi merupakan sebuah kompas

yang membantu untuk menemukan arah dan menunjukkan jalan yang

tepat dalam lingkungan bisnis saat ini. Tuiuan dari pernyataan misi untuk

mengomunikasikan kepada stakeholder, di dalam maupun luar organisasi

tentang alasan pendirian organisasi dan ke arah mana organisasi akan

menuju. Oleh karena itu, rangkaian kalimat dalam misi sebaiknya dinyatakan

dalam satu bahasa dan komitmen yang dapat dimengerti dan dirasakan

relevansinya oleh semua pihak yang terkalt. Langkah penyusunan misi yang

umum dilakukan oleh organisasi dengan mengikuti tahapan sebagai berikut.

!. Brcinstorming dengan mensejajarkan beberapa kata yang

menggambarkan organisasi,

2 Penyusunan prioritas dan memfokuskan pada kata-kata yang paling

penting,

3, Mengombinasikan kata-kata yangtelah dipilih menjadikalimat atau

paragraph yang menggambarkan misi organisasi.

4. Mengedit kata-kata sampai terdengar benar atau sampai setiap

orang kelelahan untuk adu argumentasi berkaitan dengan kata atau

hse favorit mereka.

Dalam menjamin agar misi yang telah dicanangkan merupakan sebuah

misi yang bagus dan dapat dipahami oleh an8Sota organisasi, misi tersebut

harus di uji dengan menilai hal-hal berikut.

1. Cukup luas untuk dapat diterapkan selama beberapa tahun sejak

saat ditetapka n.

2. Cukup spesifik untuk mengomunikasikan arah,

3. Fokus padakompetensi atau kemampuan yang dimiliki perusahaan.

4. Bebas darijargon dan kata/ungkapan yang tidak bermakna.

3.5.2 Vrsr DAN Mrsr SKPD

Visi memberikan gambamn secara konsistensi tentang kinerja SKPD

selama lima tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai

peranan dan fungsi suatu organisasi pelayanan publik. Adapun dalam

penentuan visi SKPD, perlu untuk mempertimbangkan beberapa kriteria

sebagai berikut.

a. Visi harus dapat memberikan arah pandangan ke depan terkait
dengan kinerja dan peranan organisasi SKPD.

b. Visi harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi masa

depan yang ingin diwujudkan oleh organisasi 5KPD.
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c, Visi harus ditetapkan secara rasional, realistis dan mudah dipahami.

d. Visi harus dirumuskan secara singkat, padat dan mudah diingat.

e. Visi harus dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian.

f. Visi harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang

mungkin terjadi sehingga suatu Visi hendaknya mempunyai sifat
fleksibel.

g. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang

ingin dicapai oleh SKPD pada akhir periode perencanaan. Misi
SKPD adalah rumusan umum mengenai upaya sistematis yang

akandilaksanakan untuk mewujudkan visi SKPD. Rumusan misi
SKPD yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi SKPD yang

ingin dicapai, sertamenguraikan upaya apa yang harus dilakukan
oleh SKPD bersangkutan. Dalam suatu dokumen perencanaan,

rumusan misi menjadi penting untuk memberikankerangka bagi

tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang

akan ditempuh untuk mencapai visi SKPD. Misi disusun untuk
memperjelas jalan, atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka

mencapai perwujudan visi SKPD. Oleh karena itu, pernyataan misi
sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas, dan
mudah dipahamitanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Kriteria suatu rum usan misi:

a- Menunjukkan dengan jelas upaya yang akan dilakukan SKPD dalam
rangka mewuiudkan visi organisasinya.

b, Memerhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan
internal daerah.

c. Menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana dan mudah
dipahami.

Misi juga menyangkut komitmen pemangku kepentingan utama
atau apa yangingin diwujudkan oleh visi, maka pengembangan misi harus
dijabarkan terlebihdahulu kepada stakeholder utama pembangunan, dalam
hal ini masyarakat daerah (secara keseluruhan), SKPD (pelaku organisasi),
pelaku ekonomi di daerah, danstakeholder pembangunan daerah lainnya.

3.5.3 PERUMUSAN VISI DAN MISI TERHADAP STRATEGI ORGANIsAst

Setelah visi dan misi dirumuskan oleh segenap pemangku kepentingan
sKPD, maka seluruh strategi SKPD harus mengacu pada visi dan misi tersebut
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dan tidak boleh dibalik, strategi dulu yang disusun duluan baru visi dan misi

belakangan. Sebab, hal ini dikhawatirkan strategi yang diambil tidak akan

efektif karena komitmen dan arah tujuan seluruh orang dalam organisasi

berbeda pa ndanga n danterkotak-kotak da la m I u nctonal structure. Dalam

mengomunikasika n visi dan misiperan kepemimpinan (leodershipl sangat

menentukan. Menurut Davidson (1995: 75). peran kepemimpinan organisasi

dalam mengomunikasikan visi dan misi dapatdilakukan meliputt:

1,. Education (menumbuhkan pemahaman terhadap visi)

Z. Authentication (menumbuhkan keyakinan kepada semua pihak

bahwa "katasesuai dengan perbuata n").

3. Motivotion (menumbuhkan kemauan atau dorongan dalam diri

untuk berperilaku sesuai dengan tu.iuan organisasi).

Davidson (1995: 76) menambahkan ada tujuh elemen kunci yang

dapat digunakanuntuk meningkatkan efektivitas komunikasi visi lelfective

communication o/ vision)anta ra lain:

1,. simpticity (visi sebaiknya dituliskan secara sederhana sehingga

mudah dikomunikasikan kepada semua orang baik secara internal

maupun eksternal perusahaan)

2- Metaphor, onalogy ond example lvisi dapat secara sederhana

dituliskan melalui kata-kata yang bersifat kiasan, analogi dan contoh

agar visi dapat lebih mudah dikomunikasikan).

3. Multiple /orum (mengomunikasikan visi dapat dilakukan dengan

berbagai cara antara lain dapat melalui rapat besar, memo, surat

kabar, poster dan pembicaraan informal lainnya).

4. Repetition (visi akan dapat meresap dan dipahami secara men

dalam biasanya setelah para pegawai mendengar visi tersebut

berkali-kali).

5. Leadership by exomple (mengomunikasikan visi akan lebih efektif,

jika dilakukan dengan adanya kesamaan antara perkataan dan

perilaku atasan).

6- Explanotion of seeming inconsistencies (jika ternyata terdapat

inkonsistensi seperti pada butir 5, maka manajemen harus segera

memberikan penielasankepada seluruh pegawai secara sederhana

dan jujur untuk menghindar dari berkurangnya kepercayaan

pegawai pada manaiemen).
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7. Take and Give {mengomunikasikan visi akan lebih efektif apabila
penyampaiannya dilakukan dua arah).

Beberapa aspek di atas memberikan panduan bagi SKPD untuk
menjabarkan visi dan misi dalam bentuk strategi sebagai cara yang ditempuh
oleh segenap pemangku kepentingan agar apa yang dicita-citakan dapat
tercapai secara efektif dan efisien. Visi dan misi menjadi acuan dalam
menentukan tindakan dan kerla SKPD ke depan dalam rangka meningkat
kualitas dan jangkauan pelayanan terhadap masyarakat, Strategi perlu

dijabarkan secara jelas oleh SKPD agar dapat ditentukan arah, kebijakan dan
program/kegiatan secara berkesina mbunga n dengan mendorong semua
pihak untuk berkontribusi secara positif.

3.6 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN
PENDANAAN (PAGU) INDIKATIF

Rencana program yang disusun dalam SKPD adalah implementasi dari
perumusan visi, visi, isu strategis dan tujuan pembangunan daerah yang

berfokus pada TUPOKSI masing-masing bidang. Rencana yang disusun juga

harus bias diimplementasikan berdasarkan pagu indikatif anggaran yang

telah d itentukan dengan sasasa Tan pembangunan yang ielas melalui indikator
kinerja kegiatan.

Rencana program juga harus disesuaikan dengan SKPD lain untuk
menghindari kesamaan kegiatan, pembiayaan ganda dan tumpang hndihnya
kegiatan.

Beberapa program direncanakan dengan mempertimba ngkan prioritas,

kebutuhan dan isu-isu strategis di daerah serta dilakukan secara partial
atau sektoral, Hal ini disebabkan oleh untuk menghindari pola program dan

implementasiyanB masih berorientasi pada paradigma sektoral, penyelesain
jangka pendek akibat lemahnya pengelolaan dan manajemen sumber daya.
Tahapan perumusan program pelayanan yang akan dilaksanakan SKPD

meniadi sorotan banyak pihak baik dikalangan pemerintah daerah maupun
masyarakat. Banyak program yang digulirkan pemerintah daerah seringkali
tidak tepat sasaran, terjadi pemborosan, penyimpangan, dan ketidak adilan.
Pada kondisi tertentu akan memicu ketidak harmonisan dan kerentanan
sosial.

Proses perumusan Tencana program, kegiatan, kelompok sasaran, dan

indikatif pendanaan merupakan tahapan penting dalam menentukan jenis

dan bentuk tindakan serta operasional kegiatan dalam rangka pemecahan
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masalah sesuai dengan rencana kebutuhan dan tupoksi SKPD. Ke8iatan ini

membutuhkan kemampuan yang memadai dalam menjabarkan visi, m isi,

tujuan, strategi dalam bentuk rancangan program secara logis dengan

berbagai indikator dan target capaian yang realistis dan terukur sesuai

dengan kapasitas SKPD.

(Sumber: Diktat Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Keuangan Tahun

20131

3.7 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

Sebelum kita memulai dengan pengalokasian anggaran, maka terlebih

dahulu, kita kaii dan analisis tentang bagaimana pemerintah Daerah,

khususnya SKPD, menyusun Rencana Kerjanya, hal ini perlu dilakukan, karena

dari rencana kerla inilah dapat diperkirakan berapa besar dana yang akan

dibutuhkan untuk dialokasikan ke dalam program dan kegiatan yang disusun

dalam rencana kerja SKPD, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

3.7.1 PENDAHUTUAN

UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perenca naa nPembangunan

Nasional secara substansi mengamanatkan penyusunan RencanaKerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan

juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta

untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD

untuk periode 1 (satu) tahun, yan8 memuat kebijakan, program, dan

kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah

daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancantan Renia SKPD mentacu pada kerangka arahan yang

dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu

tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik

yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong parhsipasi masyarakat- Penyusunan rancangan Renja

SKPD meru paka n tahapan awal yang ha rus d ilakukan sebelum disempurnakan

menjad i dokumen Renia SKPD yang definitil Ranca ngan Renca na Kerja (Renia)

SKPD sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten/Kota .
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3.7.2 TU,UAN PENYUSUNAN SNPD

Tuiuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten/

Kota adalah untuk menciptakan keselarasan dalam pelaksanaan pembangunan

daerahanta rwilayah, antarsektorpemba ngunanda n antartingkatpemerinta han

serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Selain itu Penyusunan RENJA tersebut dimaksudkan untuk menyediakan acuan

resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUAL

serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) .

3.7.3 PRINSIP.PRINSIP PENYUSUNAN RANCANGAN RE JA SKPD.

Sebagai dokumen perencanaan yanB menjadi pedoman kegiatan SKPD,

renja tersebut memiliki prinsip prinsip penyusunan sebagai berikut.

Mengacu pada rancangan awal RKPD tahun tersebut, yang digunakan

a. Sebaga acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan
pagu indikatif dalam Renja sKPD, sesuai dengan rencana program

prioritas pada rancangan awal RKPD tahun tersebut.

b. Mengacu pada R€nstra SKPD tahun tersebut, sebagai acuan
penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi

kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan proBram prioritas

rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja

sKPD, selaras dengan Renstra SKPD.

c. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
Periode sebelumnya, sebagai landasan perumusan kegiatan

alternatif untuk mencapai sasaran Renstra SKPD berdasarkan
pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

d. Sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang dihadapi,
perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi

kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja sKPD,

serta dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

e. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang

terkait dengan SKPD, seba8ai acuan perumusan ke8iatan dalam

rancangan Renja SKPD, mengakomodir usulan masyarakat yang
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selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan

awal RKPD, Selain itu RKPD Kabupaten/Kota iuga diselaraskan

dengan RKP Nasional dan RKPD Provinsi dalam rangka sinkronisasi

perencanaan pembangunan daerah dengan pusat melalui

forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Sinkronisasi diutamakan untuk mendukung penetapan prioritas

pembangunan daerah yang relevan dengan provinsi maupun pusat.

Kegiatan ini adala h bentuk perwujudan teritegrasinya perencanaan

pembangunan secara nasional, dengan tetap mempertimbangka n

situasi, kondisr, potensi serta dinamika perkembangan daerah,

nasional dan global. Dalam dimensi pembangunan kewilayahan,

perencanaan pembangunan daerah haruslah disinergikan dengan

dokumen perencanaan tata ruang wilayah (RTRW) mulai dari

tingkat lokal, regional maupun nasional.

Perencanaan pembangunan regional akan memberikan dukungan focus

pada sasaran serta target pembangunan. Pada gilirannya dapat menghasilkan

pembangunan yang lebih efektif, efisien dan bermanfaat secara maksimal

disetiap wilayah pembangunan. Disinilah pentingnya Musrenbang untuk
mendapatkan usulan dari masyarakat baik untuk Renstra yang berupa

berbagai ide maupun program kerja pada Renja.

3.7.4 TAHAPAN PENYUSUNAN RENTA SKPD

Renja SKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut.

a, Persiapan penyusunan Renia SKPD

Beberapa langkah yang harus dilakukan pada tahap ini antara lain:

L. Pembentukan tim penyusun Renja SKPD;

2. Orientasi mengenai Renia SKPD;

3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renia SKPD; dan

4, Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

b, Sistematika penvusunan rancanBan Renia SKPD

Dalam penyusunan Renja SKPD harus mengacu pada Rancangan

AwalRKPD, Renstra sKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan periode sebelumnya, untuk memecahkan masalah yang

dihadapi dan berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal

dari masyarakat. Rancangan Renia SKPD sekurang-kurangnya dapat
disusun menurut sistematika sebasai berikut.
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BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaska n

rancangan Renia SKPD agar

dipahami dengan baik.

1.1 latar Belakang

mengenar gambaran umum penyusuna n

substansi pada bab-bab berikutnya dapat

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses

penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan
dokumenRKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/
Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan

RAPBD,

1,2 Landasan Hukum

MemuatpenjelasantentanB undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang kewenangan 5KPD, serta pedoman yang diiadikan acuan

dalam penyusunan p€rencanaan dan penganggaran 5KPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan

Renia SKPD.

1.4 5istematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD serta
susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN IALU

2,1 Evaluasi Pelakanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasilevaluasi pelaksanaan
Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun
berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang

seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan,
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja

SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun
lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan
kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang

bersanekutan.
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Pokok-pokok materiyang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kineria

hasil/keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi progra m/kegiatan yang telah memenuhita rget kineria

hasil/kelua ran yang d irencana kan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/

keluaran yang direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau

melebihi target kiner,a program/kegiatan;

5. lmplikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

SKPD; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Bahan penulisan yang perlu disajikan dalam 8AB ll ini, mengacu

hasil review hasil evaluasi pelaksanaan Renia SKPD tahun lalu dan

pencapaian kinerja Renstra SKPD.

3.7.5 PEMBAHASAN RANCANGAN RENJA SKPD PADA FORUM SKPD

Forum SKPD merupakan wadah penjaringan aspirasi masyarakat, dunia

usaha serta pemangku kepentingan lainya untuk penyempurnaan rancangan

kebijakan penyusunan Renja SKPD. Forum ini dibentuk untuk mendukung

prinsip perencanaan perencanaan partisipatif dan atau perencanaan dari

bawah lb oxom-up pla n ni ng ) sehingga asas demokratisasi dan desentralisasi

bias terpenuhi. Forum SKPD merupakan wahana antar pihak-pihak yang

langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari

progra m dan kegiatan SKPD sebagai perwujudan dari pendekatan partisipastif

perencanaan pembangunan daerah. Semakin banyak pihak yang dilibatkan

maka forum iniakan semakin mewakili kepentinga n masyarakat. Forum SKPD

bertugas untuk membahas rancangan Renja SKPD, dengan menggunakan

prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang RKPD di

kecamatan, sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja SKPD,

yang difasilitasi oleh SKPD terkait. Secara umum tujuan Forum SKPD adalah:

1. Menyelaraskan progGm dan kegiatan SKPD dengan usulan program

dan kegiatan hasil musrenbang RKPD di kecamatanj

2. Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan SKPD

sesuai dengan tu8as dan fungsi SKPD;
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Menyelaraskan program dan kegiatan antar SKPD dengan SKPD

lainnya dalam rangka optima lisasipencapaian sasaran sesuaidenga n

kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembanBunan

daerah; dan

Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas

berdasarkan Pagu indikatif untuk masing-masing SKPD.

Rancangan Renja SKPD hasil Forum SKPD menjadi bahan

pemutakhiran rancangan RKPD untuk selaniutnya dibahas di dalam
musrenbanE RKPD.

3.7.6 VERIFIKASI RANCANGAN REN,A SKPD HAsIt PEMBAHASAN PADA

FORUM SKPD

Rancangan Renja SKPD selanjutnya disampaikan kepada Kepala

Bappedauntuk diverifikasi, Verifikasi tersebut bertujuan untuk
mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif
pendanaan pada setiaprancangan Renja SKPD sesuai dengan rencana
program prioritas padarancangan awal RKPD.

Apabila dalam verifikasi, ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan,
maka Kepala SKPD yang bersangkutan harus segera melakukan
penyempurnaan. Hasil penyempurnaan rancangan Renja SKPD disampaikan
kembali kepada Kepala Bappeda yang akan dijadikan bahan penyusunan

ra nca ngan RKPD.

3.7.7 PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR REN,A SKPD

Setelah Rancangan RKPD ditetapkan menjadi RKPD melalui Peraturan
Bupati, selanjutnya Kepala SKPD merumuskan Rancangan Akhir Renta RKPD

dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.

Rancangan Akhir RenjaSKPD tersebut selanjutnya disampaikan kepada
Kepala Bappeda untuk diverifikasi.

3,7.8 VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR REN,A SKPD

Bappeda melakukan verifikasi akhir terhadap Rancangan Akhir Renja

SKPD, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan SKPD dengan
program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD.

Apabila dalam verifikasi ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan,
maka Kepala SKPD yang bersangkutan harus segera melakukan
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penyempurnaan, selanjutnya Rancangan Akhir Renia SKPD disampaikan

kembali kepada Kepala Bappeda.

Bappeda menghimpun seluruh Rancangan Akhir Renja SKPD yang

telah verifikasi, untuk diajukan kepada Bupati dalam rangka memperoleh

pengesa han.

3,7.9 PENETAPAN RENIA SKPD

Kepala daerah mengesahkan rancangan akhir Renja SKPD. Pengesahan

Rancangan akhir Renja SKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Setelah

memperoleh pengesahan oleh Bupati, selaniutnya Kepala SKPD menetapkan

Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun

program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

Setelah proses perencanaan selesai dilakukan, yang diawali dengan

penyusunan kebijakan umum APBD dan penetapan plafon anggaran

sementara, dari setiap pengalokasian anggaran pada program dan kegiatan

dimasing-masing SKPD dan PPKD, maka penyusunan mengikuti proses-proses

selanjutnya.

3.8 MEKANISME DAN PROSES PENYUSUNAN APBD

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah

yang disetuiui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD

mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi,

dan stabilisasi, Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa Perda tentang

APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada

tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan berarti bahwa APBD menjadi

pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang

bersangkutan. Sedangkan fungsi pengawasan terlihat dari digunakannya

APBD sebagai standar dalam penilaian penyelenggaraan pemerintahan

daerah. KeuanBan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan

perunda ng-undanga n, efisien, ekonomis, efe ktif, transpa ran, dan bertanggung
jawab dengan memerhatikan asas keadilan, kepatutan, dan kemanftatan bagi

masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem

yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan

dengan peraturan daerah (Perda).

Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja,

mengurangi pemborosan sumber daya, dan meningkatkan efisiensi dan

efektivitas oerekonomian. serta harus memerhatikan rasa keadilan dan
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kepatutan. Hal ini merupakan tuntutan darifungsialokasidan fungsidistribusi
APBD- Sebuah pengelolaan APBD dikatakan telah dilakukan secara baik jika

memenuhi beberapa kriteria seperti ditunjukan dalam pencapaian kiner.ja

ekonomi regional secara baik, tercapainya pelaporan pengelolaan keuangan
yang memenuhi syarat-syarat akuntansi yang diwajibkan, pelaksanaan APBD
yanB tepat waktu, adanya capaian kinerja sesuai dengan rencana, serta
mampu mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah secara
nyata. Dalam kaitan itu, para pemegang kuasa anggaran didaerah mulaidari
kepala daerah, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Peiabat Pengelola

Keuangan Daerah, Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sKPD, Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, dan terutama
para perencana serta mereka yang terkait harus bersama-sama untuk
mewujudkan terciptanya pengelolaan APBD.

Secara garis besaL struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah,
belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah adalah semua
penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah
ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak
perlu dibayar kembali oleh daerah. Sebaliknya, semua pengeluaran dari
rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan
kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali merupakan definisi dari belanja daerah.

Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PADl, dana
perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, PAD mencakup
pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana Perimbangan mencakup Dana Bagi Hasil (Pajak dan Sumber Daya

Alam), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta
Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup hibah (barang atau uang
dan/atau jasa), dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada

kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, serta bantuan
keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Belanja daerah dibagi menjadidua kelompok besa[ yaitu belanja tidak
langsung dan belanja langsung. Belanja Tidak Langsung yaitu belanja yang

dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program

dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung ini terdtri atas belan,a
pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan
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keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja Langsung merupakan belanja

yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan

kegiatan. Belanja langsung dari suatu kegiatan terdiri dari belania pegawai

(honorarium/upah), belanja barang dan iasa, dan belanja modal

Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal

155, belanja daerah dilaksanakan untuk mendanai urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah, sedangkan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Pemerintah didanai dari dan atas beban APBN-

Untuk kepentingan administratif, monitoring, dan evaluasi, struktur

APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi

yang bertanggung.jawab melaksanakan urusa n pemerinta han tersebut sesua i

dengan peraturan pe run d a ng- u n d a nga n.

Urusan pemerintahan terdiri atas urusan waiib dan urusan pilihan'

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, ada 25 (dua puluh lima) urusan wajib dan 8 (delapan)

urusan pilihan pemerintahan daerah.

Klasifikasi belanja menurut urusan waiib mencakup pendidikan,

kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruan8,

perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan.

kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga

berencana dan keluarga seiahtera, sosial, tenaga kerja, koperasi dan usaha

kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan olah raga,

kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintaha n umum, kepegawaian,

pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, arsip, dan komunikasi dan

informatika. Sedangkan klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup

pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata' kelautan

dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan

organisasi pada masing-masing pemerintah daerah. Pembagian struktur

belanja berdasarkan organisasi ini meliputi unsur pemerintahan daerah yang

terdiri dari DPRD, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan Satuan Keria

Perangkat Daerah (5KPD).

Selain klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan dan

organisasi, belanja daerah juga dapat diklasifikasikan menurut fungsi, yang

tujuannya adalah untuk keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan

negara. Pengklasifikasian menurut fungsi ini terdiri dari
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a. pelayanan umum
b. keterhban dan ketentraman
c. ekonomi
d. lingkungan hidup
e. perumahan dan fasilitas umum
f. kesehatan
g. pa riwisata dan budaya
h. pendidikan

i. perlindungan sosia I

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja
daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Surplus terjadi
ketika anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran
belanla daerah, Dan sebaliknya jika pendapatan daerah dalam satu tahun
anggaran diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanjanya maka akan terjadi
defisit APBD. Adanya surplus dan defisit itu melahirkan pembiayaan dalam
pengelolaan APBD.

Surplus APBD dapat dimanfaatkan antara lain untuk pembayaran
pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, dan pemberian pinjaman
kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain. Surplus tersebut juga

dapat digunakan untuk pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial, yang
diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat
yang dianggarkan pada SKPD. Pembentukan dana cadangan juga dapat
dila kukan ketika ter.jadi surplus.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, drtetapkan pembiayaan untuk
menutup defisit tersebut yang di antaranya dapat bersumber dari sisa lebih
perhitungan anggaran (SitPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana
cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan
pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian piniaman atau penerimaan
piutang. Batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran
berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD oleh Menteri
Keuanga n. Baik surplus maupun defisit, pemerintah daerah wajib melaporkan
posrsi surplus/defisit APBDnya kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran bersangkutan.

Penjelasan atas Pembiayaan daerah, di mana pembiayaan daerah
meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk
memanfaatkan surplus. Dalam APBD, pembiayaan daerah dirinci menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, ienit objek dan rincian
objek pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang
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perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun

pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan

adalah pengeluaran yang akan diterima kembali balk pada tahun anggaran

yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Belanja

. Pembayaran Pokok Pinjam.n

. Pembentukan Oani
cadanBandll

Gambar 3.4 STRUKTUR APBD

Jika APBD mengalami defisit, pemerintah dapat menganggarkan

penerimaan pembiayaan. sebaliknya, pemerintah dapat men8anggarkan

pengeluaran pembiayaan jika ada surplus.

Penerimaan pembiayaan mencakup:

a. sisa lebih perhitungan angBaran tahun anggaran sebelumnya

{5iLPA}

b. pencairan dana cadanga n

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

d. penerimaan pinjaman daerah

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman

f. penerimaan piutang daerah

Sedangkan pengeluara n pembiayaan mencakup:

a. pembentukan dana cadangan

b. penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah

c. pembayaran pokok utang

d. pemberian pinjaman daerah
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Proses penyusunan harus dilakukan melalui tahapan-tahapan yang

sistematis, dinamis, melibatkan para pemangku kepentinga n lsta keholde rs)

serta harus disiplin dalam memenuhi target waktu penetapan APBD dalam

setiap tahun anggaran. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan

kemampuan pendapatan daerah. Secara normatif, proses penyusunan APBD

berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dalam

rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tuiuan
bernegara.

Enam proses dalam penyusunan APBD yang meliputi:

1. Penyusunan KUA;

2- Penyusunan PPAS;

3. Penyiapan 5E Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA

SKPD;

4. Penyusunan RKA SKPD; p€nyiapan Raperda APBDj

5. Pembahasan Raperda APBD; dan

6. Penyusunan Raper KDH Penjabaran APBD, evaluasiserta penetapan

Raperda APBD dan Raper KDH Penjabaran APBD.

3.8.1 TAHAP 1: PENYUSUNAN KEBUAKAN UMUM APBD (KUA}

Proses penyusunan KUA merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari proses perencanaan. Seperti diketahui, setiap SKPD mengembangkan

Renstra dengan mengambil program yang tercantum dalam RPJMD yang

sesuai dengan bidangnya, pada kurun waktu tahun angBaran yang sama

pula dengan yang tercantum pada RPJMD. Renstra tersebut kemudian

dikembangkan men.jadi Renja SKPD per tahun. Dokumen Renja tiap SKPD ini

akan dikompilasikan oleh Pemda menjadi RKPD.

Kebijakan Umum APBD disusun berdasarkan atas RKPD dan pedoman

penyusunan APBD yanB ditetapkan Mendagri lewat SE Mendagri. Proses

penyusunannya diawali dengan pembuatan rancangan awal KUA oleh Tim

Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

Rancangan awal KUA tersebut terdiri atas 2 komponen utama, yaitu (1)

Target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan

dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan

daerah; dan (2) Proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah,

sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang

mendasarinya. Program-program tersebut harus diselaraskan dengan
prioritas pembangunan yang ditetapkan pemerintah.
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3.8.2 TAHAP 2: PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PTAFON ANGGARAN SE-

MENTARA (PPASI

PPAS merupakan dokumen yang berisi seluruh program kerjayang akan

dijalankan tiap urusan pada tahun ang8aran, di mana program kerja tersebut

diberi prioritas sesuaidengan visi, misi dan strategi Pemerintah Daerah. Sama

seperti KUA, proses penyusunan PPAS diawali dengan pembuatan rancangan

awal PPAS oleh TAPD. Rancangan awal PPAS ini disusun berdasarkan Nota

Kesepakatan KUA, dengan tahapan sebagai berikut.

1". Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan

2. Menentukan urutan program untuk masing-masing urusan

3. Menentukan plafon anggaran untuk tiap program

Visi dan Misi Pemerintah Daerah dan skala prioritas program dan

kegiatan ditentukan oleh TAPD dengan penyesesuaian terhadap Visi dan

misi Pemerintah Daerah. Dalam hal ini TAPD menggunakan teknik-teknik

review and ronking yang ada, baik yang berbasis statistik maupun tidalt
atau menggunakan tabel ,nput output atau penggunaan metodologi ioEticol

fromework.

3.8.3 TAHAP 3: KEPATA DAERAH MENYIAPKAN DAN MENERBITKAN SER-

TA MENETAPKAN SURAT EDARAN (SE) KEPATA DAERAH TENTANG PE-

DoMAN PE'TIYUSUNAN RKA SKPD.

Surat Edaran Kepala Daerah (SE KDH) tentang pedoman penyusunan

Rencana KerjaAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD)

merupakan dokumen yang sangat penting bagi SKPD sebelum menYusun

RKA. Setidaknya ada tiga dokumen dalam lampiran SE KDH yang dibutuhkan

SKPD dalam penyusunan RKA, yaitu:

(a) Dokumen Kebijakan Umum APBD, yang memberikan rincian

program dan kegiatan per SKPD;

(b) Standar Satuan Harga, yang menjadi referensi dalam penentuan

rincian anggaran di RKA; dan

(c) Kode Rekening untuk tahun anggaran bersangkutan.

Selain KUA dan PPA, data tentang Analisis Standar Belanja, dokumen

Standar Pelayanan Minimum serta Standar Satuan Harga dibutuhkan dalam
pembuatan rancangan awal 5E KDH ini. Data Analisis Standar Belanja adalah

penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk
melaksanakan suatu kegiatan. Sedangkan Standar Satuan Harga merupakan
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harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang

ditetapkan dengan keputusan KDH.

a, Pedoman Penyusunan RKA SKPD

Langkah berikutnya, setelah adanya kesepakatan yang dituangkan

dalam KUA dan PPAS yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan

pihak DPRD, pada bulan Agustus tahun anggaran berjalan Surat Edaran

tentang Pedoman penyusunan RKA-SKPD dikeluarkan, untuk sebagai acuan

para SKPD di dalam menyusun RKA-SKPD. Adapun yang membuat ada lah Tim

TAPD, dengan berbagai lampirannya secara teknis.

Kepala Daerah membentuk TAPD, dan Kordinator sebagai pejabat

pengelola keuangan daerah, atau yang membuat dan memproses naskah-

naskah kebijakan Kepala Daerah di dalam menyusunan rancangan APBD.

ADa pun anggotanya adala h terdiri dari:

1. Bappeda dan jajara nnya;

2. Pejabat pengelola keuangan daerah, dan

3. Serta pejabat lainnya berdasarkan kebutuhan.

Atas dasar kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang
Kebiiakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara

(PPAS), TAPD menyiapkan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang
Pedoman Penyusunan RKA SKPD sebagai dasar acuan bagi KepalaSKPD di

dalam menyusun RKA SKPD.

lsi dari Rancangan Kepala Daerah tersebut meliputi:

a, Program prioritas dan patokan dasar batas maksimalanggaran yang

dialokasikan untuk setiap SKPD,

b. Batas waktu penyampaian RKA sKPD.

c. Sinkronisasi program nasional dengan pro8ram pemerintah

daerah dan antar program SKPD terkait dengan kinerja SKPD

yang disesuaikan dengan standar pelayanan minimal yang telah

ditetapkan-

d. Hal-hal lainnya perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait
dengan prinsip-prinsip penin8katan efisiensi, efektivitas,

transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalamrangka

pencapa ia n prestasi keria.

e. Sebagai lampiran dokumen dilampirkan: kebijakan umum APBD,

prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS), kode rekening
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APBD, format RKA-SKPD dan standar analisa belanja dan standar
satuan harga yang ditetapkan kepala daerah.

Pada awal bulan Agustus tahun berjalan Kepala Daerah menetapkan
pedoman penyusunan RKA SKPD, yang digunakan sebagai dasar bagi
penysunan RKA-SKPD oleh sehap SKPD di Daerah.

dalam penyusunan RKA-sKPD mempedomani pendekatan-pendekatan

anggaran berbasis prestasikerja dengan berbagai instrumennya dan indikator
kinerja sebagai dasat instrumen tersebut meliputi:

L. Capaian atau target kinerja,
2. Analisa standar belanja,

3. Standar satuan harga, dan

4. Standar pelayana n minimal.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai
dari program dan kegiatan yang direncanakan. Sedangkan capaian kinerja
merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwuiud kualitas,
kuantitas, efisiensi dan efektrvitas pelaksanaan dari setiap pogram dan

kegiatan.

Adapun analisis standar belanja merupakan penilaian kewataran atas

beban kerja dan biaya yang dipergunakan dalam melaksanakan program dan

kegiatan. Dan standar satau n harga, merupakan harga satuan setiap unit
barang dan iasa yang berlaku disuatu daerah dan ditetapkan oleh Kepala

Daerah. Sedangkan standar pelayanan minimal, merupakan tolok ukur kinerja
dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupa kan

urusan wajib daerah.

(Sumber: Nurlan Darise "Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Daerah di Indonesia " Salemba Empat, Jakarta 2009).

lnformasi Yang dimuat dalam RKA-SKPD mencakup penjelasan-
penjelasan sebagai berikut.

1. Urusan pemerintah daerah memuat urusan pemerintahan daerah

dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD.

2. Fungsi memuat penielasan tentang keselarasan dan keterpaduan
antara urusan pemerintah yang menjadikan kewenangannya

dengan klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan daerah.

3. Or8anisasiyang memuat nama SKPD selaku pengguna anggaran dan
pengguna barang,
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4- Prestasi kerja yang akan dicapai dengan memuat indikator prestasi

kerja, meliputr: masukan, keluaran, dan hasil tolok ukur kinerja dan

target kineria.

5. Program, memuat nama program yang akan dilaksanakan SKPD

dalam tahun anggara n berkenaan.

7.

8.

Kegiatan memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD

dalam tahun anggaran berkenaan.

Pendapatan, memuat jenis obiek dan rincian objek pendapatan

daerah, ditetapkan berdasarkan peraturan daerah dan dipungut

oleh sKPD berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

Belanja, memuat kelompok belanja langsung dan tidak langsung, di

mana masing-masing diuraikan sesuaijenis, objek dan rincian objek

bela nja.

Pembiayaan, memuat kelompok penerimaan pembiayaan, dan

dapat digunakan untuk menutupi deficit APBD dan pengeluaran

pembiayaan yang digunakan dan dimanfaatkan terkait dengan

surplus APBD di mana masing-masing diuraikan menurut jenis,

objek dan rincian objek pembiayaan.

Pendekatan Penyusunan RKA-SKPD

Dalam menyusun RKA SKPD dilakukan dengan pendekatan kerangka

pengeluaran jangka menengah (KPJM), penganggaran berbasis kinerja

(Anggaran Kinerja) dan PengangBaran terpadu.

a. Pendekatan Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka

Menengah (KP.lM) dilakukan dengan menyusun prakiraan maiu
yang berisikan perkiraan kebutuhan anggaran untuk program

dan kegiatan, direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya

dari tahun anggaran yang direncanakan semula, jadi penyusunan

menggunakan estimasi prakiraan ke depan dan ini merupakan

implikasi dari kebutuhan dana baBi tahun-tahun berikutnya.

b. Pendekatan penganggaran terpadu, dilakukan dengan cara

mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran

dalam lingkungan SKPD guna menghasilkan dokumen rencana kerja

dan angga ran.

c, Adapun penyusunan dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja

adalah, di mana dilakukan dengan memerhatikan keterkaitan
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antara pendanaan yang dianggarankan dengan hasil yang akan

dicapai dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi setrap rupiah
yang dianggarkan harus dihitung out put yang akan dihasilkan.

Termasuk efisien dan efektivitas pencapaian hasil dan keluaran

yang akan dica pai.

Guna tercapainya penyusunan RKA-SKPD, berdasarkan kepada tiga
pendekatan tersebut, serta untuk menjamin terwujudnya kesinambungan

RKA-SKPD, oleh Kepala SKPD dilakukan evaluasi dari hasil pelaksanaan

program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan

semester pertama tahun anggaran berjalan. Hal ini dimaksudkan untuk

melihat seberapa besar keberhasil pelaksanaan program dan kegiatan dan
program dan kegiatan mana yang belum berjalan atau tidak dapat dijalankan
tahun-tahun sebelumnya atau belum diselesaikan, Sehingga hal ini terlihat
dengan jelas program dan kegiatan mana yang akan segera dUalan atau

dilanjuttkan pada tahun-tahun berikutnya. sehingga kesinambungan program

dan kegiatan dapat terwuiud, dan pencapaian hasil yang diharapkan dapat
terwujud pula.

3.8.4 TAHAP4: SETIAP SKPD MEtAxUKAN PENYU9UNAN RKA SKPD

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Keria Pemerintahan Daerah (SKPD)

adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan,

rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai

dasar per4rusunan APBD. RKA SKPD disusun dengan berpedoman pada Surat

Edaran Kepala Daerdh tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD.

SKPD menyusun RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka
pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan

penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Dokumen RKA SKPD terdiri dari

Rincian Anggaran Pendapatan, Rincian Anggaran Belania Tidak Langsung,

Rincian Anggaran Belanja LangsunB, Rekapitulasi Anggaran Belanja

Langsung, Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan Rincian Pengeluaran

Pembiayaan Daera h.

a, RKA SKPD

RKA-SKPD merupakan dokumen perencanaana dan penganggaran

daerah di mana di dalamnya memuat rencana pendapatan, belan.ia untuk
masing-masing program dan kegiatan berdasarkan fungsi untuk tahun yang

direncanakan serta dirinci secara terinci sampai dengan objek pendapatan,

belanja dan pembiayaan serta perkiaraan maiu untuk tahun mendatang.
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Atas dasar pedoman penyusunan RKA sKPD, kepala SKPD menyusun

RKA-SKPD menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah

daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja,

Penyusunan RKA-sKPD dengan pendekatan pengeluaran iangka menengah

dilaksanakan dengan melakukan penyusunan perkiaraan maju dan merupakan

perkiaraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncana kan

dalam tahun anggaran ke depan dari tahun yang direncanakan.

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran

jangka menengah dilaksanakan sejak tahun 2009, sehingga di mana

penyusunan anggaran RKA-SKPD tahun 2009 disusun juga mencantumkan
proyeksi anggaran untuk program dan kegiatan yang sama untuk tahun 2010.

Pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan memadukan

seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan, belanja dan

pembiayaan dalam lingkungan SKPD untuk mendapatkan dokumen rencana

kerja dan anggaran SKPD.

Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan

dengan memerhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang

akan diharapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan serta hasil dan

manfaatnya yang dapat diharapkan termasuk di dalamnya efisiensi dalam

pencapaian hasil dan keluarannya-

Agar dapat berhasil dalam penyusunan RKA-SKPD berdasarkan
pendekatan-pendekatan tersebut diatas, maka kepala SKPD perlu melakukan

evaluasi hasil pela ksanaa n progra m dan kegiatan untuk 2 (dua) ta hun anBga ran

sebelumnya sampai pada semester pertama tahun anggaran berjalan.

(Sumber: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 32 Tahun 2004,
yang telah direvisi menjadi tlU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dan Permendagri No. 59 Tahun 2007).

b. Informasi, Dokumen. dan Formulir RKA

Pada RKA SKPD dan PPKD disamping memuat rencana pendapatan,

rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, rencana

pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dan perkiraan maju untuk tahun

berikutnya, juga memuat informasi tentang urusan pemerintah daerah,

rganisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan

kegiata n.

Rencana pendapatan dirinci menurut kelompok, ienis, objek dan

rincian objek pendapatan daerah yang dipu ngut/dikelola/diterima oleh SKPD
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sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ditetapkan berdasarkan peraturan
perundangan.

Rencana belanja diklasifikasikan menurut kelompok belanja tidak
langsung dan belanja langsung, selanjutnya dirinci menurut jenis, objek dan

rincian objek belanja.

Rencana pembiayaan memuat kelompok peneriimaan pembiayaan yang

dapat d igunakan untuk menutup defisit APBD dan pengeluaran pembiayaan

yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD yang masing-masinh

dirinci berdasarkan jenis, objek dan rincian obiek pembiayaan.

lnformasi urusan pemerintah daerah memuat bidang urusan
pemerintahan yang dikelola sesuai denga n tugas pokok dan fungsi organisasi,

nama organisasi atau nama SKPD selaku pengguna anggaran/barang, nama
program dan nama kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang

direncanakan.

Prestasi kerja yang hendak dicapai dengan indikator kinerja, tolok ukur
kinerja, dan tar8et kineria. lndikator kinerja meliputi masukan, keluaran,

dan hasil. Tolok ukur kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang dicapai

dari keadaan semula dengan mempertimba ngkan faktor kualitas, kuantitas,
efesiensidan efektivitas pelaksanaan darisetiap program dan kegiatan. Target
kinerja merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran
yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Struktur APBD merupakan kesatuan yang terdiri dari 1) pendapatan

daerah, 2) belanja daerah yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja
langsung atau belanja kegiatan, dan 3) pembiayaan daerdh yang terbagi
menjadi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.
Formulir RKA SKPD mengikuti struktur dan klasifikasi APBD tersebut, sehingga

dalam menyusun RKA SKPD diperlukan enam jenis dokumen penyusunan RKA.

Dokumen penyusunan RKA yang harus disiapkan adalah sebaga i berikut.

a, Formulir RKA-SKPD 1: Pendapatan

b. Formulir RKA-SKPD 2.1: Belania Tidak Langsung

c. Formulir RKA-SKPD 2.2: Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan
Program dan Kegiatan

d. Formulir RKA-SKPD 2.2.1: Belanja Langsung Program dan per-

KeBiatan

e. Formulir RKA-SKPD 3.1: Penerimaan Pembiayaan

f Formulir RKA-sKPD 3.2: Pengeluaran Pembiayaan
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c. PKlses Penyusunan RKA

Sebelum dilakukan penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-

SKPD), maka terlebih dahulu dilakukan penyusunan Rencana ker.la sKPD,

lalu dilaniutkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja

Pemerintah Daerah adalah himpunan dari seluruh rencana Kerja SKPD

yang diakumulasi untuk dijadikan rencana keriapemerintah daerah (RKPD).

Penyusunan Rencana Kerja SKPD tentunya juga mengacu kepada bagaimana

Rencana Pembangunan langka Menengah Daerah dasn Rencana Strategis

Daerah dibuat. Dasar untuk menyusun dan membuat renstra SKPD adalah

mengacu kepada RPJMD dan Renstra Daerah.

Penyusunan Rencana dan Anggaran SKPD, merupakan rincian dari

program dan kegiatan yang dijabarkan dan termuat dalam Rencana Kerja

Pemerindah Daerah (RKPD) dan Renka SKPD. Adapun penyusunan anggaran

merupakan bentuk pengalokasian anggaran atau sumber daya keuangan

Demerintah daerah berdasarkan Struktur APBD serta berdasarkan kode

rekening dari kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran

sementara (PPAS), merupakan jumlah dana yang diberikan kepada masing-

masing SKPD untuk mendukung setiap program dan kegiatan. Sehingga PPAS

merupakan dasar acuan besarnya anggaran dalam penyusunan RKA SKPD.

Langkah-langkah tersebut melalui tahapan/proses penyusunan yang

harus diikuti. Proses penyusunan RKA dilakukan berdasarkan urutan sebagai

berikut.

1) SKPD menerima Surat Edaran KDH tentang Pedoman Penyusunan

RKASKPD. Berdasarkan SE tersebut, SKPD mulai menyusun RKA masing-

masing.

2) SKPD menyusun Rincian Anggaran Pendapatan untuk menghasilkan form

RKA-sKPD 1. Form RKA-SKPD l disiapkan hanya oleh SKPD pemungut

pendapatan. Formulir tersebut memuat pendapatan daerah yang

dipungut/dikelola/diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengeriaan formulir tersebut adalah sebagai berikut.

a) Pada bagian atas formulir mencantumkan nama provinsi/

kabupaten/kota yang bersangkutan dan tahun anggaran yang

direncana kan.

b) Mencantumkan kode dan nama dari urusan pemerintah

yang dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungst SKPD serta

mencantumkan kode dan nama organisasi SKPD. Karena formulir
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tersebut berkaitan dengan pendapatan maka tidak memuat
informasi tentang kode dan nama dari program dalam kegiatan.

c) Pada rincian anggaran pendapatan mencantumkan hal-hal berikut,

1. Kode rekening dimulai dari kode pendapatan daerah dalam
hal ini angka 4 yang selanjutnya dirinci dalam kelompok, jenis
pendapatan dengan menggunakan kode rekening masing-

masing satu digit serta objek dan rincian objek pendapatan

dengan menggunakan kode rekening masing-masing dua digit.

2. Uraian dari nomor rekening pendapatan mencantumkan nama

rekening rincian objek pendapatan, sehingga pendapatan yang

dicantumkan pada formulir tersebut sampai dengan rincian
objek pendapatan.

3. Untuk rincian perhitungan pendapatan mencantumkan
volume, satuan, tarif/harga dan jumlah pendapatan yang

merupakan perkalian dari volume dan tarif harga.

Formulir (Tabel 3.1) memuat rencana belanja tidak langsung SKPD untuk
tahun yang direncanakan. Informasi yang dimuat dan cara pengisian

formulir tersebut ada lah:

a. Pada bagian atas formulir mencantumkan nama provinsi/
kabupaten/kota yang bersangkutan dan tahun anggaran yang

direncanakan.

b. Mencantumkan kode, nama dan rincian urusan pemerintah yang

dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari SLPD

serta mencantumkan kode dan nama organisasi. Karena Formulir
tersebut berkaitan dengan rincian belanja tidak langsung, maka
tidak memuat informasi tentang kode dan nama dari program dan
kegiatan. Klasifikasi belanja tidak langsung dibagi menurut jenis

belania yang terdiri dari: Belanja Pegawai, belanja bunga, subsidi,
Hibah, Bantuan sosial, Belanla bagii hasil, bantuan keuangan dan
belania tidak terduga.

c. Pada rincian anggaran belanja tidak langsung mencantumkan hal-
hal sebagai berikut.

1. Kode rekening dimulai dari kode belanja daerah, dalam hal ini
angka 5 selanjutnya dirinci dalam kelompok dan jenis belanja
dengan menggunakan kode rekening masing-masing satu digit
serta objek dan rincian obiek belanja dengan menggunakan
kode rekening masing-masing dua digit,
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Tabel 3.1 Bentuk form RKA-SKPD 1

(Sumber: PermendaBri No. 13 Tahun 2006).

Karena pada kolom uraian mencantumka n rincia n objek belania,
maka seluruh belanja termasuk belanja subsidi, belanja hibah,
belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belania bantuan
keuangan daerah serta belanja tidak terdyga sampai den8an
rincia n objek bela nja.
Pada formulir tersebut disamping mencantumkan anggaran

belanja tidak langsung untuk tahun yang direncanakan (tahun

n) juga mencantumkan perkiraan jumlah belanla menurut jenis

belan.ia untuk tahun berikutnya (tahun n+1)

Rencana Kerja Dan Anggaran Formulir

RKA.SKPD I

Provinsi habupaten/Kota Tahun Anggaran

Urusan Pem€rintahan : rr
Or'g*rtr"ai a**-

Rincian Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KOde

Rekening

Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rp

Volumt Satuan TariflHg

I 2 J 4 5 6

Xx rx Xx nx

Xx xx Xx rx

Xl xx Xx xx

Xx rx Xx .rx

Xx xx Xx xr

Jumhh

Tanggal .........

Kepala SKPD

Keterangan:

I
1,.

Tim Anggaran P€merintah Daerah

No Nama NIP Jabatao Tanda TangaD

I

2.
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4. Formulir yang digunakan untuk penyusunan anggaran belanja

tidak langsung seperti tampak berikut ini.

Rencrna Kerja din A ggaran Saturn Keda Perangkat Daefrb ' FormuUr

RKA.SKPD 2,I

Pmlinii Krbuprten/KL,tx Txhun Ang.g.r.in. .

Urusan Pemerinlahin : {-xx

Orgenisasi

Rincian Anggamn Belonja Tidak lnngsung Satunn Kerja Perxngkat Daerxh

Kode Rekening Uraian Trbun n Tahun

N+lVolume Satuan Hg.Satuan Jumlah

2 .+ 5 6 'l

x

X x

X

X

X X x

X x

X X

Jumlah

Tanggal

Kepala SKPD

rtd

Keterargan

1

2.

Tanggal Pembah!san

Tim Anggaran Pemerintnh Daerah

No Nams NIP Jebxlrn Tanda Tangan

Sumber: PermendaBri No. 13 Tahun 2006.

3) SKPD menyusun Rincian Anggaraan Belanja Langsung masing-masing
kegiatan untuk menghasilkan RKA-SKPD 2.2.1. Untuk kemudian
digabung dalam rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung untuk
menghasilkan RKA SKPD 2.2.
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Formulir RKA SKPD 2.2.1. Digunakan untuk merencanakan belanja

langsung dari setiap ke8iatan sehingga jumlah formulir tersebut akan

mengikuti jumlah kegiatan pada SKPD yang bersangkutan Informasi

yang dimuat dan cara pegisian formulir tersebut adalahsebagai berikut

a. Pada bagian atas formulir mencantumkan nama provinsi/

kabupaten/kota yang bersangkutan dan tahun anggaran yang

direncanakan.

b. Mencantumkan kode dan nama urusan pemerintahan, organisasi,

program, kegiata n.

c. Karena penyusunan RKA SKPD menggunakan pendekatan kerangka

pengeluaranjangka menengah daerah yang mulai diterapkan untuk

penyusunan APBD tahun 2009, maka pada formulir RKASKPD 2.2.1-

akan mencantumkan informasi jumlah belanja kegiatan untuk 3

tahun anggaran masing-masing yaitu jumlah belanja tahun berialan

(tahun n-1) jumlah perkiraan belania tahun direncanakan (tahun

n), dan jumlah perkiraan belanla kegiatan berkenaan untuk tahun

berikutnya (tahun n +1)

d. Karena formulir tersebut menyangkut belanja kegiatan maka harus

memasukkan informasi tentang indikator kinerja, tolok ukur kinerja,

dan target kineria.

e. Pada rincian anggaran belanja langsung mencantumkan hal-hal

berikut.

1. Kode rekening dimulaidari kode rekening belania daerah dalam

hal ini angka 5 kelompok, belanja langsung dan jenis belania

dengan menggunakan kode rekening masing-masing satu digit,

serta objek dan rincian objek belanja dengan menggunakan

kode rekening masing-masing dua digit.

3.

Uraian (nama rekening) mencantumkan rincian objek belanja

sehingga seluruh belanla yang dlcantumkan dalam formulir

tersebut sampai dengan rincian obiek belanla.

Untuk rincian anggaran belania mencantumkan volume,

satuan, harga satuan serta jumlah.
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4. Formulir yang digunakan untuk penyusunan anggaran belanja
langsung seperti tampak berikut ini.

Sumber: Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Rencana Keraja Dan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Formulir
RKA-SKPD
2.2.1.

Provinsi KabupatenlKota Tahun Anggaran

Urusan Pemerintahan ; x.xx

Organisasi : x.xx.xx

Program tx.xx.xx,xx

Kegiatan X.XX.XX.XX.XX,

I-okasi Kegiatan

Jumlah Tahun n-l Rp.

)

Jumlah Tahun n

)

Rp.

Jumlah Tahun n+l

)

Rp. (

Rincian Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian

Program

Masukan

Keluaran

Hasil
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f. Formulir RKA SKPD 2.2. adalah formulir rincian anggaran belan.ja

langsung menurut program dan kegiatan SKPD. Formulir ini

merupakan formulir rekapitulasi dari seluruh program dan

kegiatan SKPD yang dikutip dari setiap formulir RKA SKPD 2.2.1.

lnformaasi dana cara pengisian formulir tersebut adalah sebagai

berikut.

a, Pada bagian atas formulir mencantumkan nama provinsi/

kabupaten/kota yang bersangkutan dan tahun anggaran yang

direncanakan.

b. Mencantumkan kode dan nama.

c. Urusan pemerintahan, dan

d. Organisasi.

e. Karena formulir tersebut merupakan rekapitulasi dari formulir

RK,A SKPD 2.2.1. maka yang dinampakkan hanya total dari

belanja perkegiatan yang dirinci per program Koe rekening

yang digunakan adalah kode program dan kegiatan masing-

masing dua digit sehingga uraiannya ada lah nama program dan

kegiatan.

f. Untuk melengkapi informasi tentang kegiatan maka harus

dicantumkan lokasi kegiatan dan target kinerja dalam

kuantitatif

g. Jumlah anggaran belanja pada tahun yang direncanakan (tahun

n) diklasifikasikan dalam 3 ienis belanja yaitu belanja pegawai,

belanja barang dan jasa serta belanja modal dan total dari tiga

jenis belanja tersebut.

h. Disamping itu, pada formulir tersebut mencantumkan
jumlah anggaran menurut program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan tahun berikutnya (tahun n+1).

17J
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i. Formulir yang digunakan untuk penyusunan rekapitulasi
anggaran belanja langsung seperti tampak berikut ini.

Sumber: Permendagri No, 13 Tahun 2006.

Rencana Kerja Anggaran Satuan Keda Pei,rngkat Dacrah Formulir

RKA-SKPD

2.2

Provinsi Kabupaten/Kota

Tahun Anggamn

Urusan Pemenntahan I x.xr

Organisasi

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Prcgam dan Kegiatan

Kodc

Uraian Belanja

Barang

Lokasi

Modal

Targ€i

Jumlah

Jumlah

Program

Kegiatan

Kegiatan

Kineda

Tahun

o-1. d-2, o-3. n-4

Tahun

2 3 + 5 '1 I I
Program

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

dst

Program

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

xx dst

Jumlah

Tanggal ...--...-

KeFala SKPD

ftd
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SKPD yang bertindak sebagai SKPKD menyusun Rincian Penerimaan

Pembiayaan Daerah untuk menghasilkan RKA SPKD 3.1. Formulir ini

mencantumkan penerimaan pembiayaan yang terdiri dari:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya

(srLPA)

b. Pencairan dana cadangan

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

d. Penerimaan pinlaman daerah

e. Penerimaan kembali penerimaan piniaman

I Penerimaa n piutang daerah

Karena penerimaan pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Badan

Pengelola Keuangan Daerah maka formulir tersebut tidak diisi oleh SKPD

lainnya, lnformasi yang dimuat dan cara pengisian formulir tersebut

adalah sebagai berikut.

a. Pada bagian atas formulir mencantumkan nama provinsi/

kabupaten/kotayang bersangkutan dan tahun anggaran yang

direncanakan.

b. fMencantumkan kode dan nama: urusan pemerintahan dan

organisasi

c. Pada rincian penerimaan pembiayaan mencantumkan hal-hal

sebagai berikut.

1. Kode rekening dimulai dari kode rekening pembiayaan daerah,

dalam hal ini angka 6 selanjutnya dirinci dalam kelompok dan

jenis penerimaan pembiayaan dengan menggunakan kode

rekening masing-masing satu digit serta objek dan rincian

objek penerimaan pembiayaan dengan menggunakan kode

rekening masing-masing dua digit.

2. Uraian dari nomor rekening mencantumkan rincian obiek

pembiayaan sehingga seluruh penerimaan pembiayaan yanB

dicantumkan dalam formulir tersebut sama dengan rincian

objek pembiayaan.
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3. Formulir yang digunakan untuk penyusunan anggaran
penerimaan pembiayaan seperti tampak berikut ini.

Sumber: Permendagri No. L3 Tahun 2006.

Rencana Kerja Dan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah

FoImulir

RI(.\-SKPD

.3. l.hovinsi/Kabupaten/Kota

Tahun Anggaran

Urusan Pemerintahan

Orginisrsi

Ri ncicn Penerimaan Pembiayaan

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

I 2 3

xx xx

XX

XX

XX xx xx

Jumlah Penerimaan

Tanggal .........

Kepala SKPD

Keterangrn

Catatan Hasil Pembahasan :

l
2.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

2 l 5
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6) SKPD yang bertindak sebagai SKPKD menyusun Rincian Pengeluaran

pembiayaan Daerah untuk menghasilkan RKASKPD 3.2. Formulir ini

mencantumkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari:

a, Pembentukan da na cadang

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

c. Pembayaran hutang pokok

d. Pemberian piniaman

Karena pengeluaran pembiayaan juga hanya dilaksanakan oleh Badan

Pengelola Keuan8an Daerah, maka formulir tersebut tidak diisi oleh

SKPD lainnya. Informasi yang dimuat dan cara pengisian formulir RKA

SKPD 3.2 adalah sebagai berikut.

1. Pada bagian atas formulir mencantumkan nama provinsi/

kabupaten/kota yang bersangkutan dan tahun anggaran yang

d irencana ka n.

2. Mencantumkan kode dan nama:

a. Urusan pemerintahan

b. Organisasi

c. Pada rincian pengeluaran pembiayaan mencantumkan hal-hal

sebagai berikut.

a. Kode rekening dimulai dari kode rekening pembiayaan

daerah, da la mhal ini

angka 6 selanjutnya dirinci dalam kelompok dan jenis

pengeluaran pembiayaan dengan menggunakan kode

rekening masing-masingsatu digit serta objek dan rincian

objek pengeluaran pembiayaan dengan menggunakan

kode rekening masinB-masing dua digit,

b. Uraian dari nomor rekening mencantumkan rincian objek
pengeluaran pembiayaan sehingga seluruh pengeluaran

pembiayaan yang dicantumkan dalam formulir tersebut

sampai dengan rincian objekpengelua ran pembiayaan.
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c. Formulir yang digunakan untuk penyusunan anggaran
pengeluaran pembiayaan seperh tampak berikut ini.

Sumber: Permendagri 13 Tahun 2006

d. SKPD mengompilasi dokumen RKA SKPD di atas menjadi
RKA 5KPD.

e. RKA SKPD tersebut selanjutnya diserahkan kepada PPKD

untuk proses penyusunan Raperda APBD.

Rencana Kerja Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Formulir
RKA SKPD

Provi nsi /Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran ..-..

Urusan Pemerintahan ; x.xx

Orgallisasi : x,xx.xx

Rincian Peneeluaran Pembiavaan

Kode Rekelling Llraiao Jumlah (Rp)

2 l
XX

xx XX

xx

Jumlah Penerimaan

Tanggai..........

Kepala SKPD

Keterangan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anssaran Pemefintah Daerah

Nomer Nirma NIP Jabatrn
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Bebera pa landasa n hu kum yang da pat dUad ikan dasar dalam penyusunan

RKA-SKPD, Antara la in:

1. UU No. UTahun 2003 tentang Keuangan NeBara.

2. UU No. 32 Tahun 2004, yang telah direvisimenjadi UU No. ?3 Tahun

2014 tenta ng Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata

Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daera h.

4. Permendagri 13 Tahun 2006, jo No. 59 Ta h un 2007 tenta ng Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daera h.

3.8,6 PENYIAPAN BAHAN BAGI PENYUSUNAN RAPERDA APBD

Setelah RKA SKPD selesai disusun, maka proses tahapan selanjutnya

adalah penyiapan bahan bagi penyusunan RAPERDA APBD. Sumber dokumen

utama dalam penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang

APBD adalah RKA sKPD. Oleh karenanya harus dipastikan bahwa setiap RKA

SKPD telah disusun sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

Untuk menjamin hal ini, setelah TAPD mengumpulkan RKA SKPD dari tiap-tiap

SKPD, TAPD harus membahas kesesuaian RK? SKPD dengan Kebijakan Umum

APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran, Prakiraan maju yang telah disetujui

tahun anggaran sebelumnya, dokumen perencanaan lainnya yang relevan,

target atau capaian kinerta, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan,

standar analisis belanla, standar satuan harga, standar pelayanan minimal,

serta dokumen sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD.

Proses selaniutnya adalah mengompilasi seluruh RK'A yang telah

dievaluasi TAPD menjadi dokumen kompilasi RKA. Proses ini dilakukan oleh

PPKD. Berdasarkan dokumen kompilasi tersebut, PPKD kemudian membuat

lampiran-lampiran Raperda APBD, yang terdiri atas:

a- Ringkasan APBD

b. Ringkasan APBD (menurut urusan pemerintahan dan organisasi)

c. Rincian APBD (menurut urusan pemerintahan, organisasi,
penda pata n, belanja, dan pem biayaa n)

d. Rekap belania (menurut urusan pemerintahan, ortanisasi, protram

dan kegiatan, dan keselarasan urusan dengan fungsi)
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a. Raperda APBD

Adapun proses selanjutnya dari ta hapan akhir adalah melakukan evaluasi

RAPERDA APBD. Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan

Kepala Daerah tentang Peniabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Penyampaian tersebut dilakukan paling lambat 3 hari kerja setelah Raper

KDH disusun dan disertai dengan :

a. Persetuiuan bersama Pemda- DPRD terhadap Raperda APBD

b. KUA dan PPA yang disepakati Kepala Daerah dan pimpinan DPRD

c. Risalah sidangjalannya pembahasan Raperda APBD

d. Nota Keuangan dan pidato Kepala Daerah perihal penyampaian

pengantar nota keuangan pada sidang DPRI)

Proses evaluasi ini dilakukan maksimal selama 15 hari kerja sejak

penyerahan dilakukan. Jika kedua rancangan peraturan tersebut dinyatakan

tidak lolos evaluasi, maka Pemerintah Daerah bersa ma DPRD harus melakukan
penyempurnaan.

Rancangan Peraturan Daerah tentanE APBD dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang telah lolos dalam proses

evaluasisegera ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah. Penetapan tersebut dilakukan selambatlambatnya
tanBgal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya,

b. Penggunaan Sumber Daya

Di dalam penyusunan dan pengalokasian anggaran pada penyusunan

APBD, pelu diperhatikan ketersediaan sumber daya tersedia, karena apabila

kita tidak tidak memerhatikan ketersediaan sumber daya tersedia untuktahun
ini dan tahun-tahun berikutnya terkait dengan disiplin dalam pengelolaan

keuangan daerah, maka di

Alokasi sumber daya di masa depan yang dikaitkan dengan disiplin
keuangan dapat mengurangi ketidakpastian di masa depan. Karenanya

anggaran tidak hanya diperlukan dalam perspektif jangka pendek (1 tahun)
tetapi juga beberapa tahun-tahun sesudahnya. Namun ketidakpastian akan

semakin nyata dalam rentang waktu yang luas. Pilihan jangka menengah (3-5

tahun) diperlukan untuk memperkokoh kaitan antara kebijakan, perencanaan

dan anggaran. Anggaran pemerintah yang disusun setiap tahun akan menjadi
jauh lebih memberikan gambaran yang utuh jika memasukan luga perspektif
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kebijakan yang umumnya mencakup waktu perencanaan lebih dari satu tahun,
Beberapa kebijakan pemerintah yang memiliki perspektif multi tahunan di
antaranya adalah biaya-biaya pemeliharaan barang modal, pendanaan untuk
program-program .langka panjang, dan kontijensi atau jaminan hutang.

Kerangka jangka menengah mendorong adanya disiplin anggaran
dan menjadikan alokasi sumber daya di masa datang yang didasarkan
pada gabungan kebijakan tertentu lebih dapat diperkirakan. Perkiraan ini
membantu para kepala unit kerja untuk menyusun rencana dan mengelola

sumber dayanya secara lebih efisien dalam satu siklus anggaran tahunan dan
dalam jangka waktu yang lebih panjang.

t, (1r -
I I Re'viu Kebijakan

| | Feviu peren.an.an dan

I 
pelaksan.an pe,iode sebelumnya

EYrl!asidrn Audit
:fektivitas ke€iatan ke€iatan

pelakqna kebijakan dan

meneg!nakan hasilnya ke

lalam ren.ana maia datanF

(2)

t3I

t5l

(s)

Memonitor ke8iatan drn

Mempert.nsgungiawabkan

L__l
(4t

Mebkanak.nKeEiatanyanB 

-Dir€nca.atan
MenEUnp!lkan pendapatan,

men.airlan dana, mengerahkad

Kaitan Kebiiakan, Perencanaan, dan Penganggaran dalam Siklus Perencanaan dan

Pengelolaan Sumber Daya
(Sumber: World Bank, Public Expenditure Mqnogement Hsndhook,7998)
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BAB IV

PENYUSUNAN DPA sKPD, PPKD,
DAN ANGGARAN KAs PEMDA

4,1 LATAR BETAKANG

4.1.1 DOxUMEN PEI.AKSANAAN ANGGARAN

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD menjadi salah satu dasar

penyusunan RAPBD namun tidaklah secara otomatis RKA tersebut men.iadi

dasar pelaksanaan anggaran setiap SKPD. Hal ini disebabkan karena

pembahasan RAPBD menjadi APBD bisa mengalami perubahan pada saat

pembahasan antara pemerintah daerah dengan DPRD yang berarti RKA

yangterka it juga mengalami peruba han.

Untuk operasionalisasi pelaksanaan APBD maka setiap SKPD harus

menyusun dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Oleh karena itu paling

lama tiga hari kerja setelah APBD ditetapkan, PPKD memberitahukan kepada

semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA SKPD,

4.1.2 PENGERTIAN DPA

Di dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang dimaksud dengan DPA

ialah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang

digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggariln.

Di dalam Permendagri No. 59 Tahun 2007 yang harus menyusun DPA

adalah SKPD dan PPKD. Rancangan DPA-sKPD memuat: tahun anBgaran,

identitas organisasi, program dan kegiatan, sasaran yang hendak dicapai,

anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana

penarikan dana serta pendapatan yang diperkirakan.
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4.1.3 PENYUSUNAN DPA

Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi dan ditetapkan oleh Kepala

Daerahsesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan, dijadikan

sebagaidasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Keria

Perangkat Daerah (DPA-sKPD). Penyusunan Encangan DPA pada dasarnya

bertuiuan untuk memberikan tuntunan dan panduan tentang tata cara yang

harus diperhatikan dalam menyusun dokumen sebagai dasar pelaksanaan

a nggara n.

Sebagaimana diatur di dalam Permendagri No, 13 Tahun 2006, Paling

lama tiga hari kerja setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, PPKD

memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan

DPA SKPD. Pemberitahuan disamoaikan melalui surat edaran secara resmi

untuksegera d itin d a kla njuti.

4.2 PENYUSUNAN DPA SKPD

Kepala SKPD menyiapkan dokumen rancangan DPA-SKPDdand isampaikan

kepada PPKD paling lama 6 hari kerja terhitunB sejak tan8gal suratedaran
yang disampaikan oleh PPKD. Dokumen yang disampaikan terdiri dari:

1. DPA-SKPD

(Ringkasan An8garan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan

Kerja Perangkat Daera h)

2. DPA-SKPD 1

(Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat daerah)

3. DPA-SKPD 2.1

(Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan KerjaPerangkat

Daerah)

4. DPA-SKPD 2.2

(Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsungmenurut Program

dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah)

5. DPA.SKPD 2.2.1

(Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Programdan Per

Kegiatan Satuan Kerja Peran8kat Daerah)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) melakukan verifikasi

rancanganDPA SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD paling lambat
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15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah

tentang penjabaranAPBD. Dari hasil verifikasi tersebut, PPKD mengesahkan

rancangan DPA-SKPD dengan mendapat persetujuan dari sekretaris daerah.

DPA-SKPD yang telah disahkan tersebut disampaikan kepada kepala SKPD,

satuan keria pengawasan daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan, Dengan demikian DPA-

SKPD tersebut telah dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran

oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang.

Adapun keterkaitan dan tata cara pengisia n formulir DPA SKPD tersebut
di atas adalah sebagai berikut.

Cara Pengisian:

Sumber data formulir DPA SKPO diperoleh dari peringkasan
jumla hpendapatan menurut kelompok dan jenis pendapatan yang diisi dalam
formulirDPA SKPD 1, jumlah belanja tidak langsung menurut kelompok dan
jenis belanjayang diisi dalam formulir DPA SKPD 2.1, dan penggabungan dari
seluruh jumlahkelompok dan jenis belanja langsung yang diisi dalam setiap

formulir DPA SKPD 2.2.1.

Khusus Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada formulir DPA SKPD

setelah surplus dan defisit anggaran diuraikan kembali ringkasanpenerimaan dan

pengeluaran pembiayaan sebagaimana tercantum dalamformulir DPA SKPD 6.

1. Provinsi/Ka b u paten/Kota diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota,

2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

3. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan
daerah dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

4- Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan

kerja perangkat daerah

5. Kolom 1 (kode rekening), diisi dengan nomor kode rekening pendapatan/

nomor kode rekening belanja/nomor kode rekening pembiayaan,

Pengisian kode rekening dimaksud secara berurutan dimulai dari

kode rekening ang8aran pendapata n/belanja/pembiayaa n, diikuti
dengan masing-masing kode rekening kelompok pendapatan/belanja/
pembiayaan dan diakhiri dengan kode rekening jenis pendapatan/

bela nja/pembiayaa n.

6. Kolom 2 (uraian), diisi dengan uraian pe ndapata n/belanja/
oem biavaa n.
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Tabel 4.1

Formulir DPA SKPD

RiNGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formult

DPA.SKPDProvinsi Kabupaten/Kota

Tahun Anggaran . -..........

Urusan pemerintahan : x.xx

Organisasi :X.XX.XX

Kode Rekening Uraian Jumlah

I 3

Surplus/Defisit

Pembiayaan Netto

Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Keria Perangkat Daefah Per Triwulan

No Uraian

Triw!lan

I l t lrv Jumlah

1 2 3 6 7

1 Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

2.2. Belanja Langsung

Tan99a1 ..............-.

Mengetahui

Sekrelaris Daerah

Sumber: Permendagri L3 Tahun 2006.

a. Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan,

selaniutnya diikuti dengan uraian kelompok dan setiap uraian

kelompok diikuti dengan uraian jenis pendapatan yang dipungut
atau diterima oleh satuan keria perangkat daerah.

b. untuk belanja diawali dengan pencantuman uraian belania,

selan.iutnya uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja tidak
langsung dan bela nja langsung.
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Dalam kelompok belanja tidak langsung diuraikan jenis-jenis

belanja sesuai dengan yang tercantum dalam formulir DPA SKPD

2.1. Dalam kelompok belanja langsung diuraikan jenis-ienis belanja

sesuai dengan yang tercantum dalam formulir DPA SKPD 2.2.1.

Kolom 3 (jumlah) diisidengan jumlah menurut kelompok, menurut jenis

pendapatan dan belanja.

Surplus diisi apabila jumlah anggaran pendapatan diperkirakan lebih

besar dari jumlah anggaran belanja.

Defisit diisi apabila jumlah an8garan pendapatan diperkirakan lebih

kecil darijumlah anggaran belanja, dan ditulis dalam tanda kurung.

Rencana pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah per

triwulan diisi sebagai berikut-

a. Baris pendapatan diisi dengan jumlah pendapatan yang dapat

dipungut atau diterima setiap triwulan selama satu tahun anggaran

yang direncana kan.

b. Baris belanja tidak langsung diisi dengan jumlah belanja tidak
langsung yang dibutuhkan setiap triwulan selama satu tahun

anggaran yang direnca nakan.

c. Baris belanja langsung diisi dengan jumlah belanja langsung yang

dibutuhkan untuk mendanai program dan kegiatan setiap triwulan
dalam tahun anggaran yang direncanakan. Kolom 7 (jumlah) diisi

dengan penlumlahan dari jumlah pada kolom 3, kolom 4, kolom 5,

dan kolom 6.

Pengisian setiap kolom triwulan I sampai dengan triwulan lV

harus disesuaikan dengan rencana kegiatan berdasarkan iadwal
pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu tidak dibenarkan pengisian

jumlah setiap triwulan dengan cara membagi 4 dari jumlah yang

direncanakan dalam satu tahun anggaran. Keakurasian data

pelaksanaan anggaran pertriwulan sangat dibutuhkan untuk
penyusunan anggaran kas dan mengendalikan likuiditas Kas Umum

Daerah serta penerbita n SPD.

11. Formulir DPA - SKPD ditandatangani oleh sekretaris daerah dengan

mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai.
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Tabel4.2

Formulir DPA-sKPD 1

Cara Pengisiannya:

1. Nomor DPA SKPD diisidengan nomor kode urusan pemerintahan, nomor
kode organisasi SKPD diisi dengan 00 sertas nomor kode anggaran
pendapatan diisi dengan kode 1.

2. P rov in si/ka bu paten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

3. Tahun Anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

4. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan

daerah dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsiSKPD.
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Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan

kerja perangkat daerah

Kolom 1 kode rekening diisidengan kode rekening kelompok, jenis, objek,

rincian obiek pendapatan satuan kerja perangkat daerah.

Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama kelompok, jenis, objek dan

rincian objek Pendapatan.

8. Kolom 3 (volume)diisidengan jum lah ta rget dari rincian obiek penda patan

yang direncanakan, seperti jumlah kendaraan bermotor, jumlah liter
bahanbakar kendaraan bermotor, jumlah tingkat hunian hotel, jumlah
pengunjungrestoran, jumlah kepala keluarga, jumlah pasien, jumlah
pengunjung, jumlahkendaraan yang memanfaatkan lahan parkir,
jumlah bibitperikanan/pertanian/peternakan/kehutanan/perkebunan,
jumlah limbahyang diuji, jumlah kios/los/kakilima, jumlah pemakaian/
penggunaan saranaolahraga/gedung/gudang/lahan milik pemda, jumlah

unit barang bekas milikpemerintah daerah yang dijual, jumlah uang
yang ditempatkan pada banktertentu dalam b€ntuk tabungan atau giro,
jumlah modal yanB disertakan atau diinvestasikan.

9. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung daritarget rincian objek yang

direncanakan seperti unit, wa ktu/ja m/hari/bulan/tahun, ukuran berat,

ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.

10. Kolom 5 (tarif/harga) diisi dengan tarif pajak/retribusi atau harga/nilai
satuanlainnya dapat berupa besarnya tingkat suku bunga, persentase

bagian laba, atau harga atas penjualan barang milik daerah yang tidak
dioisahkan.

11. Kolom 6 {jumlah) diisi dengan jumlah pendapatan yang

direnca nakanmenurut kelompol! jenis, objek, rincian objek pendapatan.
J u m la h pend a pata n dari setia p rincian objek yang dia nggarkan merupa kan

hasilperkalian kolom 3 dengan kolom 5.6

12, Rencana Pendapatan per triwulan diisi dengan jumlah pendapatan yang

dapat dipungut atau diterima setiap triwulan selama tahun anggaran
yang direncanakan. Pengisian setiap triwulan harus disesuaikan dengan

rencana yang dapatdipungut atau diterima. Oleh karena itu tidak
dibenarka n pengisian jumlah setia p triwu lan dengan cara membagi 4 dari
jumlah yang direncanakan dalam satu tahun anggaran. Keakurasian data
pelaksanaan anggaran pertriwulan sangat dibutuhkan untuk penyusunan

anggaran kas dan mengendalikan likuiditas Kas Umum Daerah serta
penerbitan 5PD.
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13. Formulir DPA SKPD l merupakan input data untuk menyusun formulir
DPA SKPD.

Nama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir
DPA SKPD 1, dengan mencantumkan nama jabatan kepala satuan keria

pengelola keuangan daerah.

Formulir DPA SKPD 1 ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor ind uk pegawai.

Tabel4.3

Formulir DPA-SKPD 2,1

14.

15.

Dokulhen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangat Daerah

Nomor DPA- SKPD Formulir DPA

5KPD.2.1.00t 00 slr
Provinsi/Kab!paten/Kota

Tahun Anggaran

Urusan Pemerintahan

Organisasi

Rincian Ookumen Pelak-sanaan Anggaran

Belanja Tidak Langsung satuan Kerja PeranBkat Daefah

lode Rekening

Uraian ,"r"'] Satuan HB Satuar

Jumlah

3 5

Xr xx
'g

)c

X xx

X) XX xr(

xx

Jumlah

Rencana Penarikan Dana oer Triwulan

tflwutan I Hp,.,,,.,-,,..,,.,,,

lri'^rulan ll Rp. ...............-.

Triwlllan lll Rp.............,.....

Trawulan lV Rp.................

Tan99a1 ...................-...-.....

Mengesahkan

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ttd
Nama lelas
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Cara Pengislan:

1., Nomor DPA SKPD diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan,

nomor kode organisasiSKPD, nomor kode program diisidengan kode 00

dan nomor kode kegiatan diisi dengan kode 00, nomor kode anggaran

belania diisi dengan kode 5 serta nomor kode kelompok belanja tidak
langsung diisi dengan kode 1,

2. Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/
kota.

3. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

4. Urusan Pemerintahan dirsi dengan nomor kode urusan pemerintahan

daerah dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan

sesuaidengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

5. Organisasi diisi dengan nomor kode SKPD dan nama satuan kerja

pera ngkat daerah

6. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan dengan nomor kode rekening

kelompok/jenis/objek/rincian objek belanja tidak langsung .

7. Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama kelompok, jenis, objek dan rincian

objek belanja tidak la ngsung.

8. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah dapat berupa jumlah orang/
pegawai dan barang

9. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitunB dari target rincian objek
ya ng direncanakan seperti unit, wa ktu/jam/hari/bulan/tahun, ukura n

berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.

10. Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif,
harga, tingkat suku bunga, nila i kurs.

11, Kolom 6 (ket. iumlah/volume) diisi dengan keterangan jumlah/volume

seperti orang per hari (org/hr), orang per bulan (org/bln), orang per

tahun (orglth), buah per hari {bh/hr), unit per tahun {unit/th} dan

sebagainya.

12. Kolom 7 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara volume dengan

harga satuan. Setiap jumlah uraian rincian objek dijumlahkan menjadi
jumlah rincian objek belanja. Setiap jumlah rincian obiek pada masing-

masing objek belanja selanjutnya dilumlahkan menjadi oblek belanja

0erKenaan.

Setiap objek belanja pada masing-masing jenis belanja kemudian

dijumlahka n meniadijumlah ienis belanja,
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15.

ro,

77.

Baris Jumlah diisi denBan penjumlahan dari seluruh jenis belanja kolom

7 yang merupakan jumlah kelompok belanja tidak langsung yang

dituangkan dalam formulir RKA - SKPD 2.114. Rencana penarikan dana

belanja tidak langsung setiap triwulan selama tahun anggaran yang

direncanakan, diisi dengan jumlah yang disesuaikan dengan rencana

kebutuhan. Oleh karena itu trdak dibenarkan pengisian jumlah setiap

triwulan dengan cara membagi 4 dari jumlah yang direncanakan
dalam satu tahun anggaran. Keakurasian data pelaksanaan anggaran

per triwulan sangat dibutuhkan untuk penyusunan anggaran kas dan

mengendalikan likuiditas Kas Umum Daerah serta penerbitan 5PD.

Formulir DPA - SKPD 2.1 merupakan input data untuk menyusun

FormulirDPA 5KPD.

Apabila Formulir DPA - SKPD 2-1 lebih dari satu halaman setiap hala man

diberi nomor urut halaman.

Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan DPA - SKPD 2.1.

Formulir DPA - SKPD 2.1 ditandatangani oleh Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang

bersangkuta n,

Cara Pengisian (Tabel 4,4, Formulir DPA-SKPD 2.2):

1,4.

1.

5.

6.

8.

Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Tahun anggaran diisi dengan tahun anggardn yang direncanakan.

Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan Pemerintahan
Daerah dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan

sesuai dengan tuBas pokok dan fungsi SKPD.

Organisasi SKPD diisi dengan nomor kode SKPD dan nama satuan

keriaperangkat daera h

Kolom 1(kode progra m/kegiatan) diisi dengan nomor kode program.

Kolom 2 (kode p rogra m/kegiata n) diisi dengan nomor kode kegiatan.

Kolom 3 (uraian) diisi dengan nama program yang diikuti selanjutnya
dengan nama masing-masing kegiatan untuk mendukung terlaksananya
program dimaksud.

Kolom 4 (lokasi kegiatan) diisi dengan nama tempat atau lokasi dari
setrap kegiatan yang akan dilaksanakan. Tempat atau lokasi dimaksud
dapat berupa nama desa/kelurahan atau kecamatan.
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Tab€14.4.

Formulir DPA-SKPD 2.2

Dokumn Pelaksanaan AngBaran

Satuan keria Perangkat Daerah

Formulir

DPA.5KPD,2,2

Provinsi Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran

UrusanPemerintahan :......-....................

Organisasi

Rekapitulasi Belanja tangtung Berdatarkan Program dan ltegiatan

Rencana
Program
Dan

Kegiatan ratan

Lokasi
xegiatan

Targd
Kineria

Sumber
Dana

Taiwulan

ll tl tv

,umlah

1 2 3 5 8 10 11= 7+8+9+10

Xx

Xx

Xx

Xx
Xx
Xx

Xx

Xx

Xx

Xx

Xx

Program.....,,.
Kegiatan.,,,,.,
Kegiatan.,...,,

Program, ,,.,..

Kegiatan......
Kegiatan..,..,
drt,,,.,...,,,,,,
Program. ......

Kegiatan...,,.
Ketiatan,,,,..
drt...............

Jumlah

Tanggal ....,...,..

Peiabat Pengelola Keuangan Daerah

Ttd

Nama lengkap
NIP:

Sumber: Permenda8ri 13 Tahun 2006.
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Kolom 5 (target kinerja) diisi den8an target kinerja program dan
kegiatan yang akan dilaksana kan

Kolom 6 (Sumber dana) diisi dengan jenis sumber dana (PAD, bagi
hasil, dAU, DAK, lain-lain pendapatan yang sah) untuk mendanai
pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan. Catatan untuk
kolom ini diisi oleh tim anggaran pemerintah daerah, kecuali apabila
pendanaan untuk program kegiatan tersebut sumber dananya sudah
pash, seperti DAK. pinjaman daerah, dana darurat, bantuan khusus
yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

L1. Jumlah per triwulan diisi sebagai berikut.

a. Kolom 7 diisi dengan jumlah belanja langsung yanB dibutuhkan
untuk mendanai program dan kegiatan triwulan ldalam tahun
anggaran yang direncanaka n.

b. Kolom 8 diisi dengan jumlah belanja langsung yang dibutuhkan
untuk mendanai program dan kegiatan triwulan ll dalam tahun
anggaran yang direncanaka n.

c. Kolom 9 diisi dengan jumlah belanja langsung yang dibutuhkan
untumendanai program dan kegiatan triwulan lll dalam tahun
anggaran yang direncanaka n.

d. Kolom 10 diisi dengan jumlah belanja langsung yang dibutuhkan
untuk mendanai program dan kegiatan triwulan lV dalam tahun
anggaran yang d irencanaka n.

Pengisia n setiap kolom triwulan I sa mpai dengan triwulan lV harus
disesuaikan dengan rencana kegiatan yang senyatanya berdasarkan
jadwal pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu tidak dibenarkan
pengisian kolom triwulan dengan cara membagi 4 dari setiap jumlah
yang direncanakan dalam satu ta hun anggaran. Haltersebut mengingat
keakurasia n data pela ksanaa n angga ra n pertriwu lan sangat dibutuhkan
untuk penyusunan anggaran kas sebagai dasar pengendalian likuiditas
Kas Umum Daerah dan penerbitan SPD.12, Kolom 11 (lumlah) diisi
dengan hasil peniumlahan kolom 7, kolom 8, kolom g, dan kolom 10.

Formulir DPA SKPD 2,2 ditandatangani oleh Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang
bersanskuta n

13.
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Tabel4.5

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Dok!men Pelaksanaan AnSEaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah

DPA SKPD lFormulr
J opr sxpo z z.rXxxlxx

Tah un Anggaran

Urusan Pemerintahan

Org*t"d

Program

Kegiatan

w:ktu Pelaksanaan

:x,tx.xx,

: r-xx,xx.xx

: x-xx,xx-xx,xx

mber Dana

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Capaian Kineria

Masukan

Keluaran

Hasil

Kelompok sasaran kegiatan

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

Program dan pef keBratam Satuan Kerja Perangkai Daerah

Kode rekening Uraian Rincian PFrhitunpan lumlah (Rp)

I 2 3 4 5 6=3xS

xt xx lxx lxx I xx

XX x)1 lxx lxx I xx

Jumlah

Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulanl Rp.....................-

I

Triwulanll Rp....................-.

Triwulanlll Rp.-......-.............

Triwulanlv Rp.-...-................

Tanggal

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ttd
Nama lelas

Sumber: Permendagri 13 Tahun 2006.
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Cara pengisian:

1. Nomor DPA SKPD diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan,

nomor kode organisasi, nomor kode program diisi dengan kode program

dan nomor kode kegiatan diisi dengan nomor kode kegiatan, nomor
kode anggaran belanja diisi dengan kode 5 serta nomor kode kelompok
belanja langsung diisi dengan kode 2.

Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan

daerah dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

5. Organisasi diisi dengan nomor kode SKPD dan nama satuan keria
perangkat daerah

6. Baris kolom program diisi dengan kode program dan nama program dari
kegiatan yang berkenaan. Program merupakan instrumen kebijakan
yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh satuan keria perangkat daerah
untuk mencapai sasaran dan tuiuan kegiatan yang ditetapkan untuk
memperoleh alokasianggaran.

7. Baris kolom kegiatan diisidengan kode kegiatan dan nama kegiatan yang

akan dilaksa nakan.

8. Baris kolom waktu pelaksanaan diisi dengan tanggal bulan dan
tahunkegiatan yang akan dilaksanakan.

9. Baris kolom lokasi kegiatan diisi dengan nama lokasi atau tempat dari
setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud
dapat berupa nama desa/kelurahan atau kecamatan.

10. Baris kolom sumber dana d iisidengan jenis sumber dana (PAD, bagi hasil,
DAU, DAK, lain-lain pendapatan yang sah) untuk mendanai pelaksanaan
program dan kegiatan yang direncanakan. Catatan untuk baris kolom
inidiisi oleh tim anggaran pemerintah daerah, kecuali apabila pendanaan

untuk program kegiatan tersebut sumber dananya sudah pasti, seperti
DAK, piniaman daerah, dana darurat, bantuan khusus yang telah
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perunda ng-undanga n

dapat diisi langsung oleh satuan kerja perangkat daerah.

11. Kolom tolok ukur kinerja diisi dengan tolok ukur kinerja dari setiap
masukan dapat berupa jumlah dana, jumlah SDM, jumlah jam kerja,
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jumlah peralatan/teknologi yang dibutuhkan untuk menghasilkan

keluaran dalam tahun anggaran yang direncanakan. Tolok ukur kinerja

dari setiap keluaran diisi dengan jumlah keluaran yang akan dihasilkan

dalam tahun anggaran yang direncanakan. Tolok ukur kinerla hasil diisi

dengan manfaat yang akan diterima pada masa yang akan datang.

Kolom tar8et kineria diisi dengan tingkat prestasikerja yang dapat diukur
pencapaiannya atas capaian program, masukan, keluaran dan hasilyang

ditetapkan dalam kolom tolok ukur kinerja.

Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening kelompok,
jenis, objek, rincian objek belanja langsung.

Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama kelompok, jenis, objek dan

rincian objek belanja langsung.

Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah dapat berupa jumlah orang/
pegawai dan barang

Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian obiek
Yang direncanakan seperti unit, waktu/ja m/hari/bula n/tahun, ukuran

berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.

Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif,
harga, tingkat suku bunga, nilai kurs,

Kolom 6 (ket. jumlah/volume) diisi dengan keterangan iumlah/volume
seperti orang per hari (org/hr), orang per bulan (org/bln), orang per

tahun (org/th), buah per hari {bh/hr}, unit per tahun (unit/th} dan

sebagainya.

Kolom 7 (jumlah) diisi dengan lumlah perkalian antara jumlah volume
dan harga satuan. Setiap jumlah uraian rincian objek dijumlahkan
menjadi jumlah rincian obiek belanja. Setiap jumlah rincian obiek
pada masing-masing objek belanja selanjutnya dijumlahkan menjadi
objek belanja berkenaan. Setiap objek belanja pada masing-masing
jenis belanja kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja.

Penjumlahan dari seluruh jenis belanja merupakan jumlah kelompok
belanja langsung yang dituangkan dalam formulir DPA - SKPD 2.2.1.

Rencana penarikan dana belanja langsung setiap triwulan selama tahun
anggaran yang direncanakan, diisi dengan jumlah yang disesuaikan

dengan rencana kebutuhan mendanai pelaksanaan kegiatan. oleh
karena itu tidak dibenarkan pengisian jumlah setiap triwulan dengan

cara membagi 4 dari jumlah yang direncanakan dalam satu tahun
anggaran. Keakurasian data pelaksanaan anggaran pertriwulan sangat

r7.

18.

19.

20,
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dibutuhkan untuk penyusunan anggaran kas dan mengendalikan

likuiditas Kas Umum Daerah serta penerbitan SPD.

21. Formulir DPA - SKPD 2.2.1 merupakan input data untuk menyusun

formulir DPA SKPD dan formulir DPA - SKPD 2.2.

22. Apabila Formulir DPA - SKPD 2.2.1 lebih dari satu halaman setiap

halaman diberi nomor uTut halaman.

23. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan DPA - SKPD 2.2.1.

24, Formulir DPA - SKPD 2.2,1 ditandatangani oleh Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor
induk pegawai yang bersanEkuta n.

4,3 PENYUSUNAN DPA PPKD

Penyusunan DPA PPKD dimaksudkan untuk menampung pelaksanaan

anggaran penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak dikelola atau

dianggarkan di SKPD. Penerimaan dan pengeluaran tersebut meliputi:

1, Penerimaan pajak daerah dan pendapatan yang berasal dari dana

perimbangan dan pendapatan hibah;

2. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial,

belania bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak

terduga;

3. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Formuliryang digunakan untuk mencatat pelaksanaan anggaran daerah

tersebut adalah sebagai berikut.
Tabel4.6

Daftar Kode Formulir Pelakanaan Anggaran

DPA PPKD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah

DPA_PPKD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan
Peiabat Pengelola Keuan8an Daerah

DPA-PPKD 2,1, Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah

DPA-PPKD 3,1. Rincian Penerimaan Pembiavaan Daerih

DPA.PPKD 3.2. Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Sumber: Permendasri No. 13 Tahun 2006.
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Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Formulir

DPA. PPKD

Provinsy'Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran

Kode R€kening Ufaian Ju m lah

1 2 3

5urplus/Defisit

Pembiayaan Netto

Rencana Pelakranaan Anggaran

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Per Triwulan

NO Uraian Triwulan
Jumlah

1 z 3 5 6 7=3+4+5+6

1 Pendapatan

Belania Tidak Lanesuns

Penerimaan Pembiayaan

Penseluaran Pembiavaan

Tanggal

Sekretaris Daerah

ttd

Tabel4.7

Formulir DPA-PPKD

Cara pengisian Ringkasan DPA-PPKD

1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

2. Kolom 1(kode rekening), diisi dengan nomor kode rekening pendapatan

nomor kode rekening belanja nomor kode rekening pembiayaan,

Pengisian kode rekening dimaksud secara berurutan dimulai dari

kode rekening anggaran pendapatan/belania/pembiayaan, diikuti

dengan masing-masing kode rekening kelompok pendapatan/belanja/
pembiayaan dan diakhiri dengan kode rekening jenis pendapatan/
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belanla/pembiayaan.

3. Kolom 2 (uraian), diisi dengan uraian pendapata n/bela njalpembiayaan.

a. Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian
pendapatan, selaniutnya diikuti dengan uraian kelompok
dan setiap uraian kelompok diikuti dengan uraian jenis
pendapatan yang dipungut atau diterima oleh satuan kerja
pe ra n gkat da era h.

b. Untuk belanja diawali dengan pencantuman uraian belania,

selanjutnya uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja tidak
langsung dan belania la ngsung,

- Dalam kelompok belanja tidak langsung diuraikan jenis-jenis

belanja sesuai dengan yang tercantum dalam formulir DPA-

PPKD 2.1.

- Dalam kelompok belanla langsung diuraikan lenis-jenis belanja

sesuai dengan yang tercantum dalam formulir DPA-PPKD 2.2.1.

c. Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian
pembiayaan, selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke

dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

- Dalam kelompok penerimaan pembiayaan diuraikan jenis-

lenispenerimaan sesuai denga n yang tercantum dalam formulir
DPA-PPKD 3.1.

- Dalamkelompokpengeluaranpembiayaandiuraikanienis-ienis
pengeluaran sesuai dengan yang tercantum dalam formulir
DPA-PPKD 3,2.

4. Kolom 3 (iumlah) diisi dengan jumlah menurut kelompok menurut jenis

pendapatan dan belanja.

5. Surplus diisi apabila jumlah anggaran pendapatan diperkirakan lebih

besar dari anggaran belanja.

Defisit diisi apabila jumlah anggaran pendapatan diperkirakan lebih
kecil darijumlah anggaran belanja, dan ditulis dalam tanda kurung.

Kode rekening, uraian dan jumlah penerimaan atau pengeluaran
pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 10 diisi menurut
kelompok, jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

Selaniutnya pada baris uraian pembiayaan netto menerangkan selisih

antara jumlah penerimaan pembiayaan dengan.iumlah pengeluaran
pembiayaan yang tercantum dalam kolom 3.

8.
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9. Rencana pelaksanaan anggaran satuan kerta perangkat daerah per

triwulan d iisi sebagai berikut,

a. Baris pendapatan diisi dengan jumlah pendapatan yang dapat

dipungut atau diterima setiap triwulan selama satu tahun anggaran

yang direncanakan.

b. Baris belanja tidak langsung diisi dengan lumlah belanja tidak
langsung yang dibutuhkan setiap triwulan selama satu tahun

anggaran yang d irencanakan.

c, Baris belanja langsung diisi dengan jumlah belanja langsung yang

dibutuhkan untuk mendanai program dan kegiatan setiap triwulan
dalam tahun anggaran yang direncanakan.

d. Baris penerimaan pembiayaan diisi dengan jumlah pembiayaan

yang direncanakan dapat diterima setiap triwulan selama satu

ta hun angga ran,

1,1,.

e. Baris pengeluaran pembiayaan diisi dengan jumlah pembiayaan

yang akan dikeluarkan setiap triwulan selama satu tahun anggaran.

Kolom 7 (jumlah) diisi dengan penjumlahan dari jumlah pada kolom 3,

kolom 4, kolom 5 dan kolom 6.

Pengisian setiap kolom triwulan I sampai dengan triwulan lV harus

disesuaikan dengan rencana keglatan berdasarkan jadwal pelaksanaan

kegiatan. Oleh karena itu tidak dibenarkan pengisian jumlah setiap

triwulan dengan cara membagi empat dari lumlah yang direncanakan

dalam satu tahun anggaran. Keakurasian data pelaksanaan anggaran

per triwulan sangat dibutuhkan untuk penyusunan anggaran kas dan

mengendalikan likuiditas kas umum daerah serta penerbitan SPD.

Formulir ini ditandatangani oleh Sekda dengan mencantumkan nama

lengka p dan NIP

10.
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Tabel4,8

Formulir DPA-PPKD 1

Sumber: Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Cara pengisian formulir DPA-PPKD 1

1. Nomor DPA-PPKD diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan,

nomor kode organisasi, nomor kode program diisi dengan kode 00 dan
nomor kode kegiatan diisi dengan kode 00 serta nomor kode anggaran
pendapatan diisi dengan kode 4.

2. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota diisi dengan nama provinsi/
Kabupaten/Kota.

3. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

4. Kolom 1 {kode rekening} diisi dengan kode rekening kelompok, jenis,

ob.jek, rincian objek pendapatan PPKD.

5. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama kelompok, jenis, objek, dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja

Perangkat Daerah

Nomor DPA SKPD Formulir

DPA PPKD 1Xxxl xx I xx XXI XX XX

Provinsj/Kabupaten/Kota
Tahun AnEgaran

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Pejabat Pengelola Keuantan Daerah

Kode RekeninB Uraian Rincian Penghitungan lumlah {Rp)

Satuan Harga satuan

1 2 3 5 6= 3xs
X{ xx xx XX

X xx )o(

X )o(

x xr{ )0( XX xx

lumlah

Rencana Pendapatan Per Triwulan

Tri\rulan I Rp. TanBgal.,......-.........,..

Mengesahkan

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Trwulan ll Rp..

Triwulan lll Rp.

Triwulan lV

lumlah Rs.....-.-...-..-..-.........

202



6.

8nE IY

rincian obiek pendapatan.

Kolom 3 (volume) diisi dengan .iumlah target dari rincian objek
pendapatan yang direncanakan, seperti jumlah kendaraan bermotot
jumlah liter bahanbakar kendaraan bermotoq jumlah tingkat hunian

hotel, jumlah pengunjungrestoran, lumlah kepala keluarga, iumlah
pasien, jumlah pengunjung, jumlahkendaraan yang memanfaatkan

lahan parkir, jumlah bibitperikanan/pertanian/peternakan/kehutanan/
perkebunan, jumlah limbah yang diuji,.lumlah kios/los/kaki lima, jumlah

pemakaian/penggunaan saranaolahraga/gedung/lahan milik pemda,

jumlah unit barang bekas milik pemdayang dijual, jumlah uang yang

ditempatkan pada bank tertentu dalam bentuktabungan atau giro,

jumlah modal yang disertakan atau diinvestasikan.

Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian obiek
yang direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran

berat, ukuranluas, ukuran isi dan sebagainya.

Kolom 5 (tarif/harga) diisi dengan tarif paiak/retribusi atau harga/nilai

satuanlainnya dapat berupa besarnya tin8kat suku bunga, persentase

bagian laba, atau harga atas penjualan barang milik daerah yang tidak

dipisa hka n.

Kolom 6 (jumlah) diisi- dengan jumlah pendapatan yang

direncana kanmenurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan.

lumlahpenda patan dari setiap rincian obiek yang dianggarkan

merupakan hasilperkalian kolom 3 dengan kolom 5.

Rencana pendapatan pertriwulan diisi dengan jumlah pendapatan yang

dapat dipungut atau diterima setiap triwulan selama tahun anggaran

yang direncanakan.

Pengisian setiap triwulan harus disesuaikan dengan rencana yang

dapatdipungut atau diterima. Oleh karena itu tidak dibenarkan pengisian

jumlah setiap triwulan dengan cara membagi 4 dari jumlah yang

direncanakan dalam satu tahun anggaran. Keakurasian data pela ksa naan

anggaran per triwulan sangat dibutuhkan untuk penyusunan anggaran

kas dan mengendalikan likuiditas Kas Umum Daerah serta penerbitan

5PD,

12. Formulir DPA-PPKD1 merupakan input data untuk menyusun formulir

DPAPPKD.

13. Nama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir

DPAPPKD 1, dengan mencantumkan nama jabatan Kepala SKPKD.

8.

9.

10.

11,
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Tabel4.9

Formulir DPA-PPXD 2.1

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Ke.ja

Perangkat Daerah

Nomor DPA SKPD Formulir

DPA PPKD 2-1Xxxl xx xxl*xlx*lxx

Provinsi/Kabupaten/Kota
Tahun Anssaran

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Kode Rekening lUraian Rindan Penehitunean Jumlah (Rp)

volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5

IX XX XX XX XX

Xx xx xx xx xx

Xx xx xx 
'o( 

xx

Xx xx xx xt xx

Xx xx xx xx xx

lirmlah

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I Rp................................. Tanggal......................

Trwulan ll Rp...,...-...,..,.---,....-.-..... Mengesahkan

Triwulan lll Rp,............................... Pejabat Peng€lola Keuangan Daerah

TriwulanlV Rp-........................-...-..-

Jumlah R0....-....--...--.....-.... ttd

Sumber: Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Cara pengisian formulir DPA-PPKD 2.1:

1. Nomor DPA-PPKD diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan,
nomor kode organisasi PPKD, nomor kode program diisi dengan kode

00 dan nomor kode kegiatan diisi dengan kode 00 serta nomor kode
anggaranbelanja diisi dengan kode 5 serta nomor kode kelompok
belanja tidak langsung diisi dengan kode 1.

2. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota diisi dengan nama provinsi/
Kabupaten/Kota.

3. Tahun angBaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.
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4.

5.

7.

8.

11.

t5.
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Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening kelompok, jenis,

objek, rincian objek belanja ttdak langsung,

Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama kelompok, jenis, objek, dan rincian

objekbelanja tidak langsung.

Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah dapat berupa lumlah orang/
pegawa iata u barang.

Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek

yang direncanakan seperti unit, wa ktu/jam/ha ri/bulan/ta hun, ukuran

berat, ukuranluas, ukuran isi dan sebagainya.

Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa tarit
harga, tingkat suku bunga, nilai kurs.

Kolom 6 (iumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara jumlah volume

dengan jumlah satuan dan harga satuan. Setiap jumlah uraian rincian

objek dijumlahkan menjadi jumlah rincian obiek belanja. Setiap

jumlah rincian objek pada masing-masing objek belanja selaniutnya

dijumlahkan meniadi objek belanja berkenaan. Setiap oblek belanja

pada masing-masing jenisbelanja kemudian dijumlahkan meniadi

jumlah jenis belanja,

Rencana penarikan dana belanja tidak langsung setiap triwulan

selamaselama tahun anggaran yang direncanakan, diisi dengan jumlah

yang disesuaikan dengan rencana kebutuhan. Oleh karena itu tidak

dibenarkan pengisian jumlah setiap triwulan dengan cara membagi 4

darijumlah yang direncanakan dalam satu tahun anggaran Keakurasian

data pelaksanaan anggaran per triwulan sangat dibutuhkan untuk

penyusunan anggaran kasdan mengendalikan likuiditas Kas Umum

Daera h serta penerbitan SPD.

Formulir DPA-PPKD 2.1- merupakan input data untuk menyusun

FormulirDPA-PPKD.

Formulir DPA-PPKD 2.1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan

Apabila Formulir DPA-PPKD 2.1 lebih dari satu halaman setiap halaman

diberi nomor urut halaman.

14. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan DPA-PPKD 2.1'

10.
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Tabel4.10

Formulir DPA-PPKD 3.1

Sumber: Permenda8ri No. 13 Tahun 2006.

Cara pengisian formulir DPA-PPKD 3,1

L. Nomor DPA-PPKD diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan,
nomor kode organisasi PPKD, nomor kode program diisi dengan kode
00 dan nomor kode kegiatan diisi dengan kode 00 serta nomor kode
anggaran pembiayaan diisi dengan kode 6 serta nomor kode kelompok
penerimaan pembiayaan diisi dengan kode 1.

Z. Pemerintah Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/
kabupaten/kota.

3. Tahun anggarcn dlisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

Dok!men Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Peiabat Pengelola Keuangan Daerah

Nomor DPA SKPD Formulir

DPA PPKD 3.1Xxxlxx lxx I xx lxx XX

Provinsi/Kabu paten/Kota
Tahun Anggaran

Rincian Penerimaan Pemb,avaan

Kode Rekening

Uralan
lumlah {Rp}

1 2

xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xt
xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx

iumlah Penerimaan

Rencana Penerimaan per Triwulan

Triwulan I Rp. -...........................-... Tanggal- -........-...........

Trwulan ll Rp. ............-.-.-,,......,..... Mengesahkan

Triwulan lll Rp, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Triwulan lV Rp.-,-.......-........-..---.......

lumlah Ro........-......-.-.........--..-

206



5.

A

4. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening akun

atau kelompok atau jenis atau obrek atau rincian objek penerimaan

pembiayaan,

7.

Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama kelompok, jenis, objek, dan rincian

objek penerimaan pembiayaan.

Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah ienis penerimaan pembiayaan

berkenaan yang merupakan hasil penjumlahan dari seluruh obiek

penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam lenis penerimaan

pembiayaan bersangkutan. Jumlah objek penerimaan merupakan

penjumlahan dari seluruh rincian objek penerimaan pembiayaan yang

termasuk dalam objek penerimaan pembiayaan bersangkutan.

Baris jumlah penerimaan merupakan hasil dari peniumlahaan seluruh

jenispenerimaan pembiayaan.

Rencana penerimaan per triwulan diisi dengan jumlah penerimaan

pembiayaan yang diterima setiap triwulan selama tahun anggaran

yang direncanakan. Pengisian setiap triwulan harus disesuaikan dengan

rencana penerimaan pembiayaan. Oleh karena itu tidak dibenarkan

pengisian jumlah setiap triwulan dengan cara membagi 4 dari

jumlah yang direncanakan dalam satu tahun anggaran. Keakurasian

data pelaksanaan anggaran per triwulan sangat dibutuhkan untuk

penyusunan anggaran kas dan mengendalikan likuiditas Kas Umum

Daerah serta oenerbitan SPD.

Formulir DPA-PPKD 3,l merupakan input data untuk menyusun formulir

DPA-PPKD dan dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan' Apabila

formulir DPA-PPKD 3.1 lebih dari satu halaman, setiap halaman diberi

nomor urut halaman. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan

DPA-PPKD 3.1,

Formulir DPA PPKD 3.1 ditandatangani oleh pejabat KeuanBan Daerah

dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan.

J.

10.

I
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Tabel4.11

4 Formulir DPA-PPKD 3.2,

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Nomor DPA 5KPD Formulir

DPA PPKD 3-2Xxxl)ix I xx I xx lxx XX

Provinsi/Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran

Rincian Pengeluaran Pembiayaan

Kode Rekening

Uralan
Jumlah {Rp}

1 2 3

Xl( xx xx xx xx

X)( xx xx xx xx

X)( xx xx xx xx

Xx xx xx xx xx

Xx xx xx xx xx

Jumlah Pen8eluaran

Rencana Pengeluaran per Triwulan

Triwulan ! Rp..-.......-.......--............. Tanggal. ....---.............

Trwulan ll Rp...,.--.......-...,............. Mengesahkan

Triwulan lll Rp,.....--....-.----.............. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Triwulan lV Rp.................................

Jumlah Rp. -,,,.--,.-......-....... ttd

Sumber: Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Cara pengisian formulir DPA-PPKD 3,2

1. Nomor DPA-PPKD diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan,
nomor kode organisasi PPKD, nomor kode program diisi dengan kode
00 dan nomor kode kegiatan diisi dengan kode 00 serta nomor kode
anggaran pembiayaan diisi dengan kode 6 serta nomor kode kelompok
penerimaan pembiayaan diisi dengan kode 1.

2. Pemerintah Provinsi/ka b u p ate n/kota diisi dengan nama provinsi/
kabupaten/kota.

3. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

4. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening akun
atau kelompok atau jenis atau objek atau rincian objek penerimaan
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pembiayaan.

5- Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama kelompok, jenis, objek, dan rincian

Objek penerimaan pembiayaan.

7.

6-

Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah lenis penerimaan pembiayaan

berkenaan yang merupakan hasil penjumlahan dari seluruh objek

penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam lenis penerimaan

pembiayaan bersangkutan. Jumlah objek penerimaan merupakan

penjumlahan dari seluruh rincian objek penerimaan pembiayaan yang

termasuk dalam objek penerimaan pembiayaan bersangkutan.

Baris jumlah penerimaan merupakan hasil dari penjumlahaan seluruh

,enispenerimaan pembiayaan.

Rencana penerimaan per triwulan diisi dengan jumlah penerimaan

pembiayaan yang diterima setiap triwulan selama tahun anggaran

yang direncanakan. Pengisian setiap triwulan harus disesuaikan

dengan rencana penerimaan pembiayaan. Oleh karena itu tidak

dibenarkan pengisian jumlah setiap triwulan dengan cara membagi 4

darijumlah yang direncanakan dalam satu tahun anggaran. Keakurasian

data pelaksanaan anggaran per triwulan sangat dibutuhkan untuk

penyusunan anggaran kas dan mengendalikan likuiditas Kas Umum

Daera h serta penerbitan SPD.

Formulir DPA-PPKD 3.1 merupakan input data untuk menyusun

formulirDPA-PPKD dan dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

Apabila formulir DPA-PPKD 3.1 lebih dari satu halaman, setiap halaman

diberi nomor urut halaman, Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan

pembuatan DPA-PPKD 3,2.

4.3 ANGGARAN KAs PEMDA

Anggaran kas adalah anggaran yang memerinci taksiran penerimaan

dan pengeluaran kas dalam suatu kurun waktu yang akan datang Pada

umumnya periode anggaran kas Pemda selama setahun terhitung 1

Januari- 31 Desember. Esensi dari anggaran kas adalah merencanakan arus

kas masuk dan keluar sehingga dapat mendukung kelancaran operasional

organisasi. Anggaran kas memuat informasi tentang rencana arus kas masuk

dari oendaoatan dari sumber lain dan arus kas keluar untuk belanja dan

penggunaan lainnya. Dengan demikian, estimasi atas arus masuk harus

sesuai dengan estimasi arus keluar sehingga tidak terjadi kelebihan kas dan

kekurangan kas.
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Penyusunan anggaran kas di pemerintah daerah pada dasarnya

mengikuti pedoman dan struktur organisasi yang berlaku di daerah tersebut.

Karenaanggaran kas berhubungan erat dengan fungsi bendahara, yakni

satuan yang bertugas menerima, menyimpan, dan membayarkan uang, maka

pelaksana fungsi tersebut (BUD) bertugas menyusun rencana aliran kas ke

depan.

Tujuan penyusunan anggaGn kas secara umum adalah untuk:

L. Menyediakan dana bagi kebutuhan transaksi secara harian.

2. Memanfaatkan kesempatan, terutama memperoleh pendapatan

dari bunga, dari kelebihan kas yang dimiliki.

3. Meningkatkan kontrol melaluibank dan mengurangi biaya transaksi

dengan melakukan sentralisasi.

4. Mengurangi mitigasi bank.

5. Meningkatkan kualitas kontrol terhadap sumber informasi kas.

6. Menjaga likuiditas organisasi, terutama dalam hal pemenuhan

kewajiban jangka pendek.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah, anggaran kas

berfungsiuntuk menjamin ketersediaan da na pada saat dibutuhkan, sehingga

pelaksanaan program/kegiata n akan terlaksana sesuai jadwal dan target
kinerja yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, anggaran kas menggambarkan
rencana penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran
(umumnya satu tahun, mulai l Januari s.d.31 Desember).

Pada pemerintahan daerah, Kepala SKPD menyusun rancangan anggaran

kas SKPD berdasarkan rancanga n DPA 5KPD. Rancangan anggaran kas tersebut
disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA

SKPD. Pembahasan rancangan anggaran kas tersebut dilaksanaka n bersamaa n

dengan pembahasan DPA sKPD.

PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas guna mengatur
ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran

sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD

yang telah disahkan. Anggaran kas dibuat oleh PPKD selaku Bendahara
Umum Daerah (BUD) dan SKPD. Karena SKPD merupakan bagian dari
Pemda, maka agregasi dari anggaran kas seluruh SKPD akan menjadi
a ngga ra n kas Pemda.
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4.3.1 SUMBER DAN PENGGUNAAN ANGGARAN KAS

Sumber anggaran kas antara lain:

a. Penerimaan kas yang bersumber dari pendapatan daerah, antara

lainpendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain
penda pata n daerah yang sah;

b- Penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah,

hasilpenlualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan

pelunasan piuta ng; dan

c. penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan

pihakketiga.

Penggunaan kas d ia kibatkan oleh:

a. Belanja daerah;

b. Pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang,

penyertaanmodal pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman; dan

c. pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan

piha kkelga.

4.3.2 MANAJEMEN KAS DAERAH

Di negard sedang berkembang, termasuk lndonesia, manajemen kas daerah

tidak menjadi perhatian utama dalam manajemen keuangan daerah sepertl

halnya penganggaran. Hal ini mungkin karena penganggaran bersinggungan

langsung dengan politik di pemerintahan, sementara manaiemen kas

merupakan pekerjaan administratif belaka yang dilakukan oleh pemda. Selain

itu ada anggapan bahwa manajemen kas dapat dilakukan apabila proses

penyusunan dan pelaksanaan anggaran sudah dilaksanakan. Manajemen

kas daerah dengan sendirinya akan berjalan jika anggaran sudah ditetapkan.

Ma najemen kas daerah didefinisikan sebaga i strategi da n proses terkait untuk

mengelola aliran kas daerah langka pendek dan saldo kas secara efektil baik

secara internal maupun dalam hubungan pemda dengan pihak luar.

Manajemen kas daerah adalah praktik dan teknik yang dirancang

untuk mempercepat dan menBontrol penerimaan kas, meniamin keamanan

penerimaan, meningkatkan kontrol atas cara-cara pembayaran, dan

menghilangkan saldo kas menganggut Dalam rangka penyusunan anggaran

kas, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) wajib menyampaikan proyeksi

penerimaan dan pengeluaran secara periodik kepada Kepala Satuan Kerja

Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah. Selaniutnya
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Bendahara Umum Daerah membuat strategi manajemen kas dengan
menyusun perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal. Penetapan

strategi ini dimaksudkan untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk
menggunakan kelebihan kas.

Strategi manajemen kasyangdilaksa nakan BU D harus da pat memastikan:

a. Pemerintah daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk
memperolehpersediaa n kas guna memenuhi pembayaran

kewajiban daerah; dan/ata u

b, Saldo kas di atas saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan
manfaatyang optimal.

Manfaat lainnya dari penyusunan anggaran kas adalah di samping
berguna untuk process dan back control tetapi yang tak kalah pentingnya
dapat digunakan sebagai forward control. Dengan mengetahui lebih awal
(sebelum pelaksanaan) kelebihan dana dari jumlah kebutuhan dana maka
seorangmanajer keuangan (BUD) dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana
yang menga nggur tersebut sehingga bisa menghasilkan pendapatan, misalnya
berupa pendapata n bunga atau dividen. Sedangkan apabila saldo anggaran
kas di bawah iumlah kas minimum, maka BUD dapat menjalin kerja sama
dengan pihak lain untuk memenuhi kekurangan dana pemda pada waktu
tertentu. Melalui jalinan hubungan ini, akan membantu pemda memenuhi
kebutuhan dananya dengan segera sehingga kegiatan pembangunan tidak
tergan8gu, Berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan kas, PP 39/2007
memberikan petunjuk kepada pemerintah daerah dalam hal ini BUD untuk
melakukan manajemen kas. Selanjutnya PP tersebut mengatur jika terjadi
kekurangan kas, BUD dapat melakukan pinjaman dari dalam negeri dan/atau
menjual Surat Utang Negara dan/atau surat berharga lainnya sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD dapat menempatkan
Uang Daerah pada rekening di Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan
bungafiasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku. Penempatan Uang
Daerah pada Bank Umum dilakukan dengan memastikan bahwa BUD dapat
menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum
Daerah padasaat diperlukan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan
Uang Daerahpada Bank Umum diberika kewenangan kepada pemerintah
daerah untukmembuat Peraturan Kepala Daerah.

Sumber: Permendagri l3lahun 2006, Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
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Bab V

PINJAMAN, OBLIGASI, I NVESTASI,
DAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH

5.1 LATAR BELAKANG

5.1.1 PINJAMAN DAERAH

Pinjaman Daerah merupakan bentuk pinjaman yang diberikan oleh

pemerintah kepada daerah, bisa juga dana piniaman yang diperoleh atas

kerjasama antar daerah dengan daerah. lumlah alokasi dana Transfer ke

Daerah terus bertambah dari tahun ke tahun.

Pada APBN 2012 Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana Transfer

ke Daerah sebesar Rp.470,4 Trilyun. Terakhir pada APBN 2013 telah

dialokasikan dana Transfer ke Daerah sebesar Rp 528,6 Triliun atau sekitar

33/o dari total belanja negara. Namun demikian, besaran dana Transfer ke

Daerah tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan pelayanan

publik dan daya saing daerah serta peningkatan kualitas belanja APBD.

Walaupun ketergantungan seluruh pemerintah daerah terhadap dana

perimbangan cenderung menurun dari tahun ke tahun, namun demikian

60% lebih pendapatan APBD masih bergantung dari dana perimbangan.

. Kontribusi PAD dan lain lain pendapatan yan8 sah masih di bawah

angka 30%.
. Dari segi belanja, tren belanja APBD, masih didominasi oleh belanja

pegawa i.

. Pada tahun 2013, porsi belanja pegawai daerah terhadap total

belanja daerah

Piniaman daerah saat masih belum banyak dimanfaatkan oleh Daerah

Dari kurun waktu 2009- 2013, kontribusi pinjaman daerah untuk menutup

defisit Pemda masih sangat rendah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir

iika dirata-rata, persentase pinjaman yang digunakan untuk menutup defisit

hanya sebesar 5,90% (Sumber: laporan APBD 2013, dari Kementerian

Keuangan!.
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5.1.2 DASAR HUKUM DAN PENGERTIAN PINJAMAN DAEMH

Pemerintah Pusat diera pelaksanaan desentralisasi, Daerah
mendapatkan sumber penerimaan daerah melalui pinjaman daerah dan
dicatat dan dikelola dalam APBD.

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

menjelaskan bahwa selain mengalokasikan Dana Perimbangan Pemerintah
Pusat juga mengalokasikan dan dapat memberikan pinjaman kepada
Pemerintah Daerah.

UU No. 17 Tahun 2003, juga secara tegas menjelaskan bahwa kebijakan
melakukan atau memberikan pinjaman daerah, juga salah satu bentuk dari
aaas desentralisasi dan otonomi daerah dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan. Selain itu pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah atau
sebaliknya adalah wujud daripelaksanaan sistem penganggaran atau pendanaan

dalam mewujudkan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemberian pinjaman atau sebaliknya mencakup pembagian keuangan antara
Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta memberikan pemerataan keuangan

antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara proporsional, demokratis,
adil dan transparan dengan memerhatikan kondisi dan potensi sumber daya
pemerintah daerah dan kebutuhan daerah. Pemberian pinjaman juga diikuti
dengan tata cara pengelolaan dan pengawasan dan pengendalian berdasarkan
peraturan perundang.undangan yang berlaku,

Kerangka regulasi lain yang mendukung adanya pinjaman daerah adalah
UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah. Di mana dalam UU No. 33 Tahun 2004, juga

menegaskan bahwa Pinjaman Daerah adalah suatu bentuk pembiayaan yang
gunanya adalah untuk mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi
Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Daerah, Untuk
menjaga stabilitas dan tidak berdampak kepada pen8elolaan keuangan
Daerah, maka pinjaman daerah harus dikelola secara tertib dan benar dan
akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undanga n yang berlaku.

Dalam pengelolaannya pinjaman Daerah wajib mengikuti kreteria-
kreteria dan persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-
undan8an. UU No. 33 Tahun 2004, secara tegas iuga melarang Daerah untuk
melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar Negeri, Pinjaman dari luar
Negerihanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan melalui mekanisme
dan dapat meneruskan pinjaman tersebut baga Daerah. Ini dilakukan
oleh Pemerintah adalah agar adanya keh atia n-kehatia n dalam melakukan
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pinjaman, serta untuk menjaga kesinambungan fiskal dan kebijakan mpneter

oleh Pemerintah.

Tujuan dari piniaman daerah, bukan hanya dapat mmbiayai dukungan

sarana dan prasarana sajayang menghasilkan penerimaan bagi Daerah, tetapi

iuga diarahkan untuk membiayai pembangunan kebutuhan dasar masyarakat

walau tidak menghasilkan penerimaan Daerah.

Selain itu, dilakukan pembatasan pinjaman dalam rangka pengendalian

defisit APBD dan batas kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah. Daerah

juga dimungkinkan untuk menerbitkan Obligasi Daerah dengan persyaratan

tertentu, serta mengikuti peraturan perundang undangan di bidang pasar

modal dan memenuhi ketentuan nilai bersih maksimal Obligasi Daerah

yang mendapatkan persetuiuan Pemerintah. Segala bentuk akibat atau

risiko yang timbul dari penerbitan Obligasi Daerah men,adi tanggung jawab

Daerah sepenuhnya. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

iuga mengatur mengenai Pinjaman Daerah. Dalam UU ini Pinjaman Daerah

ditempatkan dalam kerangka hubungan dalam bidang keuangan antara

Pemerintah dan pemerintahan daerah maupun antar pemerintahan daerah

Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah

daerah dapatmelakukan pinjaman yang bersumber dari P€merintah,

pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan

bank, dan masyarakat,

Dalam UU No- l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara iuga

dinyatakan bahwa Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau

hibah kepada Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha

Milik Daerah sesuai dengan yangtercantum/ditetapkan dalam Undang-

undang tentang APBN. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang

berasal dari penerusanpin.iaman hutang luar negeri dari Menteri Keuangan

atas nama Pemerintah setelahmemperoleh pertimbangan Menteri Dalam

Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukanantara Menteri Keuangan

dan kepala daerah.

Sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut

diterbitkanlah Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman

Daerah, Seiring dengan perubahan kondisi fiskal dan makro ekonomi

serta kebutuhan pendanaan Pemerintah Daerah PP ini telah direvisi dan

disempurnakan meniadi Pemerintah Pemerintah No. 30 Tahun 2011. Arah

kebijakan pinjaman daerah melalui revisi tersebut adalah peningkatan

fleksibilitas penggunaan pinjaman dan peningkatan akses Pemerintah Daerah
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terhadap sumber piniaman, namun tetap dalam koridor jumlah pinjaman
yang aman dan terkendali sehingga tidak menimbulkan dampak negatif
terhadap kesinambungan fiskal daerah serta stabilitas ekonomi dan moneter
secara nasional.

Kebiiakan Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.

30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah telah mengatur dan mendorong
Pemerintah Daerah untuk dapat lebih meningkatkan fungsi penyediaan
pelayanaan dasar kepada masyarakat dan mengembangkan perekonomian
daerah dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien,
transparan dan akuntabel. Revisi Peraturan Pemerintah ini dilakukan sejalan

dengan dilakukannya revisi Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan
Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri menjadi Peraturan Pemerintah No.

10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan

Penerimaan Hibah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Pinjaman
Daerah didefinisikan sebagai semua transaksi yang mengakibatkan Daerah
menerima sejumlah uangatau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak

lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
Yang membedakan antara pinjaman daerah dengan sumber pendapatan
lainnya terletak pada adanya kewajiban untuk membayar kembali,

5.1.3 JENIS.JENIS PINIAMAN DAERAH DAN KRTTERIANYA

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2011
tentang Pinjaman Daerah, jenis dan penggunaan pinjaman daerah adalah
sebagai berikut.

a. Pinjaman Jangka Pendek

Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman daerah dalam jangka

waktu paling Iama 1(satu) tahun anggaran. Kewajiban pembayaran
kembali Pinjaman.langka Pendek yang meliputi pokok pinjaman,
bunga, dan/atau kewajiban seluruhnya harus dilunasi dalam tahun
anggaran berkenaan. Pinjaman langka Pendek digunakan hanya
untuk menutup kekurangan arus kas.

b. Pinjaman Jangka Menengah

Pinjaman Jangka Menengah merupakan pinjaman daerah dalam
jangka waktu lebih dari 1 {satu} tahun anggaran. Kewajiban

216



l3^B V

pembayaran kembali Piniaman Jangka Menengah meliputi pokok
pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus
dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan
gubernur, bupati atau walikota yang bersangkutan. Pinlaman
langka Menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik
yang tidak mengha silkan penerimaan.

c, Piniaman Jangka Panjang

Piniaman la ngka Pa nja ng merupakan pinjaman daerah dala m jangka

waktu lebih dari 1(satu) tahun anggaran. Kewajiban pembayaran

kembali Pinjaman Jangka Panjang meliputi pokok pinjaman,
bunga dan/atau kewajiban lain seluruhnya harus dilunasi pada

tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian
pinjaman yang bersangkutan.

Peningkatan fleksibilitas penggunaan pinjaman daerah melalui
pengaturan bahwa pinjaman jangka panjang digunakan untuk mendanai
kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan
pelayanan publik yang:

a. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi

APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana

tersehut;

b. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penBhematan

terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila
kegiata n tersebut tidak dila ksana ka n; dan/atau

c. memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Namun demikian, khusus untuk pinjaman jangka panjang berupa obligasi
daerah dibatasi hanya untuk membiayai keEiatan investasi prasarana dan/
atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan
penerimaan ba8i APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan
prasa rana da n/atau saranatersebut.

5.1.4 PRINSIP UMUM PINJAMAN DAERAH

Dalam Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah, prinsip umum pinjaman daerah diuaikan sebagai berikut.

. penegasan peran Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum
Negara (BUN) yang mempunyai kewenangan untuk memberikan
pinjaman Pemerintah kepada Pemerintah Daerah;
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. penegasan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman

dan pinjaman tersebut harus merupakan inisiatif Pemerintah

Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah diberikan dalam

kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan

daerah; dan

. Pemerintah Daerah dapat meneruskan piniaman daerah sebagai

piniaman, hibah, dan/atau penyertaan modal kepada Badan

Usaha Milik Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara

pemerintahan daerah dan Badan Usaha Milik Daerah

5.1.5 SUMBER-SUMBER PINJAMAN DAERAH

Pinjaman daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No'

30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah dapat bersumber dari:

a. Pemerintah;
b. Pemerintah Daerah La in;

c. lembaga keuangan bank;

d. lembaga keuangan bukan bank; dan

e. masyarakat.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2008 tentang

lnvestasi Pemerintah telah dibentuk Pusat lnvestasi Pemerintah. Dalam

perkembangannya Pusat Investasi Pemerintah dapat memberikan pinjaman

kepada Pemerintah Daerah. Untuk itu, dalam PP 30 Tahun 2011, diatur

bahwa pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah berasal dari APBN

termasuk dana investasi emerintah yang dilaksanakan melalui Pusat Investasi

Pemerintah, penerusan Piniaman dalam Negeri, dan/atau penerusan

Pinjaman Luar Negeri.

5.1.6 PERSYARATAN PIAIIAMAN DAEMH

Dalam melakukan pinjaman daerah, Pemerintah Daerah wajib

memenuhi persyaratan berikut ini.

. Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah piniaman yang akan

ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah

penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

Memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk
mengembaf ikan pinjaman (Debt Service Coveroge Ratio/DSCR) yang
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ditetapkan Pemerintah yaitu paling sedikit 2,5 (dua koma lima).

Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh calon pemberi piniaman.

. Dalam halpiniaman daerah diaiukan kepada Pemerintah, Pemerintah
Daerah juga wajib memenuhi persyaratan tidak mempunyai
tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari
Pemerinta h.

. Untuk pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang

wajib mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Perhitungan DSCR, semula menggunakan proyeksi PAD, DAU, DBH

BW Pokok Pinjaman selama jangka waktu pin.jaman, namun, hal ini
menyebakan perhitungan DSCR sulit untuk dijadikan landasan mengingat
proyeksi tersebut sangat subjektif dan penuh justrfikasi yang sulit dicari dasar
pembenarannya. Untuk itu dalam Peraturan Pemerintah No, 30 Tahun 2011,

terdapat perubahan cara penghitungan DSCR yang semula berdasarkan
angka proyeksi selama masa pinjaman menjadi rata-rata realisasi per tahun
sela ma tiga tahun terakhir.

5,1,7 PROSEDUR PINIAMAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.30Tahun 2011" tentang Pinjaman
Daerah, sumber pinjaman daerah adalah pemerintah, pemerintah daerah
lain, perbankan, lembaga keuangan non bank, dan masyarakat.

. Batas Maksimal Defisit APBD dan Kumulatif Piniaman Daerah

Dalam rangka prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal nasional,

Menteri Keuangan setiap bulan Agustus menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) mengenai batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal
kumulahf pinjaman daerah. Untuk APBD Tahun 2013, telah ditetapkan PMK

No. 12SlPMK.0712013 tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan
dan BelanjaDaerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun
Anggaran 2013. Pokok-pokok yang diatur dalam PMK tersebut meliputi:

1. Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD Tahun Anggaran 2014

ditetapkan sebesar 0,3% {nol koma tiga persen} dari proyeksi PDB

Tahun Anggara n 2014.

2. Indikatif batas maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 2013 untuk
masing-masing Daerah ditetapkan sebesar 6,5% (enam koma
lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran

2014 untuk kategori sangat tinggi. 5,5% {lima koma lima persen}
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3.

dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014 untuk

kategori tinggi, dan 45% (empat koma lima persen) dari perkiraan

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014 untuk kategori sedanS.

Dan 3,5% (tiga koma lima persen) dariperkiraan Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran 201.4 untuk kategori rendah. Yang dimaksud defisit

APBD dalam hal ini adalah deficit yang dibiaya i dari pinia man daerah.

Batas N4aksimal Kumulahf Pinjaman Daerah yang masih menjadi

kewajiban Daerah sampai dengan Tahun Anggaran ?014 ditetapkan

sebesar 0,37o (nol koma tiga persen) dari proyeksi PDB tahun

anggaran 2014.

Pinjaman daerah tersebut termasuk pinjaman daerah yang

diteruskan menjadi pinjaman, hibah, dan/atau penyertaan modal

kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Pemerintah Daerah wajib melaporkan rencana Defisit APBD beserta

penjelasannya kepada Menteri Keuangan sebelum APBD ditetapkan.

Dalam hal rencana Defisit APBD akan ditutup sebagian atau

seluruhnya dari Pinjaman Daerah dan/atau peniualan kekayaan

daerah yang dipisahkan, Defisit APBD tersebut harus mendapatkan
persetujuan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas

nama Menteri Keuangan.

Dalam hal rencana Defisit APBD akan ditutup sebaBian atau

seluruhnya dari Pinjaman Daerah yang bersumber dari penerusan

pinjaman luar negeri, Pemerintah Daerah lain, Iembaga keuangan

bank, dan lembaga keuangan bukan bank, persetujuan atau
penolakan Direktur Jenderal Perimbangan Keuan8an atas nama

Menteri Keuangan diberikan dengan terlebih dahulu meminta
pertimbangan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal

Keuangan Daerah,

Persetujuan atau penolakan Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan atas nama Menteri Keuangan tersebut menjadi dokumen
yang dipersyaratkan dalam proses evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang APBD atau evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentane APBD Perubahan.

6.

7.

Tata cara pengaiuan permohonan persetujuan rencana defisit APBD

yang akan ditutup sebagian atau seluruhnya dari Pinjaman Daerah dan/atau

penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan dengan prosedur

sebaBai berikut.
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1. Gubernu6 bupati, atauwalikota mengajukan permohonan persetuluan

kepada Menteri Keuangan c.q, Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan dengan tembusan permohonan disampaikan kepada

Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Keuangan Daerah.

2. Dalam hal permohonan persetuiuan diajukan oleh bupati atau

walikota, tembusan permohonan disampaikan pula kepada
gubernur.

3. Pengajuan permohonan persetuiuan sebagaimana dilakukan

Sekurangkurangnya 1 (satu) bulan sebelum Rancangan Peraturan

Daerah mengenai APBD atau Rancangan Peraturan Daerah

mengenai APBD Perubahan dikirimkan untuk dievaluasi.

4. Dalam hal rencana Defisit APBD akan ditutup sebagian atau

seluruhnya dari Pinjaman Daerah, permohonan memuat rencana

kegiatan yang akan dibiayai dari Pinjaman Daerah, dengan dilampiri
dokumen sebagai berikut.

. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tiga tahun terakhir yang

telah ditetapkan dengan peraturan daerah

. Rancangan Ringkasan APBD atau Rancangan Ringkasan APBD

Perubaha n Tahun Anggaran 2013

. Perhitungan sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman
yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen)

darijumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya

. Perhitungan tentanB rasio kemampuan keuangan daerah untuk
mengembalikan pinjaman lDebt 5eruice Coverage Ratio/DSCRI

5. Dalam hal rencana Defisit APBD akan ditutup sebaBian atau

seluruhnya dari penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,
permohonan persetujuan d ilampiri dokumen sebagai berikut.

. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tiga tahun terakhir yang

telah ditetapkan dengan peraturan daerah

. Rancangan Ringkasan APBD atau Rancangan Ringkasan APBD

Perubahan Tahun Anggaran 2013

. Pernyataan gubernur, bupati, atau walikota mengenai bidang

usaha dan struktur permodalan sebelum dan setelah penjualan
kekayaan daerah yang dipisahkan-

Selain mengatur mengenai besaran defisit dan pinjaman daerah, PMK

inijuga mengatur beberapa hal baru yang tidak diatur di PMK sebelumnya.
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Hal-hal baru tersebut melipuh:

a. Seluruh Pemerintah Daerah harus mendapatkan persetuiuan dari

Menteri Keuangan dalam hal merencanakan defisit APBD yang

akan ditutup sebagian atau seluruhnya dari Divestasi {Penjualan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan) sebelum APBD dikirimkan untuk

dievaluasi. Hal ini perlu diatur mengingat divestasi merupakan

kebijakan pemerintah daerah yang berisiko.

b. dalam rangka pengendalian Defisit APBD atau Surplus APBD,

Pemda menganggarkan besaran Defisit APBD sama dengan selisih

lebih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan

atau Besaran Surplus APBD sama dengan selisih kurang antara

penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, Pengaturan

ini juga dimaksudkan untuk mendorong pemerintah daerah

menerapkan anggaran berimbang sehingga tidak ada Pemerintah

Daerah yang sudah dariawal merencanakan SILPA atau SIKPA APBD

by design.

c. Selain itu, ditambahkan pengaturan agar Pemda melakukan upaya

optimalisasi penyerapan anggaran secara efektif sehingga dapat

menurunkan besaran SiLPA pada tahun anggaran berikutnya,

mengingat besar defisit sangat dipengaruhi oleh besaran SiLPA

5.2 PENGERTIAN OBTIGASI DAERAH

Obligasi Daerah atau municipal bond menurut Temel (2001) dalam

bukunya The Fundamental of Municipal Bond merupakan janii dari

pemerintah daerah selaku penerbit kepada investor selaku pemberi pinjaman

untuk membayar kembali selumlah uang yangtelah dipiniam di masa lampau

yang terdiri dari utang pokok utang dan bunga sesuai dengan jangka waktu

yang telah ditetapkan. Menurut Temel, obligasi daerah biasanya memiliki

masa jatuh tempo dari 1 tahun hin88a 40 tahun sejak masa diterbitkannya

dan biasanya digunakan untuk membiayai proyek-proyek antara lain

sekolah, jalan, gedunB pemerintah, gedung perguruan tinggi, laboratorium,
transportasi (jembatan, jalan tol, bandara, pelabuhan), pembanBkit listrik,

instalasi air limbah, rumah sakit, dan rumah hunian bagi masyarakat miskin.

Di Amerika Serikat, obligasi daerah biasanya diterbitkan oleh
pemerintah daerah secara langsung atau dilakukan oleh unit khusus yang

diberikan kewenangan untuk dapat menerbitkan obligasi daerah, misalnya

Dinas Perhubungan, Perusahaan Listrik, Perguruan Tinggi, dan lembaga
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non profit. Obligasi Daerah biasanya digunakan untuk menghimpun dana
masyarakat untuk membiayai kegiatan pembangunan proyek dan sangat
jarang sekaliyang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin operasional
proyek seperti gaji pegawai. Penerbitan obligasi daerah tersebut juBa tetap
membutuhkan persetuiuan dari pihak legislatif dan dikecualikan dari pajak
penghasilan sehingga dapat lebih menarik investor. Di Amerika Serikat, jenis

Obligasi Daerah terbagi menurut tuiuan penerbitan dan jenis penjaminan
yang akan diberikan kepada calon investon Secara garis besar; obligasi daerah
dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu general obligation bonds dan

revenue bonds, General obligation bonds biasanya menggunakan kekuatan
APBD Pemda dalam pembayaran kembali. Jaminan pembayaran general

obligation bonds kepada investor biasanya akan sangat bergantung kepada

kekuatan Pemda dalam memungut pajaknya, sehingga sumber pengembalian
pembayaran Pemda ke investor akan diambil dari pos pajak Pemda, misalnya
dari PPh dan PPN. Sementara itu, untuk revenue bonds biasanya diterbitkan
untuk membiayai proyek yang menghasilkan keuntungan (revenue
generating), misalnya pembangunan ialan tol, rumah sakit, bandara, dan lain
sebagainya. Jaminan pembayaran kupon/bunga dan pokok pin.jaman obligasi
daerah tersebut nantinya akan diambil dari hasilyang didapatkan murni oleh
keBiatan proyek dimaksud (Temel, 2001).

5.2.1 IMPTEMENTASI OBIIGASI DAERAH DI INDoNESIA

Obligasi Daerah di Indonesia merupakan sesuatu yang relatif belum
dikenal, karena hingga saat ini belum ada satu pun Pemda di Indonesia
yang telah menerbitkan Obligasi Daerah, Namun demikian, telah muncul
beberapa Pemda yang berniat mempelajari lebih lanjut mengenai Obligasi

Daerah, misalnya Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Makassar, Pemprov Dl

Yogyakarta, Pemprov Kaltim, Pemprov lawa Timur- Beberapa Pemda sudah
berminat untuk menerbitkan Obligasi Daerah seperti Pemprov DKI .iakarta

dan Pemprov Jawa Barat.

Obligasi Daerah merupakan salah satu alternatif pembiayaan investasi
sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi

masyara kat.

Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah sepanjang
memenuhi persyaratan Pinjaman Daerah. Penerbitan Obligasi Daerah

hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/
atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan
penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan
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prasarana dan/atau sarana tersebut, Obligasi Daerah juga merupakan surat

utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang ditawarkan kepada

publik melalui penawaran umum di pasar modal.

obligasi ini tidak dijamin oleh Pemerintah Pusat (Pemerintah) sehingga

segala risiko yang timbul sebagai akibat dari penerbitan Obligasi Daerah

meniadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Penerbitan surat utanB

merupakan bukti bahwa pemerintah daerah telah melakukan pinjaman/

utanB kepada pemegang surat utang tersebut.

Pinjaman akan dibayar kembali sesuai dengan jangka waktu dan

persyardtan yang disepakati. Pemerintah daerah yang menerbitkan obligasi

daerah berkewajiban membayar bunga secara berkala sesuai dengan iangka

waktu yang telah ditetapkan, Pada saat jatuh tempo pemerintah daerah

berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman.

Tujuan dari penerbitan Obligasi Daerah adalah untuk membiayai

suatu kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan

memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk itu perlu diperhatikan bahwa

penerbitan obligasi tidak ditujukan untuk menutup kekurangan kas daerah.

Obligasi Daerah akan diperjualbelikan di pasar modal dalam negeri sesuai

dengan peraturan perundang-unda ngan pasar modal.

5.2.2 DASAR HUKUM OBLIGA5I DAERAH

Pemerintah Pusat mendorong dan menfasilitasi Pemerintah Daerah

untuk menerbitkan Obligasi Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan

alternative berbasis pinjaman daerah. Pemerintah Pusat telah mengeluarkan

berbagai kebijakan yang mengatur mengenai obligasi Daerah, yaitu:

1. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

2. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah No.30Tahun 201ltentang Pinjaman Daerah;

4. Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.07/2012 tentang Tata

Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah;

5. Paket Peraturan Ketua Bapepam dan LK terkait Penawaran Umum

Obligasi Daerah, yaitu :

a. Peraturan No. Vlll. G.1.4 tentang Pedoman Penyajian Laporan

Keuangan Daerah,

b. Peraturan No, Vlll. G.15 tentang Pedoman Penyusunan Comlort
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Lefter dalam Ran8ka Penawaran Umum Obligasi Daerah,

Peraturan No. Vlll, G.16 tentanB Pedoman Penyusunan Surat

Pernvataan Kepala Daerah di Bidang Akuntansi dalam Rangka

Penawaran Umum Obligasi Daerah,

Peraturan No. lX. C.12 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan

lsi Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum

Obligasi Daerah,

e. Peraturan No. lX. C,13 tentang Pedoman Mengenai Bentuk

dan lsi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi

Daera h, da n

Peraturan No. lX. C,14 tentang Pedoman Mengenai Bentuk

dan lsi Prospektus Rin8kas dalam Rangka Penawaran Umum

obligasi Daera h.

5.2.3 KARA(TERISTIK OBTIGASI DAERAH

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2011 tentang Piniaman Daerah,

mengamanatkan bahwa obligasi daerah yang diterbitkan merupakan
jenis obligasi pendapatan lrevenue bonds), Kegiatan yang didanai melalui
penerbitan obligasi daerah harus menghasilkan penerimaan, namun

demikian tidak harus mencapai pemulihan biaya penuh Vull cost recovery).

Peraturan yang sama juga mengamanatkan bahwa apabila kegiatan belum

menghasilkan dana yang cukup untuk membayar pokok, bunga, dan denda

maka pembayaran dilakukan dari APBD. Secara khusus, Obligasi Daerah

memiliki karakteristik sebaga i berikut.

a. Merupakan pinjaman jangka panjang yang berasal dari masyarakat
(lebih dari satu tahun sesuai dengan syarat perjanjian piniaman

yang bersangkutan). Obligasi di Indonesiaumum nya mempunyai
jangka waktu sekitar 5 tahun atau lebih;

b. Diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar

modal dalam negeri;

c. Dikeluarkan dalam mata uang rupiah;

d. Hasil penjualan digunakan untuk membiayai investasi sektor publik

yang menghasilkan

e, Penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat; dan

f. Nilai obligasi daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai

nominal obligasi daerah pada saat diterbitkan.
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5.2.4 KEGIATAN YANG DAPAT DIBIAYA] OBTIGASI DAERAH

Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah hanya untuk
membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan

dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan Pemerintah
Daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Obligasi yang

diterbitkan dapat digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan yang

berbeda.

Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat digunakan untuk membiayai

kegiatan atau beberapa kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam

rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi

APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau

sarana tersebut.

Kegiatan tersebut harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah.

Kegiatan yang didanai dari obligasi daerah merupakan kegiatan baru atau

pengembangan kegiatan yang sudah ada. Kegiatan tersebut dapat dibiayai

sepenuhnya atau sebagian dari Obligasi Daerah. Pengelolaan Kegiatan dapat

dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah, Badan Layanan Umum Daerah,

atau Badan Usaha Milik Daerah.

Kegiatan pemerintah daerah yang dapat dibiayai dengan obligasi daerah

d i a ntaranya:

a. Fasilitas Pengolahan Air Minum;

b. Fasilitas Transportasi Darat, Laut dan Udara;

c. FasilitasKesehatan/Rumahsakit;

d. Fasilitas Perdaga ngan/Pasa r;

e. Fasilitas Peruma han/ruma h susun;

I FasifitasEnergi/Powerplont;

g, Fasilitas Pengelolaa nLimba h/Sampah;

Pemilihan kegiatan atau proyek tersebut yang akan dibiayai dari Obligasi

Daerah harus memerhatikan level kewenangan Pemerintah Daerah dan skala

prioritas pembangunan dalam rangka penyediaan public good dan services.

5.2.5 PIHAK.PIHAK YAN6 TERKATT DENGAN OBTIGASI DAERAH

Secara umum, pihak-pihak/institusi yang terlibat dengan obligasi daerah
dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

I
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Keterangan:

a. Regulatot adalah lembaga/instansi pemerintah yang memiliki

kewenangan untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan penawaran

umum obligasi daerah di pasar modal. Pengawasan tersebut merupakan

tanggung jawab kementeria n keuangan di mana secara praktiknya

dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan, dan

Direktorat Jenderal Perimbanga n Keuangan.

1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DIPK), merupakan

unsur di dalam Departemen Keuangan, yang berhndak atas

nama Menteri Keuangan untuk mengevaluasi dan memberikan
persetujuan atas rencana penerbitan obligasi daerah yang diajukan

oleh pemerintah daerah serta mengawasi pen8elolaan obligasi

daerah, sesuai dengan kerangka kerja pinlaman daerah seperti

d iatur dalam PP 30/2011.

Bapepam Lembaga Keuangan (Bapepam-tK), adalah Badan

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang bertugas untuk

melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan Pasar Modal

dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang

teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal

dan masyara kat.

Self Regulatory Organizations (5Ro), merupakan lembaga/

organisasi yang berwenang untuk mengeluarkan peraturan bagi

kegiatan usahanya. Di pasar modal, SRO terdiri dari bursa efek,

lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan

penyelesaian.

Bursa Efek, adalah pihak yang menyelengga rakan dan menyediakan

system dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual

dan beli efek pihak pihak lain dengan tujuan memperdagangkan

efek di antara mereka.

Lembaga Kliring dan Peniaminan, adalah pihak yang

menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian

transaksi bursa, Di Indonesia, lembaga kliring dan penjaminan yang

telah mendapat izin dari Bapepam LKadalah PT. Kliring Pentaminan

Efek lndonesia (PT. KPEI).

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, adalah pihak yang

menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian,

perusahaa n efek, dan piha k lain. Di Indonesia,lembaga penyimpanan

5'

4)

s)

6)
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dan penyelesaian yang telah mendapat izin dari Bapepam dan LK

adalah PT. Kustodian Sentral Efek lndonesia {PT. KSEI}.

Emiten, merupakan pihak yang melakukan penawaran umum. Dalam

kaitannya dengan obligasi daerah, pihak yang menjadi emiten adalah
pemerintah daerah.

Pemegang Efek, ada lah investoratau pihak yang menanamkan modalnya
dalambentuk pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah dalam
bentuk obligasi daerah.

Perusahaan Efek, adalah perusahaan yang mempunyai aktivitas sebagai
peniamin emisi efek, perantara pedagang efek, mana.jer investasi, atau
gabungan dari ketiga kegiatan tersebut-

1) Peniamin Emisi Efek, adalah pihak yang membuat kontrak dengan

emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan
emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang

tidak ter.jual.

2) Perantara Pedagang Efek, adalah pihak yang melakukan kegiatan

usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.

3) Manajer Investasi, adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola
portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio
investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan

asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan

usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yanB

berlaku.
Lembaga Penunjang, merupakan pihak-pihak penunjang terlaksananya
pelaksanaan penawaran umum, yang terdiri dari biro administrasi efek,

custodian dan wali amanat.

1) Biro Administrasi Efek, adalah pihak yang berdasarkan kontrak
dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan
pembagian hak yang berkaitan dengan efek.

2I Kustodian, adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan
harta lain berkaitan dengan efeksertajasa lain, termasuk menerima
deviden, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan
mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

3) Wali Amanat, adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang

efek bersifat utang (termasuk obligasi daerah). Penunjukan Wali
Amanat dilakukan melalui perjanjian bersama seluruh pihak
pada penerbitan obligasi daerah. Wali amanat bertugas untuk

d.

e.
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mengendalikan seluruh aspek-aspek administratif penerbitan

obligasi daerah, termasuk memastikan bahwa penerbitan obligasi

daerah telah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pada

perjanjian obligasi daera h.

Profesi Penunjang, merupakan pihak-pihak yang karena profesinya,

turut menunjang terlaksananya penawaran umum di pasar modal.

Untuk melakukan kegiatan di bidang pasar modal, profesi penunjang

pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam dan [K. Profesi

penunlang terdiri dari akuntan publik, notaris, konsultan hukum dan

perusahaan penilai.

Pihak Lain Yang Terlibat, merupakan pihak-pihak lain yanB juga

terlibat dalam pelaksanaan penawaran umum obligasi daerah di pasar

modal, namun tidak terlibat secara langsung dalam proses transaksi

perdagangan efel! yangterdiri dari penyedia penguatan kredit, lembaga

pemeringkat efek serta penasihat investasi.

1) Lembaga Pemeringkat Efek, merupakan lembaga yang memberikan

peringkat kredit bagi penerbit obligasi daerah. Lembaga pemeringkat

mengukur kelayakan kredit, kemampuan membayar piniaman yanB

akan memengaruhi tingkat bunBa pinjaman.

Penvedia Penguatan Kredit, adalah pihak yang memberikan

penguatan kredit melalui pernyataan kesediaan menjamin obligasi

daera h, d i mana penguata n kred it ini akan memberika n kenya mana n

bagi investor dan dapat memengaruhitingkat bunga.

Penasihat Investasi, merupakan pihak yang memberikan nasihat

kepada pihak lain berkaitan dengan penjualan atau pembelian efek

denga n memperoleh imbalan jasa.

5.2.5 PRoSES PENENBITAN OBI.IGASI DAERAH

Sebelum obligasi daerah diterbitkan di pasar modal, terdapat beberapa

tahap yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah terlebih dahulu. Tahap-

tahap tersebut meliputi persiapan di daerah, persetuiuan Menteri Keuangan,

tahap pra-registrasi dan registrasi, hingga tahap penawaran umum Tahapan

ini merupakan IangkahJangkah yang harus ditempuh secara berurutan sesuai

dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.07/2012 dan peraturan-

peraturan Bapepam dan LK.

?l
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5.3 DANA CADANGAN

5.3.1 PENGANTAR

Dalam kondisi tertentu, pemerintah daerah (pemda) seringkali
merencanakan untuk melaksanakan kegiatan atau program yang

memerlukan pendanaan yang relative cukup besar terhadap besaran APBD
pemda yang bersangkutan, misalnya rencana pemilihan kepala daerah dan
dewan perwakilan daerah (DPRD). Sebelum pelaksanaan proBram yang

membutuhkan dana besar tersebut, pemda perlu terlebih menghimpun
dana yang akan digunakan agar program tersebut dapat dilaksanakan dengan
tidak meng8anggu kemampuan APBD berialan guna mendanai program yang

menjadi urusan wajib dan prioritas. Oleh karena itu. dimungkinkan bagi
pemda untuk membentuk dana cadangan dengan mengalokasikan sebagian
dana APBD setiap tahunnya selama lebih dari satu tahun anggaran.

Dalam struktur APBD, dana cadangan termasuk salah satu pos
pembiayaa n.

Pada saat pembentukan dana cadangan dimasukkan dalam kelompok
pengeluaran pembiayaan sedangkan pada saat dana cadangan dicairkan
untuk digunakan membiayai program atau kegiatan yang telah ditentukan
dimasukkan sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan dan pencairan
dana cadangan dikategorikan sebagai salah satu pos pembiayaan karena
pada dasarnya pembentukan dana cadangan tidak mengurangi nilai kekayaan
suatu pemda (atau ekuitas). Begitu juga sebaliknya, pencairan dana cadangan
tidak menambah kekayaan daerah tersebut.

Atau dengan kata lain pembentukan dana cadangan hanya memindahkan
sementara dana dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening khusus
yang ditetapkan dan setelah mencapai waktu yang telah ditentukan dana
pembentukan dan semua hasilnya dikembalikan ke Kas Lrmum Daerah.

5.3.2 PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Dalam sistem pemerintahan pasca desentralisasi dan otonomi daerah
member kewenangan kepada setiap daerah untuk membiayai pembangunan
daerah dengan mengelola dana yang dimilikinya secara efisien dan efektif.
Kewenanganjuga termasuk mengelola dana APBD untuk membiayai program
atau k€giatan yang membutuhkan dana yang relatif besar dan tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
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Keterbatasan keuangan daerah untuk membiayai program atau

kegiatan yang tidak dapat dibiayai dalam satu tahun anggaran mendorong

setiap daerah untuk membentuk dana cadangan. Sesuai dengan peraturan

perundang-unda ngan, PP 59/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

pasal 122 dan Permendagri 13/2006 tenta ng Pedoma n Pengelolaan Keuangan

Daerah pasal 63, pembentukan dana cadangan harus dituangkan terlebih

dahulu dalam perda pembentukan dana cadangan sebelum dialokasikan

dalam APBD. Perda pembentukan dana cadangan merupakan izin prinsip atau

kesepakatan bersama antara kepala daerah dengan DPRD untuk menyisihkan

sebagaian dana APBD tahun berjalan dan tahun-tahun berikutnya yang

disepakati. Kesepakatan bersama ini sangat diperlukan men8ingat kegiatan

atau program yang akan dibiayai oleh dana cadangan dianggap sangat

pening sifatnya sehingga ketersediaan dananya harus dijamin dan perda

pembentukan dana cadangan ini dapat dikatakan sebagai jaminan, baik
jaminan dari pihak eksekutif maupun dari pihak legislatil atas ketersediaan

dana unutk melaksanakan kegiatan atau program yang disebutkan dalam

perda dana cadanga n.

Perda pembentukan dana cadangan sekurang-kurangnya memuat
(1) tujuan pembentukan, (2) jumlah rupiah, (3) sumber dana cadangan,

apakah dari surplus APBD atau penerimaan APBD, (4) periode pencadangan,

berapa tahun dana cadangan akan dianggarkan dan berapa rupiah setiap

tahun anggarannya, (4) jenis pengeluaran {5} penggunaan, untuk proyek

atau program apa saja dana cadangan akan digunakan, dan (6) penempatan

dana, apakah akan ditempatkan pada Deposito, Sertifikat Bank Indonesia

(SBl). Surat Utang Negara (SUN) atau instrumen investasi jangka pendek

fainnya lainnya yang memenuhi sifat menghasilkan cash flow tetap dan

berisiko rendah (Permendagri ,,3/?0O6J. Contoh peraturan daerah tentang
pembentukan dana cadangan pada Perda Provinsi Sulawesi Selatan No, , 12

Tahun 2006 dan Perda Kabupaten Malang No. 6 Tahun 2006.

5,3,3 SUMBER DAN PCNEMPATAN DANA CADANGAN

Pembentukan dana cadangan termasuk sumber pendanaannya

harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Pembentukan dana cadangan

dapat bersumber dari (1) Surplus APBD tahun anggaran sebelumnya dan

(2) penerimaan APBD tahun berjalan yang penggunaannya tidak dibatasi,

misalnya pendapatan asli daerah termasuk PBB PZ, dana alokasi umum, bagi

hasil pajak dan bukan pajak, dan dana otsus.
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Penerimaan APBD yang dibatasi penggunaannya seperti pinjaman

daerah di mana peruntukan dananya sudah ditentukan dalam naskah

perjanjian piniaman, pendapatan hibah yang peruntukannya ditentukan oleh

naskah perjanjian hibah, DAK (termasuk dana pendampingnya), pendapatan

RSUD dan Dana Darurat tidak dapat digunakan untuk membentuk dana

cadangan (PP 58/2005 pasal 122 dan Permendagri 13/2006).

Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran

pembiayaan dalam tahun ang8aran berjalan. lni berarti bahwa APBD

mengalami surplus yang diakibatkan oleh penerimaan yang bersumber
dari pendapatan yang tidak dibatasi pen8gunaannya. Penempatan dana

cadangan tidak boleh bergabung dengan rekening kas daerah yang selama

ini digunakan tetapi harus terpisah. Hal ini dimaksudkan agar dana yang

sudah disisihkan sebagai dana cadangan tidak dipergunakan dalam kegiatan

operasional pemda dan untuk memudahkan pengawasan penggunaannya.

Penempatan dana cadangan menggunakan rekening tersediri dan

dikelola oleh Peiabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

5.3.4 PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DATAM PRAKTIK

Jika memerhatikan tren pos dana cadangan seperti tampak pada tabel
1, dapat dilihat bahwa pemda-pemda yang melakukan pembiayaan melalui
pos ini tidaklah banyak. Pada tahun 2010 sebanyak hanya 20 pemda yang

membentuk dana cadangan dan terus bertambah menjadi 45 dan 68 pemda
pada tahun 2011dan 2012.

Tren peningkatan yang melonjak pada tahun 2012 disebabkan karena

beberapa daerah dijadwalkan akan menggelar pemilihan kepala daerah
(pilkada) antara tahun 2013- 2015 dan melakukan pembentukan dana

cadangan untuk mendanai pilkada 2 atau 3 tahun sebelumnya. (Sumber:

www. Djpk. Depkeu. Go. ld,20L2);

Secara umum, pemerintah daerah menghadapi masalah yang sama

menjelang pilkada, yaitu keterbatasan dana untuk proses demokrasi di daerah
tersebut. Oleh karena itu, menyiasati keterbatasan da na APBD, pemda-pemda

tersebut membentuk dana cadangan 2 atau tiga tahun sebelum pelaksanaan

pemilu Kepala Daerah.

Tidak semua pembentukan dana cadangan dikhususkan bagi pendanaan

pilkada. Beberapa tujuan pembentukan dana cadangan yang pernah

dianggarkan beberapa pemda, seperti pada tabel 2, diperuntukkan bagi
penyertaan modal pada suatu perusahaan, memperlancar pemungutan Pajak

/)L
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Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB- PZ) pasca pengalihan,

penyelenggaraan pekan olah raga provinsi, dan lain-lain.

Pembentukan Dana Cadangan Pemilu Kabupaten Bandung Pemerintah

Kabupaten Bandung, misalnya, akan menggelar pemilihan Bupati pada tahun
2015 dan diperkirakan memerlukan dana sekitar 60 milyar atau sebesar

2,?% dari total APBD tahun 2012. Karena jumlahnya yang relatif besar,

pemerintah Ka bupaten Bandung mengantisipasi besarnya dana pelaksanaan

pilkada tersebut dengan membentuk dana cadangan selama 4 tahun
berturut-turut mulaitahun anggaran 2012 sampai dengan 2015 melalui Perda

No. 5 Tahun 2012. Dana cadangan yang disepakati Rp 60.000.000.000 yan8

dialokasikan dalam APBD tahun 2012 sampai dengan 2015 masing-masing

Rp 15.000,000.000,-. Dana cadangan tersebut bersumber dari Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran (SiLPA). Sementara itu, dana cadangan yangterbentuk,

sebelum digunakan, akan ditempatkan pada instrumen investasi berupa

deposito, SBl, Surat Perbendaharaan NeBara {SPN}, SUN, dan surat berharga

lainnya yang dijamin pemerintah. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten

Bandung berharap pada pelaksanaan pilkada nanti hdak terdapat lagi

masalah penda naa n karena suda h dicadangkan dengan cukup memadai pada

APBDtahun-tahun sebelum pilkada. (Sumber: Perda Kabupaten Bandung No.

5 Tahu n 2012).

5.3.5 PENGELoTAAN DANA CADANGAN

Penempatan dana cadangan pada rekening tersendiri tidaklah
dimaksudkan untuk menyimpan dana tersebut tanpa menghasilkan
pendapatan atau hanya memperoleh pendapatan yang sangat rendah. Akan

tetapi pengelola dana tersebut dalam hal ini PPKD dapat mengoptimalkan
pemanfaatan dana cadangan tersebut dengan risiko yang rendah.

Sebagai pejabat pengelola keuangan, PPKD dapat mengelola dana yang

disisihkan selama periode penyisihan sampai sebelum digunakan dengan

menempatkan pada portofolio yang mempunyai risiko yang rendah (/ow

risk) dan dengan imbal hasil tetap (fxed return). semua imbal hasil atas

penempatan dana cadangan tersebut baik berupa bunga, kupon obligasi,

atau hasil investasi lainnya harus ditampung dalam rekening dana cadangan

dan menambah saldo dana cadangan. Dengan demikian, saldo dana

cadangan akan terus bertambah dan dapatdipashkan, jika dikelola dengan

baik, saldo akhir dana cadangan sebelum digunakan akan melebihi jumlah

kebutuhan dana kegiatan yang ditentukan dalam perda yang bersangkutan.
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Atau jumlah dana yang disisihkan lebih rendah dari kebutuhan pembentukan

dana cadangan. Kekurangan dana yang disisihkan akan dtutupi dengan

imbal hasil {pendapatan bunga, dividen, atau hasil investasi lainnya} selama

periode penyisihan sehingga pada akhir periode penyisihan jumlah dana

yang terkumpul sama dengan kebutuhan dana cadangan (program/kegiatan
yang akan dilaksanakan).

Pengelolaan dana cadangan memang dihadapkan pada banyak pilihan

instrumen investasi dengan berbagai kombinasi risiko (risk) dan imbal hasil
(return). Investasi yang berisiko tinggi tentu akan memberikan imbal hasil

yang tinggi pula.

Sebaliknya, investasi dengan risiko yang rendah akan menghasilkan
pendapatan yang rendah pula. Namun demikian, untuk mengurangi potensi

munculnya motif-mohf spekulasi dalam menempatkan dana cadangan,
peraturan perundang-undangan secara tegas memerintahkan pen8elola

dana cadan6an untuk memilih portofolio dengan risiko rendah dan imbal

hasil tetap (PP 58/2005 pasal 123). Hal ini dimaksudkan agar dana untuk
tujuan tertentu tersebut teriamin ketersediaannya dan proyek atau kegiatan

yang memerlukan dana besar terkait dapat dilaksanakan sebagaimana yang

telah d irencanakan.

Meskipun dalam penjelasan pasal 77 ayat (2) UU No. 33 Tahun 2004
portofolio investasi untuk dana cadangan hanya dicontohkan deposito bank
pemerintah, dalam praktiknya beberapa pemda yang membentuk dana

cadangan menempatkan untuk sementara dana pada beberapa surat berharga

yang sangat likuid dan aman, di antaranya deposito bank BUMN, Surat

Perbendaharaan Pemerintah (SPN), SBl, dan SUN. Portofolio tersebut selain

memberikan hasil yang tetap dan risiko relatif keciljuga sangat likuid. Sebagai

contoh, deposito dapat dicairkan kapan saja sesuaiiangka waktu yang dipilih.

Keharusan penempatan dana cadangan pada instrumen investasi yang

diterbitkan oleh pemerintah dan bank BUMN sangat logis, karena surat-surat

berharga tersebut mempunyai tingkat risiko sangat kecil atau hampir tak
berisiko sama sekali.

Kita selalu meyakini bahwa pemerintah akan mampu membayar semua

kewajiban terkait dengan surat utang yanB diterbitkannya. Begitu juga

dengan bank BUMN, eksistensi dari perusahaan negara ini diyakini akan

dipertahankan sekuat tenaga oleh pemerintah, sehingga risiko deloult atau
gagal bayar sangat kecil. Hal ini tercermin dari pengalaman krises ekonomi
moneter 1997.
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5.3.6 OPTIMATISASI PEMANFAATAN DANA CADANGAN

5elama proses pembentukan dana cadangan perlu dilakukan

pemanfaatan optimal atas dana yang disisihkan sehingga bisa lebih

berdaya guna. Pengelolaan dana cadangan yang dikelola dengan baik

selama masa "pengumpulan" sampaa saat dinilai clrkup untuk digunakan

dapat lebih produktif. Dalam hal ini, kebijakan harus diarahkan pada upaya

memberdayakan "idle money''dalam bentuk dana cadangan.

dalam proses pengan8garan dalam APBD jarang sekali dijumpai

mempertimbangka n unsu r nilai waktu da ri uang (t rne volue of moneylkarena

mungkin pengaruhnya tidak signifikan terhadap realisasi belanja maupun

pendapatan, mengingat, baik belanja maupun pendapatan yang dianggarkan

hanya dalam satu tahun anggaran saja. Akan tetapi, jika kita kaitkan dengan

dana cada ngan yang pembentukannya dilaksana kan beberapa ta hun berturut-

turut, maka sebaiknya perencana keuangan daerah juga mempertimbangka n

time value of money dalammenentukan besa ran dana yang a kan d ia lokasikan

setiap tahunnya untuk pembentukan dana cadangan tersebut.

Time volue of money merupakan konsep yang menyatakan bahwa nilai

uang hari ini akan lebih berharga dibandingkan nilai uang dengan nominal
yang sama pada masa yang akan datang- Nilai uang, dalam hal ini, sangat

ditentu ka n oleh waktu.

Sebagai contoh, sepuluh tahun lalu dengan hanya Rp 2.000 dapat

mem beli sepiring nasi lengkap dengan lauknya yang memenuhi kriteria empat

sehat Iima sempurna, tetapi hari ini dengan nominal uang yang sama kita

mungkin hanya akan mendapat sebungkus nasi putih saja. Ini menunjukkan
uang Rp. 2.000 sepuluh tahun yang lalu jauh lebih berharga atau bernilai

dibandingkan dengan uang Rp. 2.000 saat ini. Dengan pemikiran yang samar

kebutuhan dana sebesar Rp 60 milyar untuk membiayai pilkada Kabupaten

Bandung tersebut tahun 20L5 atau 4 tahun sejak dibentuk da na cadanga nnya

nilainya akan kurang dari Rp 60 milyar, Oleh karenasifatnya yang multi yeors,

perhitungan besaran dana cadangan yang akan dialokasikan untuk setiap

tahunnya seyogyanya dilakukan dengan mempertimba ngkan konsep nilai

waktu uang tersebut, Dengan melakukan hal itu, maka penganggaran dana

cadangan akan lebih effisien. Untuk melihat pengaruh dari time value of
money dalam penganggaran dana cadangan, akan diilustrasikan melalui
pembentukan dana cadangan khusus untuk pelunasan kembali obligasi atau

pinjaman jangka panjang atau yang sering di sebut sinking fund.
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5.3.7 ITUSTRASI PEMBENTUKAN SINK'NG FUND

Pemerintah Daerah Kota XYZ berencana untuk pembangunan jalan

tol yang diperkirakan memerlukan biaya Rp 100 milyar, Untuk memenuhi

kebutuhan dana tersebut pemkot XYZ berencana untuk obligasi daerah
(municipa bond) yang jatuh tempo dalam waktu 10 tahun denga n kupon 10%

pertahun dan dibayarkan smestera n.

Untuk menjamin ketersediaan dana pelunasan obligasi tersebut, Pemkot

XYZ dan DPRD-nya sepakat untuk menyisihkan SiLPA untuk membentuk dana

cadangan yang akan dilakukan setiap tahun selama 10 tahun. Dana cadangan

tersebut akan dikelola dalam rekening khusus dan ditempatkan dalam deposito
Bank ABC {bank BUMN) dengan bunga 5% per tahun. Kontrak Deposito tersebut
selama 6 bulan dan otomatis di perpanjang jika tidak dicairkan.

Permasalahan:

- berapa dana yang diperlukan untuk dialokasikan dalam APBD per

tahun (Present Volue of an Ordinary Annuity/present value unluk
jumlah yang harus dibayarkan setiap akhir tahun)

- berapa dana cadangan yang diperlukan untuk melunasi obligasi

saat jatuh tempo lpresent value\?

Dari permasalahan diatas, kita dapat mengidentifikasi ba hwa kebutuhan
dana Rp 100 milyar merupakan nilai masa datang lJuture voluel karena
hakikatnya akan dibayarkan pada akhir tahun ke-10 nanti, sementara
yang akan dihitung adalah nilai sekarang (present value) dari jumlah
yang akan dibayarkan pada akhirtahin ke-10 tersebut dan nila i sekardnE

dari alokasi APBD tiap tahun atau present volue of on ordinary anuity
(diasumsikan dilakukan pada akhir tahun).

Pada kasus ini kita hanya menghitung nilai sekarang dari jumlah yang

akan iatuhtempo pada akhir tahun ke-10, sementara untuk tujuan
penyederhanaan perhitungan kebutuhan dana untuk pembayaran
kuponnnya tidak dimasukkan dalam perhitungan ini. Data yang kita
perlukan sudah kita ketahui yaitu:

a. Future value dana cadangan akan sama dengan nominal obligasi =

b.

Rp 100 milyar

Jangka waktu pembentukan sama dengan jangka waktu jatuh

tempo (Maturity dote) obligasi = 10 tahun

Hasil yang diharapkan (yield) sama dengan bunga deposito, yatiu

5% per tahun.

l
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1. Langkah pertama:

Membuat kerangka waktu /hme frame) penempatan dana cadangan

yang akan kita hitung besarannya.

2. Langkah kedua:

Menghitung besa rnya da na ya ng ha rus dialokasikan setiap tahun denga n

men8gunakan bantuan program excel, terutama dengan fungsi financial

PMT (poyment).

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan fungsi PMT tersebut kita

memperoleh besaran pengalokasian dana cadangan per tahun adalah

Rp 7.950.457.497,

3. Langkah ketiga:

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut kita dapat menyusun jadwal

penempatan dana cadangan secara iengkap.

Dengan perencanaan menggunakan konsep sinking fund tersebut,
penerbitan obligasi senilai Rp, 100 milyar dapat ditutupi dengan hanya

mencadangkan dana APBD tiap tahunnya sebesar Rp. 7.95O.457.497

selama 10 tahun dengan total Rp. 79.5O4.574.97O dan memperoleh
imbal hasil dengan total Rp. 20.495.425.034.

(Sumber:Diktat Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Keuangan 2013)

5.3.8 PENCAIRAN DANA CADANGAN

Setelah jumlah dana cadangan mencukupi sesuai perda yang

mengaturnya untuk membiayai program/kegiatan yang telah ditetapkan di

dalam tujuan pembentukan dana cadangan maka dana cadangan tersebut
siap untu k digunaka n.

Penggunaan dana cadangan tersebut untuk membiayai ProEraml

kegiatan pada prinsipnya diperlakukan sama dengan program/kegiata n

lainnya. Proses perencanaannya dimulai dengan mencantumkan nama

program/kegiatan dalam rencana kerla (Renja), RKPD, RKA SKPD, lalu

dicantumkan dalam PPAS dan RAPBD, dan akhirnya ditetapkan dalam Perda

APBD. Kemudian setelah Perda APBD ditetapkan, maka SKPD membuat DPA

dan Anggaran Kas SKPD yang memuat rencana pelaksanaan dan pencairan

dana untuk program/kegiata n yang nantinya akan didanai dari APBD (dana

cadangan), Na mun, SKPD tidak perlu menca ntum sumber pendanaannya dari

dana cadangan.
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5.4 INVESTASI DAERAH

5.4.1 DASAR HUKUM INVESTASI DAERAH

Dasar hukum dalam pelaksanaan investasi dan kerja sama pemerintah

daerah antara lain:

1. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

3. UU No.l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

4. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

5. PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/
Daera h

6. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

7. PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah

L PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama

Daerah

9. PP No. l Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah

10. Permendagri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Taia Cara

Kerjasama Daerah

5.4.2 DcFrNrsr lNvEsrasl

Ada beberapa defi nisi terkait investasi, menurut beberapa ahli ekonomi,

investasi adalah komitmen sejumlah dana saat ini sampai periode waktu

tertentu, untuk menghasilkan pengembalian di akhir periode sebagai

kompensasi atas penundaan konsumsi selama dana tersebut ditempatkan
(Reilly dan Brown,2001), Sedangkan Sharpe (1987) mendefinisikan investasi

adalah, suatu pengorbanan harta pada saat ini, untuk mendapatkan harta

pada masa yang akan datang.

dalam perhitungan pendapatan nasional, menurut Sukirno (1994),

investasi meliputi seluruh nilai pembelian pengusaha atas barang-barang

modal dan pembelanjaan untuk mendirikan industri-industri, pengeluaran

masyarakatuntukmendirikan rumah-rumah dantempattinggal, pertambahan

dalam nilai stok barangbarang berupa bahan mentah, barang yang belum

selesai di proses dan barang jad,.

Dalam kaitanya dengan perusahaan, Investasi merupakan pengeluaran
perusahaan secara keseluruhan yang mencakup pengeluaran untuk membeli
bahan baku/material, mesin-mesin dan peralatan pabrik serta semua modal
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lain yang di perlukan dalam proses produksi. Pengeluaran untuk keperluan

bangunan kantor, pabrik tempat tinggal karyawan dan bangunan kontruksi

lainnya. Perubahan nilai stok atau baranB cadangan sebagai akibat dari

perubahan jumlah dan harga (Deliarnov, 1995).

Dalam pengertian yang lebih luas yang dikaitkan dengan perkembangan

pasar modal sekarang, definisi Investasi adalah setiap kegiatan yang hendak

menanamkan uang dengan aman (Simarmata, 1984). Pada dasarnya investasi

merupakan penundaan konsumsi atas sejumlah dana yang dilakukan pada

saat ini untuk digunakan dalam produksi atau ditanam dalam bidangtertentu

selama suatu periode waktu, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang

akan diterima di masa mendatang. Contohnya, seorang investor membeli

saham pada saat ini dengan perkiraan di masa yang akan datang akan

memperoleh keuntungan atau manfaat yanglebih besar melalui penerimaan

dividen atau kenaikan harga saham (cdpitolgoinl. Keuntungan ini merupakan

imbalan atas waktu dan risiko yang terkait dengan investasi, akibat

ketidakpastian aliran dana pada masa yang akan datang.

Sementara itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan pengertian

investasi antara la in:

"lnvestosi odalah penggunoon oset untuk memperoleh monloot
ekonomis, seperti bunga, dividen, royolti, monfaot sosial don/atou
monfoat loinnyo sehingga dopot meningkotkon kemampuon pemerintah

dolom rongka peloyanan kepado mosyarokot." IPP 58/2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daera h)

Peraturan lainnya yakni Peraturan Pemerintah No, 1 Tahun 2008

tentang Investasi Pemerintah mendefinisikan Investasi Pemerintah sebagai

penempatan sejumlah dana dan/atau baranB dalam jangka panjant
untuk investasi pembelian surat berhar8a dan Investasi Langsung untuk

memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Pasal

30 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa

ketentuan atas peraturan pemerintah ini berlaku mutatis mutandis terhadap
pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sehingga pengelolaan lnvestasi

daerah dapat mengacu pada peraturan ini.

5.4.3 BENTUK INVESTASI DAERAH

Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 meng8olongkan investasi

daerah berdasarkan jangka waktunya sebagai berikut.
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a. Investasi Iangka Pendek, merupakan investasi yang dapat segera

diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas

dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas)

DUtan,

Contoh:

Pemda membelideposito beriangka maksimal l2 [dua belas) bulan,

dan pembelian SUN, sBl atau sPN.

b. Investasi .langka Panjang, yaitu investasi yang dimaksudkan untuk

dimiliki lebih dari L2 (dua belas| bulan. Investasi jangka panjang

terdiri da ri:

- Investasi permanen: investasiyang dimaksudkan untuk dimiliki
secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk d iperjua lbelikan

atau tidak ditarik kembali.

Contohnya antara lain: kerjasama daerah dengan pihak ketiga

dalam bentuk penggunausahaa n/pemanfaatan aset daerah,

penyertaan modal daerah pada BUM D dan/atau Badan Usaha

lainnya maupun investasi permanen lainnya yang dimiliki
pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau

meningkatkan pelayanan kepada masya rakat

- Investasi non permanen: investasi yang dimaksudkan untuk
dimilikisecara tidakberkelanjutan atau ada niat untuk diperjual
belikan atau ditarik kembali, contohnya pembelian obligasi,

surat utangjangka panjang, bantuan modalkerja, dana bergulir,

fusilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.

Berdasarkan jenis, investasi Daerah terdiri dari dua jenis, yaitu:

a. Investasi Surat Berharga

Investasi surat berharga terdiri dari:

- Pembelian Saham

- Pembelian Surat Utang berupa Surat UtanB Negara yang terdiri
atas SPN dan obligasi

b. Investasi Langsung

Investasi langsung terdiri dari:

. Penyertaan Modal

Penyertaan modal adalah investasi Pemerintah pada Badan

Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian
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Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan

Terbatas.

. Pemberian Pinjaman

Pemberian pinjaman adalah bentuk Investasi Pemerintah
pada Badan Usaha, Badan Layanan Umum (BLU), Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota, danBadan Layanan Umum Daerah

(BLUD) dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok

pinjaman, bunga, dan/atau biaya lainnya.

Pengkalisifikasian ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No.1

Tah un 2008.

5.4.4 SUMBER DANA INVESTASI DAERAH

Sumber dana Investasi Daerah sebagaimana Peraturan Pemerintah No.

l Tahun 2008, dapat berasal dari:

. Surplus Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah (APBD)

. Keuntungan investasi terdahulu

. Sumber-sumber lainnya yang sah

Penggunaan surplus APBD untuk investasi daerah harus memperoleh
persetuiuan terlebih dahulu dari DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan

Daerah {Perda).

5,4.5 PENGEIOIAAN INVESTASI DAERAH

Pengelolaan keuangan Investasi Daerah adalah sebagai berikut.

a. Penganggaran

Investasi pemerintah daerah dianggarkan dalam pengeluaran

pembiayaan, sementara untuk divestasi pemerintah daerah dianggarkan

dalam penerimaan pembiayaan pada jenis hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan - Penerimaan dari hasil atas investasi pemerintah daerah

dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah pada jenis hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Investasi daerah jangka pendek dalam bentuk deposito pada bank

umum dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan

modal {investasi) pemerintah daerah, sementara pendapatan bunga atas

deposito pada bank umum dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli

daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
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Pengelolaan anggaran investasi daerah dilakukan oleh Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan semua penerimaan dan pengeluaran

pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

b. Pelaksanaan

Penyertaan modal Pemda dapat dilaksanakan apabila jumlah yanB akan

disertakan dalam tahun ang8aran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda

tentang penyertaan modal daerah berkenaan. Dalam perkembangan usaha

dan investasi bila diperlukan penambahan penyertaan modal dilakukan

melalui mekanisme pembahasan APBD dan ditetapkan dalam Perda

ABPD tahun anggaran berkenaan di mana pertimbangan maupun jumlah

penyertaan modalnya ditambahkan dalam diktum/pasal tertentu pada Perda

APBD dimaksud.

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah

daerah dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD - Uang milik
pemerintahan daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan

dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendeksepanjang tidak
mengganggu likuid itas keuangan daerah.

c. Pelaporan

PPKD menyelenggara kan akuntansi atas transa ksi keua ngan, aset, utang,

dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.

PPKD menyusun laporan keuangan Pemda yang terdiri dari l-RA, Neraca,

Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan berdasarkan Standar

Akuntansi Pemerintah, Laporan keuahgan tersebut dilampiri dengan laporan

ikhtisar lapora n keuangan BUMD,

5.5 KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemda dapat bekerja sama

dengan Pemda lain dan pihak ketiga dalam rangka penyediaan layanan umum,
kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan PAD. Pihak ketiga yang dapat
melakukan kerjasama dengan Pemda antara lain Kementerian/Lembaga

Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, perusahaan swasta yang

berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,

Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negerilainnya yang berbadan hukum.

Kerjasama yang dilakukan oleh Pemda meliputi seluruh urusan yang

menjadi kewenangan daerah, aset daerah, potensi daerah, dan penyediaan
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layanan umum. Kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk perianjian

keriasama dengan memerhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling

menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan

nasionaldan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pe6amaan

kedudukan, transparansi, keadilan serta kepastian hukum.

Dalam rangka pelaksanaan kerjasama daerah, Gubernur atau Bupati/
walikota membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk

membantu Kepala Daerah menyiapkan kerja sama daerah. Struktur TKKSD

terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota tetap dan Anggota

tidak tetap. TKKSD beranggotakan perangkat daerah yang terkait dengan

pelaksanaan kerjasama yang akan dilakukan oleh daerah. Kerja sama daerah

yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan

masyarakat serta anggarannya belum tersedia dalam APBD tahun anggaran

berjalan harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dalam pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah, terdapat beberapa

bentuk/model kerja sama yang dapat dilakukan, ya itu:

a. Bentuk/Model Kerja Sama Antar Daerah.

1". Kerja Sama Pelayanan Bersama adalah kerja sama antar daerah

untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang

bertempat tinggal di wilayah yang merupakan jurisdiksi dari daerah

yang bekerjasama, untuk membangun fasilitas dan memberikan
pelayanan bersa ma.

2. Kerja Sama Pelayanan Antar Daerah adalah kerja sama antar
daerah untuk memberikan pelayanan tertentu bagi suatu wilayah

masyarakat yang merupakan jurisdiksi daerah yang bekerjasama,

dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk

memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang

memberikan pelayana n.

3. Kerja Sama Pengembangan Sumber daya Manusia adalah kerja

sama antar daerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya

manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan

dan pengalaman, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima
pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada

daerah yang memberikan pelaya nan.

4. Keria Sama Pelayanan dengan pembayaran Retribusi adalah kerja

sama antar daerah untuk memberikan pelayanan publik tertentu
dengan membayar retribusi atas jasa pelayanan.
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5.

6.

7.

Keria Sama Perencanaan dan Pengurusan adalah kerja sama antar

daerah untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan

publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan
programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan
program yang berkait dengan jurisdiksi masing-masing;

Kerja sama tersebut membagi kepemilikan dan tanggung jawab

atas program dan kontrol atas implementasinya.

Kerja Sama Pembelian Penyediaan Pelayanan adalah kerja sama

antar daerah untuk menyediakan layanan kepada daerah lain

dengan pembaya ran sesuaidengan perjaniian.

Kerja Sama Pertukaran Layanan adalah kerja sama antar daerah

melalui suatu mekanisme pertukaran layanan {imbal layan),

Kerja Sama Pemanfaatan Peralatan adalah kerja sama antar daerah

untuk pengadaan/penyediaan peralatan yang bisa digunakan
bersama.

Keria Sama Kebijakan dan Pengaturan adalah kerja sama antar

daerah untuk menselaraskan kebijakan dan pengaturan terkait
dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu.

Adapun contoh proyek kerjasama antar daerah:

Kerjasama regional level provinsi, contoh: Badan Kerjasama

Pembangunan (BKSP) JABODETABEKJUR, Badan Kerjasama Regional

Sulawesi (BKRs).

Kerjasama antar kab/kota, contoh: Sekretariat Bersama

KARTAMANTUL (Kab Sleman, Kota Yogyakarta dan Kab Bantul),

Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) SUBOSUKA WONOSERATEN

(Kota Surakarta, Kab Boyolali, Kab Sukoharjo, Kab. Karanganyat
Kab. Wonogiri, Kab Sragen dan Kab Klaten.

Kerjasama dalam bentuk Asosisasi, contoh: APKASI (Asosiasi

Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia), Asosiasi Pemerintah
Kota Seluruh Indonesia (APEKSl).

b. Bentuk/Model Keria Sama Pemerintah Daerah dengan Kementerian/
Lembaga:

1. Keria Sama Kebiiakan dan Pengaturan, yaitu kerla sama daerah
dengan Kementerian/Lembaga untuk merumuskan tujuan bersama

berkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu yanB

dilakukan dengan menselaraskan kebijakan, rencana strategis,

8.

b.

c,
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peraturan untuk mendukung pelaksanaannya/ serta upaya

implementasinya.

2. Keria Sama Pengembangan Sumber daya Manusia dan Teknologi,

vaitu kerja sama daerah dengan Kementerian/Lembaga untuk

meningkatka n kapasitas SDM da n kualitas pelayanannya melalui a lih

pengetahuan, pengalaman dan teknologi denBan suatu kompensasi

tertentu.

3. Kerjasama Perencanaan dan Pengurusan, yaitu kerja sama daerah

dengan Kementerian/Lembaga tertentu, dengan mana mereka

menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri

sendiri rencana dan program yang berkait dengan kewenangannya

masing-masing.

Bentuk/Model Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan badan hukum:

l Kontrak Pelayanan

2. Kontrak Operasional/Pemeliharaan Pemerintah daerah

mengontrakkan kepada badan usaha untuk mengoperasikan/

memelihara suatu fasilitas pelayanan publik.

Kontrak Kelola Pemerintah daerah mengontrakkan kepada badan

hukum untuk mengelola suatu sarana/prasarana yang dimiliki
Pemerintah Daerah.

liontrak Sewa Badan hukum menyewakan suatu fasilitas

infrastruktur tertentu atas dasar kontra k kepada Pemerintah Daera h

untuk dioperasikan dan dipelihara oleh pemerintah daerah selama

jangka waktu tertentu - Kontrak Konsesi Badan hukum diberi hak

konsesi atau tanggung jawab untuk menyediakan jasa pengelolaan

atas sebagian atau Seluruh system infrastruktur tertentu, termasuk
pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan

kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya.

3. Kontrak Bangun

Kontrak Bangun Guna Serah Badan usaha memperoleh hak

untuk mendanai dan membangunsuatu fasilitas/infrastruktur,
yang kemudian dilanjutkan dengan pengelolaannya dan dapat

menarik iuran selama jangka waktu tertentu untuk memperoleh
pengembalian modal investasi dankeuntungan yang wajar.

Setelah .iangka waktu itu berakhir badan usaha menyerahkan

kepemilikannya kepada pemerintah daerah.
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Kontrak Bangun Serah Guna

Badan usaha bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur/
fasilitas, termasuk membiayainya dan setelah selesai
pembangunannya lalu infrastruktur/fasilitas tersebut diserahkan
penguasaan dan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, Pemerintah daerah menyerahkan kembali kepada

badan usaha untuk dikelola selama waktu tertentu untuk
pengembalian modal investasinya serta memperoleh keuntungan
yang waja r.

Kontrak Bangun Sewa Serah Badan hukum diberi tanggung
jawab untuk membangun infrastruktur termasuk membiayainya.
Pemerintah daerah kemudian menyewa infrastruktur tersebut
melalui perjanjian sewa beli kepada badan hukum selama jangka

waktu tertentu dan setelah jangka waktu kontrak berakhir, maka
pemerintah menerima penguasaan dan kepemilikan infrastruktur
tersebut.

Kontrak Rehabilitasi

Kontrak Rehabilitasi Kelola dan Serah Pemerintah daerah
mengontrakkan kepada badan hukum untuk memperbaiki suatu
fasilitas publik yang ada, kemudian badan usaha mengelolanya

dalam waktu tertentu sesuai dengan perjaniian selaniutnya
diserahkan kembali kepada pemerintah apabila badan usaha

tersebut telah memperoleh pengembalian modal dan profit pada

tingkat yang wajar.

Kontrak Bangun Tambah Kelola dan Serah Badan hukum diberi hak

atas dasar kontrak dengan pemerintah daerah untuk menambah
suatu fasilitas tertentu pada fasilitas publik yang ada. Kemudian

badan hukum diberikan hak untuk mengelola bangunan tambahan
sampai badan hukum dapat memperoleh pengembalian modaldan
profit pada tingkat yang wa,ar.

Kontrak Patungan

Pemerintah Daerah bersama-sama badan usaha membentuk
suatu badan hukum patungan dalam bentuk perseroan untuk
membangun atau /dan mengelola suatu aset yang dimiliki oleh
perusahaan patungan tersebut, termasuk segala kegiatan yang

menjadi lingkup usaha perusahaan patungan.

5.
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Adapun contoh proyek kerjasama pemerintah daerah dengan

badan hukum (swasta) Proyek lnstalasi Air Minum Sepatan, yang

merupakan kerjasama antara Pemda Kabupaten Tangerang dengan

PT Aetra Air Tangerang.

Contoh Pembiayan Daerah

Pemerintah Kota Amanah merupakan daerah yang mengalami

perkembangan sangat pesat, terutama dalam pembangunan infrastruktur.

Berbagai sarana dan prasarana publik dibangun mulai dari pendidikan,

jalan, pasar, sampai sarana rekreasi. Keberhasilan pembangunan

ini tidak lepas dari kepiawaian sang Kepala Daerah dalam menggali

pontensi pendanaa n.

Berdasarkan data APBD Pemerintah Kota Amanah dapat terlihat bahwa

Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya terus mengalami peningkatan

sebagaimanaPeningkatan PAD yang dialami Pemerintah Kota Amanah

tentunya berkat kemampuan daerah tersebut dalam mengoptimalkan
potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah

Kota Amanah selama ini banyak mengalokasikan belania pemerintah

untuk sektor-sektor yang dapat memacupertumbuha n ekonomi.

Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan potensi

penerimaan pajak iuga akan meningkat.

Berkat keberhasilannya dalam memajukan daerah tersebut, sang Kepala

Daerah tersebut terpilih kembali untuk memimpin daerah untuk yang

kedua kalinya. Dalam periode masa jabatan kedua ini Kepala Daerah

lebihmemprioritaskan untuk melakukan pembangunan di sektor-sektor
yang menjadi prioritas sudah ditetapkan dalam RPJMD, yang meliputi:

1. lnfrastruktur Darat yang meliputi jalan tol, pembanBunan fly over,

reaktivasi dan revitalisasi jalur kereta api, pembangunan jalurkereta

api, dan pembangunan terminal;

z. Infrastruktur Udara dengan mengembangkan dan membangun

Bandara Internasional;

3, Infrastruktur Laut dengan mengembangkan dan membangun

pelabuhan lauU

4. Infrastruktur Sumber Daya Air dengan membangun bendungan dan

Wadu k;

5. lnfrastruktur Pemukiman dengan mengembangkan kawasan

permukiman, pengolahan persampahan dan air limbah, serta
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penyediaa n air bersih dipermukiman perkotaa n. U ntuk permukiman
perdesaan dilaksanakan dengan membangun infrastruktur dasar
permukiman;

6, Infrastruktur Energi dengan membangun pembangkit tenaga listrik
dan pengembangan sumber energi listrik; serta

7. InfrastrukturKesehatan.

Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dan dapat memacu pertumbuhan

ekonomi.

Namundemikian, untuk membangun proyek-proyektersebutdibutuhkan
pendanaan yang tidak sedikit, sementara itu kemampuan keuangan

Pemerintah Kota Amanah sangat terbatas. Salah satu alternatif untuk
mengatasi berbagai keterbatasan pembiayaan pembangunan tersebut
Pemerintah Kota Amanah berencana melakukan pinjaman daerah.

Pinjaman untuk menutup defisit tersebut diperkirakan sebesar sebesar

Rp 60.000.000.000,00 guna membangun rumah sakit. Saat ini sudah

dilakukan penjajagan terhadap sumber-sumber pinjaman antara lain

melalui Bank Pembangunan Daerah, Bank Mandiri, BNI dan Pusat

Investasi Pemerintah.

Untuk memperlancar proses pinjaman tersebut, saat ini Pemerintah

Kota Amanah telah melakukan lobby kepada pimpinan DPRD, guna

menjelaskan betapa pentingnya keberadaan rumah sakit di masa

mendatang-

Untuk menjamin bahwa pinjaman tersebut tidak akan membebani
kepala daerah berikutnya, karena harus ikut menanBgung beban
pengembalian pinjaman tersebut maka pinjaman tersebut akan

dilunasi selama dua tahun dalam periode pemerintahan kepala daerah
ini. Selain itu untuk melihat apakah kondisi keuangan daerah mampu
mengembalikan pinjaman tersebut, sebelum melakukan pinjaman,
Pemerintah Kota Amanah oerlu terlebih dahulu melakukan analisis atas
kelayakan pinjaman daerah dan kemampuan keuangan Pemerintah Kota

Amanah untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Analisis tersebut
bertujuan untuk:

a. Mengetahui kemampuan keuangan dalam melakukan pinjaman

daerah sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan untuk
pembangunan.
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b. Menentukan besarnya pinjaman yang layak dilakukan.

c. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di

lingkungan Pemerintah Kota Amanah.

d. Sebagai bahan masukan dan informasi dalam memberi arah atau

alternative kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pinjaman

daera h.

Untuk melakukan pinjaman daerah, Pemerintah Kota Amanah harus

memenuhi beberapa persyaratan pinjaman daerah sebagaimana diatur

dalam PP No. 30/2011tentang Pinjaman Daerah, yaitu:

a. Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan

ditarik tidak melebihi 75% dari iumlah penerimaan umum APBD

tahun sebelumnya

b. Memenuhi rasio kemampuan keuangan daerah untuk

mengembalikan pinjaman (DSCR) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

c. Persvaratan lain yang ditetapkan oleh calon pemberi pinjaman

d. Tidak mempunyai tunggakan Pinjaman kepada Pemerintah, apabila

Pinjaman Daerah yang akan diajukan bersumber dari Pemerintah,

e. Mendapat persetujuan DPRD untuk pinjaman Jangka Menengah

dan Panjang.

Untuk keperluan membuat analisis tersebut di atas, berikut ini

dilampirkan data:

1. RealisasiAPBD 3 tahun terakhir {APBD TA 2009- 2011); dan

2. APBD TA 2012

5,6 ANAIISIS PINJAMAN BERDASARKAN PERATURAN

PEMERINTAH NO. 30 TAHUN 2011

a. Penggunaan Pinjaman

Berdasarkan ketentuan pasal 14 PP 30 Tahun 2011, Pinjaman iangka
panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau

sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik baik yang menghasilkan

penerimaan langsung berupa pendapatan APBD maupun penerimaan

tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang

seharusnyadikeluarkan jika kegiatan tersebut tidak dilakukan.

dengan demikian pinjaman untuk pembangunan rumah sakit termasuk

dalam kegiatan yang boleh dibiayai dari pinjaman iangka panjang, karena
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pembangunan rumah sakit akan menghasilkan penerimaan bagi APBD

Pemerintah Kota Amanah. Dalam pinja ma n jangka panjang, pengemba liannya

seharusnya dapat melebihi sisa masa jabatan kepala daerah, namun
demikiankeinginan kepala daerah untuk menyelesaiakan pinjaman dalam
masa iabatannya dapat dilakukan sepanjang kondisi kemampuan keuangan

daerah memungkinkan.

b, Batas Maksimal Piniaman

Sesuai dengan ketentuan pasal 15 PP No. 30 Tahun 2011 tentang
Piniaman Daerah, Jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah piniaman
yang akan ditarik tidak melebihi 757o (tujuh puluh lima persen) dari jumlah
penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

a. Jumlah sisa Pinjaman Daerah adalah jumlah seluruh kewajiban
pembayaran kembali pinjaman lama yang belum dibayar, termasuk
bunga dan/atau kewajiban lainnya.

b. Jumlah pinjamanyangakan ditarikadalah jumlah rencana komitmen
pinjaman yang diusulkan,

c. Penerimaan Umum APBD adalah seluruh penerimaan APBD tidak
termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama,
dan penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi untuk mendanai
pengeluaran tertentu,

. Tidak Mempunyai Tunggakan atas Pengembalian Pinlaman yang Berasal
dari Pemerintah

Salah satu sydrat pinjaman daerah yang harus dipenuhi oleh Pemerintah
Kota Amanah adalah tidak mempunyai tunggakan piniaman dari
Pemerintah Pusat. Hal ini diperlukan untuk melihat komitmen Pemda

dalam melakukan pengelolaan pinjaman daerahnya. Pemerintah Pusat

tidak ingin pinjaman yang dilakukan pemda menjadi beban bagi keuangan
Pemda dikemudian hari sehingga terjadi defoult atau gagal bayar
Pengelolaan pinjaman daerah harus dilakukan dengan penuh tanggung
jawab dengan mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas.
Pembayaran kembali pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah
Pusat merupakan prioritas kewajiban Pemerintah Daerah.

Dalam kasus ini Pemerinta h Kota Amanah tidak memiliki
pinjama nsebelumnya kepada Pemerintah Pusat, maka rencana pinjaman
ini memenuhisyarat untuk diajukan sebagaimana yang diamanatkan
pada pasal 15 PP 30 Tahun 2011.
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Mendapatkan Persetujuan DPRD

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 PP 30 Tahun 201"1, piniaman jangka

menengah dan jangka panjang yang disampaikan oleh Pemerintah

Daerah harus memperoleh persetujuan dari DPRD. Proses lobby kepada

DPR terkait dengan rencana pinjaman harus segera diintensifkan agar

segera diperoleh persetuiuan (tertulis) dari DPRD.

Berdasarkan hasil analisis APBD TA 2012 diketahui bahwa APBD

Pemerintah Kota Amanah mengalami defisit sebesar 6,36y" dati

total Sesuai dengan ketentuan PMK No.127/PMK.07/2011 bahwa

BatasMaksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 2012 untuk masinS-masing

Daerah ditetapkan sebesar 6% (enam persen)dari perkiraan Pendapatan

Daerah Tahun Anggaran 2012. Dalam hal defisit melampaui 6% (enam

persen), pemerintah daerah melaporkan rencana pelampauan batas

maksimal defisit tersebut kepada Menteri Keuangan. Dalam hal defisit

APBD akan d ibiayai da ri Pinjama n Daera h ya ng bersumber da ri penerusa n

pinjaman luar negeri, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank,

dan lembaga keuangan bukan bank dengan jumlah Piniaman Daerah

melampaui 6% (enam persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun

Anggaran 2012, defisit APBD tersebut harus mendapatkan persetujuan

dari Menteri Keua ngan.

Dengan demikian, karena jumlah defisit Pemerintah Kota Amanah

melampaui dari yang telah ditetapkan maka Pemerintah Kota Amanah

harus menyampaikan laporan rencana pelampauan batas maksimal

deficit APBD kepada Menteri Keuangan. Jika defisit tersebut akan

ditutup dengan pinjaman daerah yang bersumber dari perbankan, maka

Pemerintah Kota Amanah disamping melaporkan rencana pelampauan

matas maksimal d eficit terseb ut, juga ha rus menyampaikan permohona n

persetujuan tentang pelampauan batas maksimal deficit APBD yang

dibiayai dari Pinjaman Daerah kepada Menteri Keuangan.

sebelum melakukan piniaman, selain perlu melakukan analisis

kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman pemda

juga perlu melakukan perhitungan mengenai estimasiiumlah DAU dan/

atau DBH yang akan dipotong jika Pemerintah Kota Amanah menunggak

atau mengalami gagal bayar ldefaultl. Jumlah ini perlu di ketahui agar

ketika DAU dan/atau DBH dipotong kerena gagal bayat tidak sampai

mengganggu biaya operasiona I lainnya.
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Penghitungan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan PMK No.47/
PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman

Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Melalui Sanksi Pemotongan

Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang mengatur bahwa,
Persentase pemotongan DAU dan/atau DBH per tahun sebagai berikut.

a. sebesar 20% (d ua puluh per seratus) untuk Daerah dengan Kapasitas
Fiskal sangat Tinggi.

b. sebesa r 20% (d ua pu luh per seratus) untuk Daerah dengan Kapasitas
Fiskal Tinggi.

sebesar 15% (lima belas per seratus) untuk Daerah denBan Kapasitas

Fiskal Sedane.

d. sebesar 10% (sepuluh per seratus) untuk Daerah dengan Kapasitas

Fiskal Rendah.

Indeks kapasitas fiskal daerah Kota Amanah masuk dalam kategori
"sedang", sehingga jumlah maksimum DAU dan/atau DBH yang dapat
dilakukan pemotongan adalah sebesar maksimal 157o dari jumlah
DAU dan DBH yang dialokasikan tiap tahun anggaran. Berdasarkan
perhitungan tersebut, maka estimasi besaran maksimum pemotongan
DAU dan/atau DBH untuk Pemerintah Kota Amanah yaitu sebesar Rp

95.696.157,

(Sumber: Diktat Perencanaan dan PenganBgaran Kementerian K€uangan Rl, Tahun
2013).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa
pengelolaan dana pinjaman, baik yang bersifat pinjaman jangka pendek dan

langka panjang terlebih dahulu harus dibahas antara Pemerintah Daerah
dengan pihak DPRD, setelah mendapatkan kesepakatan dan disetujui oleh
pihak DPRD, maka pinjaman daerah baru dapat dilakukan oleh Pemerintah
Daerah,
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BAB VI

BERBAGAI PERMASALAHAN
PADA PENGANGGARAN DAERAH

5.1 PERMASALAHAN DALAM PENGANGGARAN DAERAH

SETETAH ERA REFORMASI KEUANGAN DAERAH

6.1.1 DUA BEI.AS PERMASALAHAN DALAM PERENCANAAN

DAN PENGANGGARAN DI DAERAH

1. Intervensi hak budget DPRD terlalu kuat di mana anggota DPRD sering

mengusulkan kegiatan-kegiatan yang menyimpang jauh dari usulan

masyarakat yang dihasilkan dalam Musrenbang- Jadwal reses DPRD

dengan proses Musrenbang yang tidak match misalnya Musrenbang

sudah dilakukan, baru DPRD reses mengakibatkan banyak usulan DPRD

yang kemudian muncul dan merubah hasil Musrenbang. Intervensi

legislatif ini kemungkinan didasari motrf politis yakni kepentingan untuk

mencari dukungan konstituen sehingga an88ota DPRD berperan seperti

sinterklas yang membagi-bagi proyek. Selain itu ada kemungkinan juga

didasari motif ekonomis yakni membuat proyek untuk mendapatkan

tambahan income bagi pribadi atau kelompoknya dengan mengharap

bisa intervensi dalam aspek pengadaan barang (procurement) alau
pelaksanaan kegiatan. Intervensi hak budget ini juga seringkali

mengakibatkan pembahasan RAPBD memakan waktu paniang untuk

negosiasi antara eksekutif dan legislatif. Salah satu strategi dari pihak

eksekutif untuk "menjinakkan" hak budget DPRD ini misalnya dengan

memberikan alokasi tertentu untuk DPRD missal dalam penyaluran

Bantuan Sosial (Bansos) atau pun pemberian "Dana Aspirasi" yang

bisa digunakan oleh anggota DPRD secara fleksibel untuk menjawab

perm intaa n masyarakat,

2. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan melalui mekanisme

musrenbang masih menladi retorika. Perencanaan pembangunan
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masih didominasi oleh: Kebijakan kepala daerah, hasil reses DPRD

dan Program dari SKPD. Kondisi ini berakibat timbulnya akumulasi

kekecewaan di tingkat desa dan kecamatan yang sudah memenuhi
kewajiban membuat rencana tapi realisasinya sangat minim.

Proses Perencanaan kegiatan yang terpisah dari penganggaran, hal

ini dikarenakan adanya ketidakjelasan informasi besaran anggaran,
proses Musrenbang kebanyakan masih bersifat menyusun daftar
belania (shoppingr iist) kegiatan. Banyak pihak seringkali membuat
usulan sebanyak-banyaknya agar probabilitas usulan yang disetujui
juga semakin banyak. lbarat memasang banyak perangkap, agar banyak

sasaran yang terjerat.

Ketersediaan dana yang tidak tepat waku. Terpisahnya proses

perencanaan dan anggaran ini juga berlanjut pada saat penyediaan

anggaran. APBD disahkan pada bulan Desember tahun sebelumnya,
tapi dana seringkali lambat tersedia. Bukan hal yang aneh, walau tahun
anggaran mulai per 1 Januari tapi sampai bulan Juli-pun anggaran
program di tingkat SKPD masih sulit didapatkan.

Breokdown RPJPO ke RPJMD dan RPJMD ke RKPD seringkali tidak
nyambung (mdtch). Ada kecenderungan dokumen RPJP atau pun

RPJM/Renstra SKPD seringkali tidak dijadikan acuan secara serius
dalam menyusun RKPD/Renja SKPD. Kondisi ini muncul salah satunya
disebabkan oleh kualitas tenaga perencana di SKPD yang terbatas
kuantitas dan kualitasnya. Dalam beberapa kasus ditemui perencanaan

hanya dibuat oleh Pengguna Anggaran dan Bendahara, dan kurang
melibatkan staf program sehingga banyak usulan kegiatan yang sifatnya
copy poste dari kegiatan yang la lu dan tidak visioner.

Kualitas RPJPD, RPJM Daerah dan Renstra SKPD seringkali belum
optimal. Beberapa kelemahan yang sering ditemui dalam penyusunan

Rencana tersebut adalah; indikator capaian yang seringkali tidak jelas

dan tidak terukur (kalimat berbunga-bunga), data dasar da n asumsi yanE

seringkali kurang valid, serta analisis yang kurang men dalam di mana
jarang ada analisis men dalam yang mengarah pada "how to schieve"
suatu target.
Terlalu banyak 'brder" dalam proses perencanaan dan masing-
masing ingin menjadi arus utama misalnya gender moinstreoming,
poverty mainstreoming, disoster moinstreoming dll. Perencana di
daerah seringkali kesulitan untuk menterjemahkan isu-isu tersebut.
Selain itu "mainstreaming" yang seharusnya dijadikan "prinsip gerakan

5.

6.

7.
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pembangunan" seringkali malah disimplifikasi meniadi sektor-sektor

baru, misalnya isu poverty mainstreaming melahirkan lembaga Komisi

Pemberantasan Kemiskinan padahal yang seharusnya perlu didorong

adalah bagaimana setiap SKPD bisa berkontribusi mengatasi kemiskinan

sesuai tupoksinya masinE-masing Demikian pula isu gender' Juga

direduksi dengan munculnya embel-embel pada Bagian Sosial menjadi

"Bagian Sosial dan Pemberdayaan Perempuan" misalnya'

8. Koordinasi antar SKPD untuk proses perencanaan masih lemah

sehingga kegiatan yang dibangun jarang yang sinergis bahkan ldak
jarang muncul egosektoral Ada suatu kasus di mana di suatu kawasan

Dinas Kehutanan mendorong program reboisasi tapi di sisilain Dinas

Pertambangan memprogramkan ekploitasi batubara di lokasi tersebut'

9. SKPD yang mempunyai alokasi anggaran besar misal Dinas Pendidikan

dan Dinas PU seringkali tidak mempunyai tenaga perencana yang

memadai. Akibatnya proses perencanaan seringkali molor. Hal ini sering

diperparah oleh minimnya tenaga Bappeda yang mampu memberikan

asistensi kepada SKPD dalam penyusunan rencana'

10. APBD kabupaten/Kota Perlu evaluasioleh Pemprop. Disisi lain Pemprop

mempunyai keterbatasan tenaga untuk melakukan evaluasi tersebut'

Selain itu belum ada instrumen yang praktis yang bisa digunakan untuk

evaluasi anggaran tersebut. Hal ini b€rakibat proses evaluasi memakan

waktu agak lama dan berimbas pada semakin paniangnya proses revisi

di daerah (kabupaten/kota).

11, Kualitas hasil Musrenbang Desa/Kecamatan seringkali rendah karena

kurangnya Fasilitator Musrenbang yang berkualitas Fasilitasi proses

perenca naa n tingkat desa yang menurut PP 72 Tahun 2005 diamanahkan

untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten (bisa via Pemerintah

Kecamatan) seringkali tidak berjalan Proses fasilitasi hanya diberikan

dalam bentuk surat edaran agar desa melakukan Musrenbang' dan

jarang dalam bentuk bimbingan fasilitasi di lapangan

12. Pedoman untuk Musrenbang atau perencanaan {misal Permendagri 66

Tahun 20{17) cukup rumit (comPlicoted,l dan agak sulit untuk diterapkan

secara mentah-mentah di daerah pelosok perdesaan yanB sebagian

perangkat desa dan masyarakatnya mempunyai banyak keterbatasan

dalam hal pengetahuan, teknologi dll.

Sumber: raiawali gorudo poncasila. blogspot. com/"/dikutip dori pendapot Edy

Morbydnto'

^ 
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Berdasarkan dua belas permasalahan tersebut di atas sekurangnya
ada tiga (masalah) praktik tata kelola yang menunjukkan masih buruk rupa
manajemen keuangan daerah pasca reformasi pengelolaan keuangan daerah.
Di bawah ini dapat dijelaskan lebih detaial permasalahan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran daerah, yang meliputi:

a. problem proporsi alokasi sebagaimana dituniukan rasio antara
belanja modal (pembangunan) dan belanja aparatur (rutin). Hingga
sewindu pelaksanaan desentralisasi, desain politik alokasi anggaran
di banyak daerah menunjukkan minimnya peruntukan bagi
masyarakat, baik berupa dana pelayanan publik maupun investasi
Pemda bagi bergeraknya perekonomian. Hanya sekitar 20-30%
APBD untuk belanja langsung bagikepentingan masyarakat dan sisa
terbesarnya untuk membiayai birokrasi.

b. problem kapasitas daya serap anggaran. Saat ini, sekitar 60yo
dana APBN kita beredar di daerah (30% lewat skema transfer
ditambah 30% berasal dari dana dekonsentrasi, medebewind dan
dana sektoral), Suatu jumlah uang beredar yang tentu amat besa[
sekaligus tanggung jawab yang besar pula. Namun sayang, sejauh ini
Pemda masih belum berkekuatan penuh menyerap anggaran yang
ada, bahkan di sebagian daerah, sisa dana "diparkir', di perbankan
berbentuk Sertifikat Bl

Perlu dicatat, adanya dana yang menganggur itu bukan lantaran
daerah berkelebihan uang atau pun sebagai hasil dari penghematan
(efisiensil anggaran. Sebaliknya, hal itu menunjukkan adanya dana
yahg terbengkelai, karena buruknya sistem perencanaan anggaran,
berbelitnya prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah.
lemahnya proses legislasi di daerah, atau orjentasi sempit pada
PAD dari bunga simpanan SBl. Kinerja instrumen fiskal semacam itu
berakibat terbengkelainya pula program layanan publik dan tentu
sulit menjadi stimulan alternatif di tengah masih lesunya investasi
sektor swasta_

c. selain kedua masalah di atas, hari-hari ini media massa juga gencar
memberitakan problem ketiga dalam manajemen keuangan
daerah, yakni administrasi pelaporan keuangan. Hal ini tentu tidak
saia menyangkut problem akuntansi dan tata pembukuan, tetapi
lebih mendasar lagi mencerminkan politik kebijakan dan komitmen
penegakan good governonce di daerah.
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Alhasil, meruluk Iaporan BPK, setia p tahun terdapat tendensi memburuk

dalam kualitas pengelolaan dan laporan keuangan Data terakhir (2009)

menunjukkan, hanya ada 21 daerah yang memiliki status laporan waiar tanpa

pengecualian, selebihnya: 249 daerah wajar dengan pengecualian, T daerah

berstatus discloirner (tak memberikan pendapat) dan IO daerah adverse llak
wala r).

Sejogyanya Inspektorat perlu memperbaiki sYstem mekanisme

pengawasan dan pengendalian internal, dan pimpinan lembaga sebaga'

atasan langsung juga diperlukan kepeduliannya di dalam melakukan

pengawasan melekat terhadap bawahannya, dengan memberdayakan

sistem pengendalian internal pemerintah daerah, jika ini dapat berjalan

dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian

InternalPemerintah (SPIP), maka pengelolaan keuangan daerah akan dapat

lebih baik dan terhindar dari aspek:

1. Pemborosan Yang tidak Perlu;

2. Penyimpanga n;

3. Kebocoran dalam Pengelolaan.

Seharusnya keberadaan inspektorat ini mestinya bernilai strategis, di

dalampembinaan pengelolaan keuangan daerah,. Pertama, menjadi lembaga

preventif dan jaring pengaman internal sebelum datangnya pihak pengawas

eksternal (BPK, KPK, dll). Ked ua, sebagai unit pengawas internal ya ng memiliki

peluang terlibat sejak fase perencanaan (inprt), pelaksanaan, capaian dan

evaluasi kebijakan sehingga memungkinkan deteksi dini dan koreksilangsung

untuk menghindari kerusakan masif Seandainya semua ini diialankan, bisa

dipastikan mutu tata kelola dan tata pembukuan keuangan daerah tidak lagi

menjadisasaran permanen kritikan publik dan temuan BPK

Gagal dalam melakukan atau melaksanakan perencanaan dan

penganggaran yang baik sesuai dengan kebutuhan daerah, maka dalam

pelaksanaannya akan berdampak dan banyak mengalami kendala-kendala'

Walaupun dalam penyusunan perencanaan da n penganggran da pat dilakuka n

revisi untuk dilakukan penyesua ian, tetapi apa bila sema kin banyak melakuka n

revisi atau perubahan dalam perencanaan dan penganggaran pada saat

pelaksanaan, maka perencanaan dan penganggaran dianggap gagal' sehingga

dioerlukan kecermatan di dalam pemetaan berbagai permasalahan daerah

yang akan direncanakan dan dialokasikan antgarannyar sebelum dilakukan

penyusunan perencanaan dan penganggaran

" 
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6.1.2 PENYIMPANGAN SCJAK PERENCANAAN ANGGARAN

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan otonomi
berdasarkan UU No.22 Tahun 1999, dan UU No.32 Tahun 2004 dan telah
direvisi dengan UU No, 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah,
sehingga masih banyak pekerjaan Pemerintah Daerah yang harus segera
ditangani antar lain:rendahnya kemampuan mengelola keuangan dan aset,
dan masih banyak tugas-tugas yang berkajtan dengan pelayanan dasar
masyarakat yang belum terselesaikan dengan baik.

Walapun di dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan dan
penganggaran daerah, telah melibatkan masyarakat dan semua komunitas
daerah secara langsung, tetapi belum semua masyarakat dan komunitas
lainnya paham dan mengerti mekanisme dan pola-pola di dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran Daerah, sehingga seringkali ketidak
mengertian inilah yang d imanfaatkan oleh oknum pejabat pengelora reuangan
Daerah, untuk melakukan kesepakatan dalam pengaloksian anggaran
untuk kepentingan sebahagian kelompok atau pribadinya. Sehingga dalam
pelaksanaannya dikemudian hari menimbulkan dampak penyimpangan yang
akan berakibat kepada indikasi korupsi.

Dari 500 lebih kabupaten/kota di lndonesia, 60-an dianggap kaya,
selebihnya dapat dikatakan miskin. Ruang fiskal menjadi sempit karena
program dan proyek banyak dikendalikan oleh pemerintah pusat dalam
bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana penyesuaian, dan Dana Bagi Hasil.

(Sumber: htto://acch. kok. eo. id.).-

6.2 BEBERAPA PERMASATAHAN UMUM DALAM PERENCANAAN
APBD

Masihkah upaya perbaikan kualitas perencanaan APBD bernilai
strategis?lJpaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah, rnususnya
perencanaan APBD, masih merupakan agenda strategis bagi percepatan
peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah, yang merupakan inti dari
kewajiban Daerah, DPRD, dan Kepala Daerah.

Failing to plan is plonning to foil (Alon ioker'nJ. Kegagalan dalam
membuat rencana berarti merencanakan sebuah kegagalan. Kegagalan dalam
perencanaan APBD sama dengan merencanakan kegagalan Daerah tersebut
untuk mewujudkan kewajibannya, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat di
wilayah nya.
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Beberapa permasalahan pokok yang perlu direspon adalah sebagai

berikut.

1. AnBgaran belanja cenderung ditetapkan lebih tinggi'

Mengapa penilaian kewajaran belania harus dilakukan?Salah satu

alasannya adalah karena usulan belania kegiatan cenderung dimork'

up, dibesarkan atau ditinggikan di atas perkiraan yang sewalarnya

(sebenarnya). Bila usulan belanja selalu wajar dan sesuai dengan

kebutuhan yang sebenarnya, maka urgensi dan relevansi analisis standar

bela nja menladi rendah.

2. Anggaran pendapatan cenderung ditetapkan lebih rendah. Bila

usulan belanla cenderung dimork-up, sebaliknya usulan pendapatan/

penerimaan cenderung dimork-down; ditetapkan lebih rendah dari

target sebenarnya,

3. Kurangnya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi perencanaan

dengan penganggaran. Secara normatif, perencanaan dan penganggaran

harus terpadu, konsisten dan sinkron satu sama lain Hal ini sedemikian

karena penganggaran adalah media untuk mewujudkan target-target

kinerja yang direncanakan. Tanpa perencanaan, SKPD cenderung tidak

fokus serta cenderung bersifat reaktif yang pada akhirnya bermuara

pada inefi siensi dan inefektivitas.

4 Kurangnya keterpaduan, konsistensidansinkronisasi perencanaanantar

SKPD, Keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi tidak hanya antara

aspek perencanaan dengan penganggaran, tetapl juga antar SKPD' Hal

ini perlu diperhatikan karena target capaian program dan atau target

hasil (outcome) sebuah kegiatan dan atau visi daerah dapat dicapai

melalui sinergi program dan kegiatan antar SKPD.

5. Relevansi Program/Kegiatan: kurang responsif dengan permasalahan

dan/atau kurang relevan dengan peluang yang dihadapi' Peningkatan

relevansi dan responsivitas program adalah agenda utama perencanaan'

Relevansi dan responsivitas akan sangat menentukan kemampuan

daerah dalam mewu.iudkan kewajibannya. Rendahnya relevansi ini

terutama karena rendahnya kemampuan perencanaan program dan

kegiatan serta keterbatasan ketersediaan data dan informasi'

6. Pertanggungiawaban kineria kegiatan masih tetap cenderung fokus

pada pelaporan penggunaan dana. Hal ini terjadi terutama karena

belum jelasnya aturan dan mekanisme pertan8sun8jawaban kinerja

kegiatan. Perta nggungjawaban kinerja merupakan kunci dari sistem
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pengan8garan berbasis kinerja. Tanpa pertanggungjawaban tersebut,
perbaikan kinerja SKPDtidak dapat berlanjut secara berkesina mbungan.
Pada titik ekstrimnya, tanpa pertanggungjawaban kinerja, pola
penganggaran pada dasarnya masih belum berubah kecuali istilah dan
nomenklatur semata.

7. Spesifikasi indikator kinerja dan target kinerja masih relatif lemah.
Pada beberapa kasus, penetapan besar belanja tidak didasarkan pada
target kinerja keluaran (output) atau hasil loutcomel. Volume output
diubah, tetapi total belanja tidak berubah. Selain itu, tndikator kinerja
untuk Belanja Administrasi Umum (dahulu disebut sebagai Belania
Rutrn) masih tetap belum jelas.

8. Rendahnya inovasi pendanaan kesejahteraan rakyat. Bagaimanakah
cara terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat? .lawaban
pertanyaan ini sangat tergantung kontela, potensi dan permasalahan di
masing-masing daerah. Hingga saat ini, inovasi pendanaan kesejahteraan
rakyat masih relatif rendah.

Menga pa besar usulan belanja suatu kegiatan berbeda-beda? perbedaa n
besar usulan belanja sebuah kegiatan paling tidak ditentukan oleh faktor-
faktor berikut ini.

1. Perbedaan ienis kegiatan. Perbedaan jenis kegiatan akan cenderung
menyebabkan perbedaan pada besar usulan belanja. Umumnya, besar
usulan belanja kegiatan pelatihan akan berbeda dengan besar usulan
belanja kegiatan pembangunan. Kegiatan pelatihan dan kegiatan
pembangunan adalah dua jenis kegiatan yang berbeda.

2. Perbedaan target kinerja yang hendak diwujudkan. Besar belanja
kegiatan A yang menargetkan 3O orang trampil akan berbeda
dengan kegiatan pelatihan B yang menargetkan 50 orang trampil.
Besar usulan belanja kegiatan C pun akan berbeda dengan kegiatan
A jika target kinerja ketiatan C hanyalah ',30 orang peserta paham,,,
Mengapa, karena trampil tidak sama dengan paham !

3. Perbedaan langkahJangkah penyelesaian kegiatan yang bersangkutan.
Pada umumnya, semakin banyak langkah yang harus dilalui untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan, maka biaya pelaksanaan kegiatan
tersebut pun cenderung meningkat.

4. Perbedaan kebutuhan objek belanla. Bila kegiatan pelatihan A ini
cenderung membutuhkan barang X yang lebih mahal, mara besar
usulan belanja kegiatannya pun cenderung akan lebih tinggi.
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Perbedaan harga satuan. Penggunaan harga satuan yang berbeda

untuk satu objek belanja akan cenderung menghasilkan total belania

yang berbeda-beda-

Perbedaan dasar penurunan dan penghitungan usulan belanja'

Apakah dasar penghitungan belania? Apakah tar8et keluaran (output),

atau target hasil (outcome), atau target capaian program? Perbedaan

dasar penghitungan akan cenderung menghasilkan besar usulan belanla

yang berbeda. Belan.ja yang diturunkan dan dihitung berdasarkan target

keluaran (output) akan cenderung lebih rendah daripada kegiatan

yang dasar penetapan belanianya adalah target hasil (outcome) atau

target capaian proBram. Pada umumnya, semakin trnggi tingkat target

kinerjanya, maka semakin besar pula nilai usulan belanianya.

Perbedaan persepsi perencana tentang ketidakstabilan harga di

masa-masa yang akan datang. Bila si perencana kegiatan sangat yakin

bahwa harga-harga relatif tidak stabil sedangkan harga satuan resmi

relatif rendah, maka ada kecenderungan bagi si perencana untuk

melakukan penggelembungan (mark-up) usulan belania. Untuk apa

mark-up tersebut? dalam konteks ini, penggelembungan usulan belanla

dilakukan untuk antisipasi kebutuhan belanja yang belum diketahuinya

pada saat merencanakan keBiatan yang bersangkutan.

Perbedaan pemahaman perencana kegiatan tentang kompleksitas

kegiatan yang bersangkutan, Bila si perencana kegiatan sangat awam

tentang kegiatan yang direncanakannya, maka ada kecenderungan si

perencana akan san8at berhati-hati dalam menyusun usulan belanjanya

dengan cara me-mark-up usulan belanianya. Untuk apa mark-up

tersebut? dalam konteks ini pun, penggelembungan usulan belanja

dilakukan untuk antisipasi kebutuhan belanja yang belum diketahui
pada saat merencanakan kegiatan yang bersangkutan.

Gagaldalam melakukan atau melakanakan perencanaan dan penganggaran

yang baik sesuai dengan kebutuhan daerah, maka dalam pelakanaannya

akan berdampak dan banyak mengalami kendala-kendala. Walaupun dalam

penyusunan perencanaan dan penganggran dapat dilakukan revisi untuk

dilakukan penyesuaian, tetapiapabila semakin banyak melakukan revisi atau

perubahan dalam perencanaan dan penganggaran pada saat pelaksanaan,

maka perencanaan dan penganggaran dianggap gagal, sehingga diperlukan

kecermatan di dalam pemetaan berbagai permasalahan daerah yang

akan direncanakan dan dialokasikan anggarannyai sebelum dilakukan

penyusu nan perencanaan dan penganggaran,

7.
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Bagaimanakah pola pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja
Daerah (APBD)? Pemerintah Daerah saat ini baru dapat mengevaluasi pada

level penyerapan anBgaran, tetapi pada perencanaan dan penganggaran

belum melakukan sepenuhnya evaluasi yang benar dan akurat, sehingga di
dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, sring kali menggunakan
copy faste perencanaan dan penganggaran ta hun lalu, akibatnya adalah APBD
yang dihasilkan belum semua Pemerintah Daerah dapat memenuhi semua
tuntutan atas kebutuhan masyarakat Daerah., sehingga perlu dilakukan
selain format mengevaluasi penyerapan anggaran, juga harus melakukan

monitoring dan evaluasi tentang bagaimana proses prencanaan dan
penganggaran, dan bagaimana kondisi potensi-potensi sumber daya alam dan
sumber daya yang tersediadapat dikembangkan dan ditingkatkan, sehingga
dapat menghasilkan penerimaan Daerah, yang akan berkontribusi kepada
pendapatan Daerah, bagi menyumbang dan manfaatnya di dalam menutupi
kebutuhan masyarakat Daerah. Hampir sebagian Pemerintah Daerah terlau
mengandalkan dana bantuan dari Pemerintah melalui mekanisme DAU dan
DAK atau bantuan dana transfer lainnya dalam menutupiAPBD nya.

Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sering menemukan
ketidakpatuhan, standar pengendalian internal, dan administrasi. Namun
rekomendasiyang diberikan (hanya) perbaikan, bukan tindakan tegas.

Kondisi saat ini di mana pada proses perencanaan dan penganggaran

daerah terdapat lima aspek yang mewarnai di dalam penyusunannya yaitu
meliputi:

1. Top down planning;
2. Botton up planning;
3. Partisipasi;

4. Teknokrasi: dan

5. Politik.

Padahal dalam implementasinya, proses top down plonning, anggann
yang digelontorkan dari pusat sudah diatur (givenl, adapun lormat bottom
up, sejauh ini hanya formalitas, karena proses partisipasi dalam perencanaan
yang dilakukan bukanlah proses negosiasi, namun hanya sosialisasi dan
penyampaian informasi publik. Masyarakat belum dilibatkan dalam
perencanaan secara utuh dari awal, dan hanya diberi sosialisasi hasil dari
perencanaan yang sudah terbentuk,

Sumber: (http://acch. kpk. po. id,I.- dan Diktat Perencanaan dan Penganggaran
Kementerian Keuangan Tahun 20-13.
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6.3 MODUS.MODUS KORUPSIYANG SERING DITAKUKAN DALAM
PEIAKSANAAN APBD

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh FITRA, kejahatan

korupsi APBD paling banyak terjadi pada sektor infrastrukturi karena dari
persentase alokasi anggaran, sektor inilah yang palinB besar. Modus yang

sering diguna ka n a dalah mork up, mork down,lapora n fiktif, penyalahgunaan

wewenang, dan penggelapan. Mork up dilakukan pada pembiayaan atau

pengeluaran anggaran dengan menaikkan jumlah pengeluaran untuk
kepentingan pribadi, sehingga negara dirugikan. Sedangkan modus mark

down dilakukan pada pengelolaan pendapatan daerah. Misalnya, potensi

pendapatan yang ada sebenarnya besar, namun dalam perencanaan

pendapatan dilakukan penurunan nilai potensi yang ada. Dalam laporan

realisasi pendapatan daerah pun nilai yang dilaporkan sering tidak sesuai

dengan realisasi sebenarnya.

Modus laporan fiktif banyak digunakan pada pelaponn dana bantuan

sosial atau hibah. Misalnya, pelaksanaan proyeknya satu tahap tapi tanda

tangan atau laporannya dilakukan lebih dari itu. Pola seperti ini kadang terlepas

dari pengawasan. Dalam modus penyalahgunaan wewenang, contoh kasus

terhangat adalah penyalahgunaan dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran

(Silpa) oleh Kepala Daerah Situbondo dengan melibatkan beberapa pihak.

Hilangnya dana pada rekening Pemerintah Daerah dalam periode tertentu,
untuk digunakan oleh pihak yang telah bersepakat dengan Kepala Daerah ini,

juga melibatkan pihak bank di dalam sindikat untuk mengatur agar mutasi dana

tersebut tidak tercatat di dalam coshtow mereka. Modus lain yang baru-baru ini

terendus adalah suntikan dana ke Badan usaha Milik Daerah (BUMD). Prosedur

penyuntikan dana ini tidak diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan

mengenai jumlah dana investasi, jumlah laba ditahan, dan jumlah deviden,

sehingga sering jadi celah kecurangan. lnvestasi daerah sering tidak didasarkan

pada alasan dan pertimbangan yang jelas. Ada sejumlah kasus beberapa BUMD

yang disuntik dana oleh pemerintah daerah, namun dalam laporannya sama

sekali tidak memberikan kontribusi pendapatan daerah. Beberapa penelitian

kami menunjukkan adanya trend kenaikan jumlah investasi ke BUMD menjelang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) daerah tersebut dengan nilai sangat mencolok.

1. Ba8aimana langkah konkret untuk melakukan pengawasan terhadap

modus-modus diatas?

Kunci pokoknya adalah aksesibilitas informasidan data. Kalau kendala ini

belu m terpecahkan, masyara kat tidak akan bisa melakukan pengawasa n,
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Walau ada Undang-Undang Keterbukaan Publik, implementasi di lapangan

belum menunjukkan sinyal positif. Di seiumlah daerah, RKA SKPD dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masih menjadi dokumen rahasia.

Misalnya progrdm peningkatan gizi masyarakat. Masyarakat tidak tahu
detil anggaran pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban program

tersebut. Dalam kasus ini terlihat bahwa porsi pengawasan masyarakat

dalam kontrol anggaran masih sangat kurang.

2, Dengan berlakunya Undang-Undang Desa. bagaimanakah kesiapan

pemerintah dalam pengelolaan dana desa?

Kita ha ru strm mengenaikewenangan masing-masing elemen. Pemerintah

pusat punya kewenangan legitimasi peraturan perundang-undangan,

pembinaan, monitoring dan evaluasi. Lalu pemerintah kabupaten/kota

berwenang untuk pendampingan desa, pendampingan penyusunan

APB Desa, serta monitoring dan evaluasi. Sedangkan Desa berwenang
mengelola dana itu sendiri dan membuat pertanggungjawabannya.

Dana desa pada dasarnya adalah dana dari berbagai kementerian dan

lembaga yang disatu-pintukan. Salah satu syarat pencairannya adalah

adanya APB Desa. Disisilain, ski//SDM di desa belum mampu melakukan
pengelolaan keuangan, apalagi dalam jumlah yang sangat besar, sehingga

rentan menimbulkan masalah. Penyusunan APB Desa bisa jadi dilakukan

oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui pendampingan yang dilakukan,

sehingga diprediksi sangat rentan terhadap modus laporan fiktif,
penyalahgunaan wewenang, dan mdrk up anggaran.

3, Bagaimanakah pola pengawasan yang harus dibangun dalam
pengelolaan dana desa?

Sampai saat ini format laporan monitoring dan e\6luasi sebagai bentuk
pertanggungiawaban belum terbentuk. Sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, laporan pertan8gungiawaban diaudit oleh Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK). Namun, apakah SDM dari BPK saat ini sudah mampu

meng-cover progrdm tersebut? Alternatif solusi adalah mengoptimalkan

Insp€ktorat Daerah, dengan catatan pengawasan yang dilakukan tidak
se keda r cashlor,v atau penyerapan a nggard n saja namun juga terhadap kinefla.

4. Rekomendasi apa yang dapat diberikan untuk memecahkan
permasalahan pengelolaan daerah?

Ada beberapa rekomendasi untuk mencegah atau meminimalkan
permasalahan pengelolaan keuangan daerah yang ada saat ini, yaitu:

264



n^B Vt

a. Me-reyiew peraturan yang masih tumpang tindih;

b. Dalam pengelolaan dana desa, perlu ada pembagian wewenang di

tingkat pusat ya ng ielas anta ra Kementerian Keua ngan, Kementerian

dalam Negeri, serta Kem€nterian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi. Terutama dalam transfer APBD ke

desa yang belum diatur jelas, dan perlunya capacity building oleh
Kementerian dalam Negeri terhadap SDN4 di daerah;

c. Memperluas ruang fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota;

d. Perlunya kelembagaan partisipasi masyarakat guna mendorong
transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sehingga terbangun
demokratisasi anggaran sesuai dengan amanah UUD 1945 dan

Pa ncasilaj

e. Perlu merumuskan format evaluasi kinerja pengelolaan APBD,

bukan sekedar penyerapan, sehingga meminimalisir potensi-
potensi penyalahgunaan anggara n;

f. Apakah ada daerah yang bisa dijadikan best practice dalam
pengelolaan anggaran? Ada, contohnya Pemerintah DKI Jakarta,

dan Kota Surabaya, di mana keduanya telah melakukan dan

melaksanakan konsep e-budgeting dalam pengelolaan keuangan

daerahnya, dan hal ini merupakan bagian dari monitoring
dan evaluasi yang dilakukan oleh publik. E-budgeting dapat
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,. Dan Kota Surabaya

saat ini selain telah melaksanakan konsep e-budgeting dalam
pengelolaan keuangan daerah, Kota Surabaya telah memberlakukan
pengadaan barang dan jasa dengan pola satu pintu, selain lebih
efektif dan efisien juga dapat mempermudah pengendalian dan

pengawasan, sehingga dapat meminimalisir penyimpangan yang

berindikasi kepada praktik-praktik korupsi

(Sumber: http://acch. kpk. eo. id,l.-

Gagal dalam melakukan atau melaksanakan perencanaan dan
penganggaran yang baik sesuai dengan kebutuhan daerah, maka dalam
pelaksanaannya akan berdampak dan banyak mengalami kendala-kendala.

Walaupun dalam penyusunan perencanaan dan penganggran dapat dila kuka n

revisi untuk dila kuka n penyesuaian, tetapi apabila semakin banyak mela ku ka n

revisi atau perubahan dalam perencanaan dan penganggaran pada saat

pelaksanaan, maka perencanaan dan pengangBaran dianttap Bagal, sehinBga

diperlukan kecermatan di dalam pemetaan berbagai permasalahan daerah
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yang akan direncanakan dan dialokasikan anggarannya, sebelum dilakukan

penyusu nan perencanaan dan penganggaran.

6.4 PENYELEWENGAN DANA APED

Penyelewengan dana APBD masih marak dilakukan oleh pejabat-

peiabat di daerah. Hukuman yang diberikan kepada para peiabat korup

belum memberikan efek jera. Korupsi dana APBD itu menuniukkan bahwa

para pelabat daerah, termasuk kepala daerah, belum memiliki komitmen

yang kuat untuk membangun daerah mereka. Padahal, rakyat memilih

mereka sebagai pemimpin dengan harapan bisa membawa perubahan bagi

keseiahteraan rakyat di daerah.

Kita tentu terus mendorong agar penggunaan anggaran APBD

benar-benar digunakan untuk keperluan pembangunan dan peningkatan

kesejahteraan daerah. Program-program yang dilakukan daerah dengan

menggunakan APBD benar benar bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup

masyarakat di daerah itu tanpa ada "udang di balik batu", seperti program-

program yang diluncurkan menjelang pilkada.

Untuk mencegah dan memberantas korupsidana APBD ini peran aparat
penegak hukum sanBat penting, Aparat harus den8an tegas mengungkap

tuntas korupsi dana APBD yanB sangat merugikan rakyat dan negara tanpa
pandang bulu. Sanksi pidana maksimal perlu diberikan kepada pejabat yang

menyelewengkan uang rakyat itu agar ada efek iera.

Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan anggaran juga harus

terus dilakukan melalui sistem yang transparan. Di sini san8at diperlukan

aksesibilitas informasi dan data yang seluas-luasnya agar publik bisa turut
mengawasi dana APBD itu.

Walau telah ada Undang-Undang tentang Keterbukaan Publik,

implementasi di lapangan belum menunjukkan sinyal positif. Di sejumlah

daerah, masih ada dokumen tentanB keuangan daerah yang masih bersifat

rahasia atau tidak diinformasikan ke publik secara terbuka. Masyarakat tidak
tahu detil dari anggaran pelaksanaan dan laporan pertanggungiawa ban

program-program-program pemerintah daerah yang menggunakan dana

APBD. lni harus dibenahi.

Pelaksanaan/Perbendaha raa n:

a, Keterlambatan pelaksanaan kegiatan, sehingga rendah penyerapan

b. Keraguan aparat dalam memulai kegiatan akibat perencanaan tidak
matang
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c. Banyaknya revisi/pergerseran anggaran

d. Penjadwalan kegiatan tidak tepat

Penatau sahaan/akuntansi/pelaporan:

a. Kelemahan penguasaan akuntansi double entry
b. Rekonsiliasi kas daerah dengan kuasa BUD tidak teratur
c. Rekonsiliasi data BMD tidak dilakukan

d, Pengolahan Data belum berbasis lT

e. Keterlambatan penyampa ia n KPD

Pemeriksaan:

Reviewdan pemeriksaan Inspektorattidakoptimal Pertanggungjawaban.

Keterla mbata n iadwal pertanggungjawa ban

Sumber: Ditjen Keuangan Daerah (emendagriTahun 2013-

o Beberapa kasus yang terjadi di beberapa Habupaten/Kota dan SKPD di
Daerah

a. Contoh Kasus di Kabupaten BandunB tahun 2014 terjadi
ketidaksinkronan antara RKPD dengn RKA dan Rancangan APBD,

beberapa banyak program dan kegiatan yang telah dimasukkan

dalam RKPD tidak masuk dalam RK1A SKPD, Rancangan APBD dan

DPA SKPD, sehingga ini sering menimbuilkan permasalahan di dalam
pelaksanaan APBD dari SKPD yang bersangkutan.

Dan beberapa kasus pada saat dilaksanakannya musrenbang tingkat
Kabupaten/Kota, apa-apa yangtelah dihasilkan pada saat musrenbang

Desa dan Musrenbang Kecamatan, tidak semua hasil musrenbang

masuk dalam forum musrenbang Kabupaten Kota, sehingga di dalam
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) RKA SKPD dan

Rancangan APBD serta DPA SKPD tidak tercantum, Masalah-masalah

ini yang merupakan masalah yang seharus nya mendapatkan

perhatian di dalam penyusunan RKA dan Rancangan APBD serta

DPA tahun-tahun berikutnya. Apabila menyangkut program dan

kegiatan prioritas desa, kecamatan tentunya akan menyulitkan dalam
pelaksanaannya di SKPD Kecamatan. (Sumber: Proseding dan APBD

Kabupaten Bandung Tahun 2013).

b. Pada SKPD Kecamatan Ciomas Tahun 2016, pada saat penyusunan

RKPD Kecamatan Ciomas, dan penyusunan RKA Kecamatan Ciomas

ada beberapa kegiatan yang belum dapat dimasukkan, misalnya

Camat pada pelaksanaan Dana Desa, adalah sebagai koordinator
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pelaksanaan Dana Desa, namun didalam anggardn Kecamatan Ciomas,

tidak menyebutkan kegiatan pembinaan dana desa, sehingga camat

dan jajarannya mengalami kesulitan di dalam melakukan pembrnaan,

setelah dikonfirmasi dengan Camat Ciomas, beliau katakana a memang

tidak dapat dimasukkan, seharusnya apabila ada kegiatan di setiap

SKPD diperlukan dukungan dana yang cukup untuk dapat melakukan

kegiatan dimaksud, hal ini untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan

dalam pengelolaan keuangan daerah pada KecamatanCiomas.+

(Sumber: Hasil wawancara dengan Camat Ciomas pada saat dilakukan

kunjungan di Kecamatan Ciomas Tahun 2016).

c. Perencanaan tidak terorganisir dan terintegrasi dengan baik antara

pusat dan daerah akibatnya ini memberikan peluang perdebatan

di DPR, sehingga pembahasan anggaran berlangsung lama di DPR,

tetapi juga banyak perubahan dengan kapasitas DPR yang bisa

memberikan aspirasi. Hal ini akan berdampak terhadap eksekusi

anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga

{RKA-KL) yang menjadi tidak focus " Antara program RKA-KL dengan

target iaditidak jelas sehingga menyebabkan multi inteprestasi yang

membuka peluang maju mundurnya program " katanya. Belum lagi

pembahasan di DPR tidak tuntas sampai kerincian pogram karena

umumnya hanya membahas besaran pagu saja,

Keberadaan fungsi komisi dan badan anggaran malah menambah

lama proses keputusan anggaran. Seharusnya hanya melalui satu
pintu yakni komisi karena setiap pembahasan lebih intensif di situ.

tugas Banggar sebagai penyelaras program lintaskementeria n/
lemba8a atau pun lintas daerah seharusnya dimainkan oleh

BadanPerencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Menyelaraskan atau mengoord inasikan program lintas sektor dan

daerah itu seharunya bukan tugas Eanggar tapi Bappenas. Kalau

tidak begitu, lalu tugas Bappenas apa," katanya.

Selain itu, keberadaan APBN perubahanjuga membuat penyerapan

anggaran bertambah buruk sebab banyak kementerian/lembaga
yang memilih untuk menunggu hingga ada keputusan final di
APBN-P Contoh pada 2012, APBN-P baru diputuskan OKobet yang

tidak bisa memaksimalkan anggaran hanya dalam waktu dua bulan.

Sumber: htip://www. Metrotvnews. com/metronews/read 12073/01/28/21126674/
Dan Metrotvnews. Com,lakarta tanggal 28 Januari. Tahun 2013.
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